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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan
baik. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan
pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, sejalan dengan dinamika,
tantangan, dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Seluma.

Penyusunan RPJMD merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
yang menegaskan kewajiban setiap daerah untuk menyusun dokumen
perencanaan pembangunan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang
berbasis otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam konteks tersebut, Pemerintah
Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya serta menyusun
kebijakan pembangunan secara mandiri sesuai karakteristik dan kebutuhan
daerah, dengan tetap menjaga sinergi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi.

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan visi,
misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, serta mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan berbagai kebijakan
strategis lainnya. Dokumen ini memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya
saing daerah, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif,
meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-
down, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif, mulai dari

pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, hingga elemen masyarakat.
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Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya
responsif terhadap tantangan pembangunan, tetapi juga aspiratif terhadap
harapan masyarakat.

RPJMD ini juga memuat berbagai strategi untuk menjawab isu-isu strategis
pembangunan daerah, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia,
penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, pemerataan infrastruktur,
peningkatan kualitas layanan publik, serta pengelolaan lingkungan hidup yang
lestari.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat
dicapai hanya oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi lintas sektor,
sinergi antar lembaga, serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Inovasi,
partisipasi, dan gotong royong menjadi pondasi utama dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses
penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 ini. Semoga dokumen
ini menjadi pedoman strategis yang efektif dalam mencapai cita-cita
pembangunan, demi terwujudnya Kabupaten Seluma yang Elok, Maju, Adil,
Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman (EMAS BERLIAN).

Tais, 2025
Bupati,

TEDDY RAHMAN
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BAB |. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam
mengimplementasikan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam visi Bupati
Seluma terpilih, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Seluma EMAS BERLIAN (Elok,
Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman).” Dokumen ini menjadi
pedoman utama dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program
pembangunan lima tahunan yang terukur, terarah, dan berbasis pada potensi,
permasalahan, serta kebutuhan nyata masyarakat. RPJMD dirancang tidak hanya
sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai media transformasi daerah
dalam menjawab tantangan pembangunan masa kini dan mendatang.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional,
penyusunan RPJMD ini berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku, antara
lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Di samping itu, RPJMD
2025-2029 juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029, yang menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan
daerah dan nasional. Inmendagri tersebut menekankan transformasi tata kelola
pemerintahan digital, penguatan pelayanan publik, akselerasi pembangunan
ekonomi hijau, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals).

RPJMD Kabupaten Seluma juga disusun dalam kerangka harmonisasi
antarlevel pemerintahan. Dokumen ini memperhatikan keterkaitan dengan
RPJMD Provinsi Bengkulu untuk memastikan sinkronisasi pembangunan pada
sektor lintas wilayah dan kewenangan, seperti pendidikan menengah, layanan
kesehatan rujukan, dan infrastruktur regional. Selain itu, kesinambungan arah

pembangunan jangka panjang dijaga melalui penyesuaian dengan RPJPD
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Kabupaten Seluma, sebagai dokumen visi dan arah strategis pembangunan dua
dekade ke depan. Secara teknis, RPJMD juga dioperasionalkan melalui Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, yang menjadi dasar penyusunan
APBD, serta memperhatikan RPJMN sebagai dokumen induk pembangunan
nasional lima tahunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma juga dilakukan dengan
memperhatikan dokumen-dokumen teknis pendukung yang berperan penting
dalam memperkuat kualitas substansi dan arah kebijakan. Salah satunya adalah
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD), yang menjamin integrasi
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam seluruh kebijakan dan program. KLHS
juga memastikan arah pembangunan mendukung pencapaian indikator
TPB/SDGs secara konsisten. Selain itu, Rancangan Teknokratik RPJMD yang
disusun oleh perangkat daerah berdasarkan data dan analisis rasional, menjadi
landasan awal untuk merumuskan isu strategis dan arah kebijakan yang obyektif,
logis, dan terukur.

Dokumen pendukung lainnya adalah Rencana Induk Pembangunan Investasi
Daerah (RIP-JPID), yang memberikan arahan strategis pembangunan berbasis
investasi melalui pemetaan sektor unggulan daerah, potensi investasi, serta
pengembangan kemitraan pemerintah dan swasta. RIP-JPID memperkuat peran
investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tak kalah penting,
penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan hasil evaluasi capaian pembangunan
lima tahun terakhir, sebagai refleksi terhadap keberhasilan dan tantangan
pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Evaluasi ini menjadi pijakan penting dalam
menyusun isu-isu strategis pembangunan yang lebih relevan dan solutif pada
periode mendatang.

Lebih lanjut, berbagai dokumen perencanaan sektoral dan tematik juga
menjadi referensi utama dalam merancang RPJMD yang terintegrasi. Dokumen
sektoral seperti rencana strategis bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, serta
dokumen tematik seperti mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan
perlindungan sosial, dipadukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa

pembangunan lintas sektor dapat dilaksanakan secara sinergis dan saling
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mendukung. Dengan pendekatan yang berbasis data, partisipatif, integratif, dan
responsif terhadap dinamika zaman, RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-
2029 diharapkan menjadi dokumen strategis yang mampu mendorong
transformasi daerah menuju pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan

berkelanjutan dalam semangat Seluma EMAS BERLIAN.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 disusun dengan
berlandaskan hukum dan peraturan yang berlaku guna menjamin kepastian
hukum, keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD,
RPJMN, dan RTRW, serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara
efektif dan efisien. Kepatuhan terhadap regulasi ini juga berperan dalam
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap
kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan dapat
dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan publik. Dasar hukum yang
menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-
2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Seluma Periode 2025-2030

-3



10.

11.

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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26

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023
— 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor xx Tahun xxx Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma

Tahun 2025 - 2045;
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012 — 2032;
dan

35. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten

Seluma;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, serta ketentuan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
mengenai RPJPD dan RPJMD, tujuan utama dari perencanaan pembangunan
daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara

sosial, ekonomi, dan ekologis.
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Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud tidak hanya menekankan

aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan hidup,
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pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat
secara menyeluruh. Dalam konteks Kabupaten Seluma, pembangunan
berkelanjutan menjadi arah strategis utama dalam mendorong transformasi sosial
dan ekonomi yang inklusif, tangguh, serta adaptif terhadap dinamika perubahan
global, nasional, maupun regional.

Upaya pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai empat sasaran
utama, yaitu: (1) meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat,
khususnya bagi kelompok rentan dan miskin; (2) memperluas kesempatan kerja
dan berusaha melalui penguatan iklim investasi serta pengembangan UMKM
berbasis potensi lokal; (3) meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta (4) memperkuat daya saing
daerah melalui inovasi, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan yang
profesional, transparan, dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Seluma menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen
perencanaan pembangunan lima tahunan yang berfungsi sebagai penghubung
strategis antara visi-misi kepala daerah dan implementasi kebijakan
pembangunan daerah. RPJMD memiliki keterkaitan yang erat dan saling
melengkapi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat
nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Seluma mengacu pada prinsip-

prinsip dasar sebagaimana diatur dalam regulasi nasional, antara lain:

1. RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional, sehingga harus selaras dengan RPJPD
Kabupaten Seluma, RPJMD Provinsi Bengkulu, dan RPJMN;

2. Penyusunan dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif dengan
melibatkan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, DPRD,
akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat

luas;
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3. Mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan
perencanaan pembangunan daerah, guna menjamin kesesuaian
pembangunan dengan kapasitas dan fungsi ruang;

4. Disusun berdasarkan analisis kondisi, potensi, dan dinamika
perkembangan daerah serta nasional, yang didukung oleh data dan

hasil evaluasi pembangunan periode sebelumnya.

Secara substansial, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran
operasional dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang bertujuan untuk
mengarahkan pembangunan daerah secara terukur dan terpadu. Penyusunan
RPJMD ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan diselaraskan dengan
berbagai dokumen strategis lainnya guna memastikan kesinambungan dan
sinkronisasi pembangunan antarlevel pemerintahan.

Pertama, RPJMD Kabupaten Seluma memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dokumen pembangunan nasional
lima tahunan yang memuat prioritas, sasaran, dan target strategis pembangunan
lintas sektor. Penyesuaian ini penting untuk menjamin bahwa program
pembangunan di Kabupaten Seluma selaras dengan arah kebijakan nasional,
khususnya dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) nasional, integrasi
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), strategi pengentasan kemiskinan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi menuju ekonomi
hijau dan berketahanan.

Kedua, RPJMD Kabupaten Seluma diselaraskan dengan RPJMD Provinsi
Bengkulu, yang merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi dan RPJMN. Sinergi
ini menjadi penting terutama dalam sektor-sektor pembangunan yang bersifat
lintas wilayah atau lintas kewenangan, seperti pengembangan infrastruktur
konektivitas antarwilayah, penyelenggaraan pendidikan menengah, serta sistem

layanan kesehatan rujukan. Dengan memperhatikan dokumen provinsi,
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Pemerintah Kabupaten Seluma dapat memastikan bahwa arah pembangunan
daerah mendukung prioritas pembangunan regional.

Ketiga, RPIMD Kabupaten Seluma merujuk pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma sebagai dokumen
perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 tahun. RPJPD menjadi
acuan utama dalam menjaga konsistensi visi pembangunan lintas periode
pemerintahan serta menjamin keberlanjutan arah dan prioritas pembangunan
daerah. RPJMD disusun dengan mempedomani visi, misi, dan arah pembangunan
jangka panjang yang telah disepakati dalam RPJPD tersebut.

Keempat, keterkaitan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) juga menjadi hal yang fundamental. RKPD merupakan dokumen tahunan
yang menjabarkan RPJMD secara lebih operasional, sekaligus menjadi dasar
penyusunan APBD setiap tahun. RKPD Kabupaten Seluma juga memperhatikan
RKP Nasional dan RKPD Provinsi, sehingga memastikan konsistensi antara
rencana pembangunan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan yang
fleksibel, adaptif, namun tetap terarah pada tujuan strategis lima tahunan yang

telah ditetapkan.

Selain merujuk pada dokumen-dokumen utama seperti RPJMN, RPJMD
Provinsi, RPJPD, dan RKPD, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 juga
mengintegrasikan berbagai dokumen teknis dan pendukung substantif. Integrasi
ini bertujuan untuk memperkuat kualitas perencanaan, ketepatan kebijakan, serta
memastikan bahwa seluruh proses pembangunan didasarkan pada analisis yang
komprehensif dan evidence-based.

Salah satu instrumen penting yang digunakan adalah Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS RPJMD), yang berfungsi untuk menjamin bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi terintegrasi
dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. KLHS juga mendukung
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development

Goals/SDGs) secara lebih sistemik dan konsisten. Di samping itu, Rancangan
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Teknokratik RPJMD menjadi dasar teknis awal dalam penyusunan dokumen ini,
yang disusun secara objektif oleh perangkat daerah teknis berdasarkan data dan
analisis rasional untuk merumuskan arah kebijakan yang logis dan terukur.

Selanjutnya, Rencana Induk Pembangunan Investasi Daerah (RIP-JPID) turut
menjadi referensi strategis dalam penguatan arah pembangunan berbasis
investasi. Dokumen ini memuat pemetaan sektor unggulan, identifikasi peluang
investasi lokal, serta strategi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Selain itu,
hasil Evaluasi Capaian Pembangunan Lima Tahun Terakhir juga menjadi dasar
penting dalam mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan implementasi RPJMD
periode sebelumnya, yang kemudian digunakan sebagai pijakan dalam
perumusan isu strategis dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan keterkaitan dengan berbagai
dokumen perencanaan sektoral dan tematik, seperti rencana pembangunan
bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, serta dokumen tematik mengenai
mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan sosial. Integrasi
dokumen sektoral ini bertujuan agar pembangunan lintas sektor dapat
dikoordinasikan secara menyeluruh dan sinergis.

Keterpaduan dan konsistensi antara RPJIMD dengan berbagai dokumen
perencanaan tersebut dirancang untuk memastikan pembangunan di Kabupaten
Seluma berjalan secara sistematis, terarah, inklusif, dan berkelanjutan. RPJMD
bukan sekadar dokumen administratif lima tahunan, melainkan merupakan
instrumen utama transformasi pembangunan daerah yang berbasis data,
partisipatif, dan berorientasi pada hasil nyata. Selain itu, RPJIMD juga menjadi
referensi penting dalam penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan,
sebagai upaya antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko yang

mungkin timbul selama periode pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang sangat penting
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dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan secara
sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. RPJMD disusun sebagai dokumen
perencanaan jangka menengah lima tahunan yang menjadi landasan bagi
Pemerintah Kabupaten Seluma dalam mengarahkan pembangunan sesuai dengan
visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Lebih dari itu, RPJIMD juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk
menjembatani capaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan
tetap mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Melalui penyusunan RPJMD ini, diharapkan proses pembangunan di Kabupaten
Seluma dapat dijalankan secara efektif, efisien, inklusif, partisipatif, dan adaptif
terhadap tantangan masa depan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta memperkuat daya saing dan ketahanan daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis
bagi Pemerintah Kabupaten Seluma dalam menyelenggarakan pembangunan
lima tahunan secara sistematis, terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini
berfungsi sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seluma
terpilih, yakni “Terwujudnya Kabupaten Seluma EMAS BERLIAN (Elok, Maju, Adil,
Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman),” ke dalam kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan daerah yang mampu menjawab tantangan aktual serta
mewujudkan cita-cita pembangunan daerah secara nyata dan berorientasi hasil.

RPJMD ini juga merupakan instrumen untuk mengonsolidasikan arah
pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten
Seluma, dengan tetap mempertimbangkan keselarasan terhadap kebijakan
pembangunan nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Bengkulu. Penyusunan
dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan bagi seluruh
perangkat daerah dalam merumuskan rencana kerja dan penganggaran yang
terfokus, efisien, dan sinergis, guna mencapai tujuan pembangunan daerah

secara optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Seluma Periode 2025-2030

I-13



Maksud penyusunan RPJMD ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya:

a. Kemajuan daerah, melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi
unggulan lokal, pemerataan infrastruktur wilayah, dan peningkatan
konektivitas antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang
inklusif dan berdaya saing;

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi fondasi utama
pembangunan, melalui perbaikan akses dan mutu layanan pendidikan,
kesehatan, serta penguatan kapasitas masyarakat dan generasi muda
sebagai aktor pembangunan masa depan;

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperluas cakupan
layanan dasar yang berkualitas dan menjangkau seluruh kelompok
masyarakat, termasuk masyarakat miskin, rentan, dan daerah tertinggal;

d. Penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan profesional, melalui
penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan,
dan akuntabel, yang didukung oleh sistem pemerintahan berbasis
digital dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;

e. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mendorong reformasi
birokrasi, pelayanan terpadu, serta penerapan standar pelayanan
minimal (SPM) yang menjamin hak-hak dasar masyarakat secara cepat,
mudah, dan berkualitas;

f. Keberlanjutan pembangunan, yang diwujudkan melalui integrasi prinsip
lingkungan hidup, mitigasi risiko bencana, adaptasi perubahan iklim,
serta penggunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan
intergenerasional;

g. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan moralitas sosial, guna menciptakan
masyarakat yang beriman, beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai
kearifan lokal sebagai pilar identitas daerah.

RPJMD Kabupaten Seluma disusun secara partisipatif dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan—termasuk perangkat daerah, DPRD, akademisi,
pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, serta

masyarakat umum—melalui forum-forum konsultasi publik dan dialog
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pembangunan. Penyusunan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan berbasis data yang valid serta pendekatan
evidence-based policy, guna memastikan bahwa rencana pembangunan benar-
benar mencerminkan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat Kabupaten
Seluma.

Dengan pendekatan tersebut, RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-
2029 diharapkan menjadi dokumen pembangunan yang tidak hanya
administratif dan prosedural, tetapi menjadi pedoman transformatif yang mampu
menggerakkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat menuju Seluma
yang Elok dalam tata ruang dan kelestarian lingkungannya, Maju dalam
pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, Adil dalam akses dan distribusi sumber
daya, Sejahtera dalam kualitas hidup masyarakat, Berkelanjutan dalam orientasi
pembangunan lintas generasi, serta Beriman dalam karakter sosial dan spiritual

masyarakatnya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan arah yang
jelas, sistematis, dan terukur bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima
tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk memastikan terwujudnya visi Bupati
dan Wakil Bupati Seluma terpilih, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Seluma EMAS
BERLIAN (Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman),” melalui
perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang konkret dan
selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Secara khusus, tujuan dari

penyusunan RPJMD ini meliputi:
a. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah
Menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seluma ke dalam
arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang terintegrasi

dengan RPJPD Kabupaten Seluma, serta memperhatikan konsistensi
dengan RPJMD Provinsi Bengkulu dan RPJMN.
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. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah yang mampu
merespons isu-isu strategis, tantangan pembangunan lokal, serta
dinamika nasional dan global secara adaptif dan progresif, untuk

mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Menyinergikan dan Menyelaraskan Program Pembangunan

Mengharmonisasikan program dan kegiatan lintas sektor antara
pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, sekaligus mendorong kemitraan
dengan dunia usaha, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil, berbasis

potensi unggulan daerah dan nilai-nilai kearifan lokal.
. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya

Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia
aparatur, infrastruktur, dan aset wilayah secara efisien, akuntabel, dan
tepat sasaran, guna mencapai hasil pembangunan yang berdampak nyata

bagi masyarakat.
Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat

Merumuskan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi,
pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar yang
berpihak pada masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan wilayah
tertinggal, dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih layak dan

bermartabat.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan,
akuntabel, dan partisipatif, melalui reformasi birokrasi, penerapan
digitalisasi pemerintahan (e-government), serta penguatan sistem

pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.
. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter

Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang merata,

pelatihan vokasi, kesehatan masyarakat yang prima, serta penguatan
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karakter dan nilai keimanan untuk menciptakan generasi yang cerdas,

sehat, dan berakhlak mulia.
h. Meningkatkan Daya Saing dan Ekonomi Lokal

Mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan,
perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat
struktur ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan

daya saing Kabupaten Seluma di tingkat regional maupun nasional.
i. Menanggulangi Permasalahan Strategis Daerah

Mengidentifikasi dan menangani berbagai persoalan seperti
kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan dan layanan
kesehatan, kesenjangan antarwilayah, serta degradasi lingkungan melalui

pendekatan kebijakan yang holistik dan terintegrasi.
j-  Menjamin Keberlanjutan Pembangunan Daerah

Mendorong pembangunan yang berbasis lingkungan dan
berwawasan jangka panjang, dengan menjaga keseimbangan antara
aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, serta mendorong resilien terhadap

perubahan iklim dan risiko bencana.

Dengan tersusunnya RPJMD ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Seluma
memiliki arah pembangunan yang kuat, adaptif, dan mampu membawa daerah
menuju transformasi yang lebih tangguh, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
Dokumen ini juga menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan
seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif,
berkeadilan, dan berkelanjutan demi Seluma yang EMAS BERLIAN.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta

diselaraskan dengan arahan terbaru dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
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2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD ini disajikan secara

sistematis dalam beberapa bagian utama sebagai berikut:
1. BAB | PENDAHULUAN
Bab | paling sedikit memuat:
a. Latar belakang;

Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-
2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD
Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan
nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa
bakti/periodesasi kepala daerah.

b. Dasar hukum penyusunan;

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam
penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan
kaidah penyusunan produk hukum.

c. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya;

Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-
2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD
2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPD, Rencana

Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.
d. Maksud dan tujuan; dan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-
2029.

e. Sistematika penulisan.

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas

tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
2. BAB Il GAMBARAN UMUM DAERAH

a. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
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i. Aspek geografi dan demografi;

ii. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

iii. Aspek Daya Saing Daerah;

iv. Aspek Pelayanan Umum.

Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan

kondisi daerah, seperti:

i. Standar Pelayanan Minimal;

ii. Kerjasama daerah;

iii. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau
APBD provinsi di kabupaten/kota; dan

iv. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.

b. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan
tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020
hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran
2025-2029.

c. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:

i. Permasalahan pembangunan daerah; dan

ii. Isu strategis daerah.
3. BAB Il VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
i. Visi dan Misi; dan
ii. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
b. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan
Daerah paling sedikit memuat:
i. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan
dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
ii. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 1-19
Kabupaten Seluma Periode 2025-2030 3




4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

a. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
i. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam
mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
ii. Indikator program, target dan pagu indikatif program
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
b. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit
memuat:
i. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
ii. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-
2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah (IKD).
. BAB V PENUTUP
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari

upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
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BAB Il. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu
yang memiliki sejarah pembentukan dan perkembangan wilayah yang
mencerminkan dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik yang
terus berkembang. Pada awal berdirinya, Kabupaten Seluma hanya terdiri dari
lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo,
Kecamatan Semidang Alas, dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Namun, seiring
dengan peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan wilayah, serta tuntutan
efisiensi pelayanan pemerintahan, wilayah administratif Kabupaten Seluma
mengalami pemekaran signifikan. Hingga tahun 2020, jumlah kecamatan
bertambah menjadi 14, dengan total 202 desa dan kelurahan yang terdiri dari
182 desa dan 20 kelurahan. Pemekaran ini menjadi cerminan dari komitmen
pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta
memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika lokal.

Sebelum resmi berdiri sebagai kabupaten mandiri, wilayah Kabupaten
Seluma merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembentukan
Kabupaten Seluma sebagai entitas pemerintahan tersendiri ditetapkan melalui
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Berdasarkan ketentuan tersebut, luas
wilayah Kabupaten Seluma ditetapkan sebesar 4.128,46 km?, yang mencakup
sekitar 2.400,44 km? daratan dan 1.728,02 km? wilayah laut. Komposisi wilayah
ini memberikan potensi geografis yang unik, menjadikan Kabupaten Seluma
sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang tersebar di wilayah
pesisir dan pedalaman.

Dalam perjalanannya, batas wilayah Kabupaten Seluma mengalami
penyesuaian melalui sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam
Negeri. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2019 tentang batas dengan Kota Bengkulu, Nomor 49 Tahun 2013
tentang batas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor 98 Tahun 2017 dan
Nomor 99 Tahun 2017 yang mengatur batas dengan Kabupaten Empat Lawang
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dan Kabupaten Lahat, serta Nomor 9 Tahun 2020 mengenai batas dengan
Kabupaten Bengkulu Selatan. Penyesuaian batas ini tidak hanya memperjelas
batas administrasi antarwilayah, tetapi juga memberikan kepastian hukum
terhadap pengelolaan sumber daya dan ruang wilayah Kabupaten Seluma.
Berdasarkan penyesuaian terbaru, luas wilayah Kabupaten Seluma meningkat
menjadi 247.936 hektare.

Transformasi wilayah dan kelembagaan yang telah dilalui Kabupaten
Seluma tidak hanya menandakan perkembangan administratif, tetapi juga
menggambarkan kesiapan daerah ini untuk terus berkembang sebagai kawasan
strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Dengan kekayaan
potensi daratan, kawasan pesisir, serta letak geografis yang strategis di jalur
lintas barat Sumatera, Kabupaten Seluma memiliki peluang besar untuk berperan
aktif dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing Provinsi

Bengkulu di masa mendatang.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan dua fondasi penting dalam
menentukan arah perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. Aspek
geografi mencakup posisi strategis wilayah, luas dan karakteristik topografi, iklim,
serta potensi sumber daya alam, sementara aspek demografi meliputi jumlah,
pertumbuhan, sebaran, komposisi usia, dan kondisi sosial ekonomi penduduk.
Kedua aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan
pembangunan yang relevan, responsif, dan berbasis pada kebutuhan riil
masyarakat. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, pemahaman
mendalam terhadap aspek geografis dan demografis menjadi prasyarat penting
untuk memastikan arah pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Secara geografis, Kabupaten Seluma terletak di bagian selatan Provinsi
Bengkulu dan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang dari arah Provinsi
Sumatera Selatan melalui jalur lintas barat Sumatera. Wilayah ini berbatasan

dengan Kabupaten Bengkulu Tengah di utara, Provinsi Sumatera Selatan di timur,
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Kabupaten Bengkulu Selatan di selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat.
Dengan luas wilayah mencapai 2.479,36 km? atau setara dengan 247.936
hektare, Kabupaten Seluma memiliki topografi yang bervariasi mulai dari dataran
rendah, perbukitan, hingga kawasan pegunungan. lklim tropis basah dengan dua
musim dominan (kemarau dan hujan) mendominasi wilayah ini, memengaruhi pola
pertanian, tata air, serta daya dukung infrastruktur dan pemukiman.

Kabupaten Seluma terdiri atas 14 kecamatan dengan luas wilayah
keseluruhan mencapai 2.479,36 km? atau setara dengan 247.936 hektare.
Setiap kecamatan memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan luas wilayah dan pusat
administrasi kecamatannya. Berikut ini adalah gambaran rinci mengenai luas

wilayah dan pusat administrasi dari masing-masing kecamatan di Kabupaten

Seluma.
Taozl 1l-1. Nama dan Luasan Kecamakan di Kabupaizn Szluma
1 Semidang Alas Maras Kembang Mumpo 120,87 12.087 4,88
2 Semidang Alas Pajar Bulan 508,65 50.865 20,52
3 Talo Masmambang 111,89 11.189 4,51
4 llir Talo Padang Cekur 113,85 11.385 4,59
5 Talo Kecil Sukamerindu 91,22 9.122 3,68
6 Ulu Talo Air Keruh 328,54 32.854 13,25
7 Seluma Tais 27,41 2.741 1,11
8 Seluma Selatan Rimbo Kedui 80,43 8.043 3,24
9 Seluma Barat Pagar Agung 87,60 8.760 3,53
10 Seluma Timur Selebar 77,08 7.708 3,11
11 Seluma Utara Puguk 320,99 32.099 12,95
12 Sukaraja Sukaraja 189,46 18.946 7,64
13 Air Periukan Dermayu 163,81 16.381 6,61
14 Lubuk Sandi Rena Panjang 257,56 25.756 10,39
2.479,36 247.936

Kecamatan Semidang Alas Maras, dengan ibu kota Kembang Mumpo,
mencakup luas wilayah sebesar 120,87 km? atau 12.087 hektare, yang mewakili
4,88 persen dari total luas Kabupaten Seluma. Kecamatan Semidang Alas, yang
berpusat di Pajar Bulan, merupakan kecamatan dengan wilayah terluas,
mencakup 508,65 km? atau 50.865 hektare, yang setara dengan 20,52 persen

dari total wilayah kabupaten.
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Kecamatan Talo memiliki luas wilayah sebesar 111,89 km? atau 11.189
hektare, dengan pusat pemerintahan di Masmambang. Kecamatan ini
menyumbang 4,51 persen dari total luas kabupaten. Bersebelahan dengan Talo,
Kecamatan llir Talo, yang berpusat di Padang Cekur, memiliki luas wilayah
113,85 km? atau 11.385 hektare, yang mencakup 4,59 persen dari total wilayah.
Kecamatan Talo Kecil, dengan ibu kota Sukamerindu, mencakup luas wilayah
91,22 km? atau 9.122 hektare, atau sekitar 3,68 persen dari total luas
kabupaten. Sementara itu, Kecamatan Ulu Talo, dengan pusat administrasi di Air
Keruh, memiliki luas wilayah signifikan, yaitu 328,54 km? atau 32.854 hektare,

yang setara dengan 13,25 persen dari total wilayah kabupaten.
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Gamboar lI-1. Peita Administrasi Kabupaten Seluma
Kecamatan Seluma, yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten
dengan ibu kota Tais, memiliki luas wilayah terkecil, yaitu 27,41 km? atau 2.741
hektare, yang hanya menyumbang 1,11 persen dari total wilayah kabupaten.
Kecamatan Seluma Selatan, dengan ibu kota Rimbo Kedui, mencakup luas wilayah
sebesar 80,43 km? atau 8.043 hektare, yang setara dengan 3,24 persen dari

keseluruhan wilayah kabupaten. Kecamatan Seluma Barat, dengan pusat
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pemerintahan di Pagar Agung, memiliki luas 87,60 km? atau 8.760 hektare, yang
mencakup 3,53 persen dari total wilayah. Selanjutnya, Kecamatan Seluma Timur,
dengan ibu kota di Selebar, mencakup luas wilayah sebesar 77,08 km? atau
7.708 hektare, yang mewakili 3,11 persen dari keseluruhan wilayah. Kecamatan
Seluma Utara, dengan pusat administrasi di Puguk, memiliki luas wilayah yang
signifikan, yaitu 320,99 km? atau 32.099 hektare, yang setara dengan 12,95
persen dari total wilayah kabupaten.

Di bagian lain kabupaten, Kecamatan Sukaraja, dengan pusat pemerintahan
di Sukaraja, memiliki luas wilayah sebesar 189,46 km? atau 18.946 hektare, yang
mencakup 7,64 persen dari total wilayah. Kecamatan Air Periukan, yang berpusat
di Dermayu, memiliki luas wilayah sebesar 163,81 km? atau 16.381 hektare,
yang setara dengan 6,61 persen dari total luas kabupaten. Terakhir, Kecamatan
Lubuk Sandi, dengan pusat administrasi di Rena Panjang, mencakup luas wilayah
sebesar 257,56 km? atau 25.756 hektare, yang menyumbang 10,39 persen dari
total wilayah Kabupaten Seluma.

Dari sisi potensi sumber daya alam, Kabupaten Seluma memiliki kekayaan
di sektor pertanian (padi, jagung, palawija), perkebunan (sawit, karet, kopi),
kehutanan, perikanan laut, dan potensi pariwisata berbasis alam serta budaya.
Namun, pengelolaan potensi tersebut memerlukan kehati-hatian agar tidak
menimbulkan kerusakan lingkungan maupun ketimpangan pembangunan
antarwilayah, khususnya antara daerah pesisir dan pedalaman.

Secara topografis, wilayah Kabupaten Seluma memiliki keragaman
ketinggian yang menciptakan peluang dan tantangan pembangunan. Sekitar
24,32 persen wilayahnya berada pada ketinggian 100-500 mdpl (58.409
hektare), ideal untuk pertanian dan perkebunan dataran menengah. Sementara
wilayah dengan ketinggian >1.000 mdpl (16,75 persen atau 40.223 hektare)
berpotensi besar untuk pengembangan pariwisata, konservasi alam, dan
pengelolaan air. Sebaliknya, wilayah dengan ketinggian 0O-10 mdpl (12,83
persen atau 30.820 hektare) dan 10-25 mdpl (9,30 persen) berada di zona

rawan banjir dan abrasi, khususnya di sepanjang garis pantai sejauh 70 km.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Seluma Periode 2025-2030

Il-5



Dari sisi kemiringan lahan, sebanyak 25,84 persen wilayah (62.060
hektare) berada pada kemiringan O-3 persen yang cocok untuk pemukiman dan
infrastruktur, namun rawan genangan. Wilayah dengan kemiringan 3—15 persen
(18,10 persen) sesuai untuk agroforestri dan pertanian campuran. Adapun lahan
dengan kemiringan di atas 40 persen (28,47 persen atau 68.362 hektare)
merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang penting untuk konservasi
ekologis dan perlindungan sumber daya air. Pengelolaan wilayah ini harus
dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan erosi dan
degradasi lingkungan.

Dari aspek demografi, Kabupaten Seluma menunjukkan pertumbuhan
penduduk yang relatif stabil, dengan dominasi kelompok usia produktif yang
menjadi potensi besar bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan
produktivitas daerah. Namun, persebaran penduduk masih terkonsentrasi di
wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi, sementara wilayah pedalaman masih
menghadapi tantangan dalam pelayanan dasar dan infrastruktur. Hal ini menjadi
dasar penting untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, peningkatan akses pelayanan
publik, serta penguatan konektivitas antarwilayah.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek geografis dan demografis
tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 diarahkan
untuk mengelola ruang dan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan.
Langkah strategis meliputi pengembangan wilayah berbasis potensi lokal,
pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, pengelolaan
lingkungan hidup, serta pemenuhan hak dasar masyarakat melalui pendekatan

wilayah yang berkeadilan.

Kabupaten Seluma memiliki posisi geografis yang strategis di bagian
selatan Provinsi Bengkulu, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu
Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah di utara, Provinsi
Sumatera Selatan di timur, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Letak ini

menjadikan Seluma sebagai daerah transisi antara wilayah pesisir dan dataran
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tinggi, serta berpotensi memainkan peran sebagai penopang aktivitas ekonomi,
ekologi, dan konektivitas kawasan selatan Provinsi Bengkulu. Dengan karakter
geografis dan aksesibilitas yang terus berkembang, Kabupaten Seluma memiliki
peluang besar untuk tumbuh sebagai kawasan penyangga dan pusat
pertumbuhan baru yang mendukung keseimbangan pembangunan wilayah
provinsi.

a. Kontribusi Geografis dan Konektivitas Wilayah

Kabupaten Seluma dilintasi oleh jalur lintas barat Sumatera yang
menghubungkan Kota Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jalur
strategis ini menjadikan Seluma sebagai titik simpul konektivitas antara
wilayah pesisir dan pedalaman, serta antara kawasan tengah dan selatan
Bengkulu. Aksesibilitas darat yang semakin baik membuka peluang
pengembangan kawasan permukiman baru, distribusi logistik,
perdagangan hasil bumi, serta perluasan infrastruktur dasar di wilayah
perbatasan. Kedekatan Seluma dengan Kota Bengkulu dan beberapa
kabupaten lainnya menjadikannya wilayah yang potensial untuk

mendukung integrasi ekonomi regional dan mobilitas antarwilayah.
b. Kontribusi Ekonomi Regional

Struktur ekonomi Kabupaten Seluma ditopang oleh sektor pertanian,
perkebunan, dan perikanan. Komoditas unggulan seperti padi, jagung,
karet, sawit, dan hasil laut menjadi penopang utama mata pencaharian
masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan
pangan regional. Selain itu, potensi pengembangan kawasan agropolitan,
pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata berbasis alam dan budaya
menjadi peluang yang dapat mendorong akselerasi ekonomi daerah.
Dengan dukungan konektivitas wilayah dan sumber daya alam yang
melimpah, Seluma dapat berkembang sebagai pusat penghasil komoditas
pertanian dan perikanan untuk menyuplai kebutuhan wilayah sekitarnya,

termasuk Kota Bengkulu.
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Kontribusi Sosial Budaya dan Identitas Daerah

Kabupaten Seluma dikenal memiliki keragaman sosial budaya yang
terbentuk dari perpaduan masyarakat asli (etnis Serawai) dan pendatang
dari berbagai suku. Nilai-nilai lokal seperti semangat gotong royong,
budaya musyawarah, dan religiusitas yang kuat menjadi modal sosial
penting dalam mendorong pembangunan sosial yang inklusif dan
harmonis. Identitas daerah yang terbentuk dari akar budaya ini menjadi
fondasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter,
berdaya saing, serta memiliki semangat kebersamaan dan toleransi.
Keragaman budaya juga membuka peluang pengembangan sektor

ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.
. Kontribusi Lingkungan dan Ketahanan Ekologis

Topografi Kabupaten Seluma yang terdiri dari wilayah pesisir,
dataran rendah, hingga perbukitan dan pegunungan menjadikan daerah
ini memiliki fungsi ekologis strategis. Kawasan hutan lindung, daerah
tangkapan air, sempadan sungai, dan bentang alam pesisir memberikan
kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi
bencana seperti banjir, abrasi, dan longsor. Dalam lima tahun ke depan,
strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu diarahkan
pada pengembangan ekowisata, konservasi kawasan lindung, serta
pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Pendekatan ini diharapkan
mampu menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memberikan manfaat

ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Kontribusi dalam Tata Ruang dan Rencana Pengembangan Wilayah

Dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seluma periode 2025-
2029, telah ditegaskan arah pembangunan wilayah yang menekankan
pada pemerataan pembangunan antarwilayah, pengembangan
infrastruktur dasar, serta penguatan kawasan strategis seperti kawasan
pesisir, kawasan pertanian terpadu, dan simpul pertumbuhan baru di

wilayah perbatasan dan pedalaman. Penataan ruang Kabupaten Seluma
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diarahkan untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan di Tais,
Sukaraja, Semidang Alas, dan wilayah pesisir sebagai penggerak ekonomi
daerah yang inklusif. Penetapan kawasan-kawasan ini diharapkan mampu
menciptakan ekosistem pembangunan yang terencana, merata, dan
mendukung integrasi lintas wilayah dalam konteks pembangunan Provinsi

Bengkulu.

Kabupaten Seluma memiliki kekayaan sumber daya alam yang telah terbukti
memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian daerah,
terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Dengan
luas wilayah mencapai 2.479,36 km?, Kabupaten Seluma memiliki topografi yang
bervariasi mulai dari wilayah pesisir hingga perbukitan, yang memberikan
keunggulan dalam keberagaman komoditas unggulan. Di sektor pertanian,
Seluma tercatat sebagai salah satu sentra produksi padi utama di Provinsi
Bengkulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, pada tahun
2022, luas panen padi mencapai 8.060 hektare dengan produksi sebesar
33.366 ton gabah kering giling. Selain padi, komoditas pertanian lain seperti
jagung dengan produksi 2.580 ton dari luas panen 864 hektare, serta ubi kayu
dan kacang tanah turut memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Sektor perkebunan juga menjadi salah satu keunggulan Seluma dengan
kontribusi luas dan produksi yang terus meningkat. Pada tahun 2022, luas
perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai lebih dari 7.000 hektare dengan
produksi mencapai 18.000 ton Tandan Buah Segar (TBS). Komoditas lain seperti
karet dengan luas 9.328 hektare dan produksi sekitar 7.260 ton, serta kopi yang
ditanam di lebih dari 3.000 hektare lahan, menunjukkan peran penting sektor ini
dalam mendukung pendapatan masyarakat perdesaan. Potensi ini tidak hanya
menopang sektor pertanian dan industri pengolahan, tetapi juga membuka
peluang hilirisasi produk berbasis agroindustri.

Pada sektor kelautan dan perikanan, Kabupaten Seluma memiliki garis
pantai sepanjang lebih dari 70 kilometer yang membentang di wilayah barat,

langsung menghadap Samudera Hindia. Potensi sumber daya perikanan laut ini
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telah dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan, khususnya di Kecamatan Talo, Ilir
Talo, dan Pasar Talo. Menurut Dinas Perikanan, produksi perikanan tangkap
mencapai 2.250 ton per tahun, terdiri atas ikan pelagis, ikan demersal, dan
udang. Selain perikanan laut, budidaya perikanan air tawar juga berkembang,
terutama di kecamatan yang memiliki ketersediaan air permukaan dan mata air
alami, seperti Seluma Utara dan Seluma Barat. Tercatat lebih dari 1.200 kolam
ikan milik rakyat telah dimanfaatkan untuk budidaya ikan lele, nila, dan gurame.

Sektor kehutanan juga menjadi bagian penting dalam struktur sumber daya
alam Kabupaten Seluma. Kawasan hutan di Seluma mencakup hutan lindung dan
hutan produksi yang tersebar di wilayah tengah dan utara kabupaten. Selain
fungsi ekologis untuk menjaga iklim mikro, mencegah erosi, dan menjaga
ketersediaan air, kawasan hutan juga memiliki potensi hasil hutan bukan kayu
seperti rotan, bambu, madu hutan, dan tanaman obat. Pada saat yang sama,
tantangan seperti kerusakan hutan akibat pembukaan lahan dan konversi fungsi
perlu dijawab dengan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat dan
penguatan regulasi lokal.

Di wilayah pesisir, selain potensi perikanan, Seluma juga menghadapi
ancaman abrasi pantai yang semakin meningkat, terutama di wilayah Kecamatan
Air Periukan dan Sukaraja. Penanganan abrasi dan pengelolaan kawasan pesisir
menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan
perlindungan masyarakat pesisir. Potensi sumber daya alam yang terbukti ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma memiliki dasar kuat untuk
mengembangkan perekonomian berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu,
kebijakan pembangunan daerah ke depan perlu diarahkan untuk memperkuat
pengelolaan sektor-sektor unggulan ini secara berkelanjutan, dengan

memperhatikan daya dukung lingkungan dan keseimbangan sosial-ekonomi.

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten
Seluma didasarkan pada perhitungan indeks jejak ekologis (IJE) yang
mempertimbangkan berbagai dimensi tekanan terhadap lingkungan. Dimensi

tersebut mencakup tekanan penduduk (PP), tekanan terhadap ruang (PR),
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tekanan terhadap cakupan layanan (PC), serta tekanan terhadap sumber daya
alam (PS). Masing-masing tekanan diukur berdasarkan luas wilayah kecamatan
dikalikan dengan koefisien tertentu yang mencerminkan intensitas tekanan
ekologis.

Dari hasil kompilasi data, total tekanan lingkungan pada tingkat kecamatan
menunjukkan variasi yang cukup tajam. Rata-rata total tekanan lingkungan di
Kabupaten Seluma berada pada kisaran 789.146, tetapi terdapat kecamatan
yang mencatat tekanan ekstrem tinggi hingga mencapai lebih dari 13 juta.
Tingginya nilai ini menunjukkan adanya konsentrasi tekanan aktivitas manusia
yang signifikan, baik dari aspek populasi, intensifikasi penggunaan ruang,
maupun eksploitasi sumber daya alam. Wilayah dengan tekanan tinggi umumnya
berada pada kecamatan dengan luasan besar dan aktivitas ekonomi yang padat,
seperti pertanian intensif, perikanan, maupun pembangunan permukiman yang
kurang terkendali.

Sebaliknya, terdapat kecamatan dengan nilai tekanan yang relatif rendah,
bahkan terdapat entri data nol yang perlu dikaji ulang validitasnya. Namun secara
umum, kecamatan dengan tekanan lebih rendah biasanya merupakan wilayah
dengan kepadatan penduduk rendah, tutupan lahan yang relatif masih alami, dan
minimnya aktivitas konversi lahan. Ketimpangan distribusi tekanan ini
menunjukkan bahwa beban ekologis tidak tersebar secara merata di seluruh
wilayah Kabupaten Seluma.

Distribusi tekanan yang tidak seimbang ini menandakan bahwa beberapa
wilayah mulai mengalami tekanan ekologis melebihi kapasitas daya dukungnya.
Bila tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan degradasi
lingkungan seperti berkurangnya kualitas air dan udara, meningkatnya bencana
ekologis, dan terganggunya fungsi ekosistem jangka panjang. Selain itu, tekanan
lingkungan yang tinggi juga dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup
masyarakat, terutama yang bermukim di wilayah rentan.

Data ini menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan
pembangunan wilayah yang berbasis pada keseimbangan ekologis.

Pembangunan ke depan harus mempertimbangkan zonasi daya dukung
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lingkungan, agar alokasi ruang, investasi, dan pelayanan publik dilakukan dengan
prinsip berkelanjutan. Strategi pembangunan yang menitikberatkan pada
konservasi kawasan lindung, penguatan ketahanan lingkungan, pengendalian alih
fungsi lahan, serta pengurangan emisi dan limbah akan menjadi krusial dalam
menjaga daya tampung lingkungan Kabupaten Seluma.

Lebih jauh, pendekatan spasial berbasis data IJE dapat diintegrasikan dalam
penyusunan RTRW dan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis),
untuk memastikan bahwa setiap arah pembangunan tidak melampaui batas
ekologis wilayah. Pendekatan ini sekaligus dapat mendukung pencapaian target
RPJMD dalam aspek kualitas lingkungan hidup, serta menyelaraskan

pembangunan daerah dengan target nasional dalam RPJP dan SDGs.

Ketahanan pangan di Kabupaten Seluma mencerminkan kondisi
terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara merata dan berkelanjutan,
mencakup tiga pilar utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.
Ketersediaan dijaga melalui penguatan produksi di sektor pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan. Aksesibilitas ditingkatkan dengan pembangunan
infrastruktur pendukung seperti jalan dan pasar, sedangkan pemanfaatan pangan
diarahkan pada peningkatan kesadaran gizi dan konsumsi pangan seimbang
yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Untuk mengukur kondisi ketahanan pangan secara menyeluruh, digunakan
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun berdasarkan indikator-indikator
yang tersedia secara rutin. IKP menjadi alat perencanaan penting bagi pemerintah
daerah dalam menyusun kebijakan pangan yang efektif. Dengan dukungan lintas
sektor dan pengelolaan anggaran yang tepat, Pemerintah Kabupaten Seluma
berupaya mewujudkan sistem pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan
guna menunjang kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota di
Provinsi Bengkulu tahun 2019-2024, terlihat bahwa Kabupaten Seluma
menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, dari angka 67,6 pada tahun

2019 menjadi 71,61 pada tahun 2024. Meskipun demikian, IKP Seluma secara
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konsisten berada di bawah rata-rata provinsi, yang pada tahun 2024 mencapai
73,39. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi
Seluma cenderung berada di kelompok tengah ke bawah, terutama bila
dibandingkan dengan Kabupaten Lebong (77,06), Kota Bengkulu (78,72), dan
Mukomuko (76,57) yang menempati peringkat teratas dalam IKP tahun 2024.

Taozl 1I-2. Ind2is Ketahanan Pangan Kabupaian/ota di Provinsi Sz2ngiculy
Tahun 2019-2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bengkulu Selatan 72,4 74,54 72,3 73,67 74,63 74,91
Bengkulu Tengah 73 67,24 68,63 62,12 61,54 62,14
Bengkulu Utara 66,9 68,15 68,21 58,31 70,74 72,62
Kaur 70,1 70,68 72,12 71,51 73,9 74,75
Kepahiang 72,4 68,99 68,68 67,14 69,41 72,43
Kota Bengkulu 66,5 67,24 67,82 65,29 75,68 78,72
Lebong 72,2 76,09 74,38 74,86 75,84 77,06
Mukomuko 70,8 71,46 76,17 71,78 76,63 76,57
Rejang Lebong 70,9 70,64 67,54 66,68 72,67 73,11
Seluma 67,6 67,72 67,29 68,54 71,64 71,61
Provinsi Bengkulu 61,8 70,28 70,32 67,99 72,27 73.39

Sementara itu, beberapa daerah mengalami fluktuasi tajam, seperti
Kabupaten Seluma yang justru mengalami penurunan signifikan dari 73,0 pada
2019 menjadi 62,14 di tahun 2024—menjadikannya sebagai daerah dengan IKP
terendah di provinsi. Kabupaten Seluma sendiri menunjukkan kinerja yang lebih
stabil dan perlahan membaik dibanding kabupaten tersebut, meski masih
tertinggal dibanding daerah dengan capaian IKP tinggi. Dengan demikian,
meskipun Kabupaten Seluma telah mengalami perbaikan dalam ketahanan
pangan, masih diperlukan upaya lebih serius untuk mengejar ketertinggalan
dibanding daerah lain yang memiliki indeks di atas rata-rata provinsi, terutama
dalam hal ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang
berkelanjutan.

Tapzl 1I-3. Persentasz Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumboer
Alr Minum Layaic Menurut Kabupaken/Koka di Provinsi B2ngiculu Tahun 2019-

2023
Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023
Bengkulu Selatan 65,85 45,78 58,22 65 62,72
Rejang Lebong 56,63 45,24 65,07 57,25 56,37
Bengkulu Utara 41,21 56,24 53,11 82,64 84,11
Kaur 66,42 79,4 86,2 83,94 | 84,18
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Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023
Seluma 33,38 37,54 47,04 71,59 70,93
Mukomuko 53,32 79,41 75,99 75,73 75,45
Lebong 65,81 61,16 57,37 54,85 59,7

Kepahiang 46,19 63,82 62,65 61,81 62,14
Bengkulu Tengah 44,82 49,32 63,06 51,89 50,44
Kota Bengkulu 85,16 88,77 92,21 94,51 93,38
Bengkulu 57,6 62,47 67,39 73,07 73,08

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
sumber air minum layak di Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023, Kabupaten
Seluma menunjukkan peningkatan signifikan, dari hanya 33,38 persen pada
tahun 2019 menjadi 70,93 persen pada tahun 2023. Lonjakan paling tajam
terjadi antara tahun 2021 dan 2022, yakni dari 47,04 persen menjadi 71,59
persen, yang menunjukkan adanya intervensi program yang cukup berhasil dalam
perluasan akses air minum layak.
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Gambar [I-2. Perbandingan Perszniase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
Ternadap Sumber Air Minum Layaik antara Kabupaten Szluma dan Provinsi
Bengikulu Tahun 2019-2023

Meski peningkatan tersebut cukup menggembirakan, persentase akses air
minum layak di Kabupaten Seluma pada 2023 masih berada di bawah rata-rata
Provinsi Bengkulu, yang tercatat sebesar 73,08 persen. Dibandingkan dengan

kabupaten/kota lain, Seluma masih tertinggal dari Kabupaten Kaur (84,18%),
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Bengkulu Utara (84,11%), Mukomuko (75,45%), dan jauh di bawah Kota
Bengkulu yang hampir mencapai cakupan penuh sebesar 93,38 persen.

Namun, capaian Seluma jauh lebih baik dibanding beberapa daerah lain
seperti Bengkulu Tengah (50,44%), Rejang Lebong (56,37%), dan Lebong
(59,70%), yang mengalami stagnasi bahkan penurunan pada beberapa tahun
terakhir. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Seluma menunjukkan tren
peningkatan yang progresif, diperlukan upaya konsisten dan berkelanjutan untuk
mencapai standar akses air minum layak yang merata, aman, dan berkelanjutan,

khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan pedesaan.

Tabzl -4, Perszniasz Ruman Tangga dengan Penzrangan Liskrii PLIN
Menurut Kabupaken/Kota di Provinsi Benglulu Tahun 2019-2023

Wilayah 2019 2020 2021 2022 2023
Provinsi Bengkulu 97,21 97,36 98,97 99,21 99,45
Bengkulu Selatan 99,62 96,25 99,87 99,84 99,35
Rejang Lebong 97,72 97,08 99,05 98,26 99,01
Bengkulu Utara 96,13 96,53 98,55 99,07 100
Kaur 94,31 95,54 99,44 99,33 98,36
Seluma 95,23 97,54 98,54 99 99,13
Mukomuko 96,33 94,28 97,74 99,44 99,52
Lebong 97,06 99,01 99,42 99,44 99,96
Kepahiang 97,19 95,76 97,47 98,35 98,82
Bengkulu Tengah 96,32 99,37 99,01 99,72 99,49
Kota Bengkulu 99,38 100 99,95 99,84 99,95

Cakupan akses listrik di Kabupaten Seluma menunjukkan perkembangan
positif dalam lima tahun terakhir, naik dari 95,23 persen pada 2019 menjadi
99,13 persen pada 2023. Peningkatan ini menempatkan Seluma di level yang
hampir setara dengan rata-rata Provinsi Bengkulu (99,45 persen), dan
mencerminkan keberhasilan dalam pemerataan pelayanan dasar energi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Seluma terbilang
baik. Daerah seperti Bengkulu Utara telah mencapai cakupan penuh (100 persen),
sementara Mukomuko dan Kaur mencatat angka di atas 98 persen. Di sisi lain,
tren Seluma tergolong stabil dan terus membaik tanpa fluktuasi berarti, tidak
seperti Mukomuko yang sempat turun pada 2020. Kondisi ini menunjukkan
bahwa program elektrifikasi di Seluma berjalan cukup efektif dan merata. Ke

depan, tantangan yang perlu dihadapi adalah menjaga keandalan pasokan,
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memperluas jaringan ke wilayah terpencil, dan mengoptimalkan pemanfaatan

energi untuk mendorong produktivitas masyarakat.

Seluma
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Gamoar |I-3. Grafik Peroandingan Perszniase Rumah Tangga dengan Akses
Liskriix PLN di Kabupaten Szluma, Provinsi Bengiulu, seria Kabupaian
Szngiculu Ukara, Mukomuio, dan Kaur Selama Tahun 2019-2023.

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi
keberlanjutan pembangunan daerah. Ekosistem yang sehat dan berfungsi optimal
tidak hanya menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, tetapi
juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks
pembangunan Kabupaten Seluma, kualitas lingkungan hidup menjadi isu
strategis, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber
daya alam dan daya dukung lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan juga
menjadi bagian integral dalam mewujudkan visi pembangunan Seluma yang
berkelanjutan.

Dengan karakter wilayah yang mencakup pesisir, perbukitan, dan kawasan
hutan, serta adanya tekanan akibat alih fungsi lahan, pertambangan, dan
permukiman, Kabupaten Seluma menghadapi tantangan besar dalam
pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, RPJIMD 2025-2029 menekankan
pentingnya penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, konservasi sumber
daya alam, dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan yang partisipatif.

Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
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selaras dengan pelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan

masyarakat secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan mandat kepada
pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari amanat ini adalah untuk mencegah
pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjaga kesehatan dan keselamatan
masyarakat, serta menjamin keberlanjutan fungsi ekologis dan keadilan
antargenerasi. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya
pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar pembangunan daerah sejalan
dengan prinsip berkelanjutan dan mampu merespons tantangan lingkungan
global, seperti perubahan iklim dan penurunan keanekaragaman hayati.

Pemerintah Kabupaten Seluma berkomitmen untuk mengimplementasikan
amanat tersebut melalui berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan sesuai
dengan karakter wilayahnya. Langkah yang telah dilakukan meliputi
pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan pengelolaan sampah dan limbah,
perlindungan kawasan pesisir dan hutan lindung, serta pengawasan terhadap
aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan. Sebagai
alat ukur keberhasilan, digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk
menilai kondisi lingkungan secara berkala. IKLH menjadi referensi dalam
perencanaan pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan tujuan

keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Seluma.

Taozl 1I-35. Indeks Kualitas Air (1KA) dan Indeks Kualitas Udara (1KU) Provinsi
Szngiulu Tahun 2021-2023
Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten/Kota

2021 2022 2023 2021 2022 2023
Bengkulu Selatan 55,00 45,00 45,00 92,62 92,39 93,04
Rejang Lebong 58,33 63,33 61,67 86,56 88,41 89,58
Bengkulu Utara 50,00 50,00 30,00 87,47 89,35 91,46
Kaur N/A 36,67 N/A 95,09 95,08 94,39
Seluma 45,00 30,00 60,00 93,04 92,98 94,48
Mukomuko N/A 40,00 48,46 90,79 90,60 91,82
Lebong 50,00 48,57 52,00 95,32 96,67 96,21
Kepahiang 48,33 43,53 51,11 91,39 91,62 93,96
Bengkulu Tengah 44,29 40,40 54,17 87,68 86,94 89,28
Kota Bengkulu 44,12 45,00 37,78 88,70 88,10 90,65
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Kabupaten/Kot Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)
abupaten/Rota 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Provinsi Bengkulu 49,81 46,18 48,98 90,81 91,27 92,49
Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan

komponennya di Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023, Kabupaten Seluma
menunjukkan perbaikan signifikan terutama dalam aspek Indeks Kualitas Air (IKA)
yang meningkat tajam dari 30,00 di tahun 2022 menjadi 60,00 pada 2023,
bahkan melampaui rata-rata provinsi yang hanya 48,98. Sementara Indeks
Kualitas Udara (IKU) Seluma juga terus membaik dan berada di atas rata-rata
provinsi selama tiga tahun terakhir, mencapai 94,48 pada tahun 2023. Ini
menunjukkan kualitas udara yang relatif baik dan stabil dibanding beberapa

kabupaten lain seperti Rejang Lebong dan Bengkulu Tengah.

Taozl lI-5. Indeks Kualitas Lanhan (1KL) dan Indeks Kualitas Lingikungan Flidup
(IXLH) Provinsi Bengiulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/ Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Bengkulu Selatan 46,77 46,83 47,61 68,43 (Sedang) 64,59 (Sedang) 65,03 (Sedang)
Rejang Lebong 43,41 43,41 45,94 66,50 (Sedang) 70,12 (Sedang) 69,53 (Sedang)
Bengkulu Utara 57,21 57,21 56,93 66,75 (Sedang) 68,51 (Sedang) 60,79 (Sedang)
Kaur 66,36 66,36 66,42 53,04 (Sedang) 67,83 (Sedang) 52,77 (Sedang)
Seluma 45,90 45,90 45,94 64,65 (Sedang) 59,99 (Sedang) 70,89 (Baik)
Mukomuko 64,48 64,56 64,09 50,89 (Sedang) 66,87 (Sedang) 69,44 (Sedang)
Lebong 77,44 76,03 77,55 | 74,36 (Baik) 75,06 (Baik) 75,50 (Baik)
Kepahiang 29,19 29,19 29,51 61,58 (Sedang) 60,86 (Sedang) 63,73 (Sedang)
Bengkulu Tengah 25,62 25,62 26,59 57,77 (Sedang) 57,01 (Sedang) 62,35 (Sedang)
Kota Bengkulu 25,22 25,22 27,93 58,04 (Sedang) 58,12 (Sedang) 57,04 (Sedang)
Provinsi Bengkulu 55,52 55,19 55,80 71,46 (Baik) 70,82 (Baik) 72,10 (Baik)

Untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL), capaian Seluma cenderung stagnan di

angka 45,94 pada 2023, masih di

menunjukkan bahwa pengelolaan dan perlindungan

bawah

rata-rata provinsi

(55,80),

lahan perlu menjadi

perhatian lebih. Namun demikian, peningkatan yang paling mencolok terlihat
pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara keseluruhan, di mana
Seluma berhasil naik dari 59,99 (kategori sedang) pada 2022 menjadi 70,89

(kategori baik) pada tahun 2023. Ini menempatkan Seluma sebagai satu dari
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sedikit kabupaten yang berhasil masuk kategori “baik,” sejajar dengan Kabupaten
Lebong dan mendekati capaian provinsi (72,10).

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu (2021-2023)
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Gambar lI-4. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaizn
Seluma dan Provinsi Bengiwlu (2021-2023)

Secara keseluruhan, Kabupaten Seluma menunjukkan kemajuan penting
dalam kualitas lingkungan, terutama pada aspek air dan udara, meskipun
pengelolaan lahan masih menjadi tantangan. Tren positif ini menunjukkan
efektivitas kebijakan lingkungan yang dijalankan, dan perlu terus diperkuat agar

keberlanjutan pembangunan daerah dapat tercapai dengan tetap menjaga daya

dukung ekologis.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator penting untuk menilai
tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam, seperti banijir, tanah
longsor, gempa bumi, hingga tsunami. IRB dibentuk dari tiga komponen utama:
bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Bahaya
menggambarkan potensi kejadian bencana di suatu wilayah, kerentanan

mencerminkan dampak yang mungkin timbul terhadap masyarakat, lingkungan,
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dan infrastruktur, sedangkan kapasitas menunjukkan kemampuan daerah dalam
mengantisipasi dan merespons bencana. Indeks ini sangat penting dalam
mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis risiko, agar kebijakan
pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhitungkan
ketahanan wilayah terhadap bencana.

Kabupaten Seluma yang memiliki bentang alam beragam—dari pesisir
hingga wilayah berbukit dan hutan lindung—menyimpan potensi risiko bencana
yang tinggi, terutama banjir, longsor, gempa bumi, dan abrasi pantai. Dalam
konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma 2025-2029, IRB menjadi salah
satu dasar untuk menetapkan arah pembangunan yang lebih tangguh dan adaptif
terhadap risiko bencana. Pemerintah daerah perlu mendorong penataan ruang
berbasis risiko, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta peningkatan
kapasitas kelembagaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan menjadikan IRB
sebagai acuan utama dalam kebijakan pengurangan risiko bencana, Kabupaten
Seluma dapat lebih siap menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks

akibat perubahan iklim dan tekanan terhadap lingkungan.

Tabel 1I-7. Indeks Resiko Bencana Kabupaken/Kota di Provinsi Bengiulu
Tahun 2019-2023

Wilayah 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bengkulu Utara 205,60 205,60 186,25 189,19 189,19 114.05
Kaur 203,20 203,20 196,86 182,55 192,16 146.00
Seluma 191,20 191,20 165,74 172,23 163,04 181.62
Bengkulu Selatan 186,40 186,40 186,40 186,40 165,18 126.40
Bengkulu Tengah 173,20 173,20 167,80 167,80 163,99 82.63
Muko Muko 166,02 166,02 172,29 172,29 164,32
Kota Bengkulu 137,68 137,68 147,50 143,88 143,88
Kepahiang 138,00 138,00 138,00 117,49 101,31
Rejang Lebong 100,71 100,71 92,58 108,60 97,92 82.63
Lebong 118,00 118,00 118,00 113,09 106,49

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2023

Kabupaten Seluma menunjukkan dinamika tingkat risiko bencana yang
cukup fluktuatif dalam enam tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan dari
191,20 pada 2019 menjadi 163,04 pada 2023, angka tersebut kembali naik ke
181,62 pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya
pengurangan risiko, tekanan lingkungan dan potensi bahaya masih tinggi di

wilayah ini. Kondisi geografis yang mencakup wilayah pesisir, perbukitan, serta
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kawasan rawan longsor turut memperkuat potensi bencana, terutama banjir dan
gempa bumi.
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Gamoar II-5. Peroandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaizn Szluma dan
Kabupaien Lain di Provinsi Bengikulu Tahun 2019-2024

Jika dibandingkan dengan wilayah lain, Seluma masih berada dalam
kelompok risiko menengah-tinggi bersama Bengkulu Utara dan Kaur. Sebaliknya,
kabupaten seperti Rejang Lebong dan Bengkulu Tengah berhasil menurunkan
indeks risikonya secara signifikan, bahkan mencapai nilai terendah di 82,63 pada
2024. Bengkulu Selatan juga memperlihatkan penurunan yang stabil. Situasi ini
memperlihatkan pentingnya konsistensi dan efektivitas strategi mitigasi risiko
bencana. Tanpa perencanaan berbasis risiko yang kuat—melalui tata ruang,
infrastruktur tahan bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat—kenaikan IRB dapat

terus berulang dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Karakteristik demografi Kabupaten Seluma mencerminkan dinamika
penduduk yang berpengaruh langsung terhadap arah dan keberhasilan
pembangunan daerah. Aspek-aspek seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk,
distribusi usia, tingkat kelahiran dan kematian, pola migrasi, serta kondisi sosial
ekonomi menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik,
perencanaan ruang, dan pengembangan infrastruktur. Informasi demografi ini
diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran,

inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
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Dalam konteks RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, isu-isu
demografi menjadi salah satu pertimbangan utama. Pertumbuhan penduduk yang
terus meningkat perlu diimbangi dengan perluasan dan peningkatan kualitas
layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan permukiman.
Sementara itu, dominasi kelompok usia produktif menciptakan peluang strategis
untuk meraih bonus demografi, yang dapat dimanfaatkan melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, serta pemberdayaan
ekonomi masyarakat. Dengan memanfaatkan informasi demografi secara optimal,
kebijakan pembangunan Seluma dapat diarahkan menuju pertumbuhan yang

berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi.

Jumlah penduduk mencerminkan besarnya populasi yang mendiami
Kabupaten Seluma dalam kurun waktu tertentu dan menjadi indikator
fundamental dalam analisis demografi. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi
oleh kelahiran, kematian, dan arus migrasi, serta berdampak langsung pada
perencanaan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan,
infrastruktur, dan energi. Selain itu, informasi ini juga menentukan besaran
potensi tenaga kerja, skala permintaan konsumsi, dan tekanan terhadap
lingkungan serta layanan publik. Oleh karena itu, pemetaan jumlah penduduk
yang akurat menjadi fondasi penting dalam merancang arah kebijakan
pembangunan daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, data jumlah
penduduk digunakan untuk menyusun prioritas pembangunan yang adaptif
terhadap dinamika demografi. Jika kelompok usia produktif mendominasi, maka
kebijakan difokuskan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan,
dan penciptaan peluang ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, jika terjadi
peningkatan jumlah penduduk lanjut usia, maka perhatian diarahkan pada
penguatan layanan sosial dan kesehatan lansia. Selain sebagai basis perencanaan
sektoral, jumlah penduduk juga menjadi salah satu variabel kunci dalam
menentukan alokasi anggaran pembangunan, sehingga penting untuk dikelola

dengan pendekatan berbasis data dan proyeksi jangka menengah yang akurat.
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Taozl 1.8, Jumlah Penduduik Kabupaizn/iota di Provinsi B2ngiculu 2020-

2024
Provinsi Bengkulu | 2.005.045 | 2.032.384 | 2.059.373 | 2.086.006 | 2.112.235
Bengkulu Selatan 165.725 167.685 169.591 171.463 173.315
Rejang Lebong 276.005 279.280 282.519 285.710 288.832
Bengkulu Utara 295.825 299.479 303.111 306.659 310.125
Kaur 126.125 127.816 129.449 131.063 132.659
Seluma 207.314 209.961 212.544 215.063 217.507
Mukomuko 189.833 192.863 195.854 198.794 201.700
Lebong 105.947 107.447 108.902 110.347 111.750
Kepahiang 149.298 151.130 152,912 154.651 156.353
Bengkulu Tengah 116.344 117.986 119.571 121.139 122.673
Kota Bengkulu 372.629 378.737 384.920 391.117 397.321

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Dalam periode 2020 hingga 2024, jumlah penduduk Kabupaten Seluma
mengalami pertumbuhan yang cukup stabil, dari 207.314 jiwa pada tahun 2020
menjadi 217.507 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan rata-rata
pertambahan sekitar 2.500 jiwa per tahun, menempatkan Seluma sebagai
kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Provinsi Bengkulu
setelah Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong. Pertumbuhan ini
sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di Kabupaten Kaur dan Lebong,
namun masih lebih lambat dibanding Kabupaten Rejang Lebong yang mencatat
kenaikan sekitar 12.800 jiwa selama lima tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan total penduduk Provinsi Bengkulu yang
bertambah dari 2.005.045 jiwa pada 2020 menjadi 2.112.235 jiwa pada 2024,
kontribusi penduduk Seluma terhadap populasi provinsi berkisar di angka
10,3%, menunjukkan posisi strategis kabupaten ini dalam peta demografi
regional. Sementara itu, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Lebong mencatat
jumlah penduduk yang lebih kecil dan pertumbuhan yang relatif lebih lambat,
memperlihatkan bahwa Seluma memiliki potensi yang lebih besar dalam hal
pengembangan sumber daya manusia dan perluasan layanan dasar. Dengan tren
pertumbuhan ini, pemerintah Kabupaten Seluma perlu mengantisipasi

peningkatan kebutuhan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perumahan,
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dan infrastruktur dasar lainnya, agar pembangunan berjalan selaras dengan

dinamika populasi.

Gambar [I-8. Jumlan Penduduic Menurui Kzcamatan di Kabupaizn Szluma
Tanun 2019-2025
Semidang Alas Maras 24.164 25.066 25.394 25.797 25.965 26.271 26.566
Semidang Alas 14.768 15.688 15.827 16.012 16.049 16.170 16.284
Talo 11.409 12.224 12.332 12.476 12.505 12.599 12.688
llir Talo 13314 15.818 16.024 16.277 16.383 16.574 16.760
Talo Kecil 10.950 10.838 10.949 11.092 11.133 11.232 11.326
Ulu Talo 5.235 6.049 6.153 6.276 6.342 6.442 6.541
Seluma 10.473 10.111 10.249 10.417 10.491 10.620 10.745
Seluma Selatan 11.518 13.713 13.990 14.311 14.506 14.779 15.050
Seluma Barat 8.277 9.846 10.020 10.225 10.338 10.507 10.674
Seluma Timur 9.444 10.933 11.097 11.294 11.388 11.543 11.695
Seluma Utara 8.438 9.320 9.442 9.591 9.654 9.767 9.877
Sukaraja 35.483 32.981 33.145 33.401 33.349 33.473 33.578
Air Periukan 19.204 23.500 23.926 24.427 24.709 25.123 25.533
Lubuk Sandi 11.125 11.790 11.957 12.159 12.251 12.407 12.560
KABUPATEN SELUMA | 193.802 | 207.877 | 210505 | 213.755 | 215.063 | 217.507 | 219.877

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, 2025

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2025, jumlah penduduk Kabupaten
Seluma menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 193.802 jiwa pada
tahun 2019 menjadi 219.877 jiwa pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan
pertumbuhan demografis yang cukup stabil, dengan rata-rata pertambahan lebih
dari 4.000 jiwa per tahun. Kecenderungan ini perlu direspons dengan kebijakan
pembangunan yang adaptif, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur.

Secara spasial, Kecamatan Sukaraja merupakan wilayah dengan jumlah
penduduk terbesar sepanjang periode tersebut, meskipun sempat mengalami
sedikit penurunan dari 35.483 jiwa (2019) menjadi 32.981 jiwa (2020) sebelum
kembali naik perlahan. Disusul oleh Kecamatan Semidang Alas Maras dan Air
Periukan yang menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, terutama Air
Periukan yang meningkat lebih dari 5.900 jiwa dalam enam tahun. Di sisi lain,
kecamatan-kecamatan seperti Ulu Talo dan Seluma Utara mencatat jumlah

penduduk yang relatif kecil, meskipun tetap mengalami pertumbuhan.
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Kenaikan penduduk yang relatif merata antar kecamatan menjadi sinyal
penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemerataan
pembangunan dan penguatan konektivitas antarwilayah. Kecamatan dengan
pertumbuhan cepat memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan fasilitas
publik, sementara kecamatan dengan jumlah penduduk kecil dapat diarahkan
sebagai wilayah konservasi atau pengembangan berbasis potensi lokal. Dengan
memanfaatkan data demografi ini secara strategis, Kabupaten Seluma dapat

mengarahkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabzl 11:9. Jumlah Penduduic Menurut Kelompoic Umur di Kabupaian Szluma
2020-2024

0-4 17.480 17.495 17.565 18.845 19.225
5-9 17.574 17.591 17.660 17.255 17.190
10-14 17.455 17.459 17.523 17.283 17.309
15-19 18.417 18.367 18.393 17.921 17.673
20-24 17.703 17.653 17.627 17.840 17.957
25-29 17.309 17.395 17.534 17.049 16.958
30-34 16.895 17.016 17.157 16.885 16.899
35-39 16.860 17.069 17.341 16.744 16.683
40-44 15.709 15.915 16.145 16.450 16.610
45-49 13.773 14.118 14.491 14.976 15.348
50-54 11.644 12.012 12.422 12.655 13.032
55-59 9.170 9.508 9.868 10.355 10.738
60-64 7.020 7.334 7.688 7.946 8.276
65-69 4.827 5.100 5.373 5.734 6.058
70-75 3.175 3.450 3.760 3.643 3.847
75+ 2.866 3.023 3.208 3.482 3.704
Jumlah 207.877 210.505 213.755 215.063 217.507

Data jumlah penduduk Kabupaten Seluma menurut kelompok umur tahun
2020 hingga 2024 menunjukkan struktur demografi yang relatif stabil dengan
dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2024, mayoritas
penduduk Seluma berada dalam kelompok usia kerja, terutama pada rentang
umur 20-44 tahun, yang secara konsisten mencatat jumlah tinggi sepanjang
periode lima tahun tersebut. Kondisi ini menjadi indikator potensialnya bonus
demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah apabila diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses
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terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta perluasan kesempatan
kerja.

Di sisi lain, tren pertumbuhan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) juga
menunjukkan peningkatan, dari 10.868 jiwa pada tahun 2020 menjadi 13.609
jiwa pada tahun 2024. Lonjakan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah
daerah untuk memperkuat layanan sosial dan kesehatan yang ramah lansia.
Sementara itu, jumlah penduduk anak usia dini (O—4 tahun) juga mengalami
peningkatan dari 17.480 jiwa pada 2020 menjadi 19.225 jiwa pada 2024,
menandakan pentingnya penguatan kebijakan gizi, pendidikan anak usia dini,
dan layanan kesehatan ibu-anak. Secara keseluruhan, dinamika struktur umur ini
memperlihatkan bahwa Kabupaten Seluma berada dalam fase transisi demografi
yang kompleks—di mana peluang ekonomi dan tantangan pelayanan publik
harus diantisipasi dengan kebijakan pembangunan yang adaptif, responsif, dan

berbasis data.

Laju pertumbuhan penduduk menjadi indikator penting dalam memahami
dinamika demografi Kabupaten Seluma. Perubahan jumlah penduduk dari tahun
ke tahun, yang dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan mobilitas
penduduk, berdampak langsung pada kebutuhan layanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan yang
stabil berpotensi mendukung penguatan basis ekonomi lokal melalui
peningkatan konsumsi, produktivitas tenaga kerja, dan perluasan pasar sektor-
sektor strategis seperti pertanian dan jasa.

Namun demikian, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan
peningkatan kapasitas infrastruktur, lapangan kerja, dan ketahanan lingkungan,
maka tekanan terhadap pelayanan publik akan meningkat dan berisiko
memperburuk ketimpangan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, analisis terhadap laju pertumbuhan
penduduk menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan
yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan—guna memastikan bahwa dinamika

demografi dapat menjadi peluang, bukan tantangan.
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Tabzl [I-10. Laju Periumbunan Panduduic Kabuoaizn/iota di Provinsi
Bengiulu 2021-2024

Wilayah 2021 2022 2023 2024
Provinsi Bengkulu 1,48 1,4 1,13 1,12
Bengkulu Selatan 1,4 1,31 1,18 1,16
Rejang Lebong 1,04 0,95 1,23 1,2
Bengkulu Utara 1,29 1,21 1,28 1,26
Kaur 1,48 1,4 1,24 1,21
Seluma 1,69 1,61 1,56 1,54
Mukomuko 1,89 1,81 1,37 1,34
Lebong 0,6 0,51 1,18 1,16
Kepahiang 1,7 1,62 1,36 1,34
Bengkulu Tengah 1,6 1,51 1,68 1,66
Kota Bengkulu 1,79 1,71 1,35 1,32

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Seluma dalam periode 202 1
hingga 2024 berada dalam kategori tinggi dan relatif stabil, berkisar antara
1,54% hingga 1,69%. Angka ini menunjukkan dinamika demografis yang lebih
cepat dibandingkan sejumlah daerah lain di Provinsi Bengkulu, bahkan secara
konsisten berada di atas rata-rata pertumbuhan provinsi yang menurun dari
1,48% pada 2021 menjadi 1,12% pada 2024. Jika dikelola secara strategis,
pertumbuhan ini memberikan peluang besar bagi penguatan ekonomi lokal dan
peningkatan kontribusi produktivitas wilayah.

Dibandingkan dengan kabupaten lain, Seluma berada pada posisi
menengah-atas bersama daerah seperti Kepahiang dan Bengkulu Tengah, namun
lebih stabil dibandingkan Mukomuko dan Kota Bengkulu yang mencatat
penurunan laju pertumbuhan yang lebih tajam. Sementara itu, wilayah seperti
Lebong dan Rejang Lebong memperlihatkan pertumbuhan yang jauh lebih
lambat. Dalam konteks ini, Seluma perlu mengantisipasi tekanan terhadap
pelayanan dasar dan infrastruktur publik agar pertumbuhan demografis yang
berlangsung tidak menimbulkan ketimpangan, melainkan menjadi kekuatan

pendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten
Seluma memberikan gambaran penting mengenai keseimbangan struktur

demografi dan distribusi potensi tenaga kerja. Rasio jenis kelamin yang condong
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ke salah satu sisi dapat berpengaruh pada dinamika sosial dan kebutuhan
layanan publik, terutama di sektor-sektor tertentu seperti pertanian, perikanan,
pendidikan, atau kesehatan. Perbedaan ini umumnya dipengaruhi oleh faktor
kelahiran, kematian, migrasi, serta peran sosial-ekonomi yang berkembang di
masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, rasio jenis kelamin
menjadi pertimbangan penting untuk memastikan kebijakan yang responsif
terhadap kebutuhan kelompok laki-laki dan perempuan secara proporsional.
Ketika perempuan mendominasi, program penguatan peran perempuan, akses
terhadap layanan kesehatan ibu-anak, serta pelatihan keterampilan berbasis
gender perlu diperkuat. Sebaliknya, jika laki-laki lebih banyak, maka strategi
pengembangan sektor ekonomi yang padat karya, serta peningkatan
keterampilan tenaga kerja laki-laki harus menjadi perhatian. Dengan menyusun
kebijakan yang mempertimbangkan dimensi gender secara seimbang,
pembangunan di Kabupaten Seluma dapat berlangsung lebih inklusif, adil, dan

berkelanjutan.

Tabel 1l-11. Rasio Pendudulk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengikulu 2020-
2024

Wilayah 2020 2021 2022 2023 2024
Provinsi Bengkulu 104,9 104,72 104,6 104,51 104,38
Bengkulu Selatan 1041 103,95 | 103,83 | 103,72 103,6
Rejang Lebong 104,5 104,34 | 104,21 104,02 | 10386
Bengkulu Utara 105 104,87 104,74 104,52 104,36
Kaur 106,4 106,27 | 106,14 | 10583 | 10564
Seluma 106,5 106,38 | 106,25 106,24 | 106,15
Mukomuko 107 106,89 | 106,76 | 106,61 106,47
Lebong 104.8 104,68 | 10455 | 10458 | 10448
Kepahiang 106,6 106,46 | 106,33 106 105,78
Bengkulu Tengah 105,6 10544 | 10531 | 105,11 | 104,96
Kota Bengkulu 102 101,86 | 101,74 | 101,99 101,97

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio penduduk laki-laki terhadap
perempuan di Kabupaten Seluma menunjukkan kecenderungan yang stabil
dengan angka yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi
Bengkulu. Rasio ini turun tipis dari 106,5 pada tahun 2020 menjadi 106,15
pada tahun 2024, yang berarti terdapat sekitar 106 laki-laki untuk setiap 100
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perempuan. Nilai ini menempatkan Seluma sebagai salah satu daerah dengan
rasio jenis kelamin tertinggi di provinsi, sedikit di bawah Mukomuko dan
Kepahiang.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang berada di
kisaran 104, Seluma secara konsisten memiliki kelebihan jumlah penduduk laki-
laki yang cukup signifikan. Kota Bengkulu mencatat rasio paling seimbang
dengan angka di sekitar 102, sementara daerah seperti Bengkulu Selatan dan
Rejang Lebong menunjukkan rasio yang semakin mendekati keseimbangan dari
tahun ke tahun.

Tingginya rasio penduduk laki-laki di Seluma dapat berkorelasi dengan
dominasi sektor-sektor pekerjaan tertentu seperti pertanian, perkebunan, atau
perikanan yang secara tradisional lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, kondisi ini perlu dicermati agar
kebijakan ketenagakerjaan, layanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat tetap
memperhatikan keseimbangan gender serta kesetaraan akses terhadap peluang

pembangunan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Seluma memberikan gambaran penting
mengenai pola persebaran populasi dan keterkaitannya dengan akses terhadap
layanan dasar, infrastruktur, serta dinamika sosial ekonomi di masing-masing
wilayah. Kecamatan-kecamatan seperti Sukaraja, Air Periukan, dan Seluma
sebagai pusat pemerintahan cenderung memiliki kepadatan yang lebih tinggi
dibandingkan wilayah pedalaman seperti Ulu Talo atau Semidang Alas. Distribusi
ini berpengaruh langsung terhadap perencanaan fasilitas publik, penyediaan
pelayanan dasar, dan arah pembangunan wilayah.

Ketimpangan kepadatan antarwilayah perlu direspons secara proporsional
dalam RPJMD Kabupaten Seluma 2025-2029. Wilayah yang padat penduduk
memerlukan strategi tata ruang yang terintegrasi dengan penguatan infrastruktur
dan pengendalian tekanan lingkungan. Di sisi lain, kecamatan dengan kepadatan
rendah harus difasilitasi melalui pembangunan konektivitas, akses layanan

pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar tidak
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tertinggal. Dengan merujuk pada indikator kepadatan, pembangunan di
Kabupaten Seluma dapat dirancang lebih merata dan menjangkau seluruh

masyarakat di berbagai kondisi geografis.

Tabzl 1l-12. Kepadatan Pandudui Kabupatan/Kota di Provinsi Szngiculy
2020-2024
Wilayah 2020 2021 2022 2023 2024
Provinsi
Bengkulu 99,88 102,6 102,34 103,63 104,93
Bengkulu Selatan 136,25 141,63 139,4 140,52 142,04
Rejang Lebong 178,6 170 181,59 184,45 186,46
Bengkulu Utara 66,16 69,23 67,57 68,42 69,19
Kaur 48,51 54,01 49,7 50,24 50,85
Seluma 85,45 87,69 87,86 88,4 89,41
Mukomuko 46,03 47,86 47,5 48,03 48,74
Lebong 63,78 55,56 64,35 66,21 67,05
Kepahiang 199,81 228,03 205,49 206,37 208,64
Bengkulu Tengah 95,71 95,71 97,89 98,97 100,34
Kota Bengkulu 248547 | 249574 | 256032 | 2.602,07 | 264334

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Data kepadatan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun
2020-2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma memiliki tingkat kepadatan
penduduk yang berada pada kategori menengah, yaitu meningkat dari 85,45
jiwa/km? pada tahun 2020 menjadi 89,41 jiwa/km? pada tahun 2024. Angka ini
masih di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 104,93 jiwa/km? di
tahun 2024, dan jauh di bawah Kota Bengkulu yang sangat tinggi, yakni
2.643,34 jiwa/km?.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Seluma memiliki kepadatan yang
lebih tinggi dibanding Mukomuko, Kaur, dan Bengkulu Utara—yang umumnya
memiliki karakteristik wilayah yang lebih luas dan menyebar—namun masih lebih
rendah dibanding Kepahiang, Rejang Lebong, dan Bengkulu Selatan yang
memiliki pusat-pusat permukiman dan aktivitas ekonomi yang lebih padat.
Dibanding Bengkulu Tengah, Seluma sedikit tertinggal dalam hal kepadatan,
meskipun laju pertumbuhannya relatif stabil.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Seluma masih memiliki potensi
ruang wilayah yang luas untuk dikembangkan, terutama di sektor pemukiman,

pertanian terpadu, dan pengembangan kawasan baru. Namun demikian, perlu
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strategi yang tepat untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk dan
penyebarannya sejalan dengan penguatan infrastruktur, akses layanan dasar, dan
pelestarian lingkungan, agar kepadatan tidak terkonsentrasi hanya di wilayah-
wilayah tertentu dan dapat mendukung pemerataan pembangunan di seluruh

kecamatan.

Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2050 yang dirilis pada 2023
oleh Pemerintah Pusat melalui kolaborasi antara Bappenas, BPS, UNFPA, BKKBN,
dan Kementerian Kesehatan menjadi pijakan penting dalam perencanaan
pembangunan di berbagai tingkatan wilayah. Dokumen ini disusun berdasarkan
hasil Sensus Penduduk 2020, dengan pendekatan ilmiah yang
mempertimbangkan tren pertumbuhan dan dinamika demografi nasional serta
regional.

Dengan menyesuaikan karakteristik pertumbuhan penduduk Provinsi
Bengkulu, telah dihasilkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Seluma untuk
periode 2025-2030. Proyeksi ini menjadi referensi strategis dalam penyusunan
RPJMD 2025-2029, khususnya dalam perencanaan layanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta untuk merumuskan kebijakan
sosial-ekonomi yang responsif terhadap potensi dan tantangan demografis di

masa mendatang.

Tabzl 1I-13. Proyzisi Penduduic Kabupaken Szluma Tahun 2025-2030
Kel'J°r;"uPr°k 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
0-4 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
5-9 19.225 19.421 19.389 19.347 19.293 19.233 19.165
10-14 17.190 17.201 17.411 17.612 17.808 17.996 18.181
15-19 17.309 17.349 17.386 17.419 17.448 17.471 17.482
20-24 17.673 17.696 17.724 17.759 17.798 17.838 17.879
25-29 17.957 17.893 17.857 17.842 17.847 17.864 17.887
30-34 16.958 16.963 16.928 16.861 16.779 16.701 16.642
35-39 16.899 16.951 17.017 17.091 17.158 17.200 17.206
40-44 16.683 16.819 16.918 16.986 17.032 17.078 17.131
4549 16610 | 16793 | 16987 | 17.190 | 17.402 | 17590 | 17.712
50-54 15.348 15.621 15.858 16.061 16.242 16.416 16.598
55-59 13.032 13.390 13.738 14.075 14.396 14.690 14.954
6064 10738 | 11084 | 11438 | 11.796 | 12.155 | 12511 | 12.858
65-69 8.276 8.616 8.946 9.265 9.581 9.899 10.222
70-74 6.058 6.348 6.656 6.979 7.306 7.630 7.953
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Keb°:upr°k 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
75+ 3.847 4.106 4.349 4.580 4.807 5.043 5.292
Total 3704 | 3984 | 4301 | 4652 | 5028 | 5422 | 5827

Proyeksi penduduk Kabupaten Seluma tahun 2025 hingga 2030
menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, khususnya pada kelompok usia
produktif dan lanjut usia. Total jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke
tahun, mencerminkan potensi peningkatan kebutuhan layanan dasar,
infrastruktur sosial, serta perlindungan kelompok rentan. Kelompok usia
produktif (15-64 tahun) tetap menjadi mayoritas, yang merupakan modal
penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan
ketenagakerjaan dan produktivitas.

Di sisi lain, kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) juga mengalami
kenaikan signifikan, dari sekitar 27.154 jiwa pada tahun 2025 menjadi lebih dari
31.000 jiwa pada tahun 2030. Hal ini menuntut kesiapan Pemerintah Daerah
dalam menyediakan layanan kesehatan lansia, jaminan sosial, dan kebijakan
pembangunan yang adaptif terhadap struktur penduduk menua. Sementara itu,
kelompok usia muda (O—14 tahun) relatif stabil dan memberikan peluang untuk
memperkuat sektor pendidikan dan perlindungan anak. Dengan dinamika ini,
kebijakan pembangunan Kabupaten Seluma perlu dirancang secara berimbang
agar mampu mengoptimalkan bonus demografi sekaligus mengantisipasi

perubahan struktur penduduk dalam jangka menengah.

Tabzl II-14. Proyzisi Demografi abupaizn Seluma Tahun 2025-2030
Szrdasarikan Indikator Kependuduian Stratzgis

Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Proyeksi Jumlah Penduduk 218.276 | 220.628 | 222.890 | 225.080 | 227.189 | 229.192
Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km?) 88,04 88,99 89,9 90,78 91,63 92,44
Proyeksi Penduduk Usia Produktif (15-64) 160.559 161.851 163.080 164.257 165.359 166.349
Proyeksi Penduduk Usia Produktif (%) 73,56 73,36 73,17 72,98 72,78 72,58
Proyeksi Angka Ketergantungan (%) 35,95 36,32 36,68 37,03 37,39 37,78
Proyeksi Bonus Demografi (%) 73,56 73,36 73,17 72,98 72,78 72,58
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut (65+) 19.070 19.951 20.824 21.694 22.572 23.467
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Dari data pada tabel proyeksi demografi kabupaten Seluma tahun 2025
2030 berdasarkan indikator kependudukan strategis dapat disimpulkan bahwa:

a. Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km?)

Kepadatan penduduk Kabupaten Seluma dihitung berdasarkan total
penduduk dibagi dengan luas wilayah sebesar +2.479,36 km?. Selama
periode 2025-2030, terjadi peningkatan kepadatan dari 88,7 jiwa/km?
pada 2025 menjadi 92,3 jiwa/km® pada 2030. Peningkatan ini
menunjukkan pertumbuhan populasi yang stabil namun perlu diantisipasi
dengan perencanaan tata ruang dan pelayanan dasar agar tidak
menimbulkan tekanan berlebih terhadap infrastruktur dan daya dukung
lingkungan.

b. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif (15—-64 Tahun)

Jumlah penduduk usia produktif diperkirakan meningkat dari
123.923 jiwa pada 2025 menjadi 127.342 jiwa pada 2030. Penduduk
kelompok ini merupakan aset penting dalam pembangunan ekonomi dan
sosial. Untuk itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Seluma
mengarahkan kebijakan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan
kerja, dan perluasan lapangan pekerjaan agar potensi kelompok ini dapat

dimaksimalkan.
c. Proyeksi Persentase Penduduk Usia Produktif (%)

Persentase usia produktif terhadap total penduduk Seluma menurun
dari 56,37% pada 2025 menjadi 54,60% pada 2030. Ini menunjukkan
perlambatan pertumbuhan kelompok usia kerja dibandingkan dengan
kelompok tanggungan (anak-anak dan lansia). Penurunan ini menjadi
peringatan awal untuk mengatur strategi pembangunan sosial-ekonomi
yang adaptif, terutama pada sektor perlindungan sosial dan jaminan hari

tua.
d. Proyeksi Jumlah Angka Ketergantungan

Jumlah penduduk tanggungan (usia O-14 tahun dan 65 tahun ke
atas) meningkat dari 95.954 jiwa pada 2025 menjadi 105.785 jiwa pada
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2030. Hal ini menunjukkan meningkatnya beban sosial terhadap
penduduk usia kerja, yang jika tidak ditangani dapat menimbulkan

tekanan pada sistem kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
Proyeksi Persentase Angka Ketergantungan (%)

Rasio ketergantungan di Kabupaten Seluma meningkat dari 77,42%
menjadi 83,06% sepanjang 2025-2030. Artinya, setiap 100 penduduk
usia produktif harus menanggung lebih dari 77 hingga 83 penduduk
tanggungan. Kenaikan ini mengindikasikan pentingnya memperkuat
sistem pelayanan dasar dan jaring pengaman sosial untuk mendukung

kelompok tanggungan secara berkelanjutan.
Proyeksi Bonus Demografi (%)

Bonus demografi Seluma mengalami tren penurunan dari 56,54%
pada 2025 menjadi 54,63% pada 2030. Penurunan ini memperkecil
peluang untuk memanfaatkan struktur penduduk produktif yang dominan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak cepat dengan kebijakan yang
mendukung penciptaan nilai tambah ekonomi melalui produktivitas dan

inovasi berbasis sumber daya manusia.

. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut (65+ Tahun)

Penduduk lanjut usia diproyeksikan meningkat dari 14.663 jiwa
pada 2025 menjadi 17.289 jiwa pada 2030. Kenaikan ini menuntut
kebijakan khusus dalam sektor kesehatan lansia, penyediaan layanan
sosial yang inklusif, serta infrastruktur publik yang ramah usia. Proses
penuaan penduduk ini menandai dimulainya transisi demografi yang perlu

diantisipasi secara terintegrasi.
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2.2, Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator utama yang
menggambarkan dinamika perkembangan ekonomi daerah berdasarkan
perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
konstan dari tahun ke tahun. Indikator ini mencerminkan peningkatan kapasitas
produksi barang dan jasa, yang secara langsung berdampak pada peningkatan
pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan fiskal
pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi
yang stabil dan berkualitas menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan
pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Seluma, LPE memiliki signifikansi strategis sebagai tolok
ukur keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan daerah selama periode
RPJMD 2025-2029. Capaian LPE tidak hanya menunjukkan performa sektor-
sektor ekonomi utama seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta
perdagangan dan jasa, tetapi juga mencerminkan sejauh mana intervensi
pemerintah daerah mampu mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi
lokal. Peningkatan LPE juga menjadi sinyal positif bagi perbaikan iklim investasi,
pengembangan UMKM, dan peningkatan infrastruktur wilayah. Oleh karena itu,
pemantauan dan analisis LPE secara periodik diperlukan sebagai bahan evaluasi
terhadap efektivitas perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah agar tetap

adaptif terhadap tantangan ekonomi yang dinamis.

Tabzl 1I-13. Laju Periumbunan Ekonomi Menurut Kabupaien/iota (Perszn)
dan Provinsi Bengiulu 2018-2024

Wilayah 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024
Provinsi Bengkulu 4,97 494 | -0,02 3,27 4,31 4,28 4,62
Bengkulu Selatan 4,95 4,97 0,26 3,25 3,45 3,18 4,37
Rejang Lebong 4,96 4,96 0,07 3,14 4,3 4,05 4,29
Bengkulu Utara 4,81 4,92 0,23 4,01 3,14 4,18 4,43
Kaur 4,98 4,98 0,12 3,08 3,78 3,4 4,15
Seluma 4,8 4,93 -0,01 2,18 2,92 2,61 4,06
Mukomuko 5,01 503| 006| 335| 433| 369| 405
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Wilayah 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024
Lebong 5,01 4,97 0,1 3,08 2,98 2,84 4,3
Kepahiang 5 4,89 0,06 3,16 4,19 4,01 4,28
Bengkulu Tengah 4,97 4,97 | -0,06 2,29 3,03 3,82 3,97
Kota Bengkulu 548 541 -0,25 3,47 5,69 5,53 5,39

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma dalam periode 2018 hingga
2024 menunjukkan pola yang cukup dinamis dengan tekanan yang nyata akibat
pandemi. Pada 2018 dan 2019, ekonomi Seluma tumbuh stabil di kisaran 4,80%
dan 4,93%. Namun, memasuki tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menurun
drastis menjadi -0,01%, mencerminkan dampak signifikan pandemi COVID-19
terhadap aktivitas ekonomi daerah. Pada tahun-tahun berikutnya, upaya
pemulihan dilakukan secara bertahap, meskipun pertumbuhan yang tercatat
masih tergolong moderat. Tahun 2021 hanya mencapai 2,18%, diikuti dengan
2,92% pada 2022, dan kembali melambat ke angka 2,6 1% di tahun 2023.

Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dengan capaian pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,06%. Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah
rata-rata pertumbuhan Provinsi Bengkulu yang telah mencapai 4,62%, serta
tertinggal dari kabupaten/kota lainnya seperti Kota Bengkulu (5,39%), Bengkulu
Selatan (4,37%), dan Bengkulu Utara (4,43%). Hal ini mengindikasikan bahwa
pemulihan ekonomi di Kabupaten Seluma berlangsung lebih lambat
dibandingkan daerah lain, sehingga perlu ada intervensi yang lebih efektif untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Perlambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain
struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah
rendah, terbatasnya investasi swasta, serta belum optimalnya dukungan
infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah. Ke depan, strategi pembangunan
perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti
pertanian dan perikanan, penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta
perluasan akses pasar bagi UMKM. Dukungan terhadap inovasi daerah, reformasi
regulasi investasi, dan pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal
juga penting untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan kompetitif

di Kabupaten Seluma.
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Angka kemiskinan merupakan indikator penting yang mencerminkan
persentase penduduk Kabupaten Seluma yang hidup di bawah garis kemiskinan,
atau belum mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan,
kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Tingginya angka ini menjadi cerminan
masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang perlu ditangani, terutama
terkait keterbatasan akses terhadap pekerjaan produktif, modal usaha, serta
pelayanan publik yang merata dan berkualitas di berbagai wilayah kecamatan.

Dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, penurunan angka
kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama yang membutuhkan pendekatan
lintas sektor dan berbasis data. Strateginya mencakup penguatan pelayanan
dasar, pengembangan potensi ekonomi desa, dukungan terhadap UMKM dan
pertanian keluarga, serta perluasan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Dengan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan intervensi kebijakan yang
tepat sasaran, Kabupaten Seluma diharapkan mampu menurunkan angka

kemiskinan secara signifikan dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Tabzl 1-16. Perszniase Kemiskinan Kabupaizen/ioka di Provinsi Bangioulu
Tahun 2013-2024

Provinsi Bengkulu 15,43 15,23 15,03 15,22 14,62 14,04 13,56
Bengkulu Selatan 18,65 | 18,54 | 17,82 18,16 17,86 17,51 17,1

Rejang Lebong 16,23 15,95 15,85 15,85 15,65 14,79 14,65
Bengkulu Utara 11,81 11,65 11,67 11,61 11,48 11,29 | 10,96
Kaur 19,40 | 18,89 | 1847 | 1862 | 18,10 | 17,83 | 17,12
Seluma 19,60 | 19,10 18,56 18,72 18,36 18,00 17,23
Mukomuko 11,40 11,70 11,72 11,93 11,44 10,76 10,76
Lebong 11,59 11,77 11,85 12,00 12,03 11,15 10,45
Kepahiang 14,42 14,74 14,69 14,83 14,53 14,12 12,9
Bengkulu Tengah 8,20 8,80 9,30 9,68 9,76 9,40 10,14
Kota Bengkulu 18,82 18,09 17,65 17,89 15,73 14,71 13,76

Kemiskinan di Kabupaten Seluma menunjukkan penurunan bertahap,
meskipun masih berada di atas rata-rata provinsi. Selama periode 2018-2024,
persentase penduduk miskin menurun dari 19,60% menjadi 17,23%. Penurunan

ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses pelayanan dasar dan aktivitas
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ekonomi masyarakat, meskipun lajunya masih lebih lambat dibandingkan
sejumlah kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Sebagai perbandingan, rata-rata
provinsi turun dari 15,43% menjadi 13,56% pada periode yang sama,
sedangkan beberapa kabupaten seperti Lebong dan Bengkulu Utara sudah
mencatatkan angka kemiskinan di bawah 11%.

Seluma masih termasuk dalam kelompok daerah dengan angka kemiskinan
tertinggi di provinsi, bersama Kaur dan Bengkulu Selatan. Ketiganya memiliki
karakteristik wilayah perdesaan yang luas, keterbatasan infrastruktur, dan
distribusi ekonomi lokal yang belum merata. Sementara itu, kabupaten seperti
Bengkulu Tengah dan Lebong berhasil menjaga angka kemiskinan lebih rendah
berkat keunggulan dalam konektivitas wilayah, penguatan pertanian dan UMKM,
serta integrasi program bantuan sosial yang lebih baik.

Penurunan kemiskinan di Seluma perlu terus didorong dengan pendekatan
lintas sektor, terutama melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan,
infrastruktur dasar, serta penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
Strategi pembangunan yang berpihak pada kelompok rentan dan wilayah
tertinggal akan menjadi kunci dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan
secara lebih merata dan berkelanjutan.

Kabupaten Seluma
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Giambar II-7. Perbandingan Perszniasz Kemiskinan Kabupaizn Szluma dan
Provinsi Bznglwlu Tahun 2013-2024
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator
penting yang menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan
oleh setiap penduduk Kabupaten Seluma dalam satu tahun. PDRB per kapita
dihitung dengan membagi total PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah
penduduk pada tahun bersangkutan. Nilai ini memberikan gambaran mengenai
tingkat produktivitas ekonomi, daya beli masyarakat, serta potensi kesejahteraan
yang tercermin dari aktivitas ekonomi di seluruh wilayah kabupaten. Peningkatan
nilai PDRB per kapita umumnya mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang
lebih kuat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029,
PDRB per kapita menjadi tolok ukur strategis untuk menilai efektivitas kebijakan
pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Seluma mendorong
peningkatan indikator ini melalui penguatan sektor-sektor unggulan, seperti
pertanian dan perkebunan berbasis potensi lokal, pengolahan hasil bumi, serta
pengembangan pariwisata dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu,
pemerataan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi,
serta penguatan konektivitas antarwilayah juga menjadi prioritas agar
pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh

masyarakat Seluma.

Tabzl I-17. PDRE Perkapita Atas Dasar Harga Barlaiu Menurut
Kabupaizn/Koka (Parszn) dan Provinsi Benglkulu 2019-2024 (Juia Rupian)

Provinsi Bengkulu 36,57 | 36,55 | 39,17 | 43,76 | 46,29 | 49,23
Bengkulu Selatan 34,05 | 35,09 | 36,95 | 39,58 42 45,38
Rejang Lebong 34,9 3453 | 36,13 38,91 41,65 | 45,24
Bengkulu Utara 27,42 | 28,44 | 32,91 40,64 | 40,73 | 41,21
Kaur 29,05 | 28,62 | 30,52 | 32,65 34,7 37,42
Seluma 23,72 | 22,83 | 24,07 | 25,58 | 26,82 | 29,17
Mukomuko 27,81 27,75 | 29,52 31,74 34,2 37,51
Lebong 29,25 | 32,01 | 33,76 | 35,71 | 37,69 | 40,99
Kepahiang 31,13 | 29,54 | 31,42 | 33,75 | 36,31 40,07
Bengkulu Tengah 40,82 | 40,15 | 46,33 54,73 55,02 | 55,28
Kota Bengkulu 63,13 | 63,11 65,94 | 72,98 | 78,78 | 83,43

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2025
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Selama periode 2019 hingga 2024, Kabupaten Seluma menunjukkan tren
peningkatan PDRB per kapita yang cukup positif, dari Rp23,72 juta pada tahun
2019 menjadi Rp29,17 juta pada tahun 2024. Walaupun mengalami penurunan
di tahun 2020 akibat dampak pandemi, Seluma berhasil memulihkan dan
meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakatnya secara bertahap. Namun, nilai
PDRB per kapita Seluma masih berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu,
yang mencapai Rp49,23 juta pada tahun 2024. Gap ini mencerminkan perlunya
strategi penguatan sektor ekonomi lokal dan peningkatan produktivitas untuk
mengejar ketertinggalan.

Jika dibandingkan dengan Kota Bengkulu, ketimpangan semakin jelas
terlihat. Kota Bengkulu memiliki nilai PDRB per kapita hampir tiga kali lipat dari
Seluma, mencapai Rp83,43 juta pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan
konsentrasi aktivitas ekonomi dan nilai tambah yang lebih besar di wilayah
perkotaan. Bagi Kabupaten Seluma, data ini menjadi dasar penting dalam
menyusun kebijakan pembangunan yang lebih fokus pada sektor unggulan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, serta peningkatan konektivitas

antarwilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
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Giambar -8, Perbandingan PDRE Per Kapita Kabupaizn Szluma, Provinsi
Szngiulu, dan Kotz Bengiuluy Tanun 2019-2024 (Juta Rupian)

termasuk dalam angkatan kerja namun belum memperoleh pekerjaan.

Indikator ini mencerminkan kemampuan perekonomian daerah dalam
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menyediakan lapangan kerja serta memperlihatkan sejauh mana keterampilan
tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Fluktuasi TPT sangat
dipengaruhi oleh dinamika sektor ekonomi lokal, kualitas pendidikan dan
pelatihan, serta kapasitas daerah dalam menciptakan peluang kerja yang
produktif dan berkelanjutan.

alam kerangka RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, penanganan
isu pengangguran menjadi prioritas strategis untuk mendukung penciptaan
lapangan kerja yang inklusif. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan sektor
unggulan seperti pertanian, perikanan, industri kecil menengah, dan jasa, yang
memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja lokal. Di samping itu, peningkatan
keterampilan melalui pelatihan vokasi dan sinergi antara lembaga pendidikan dan
pelaku usaha akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan

yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Tabzl lI-18. Tingkat Pengangguran Terbuia Menurut Kabupaizn/iota di
Provinsi Bznglwulu 2017-2024

Bengkulu Selatan 2,6 3,09 2,36 3,52 2,55 3,51 3,56 3,25
Rejang Lebong 3 1,69 2,84 3,7 2,45 2,28 2,94 2,43
Bengkulu Utara 3,89 2,72 4,14 3,82 3,51 4,16 3,33 2,89
Kaur 1,9 2,85 2,4 2,73 3,45 3,83 3,81 3,71
Seluma 3,22 2,95 2,23 3,04 3,44 1,74 2,68 2,38
Mukomuko 3,53 4,9 3,93 3,59 3,68 3,07 3,14 2,41
Lebong 3,57 6,34 4,01 3,92 3,18 3,16 2,72 2,55
Kepahiang 2,94 3,08 2,27 2,52 1,89 2,92 2,41 2,37
Bengkulu Tengah 2,72 3,48 4,63 4,45 4,07 2,48 3,20 2,56
Kota Bengkulu 6,61 5 4,29 6,82 6,35 6,15 5,04 5

Provinsi Bengkulu 3,74 3,51 3,39 4,07 3,65 3,59 3,42 3,11

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Kabupaten Seluma menunjukkan fluktuasi angka pengangguran yang relatif
moderat dibandingkan daerah lainnya. Setelah mencatat angka sebesar 3,22%
pada tahun 2017, TPT Seluma sempat menurun menjadi 2,23% di 2019,
kemudian naik kembali di 2021 (3,44%), dan akhirnya turun ke angka 2,38%
pada tahun 2024. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu (3,11%

pada 2024), Seluma mencatat angka yang lebih rendah, menunjukkan kondisi
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ketenagakerjaan yang relatif lebih baik. Namun demikian, jika dibandingkan
dengan Kabupaten Kepahiang (2,37%) dan Rejang Lebong (2,43%), posisi
Seluma masih sedikit lebih tinggi.

Sementara itu, Kota Bengkulu secara konsisten mencatat angka TPT
tertinggi sepanjang periode, meskipun berhasil ditekan dari 6,82% pada 2020
menjadi 5,00% pada 2024. Kabupaten Bengkulu Tengah yang sempat mencatat
angka tertinggi pada 2019 (4,63%) juga berhasil menurunkan TPT secara
signifikan menjadi 2,56% pada 2024. Data ini menegaskan pentingnya
penguatan sektor ketenagakerjaan dan pelatihan keterampilan yang relevan di
Kabupaten Seluma untuk mempertahankan tren penurunan TPT dan

meningkatkan kualitas pasar kerja daerah.

Seluma
o— Provinsi Bengkulu
—e— Bengkulu Tengah
Kota Bengkulu

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2017 2018 2019 2020 2021 20‘22 2023 2024
Tahun

Gamboar [I-9. Pervandingan Tingkak Pengangguran Teroulka Kabupaien
Szluma dengan Provinsi dan Beberpa Kabupaten/iota di Provinsi Bengiwuly
Tahun 2017-2024

Indeks Gini mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di
Kabupaten Seluma dan menjadi indikator penting dalam menilai keadilan sosial
ekonomi di wilayah ini. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kesenjangan
antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dalam konteks pembangunan
daerah, nilai Indeks Gini membantu mengukur sejauh mana hasil pembangunan

telah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Ketimpangan yang tinggi
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menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam akses terhadap pendidikan, layanan
kesehatan, kesempatan kerja, dan sumber penghidupan, terutama bagi kelompok
miskin dan rentan.

Dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029,
pengurangan ketimpangan pendapatan menjadi prioritas untuk mendorong
pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemerintah daerah perlu
memperkuat strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal,
memperluas jangkauan perlindungan sosial, serta meningkatkan konektivitas dan
kualitas layanan dasar. Dengan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan,
Kabupaten Seluma diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih

merata dan mengurangi kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok sosial.

Tabzl 11-19. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengiulu Tahun 2071 3-
2024

Bengkulu Selatan |0,36 0,32 0,31 0,30 0,30 0,35 |03

Rejang Lebong 033 1|030 (029 (035 |030 (0,30 (0,28

Bengkulu Utara 0,35 0,30 0,28 0,31 0,28 0,30 (0,28

Kaur 031 |029 (032 |[028 (028 (029 (03

Seluma 0,31 030 (029 |0,25 [029 (029 (028
Mukomuko 032 |[029 |025 |[026 |026 [029 (0,28
Lebong 0,29 |0,31 0,28 |0,27 |[027 [029 (029
Kepahiang 0,30 |0,27 |0,31 028 |030 |0,33 [0,31

Bengkulu Tengah |0,29 0,26 0,26 0,25 0,24 0,27 0,27

Kota Bengkulu 039 |036 (037 (038 |037 [0,38 [044

Provinsi Bengkulu |0,36 0,34 0,33 0,33 0,32 0,33 (0,342
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Tahun 2025

Selama periode 2018-2024, Kabupaten Seluma menunjukkan tren
penurunan ketimpangan pendapatan yang cukup stabil, dengan Gini Ratio
menurun dari 0,31 menjadi 0,28. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata
Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2024 mencapai 0,342. Capaian ini
menandakan bahwa distribusi pendapatan di Seluma relatif lebih merata
dibandingkan banyak wilayah lain di provinsi tersebut. Setelah sempat
menyentuh angka 0,25 pada 2021, Gini Ratio Seluma memang mengalami sedikit

kenaikan, namun tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah.
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Gambar |I-10. Peroandingan Indzks Gini Kabupatzen Szluma dengan Provinsi
Bengiulu Tahun 2018-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Seluma berada dalam
kelompok dengan tingkat ketimpangan yang terkendali. Kota Bengkulu, misalnya,
mengalami tren peningkatan ketimpangan secara signifikan hingga mencapai
0,44 pada tahun 2024, tertinggi di provinsi ini. Sebaliknya, Kabupaten Bengkulu
Tengah mencatat angka yang lebih rendah dari Seluma, dengan nilai Gini Ratio
yang stabil pada kisaran 0,25-0,27 selama lima tahun terakhir. Kondisi ini
menunjukkan bahwa upaya pemerataan hasil pembangunan di Kabupaten Seluma
telah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih diperlukan penguatan
strategi untuk memperluas akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan

layanan dasar di seluruh wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk
menilai keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Seluma, mencakup
dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam kerangka RPJMD
2025-2029, peningkatan IPM merupakan prioritas utama karena mencerminkan
kemajuan kualitas hidup masyarakat. Kinerja IPM yang membaik menunjukkan
perbaikan akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan ibu dan anak,
pendidikan yang lebih merata, serta peningkatan pendapatan rumah tangga yang

mendukung kesejahteraan.
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Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Seluma ke
depan perlu diarahkan pada penguatan layanan kesehatan di tingkat desa dan
kecamatan, peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan, serta
pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa dan usaha kecil. Dengan
mendorong pembangunan manusia yang merata dan berkeadilan, IPM Seluma
diharapkan terus meningkat secara konsisten, bukan hanya sebagai indikator
statistik, tetapi juga sebagai refleksi peningkatan kualitas hidup masyarakat

secara nyata.

Taovzl [1-20. Ind2iks Pemoangunan Manusia (UHF Fasil LF SP2020)
abupaizn/iota di Provinsi Bangkulu Tanun 2020-2024
Provinsi Bengkulu 72,93 73,16 73,68 74,3 74,91
Bengkulu Selatan 72,81 72,93 73,58 74,06 74,53
Rejang Lebong 72,51 72,85 73,54 74,43 75,04
Bengkulu Utara 70,81 71,28 71,76 72,27 73,1
Kaur 69,52 69,71 70,3 70,92 71,53
Seluma 68,87 69 69,74 70,27 70,98
Mukomuko 71,47 71,67 72,15 73 73,65
Lebong 71,2 71,67 72,35 72,95 73,54
Kepahiang 69,91 70,38 70,85 71,38 72,05
Bengkulu Tengah 69,42 69,78 70,29 70,81 71,67
Kota Bengkulu 82,31 82,49 82,93 83,38 83,95

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Seluma menunjukkan peningkatan bertahap dari 68,87 pada tahun
2020 menjadi 70,98 pada tahun 2024. Meskipun mengalami tren positif, posisi
Kabupaten Seluma masih tertinggal dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu
yang mencatat IPM sebesar 74,91 di tahun 2024. Selisih lebih dari tiga poin ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma perlu mempercepat perbaikan pada
dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak agar tidak tertinggal
lebih jauh.
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Gambar II-171. Peroandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaizn
Seluma dengan Provinsi Benglulu Tahun 2020-2024

Beberapa kabupaten lain di Provinsi Bengkulu seperti Rejang Lebong dan
Bengkulu Selatan mencatat IPM di atas 74, sementara Seluma masih berada di
bawah 71. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih agresif,
termasuk pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas
tenaga pendidik dan fasilitas kesehatan, serta penguatan daya beli masyarakat

melalui dukungan terhadap ekonomi produktif rumah tangga.

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Seluma menjadi salah satu
indikator penting dalam menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat,
ketersediaan layanan medis, pola hidup sehat, serta kondisi lingkungan dan gizi.
Angka UHH yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap
layanan kesehatan yang baik dan pola hidup yang mendukung umur panjang.
Dalam konteks ini, UHH tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor
kesehatan, tetapi juga menjadi tolok ukur kesejahteraan secara umum.

Dalam perencanaan RPJMD 2025-2029, peningkatan UHH di Kabupaten
Seluma merupakan bagian penting dari upaya pembangunan manusia.
Pemerintah daerah perlu terus memperluas akses pelayanan kesehatan,

meningkatkan kualitas sarana dan tenaga medis, serta mengedukasi masyarakat
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tentang pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat. Dengan dukungan kebijakan
lintas sektor yang terintegrasi, peningkatan UHH diharapkan dapat memperkuat
fondasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung

pencapaian kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Tabz] 11-21. Umur Flarapan Hiduo (Fasil LF SP2020) Kabupaizn/iKota di
Provinsi Bengiulu Tahun 2020-2024

Umur Harapan Hidup (Tahun)

Kabupaten/Kota 5555 T 2021 2022 | 2023 2024
Provinsi Bengkulu 72,59 72,65 72,9 73,11 73,31
Bengkulu Selatan 72,47 72,49 72,67 72,87 73,05
Rejang Lebong 72,99 73,17 73,44 73,67 73,87
Bengkulu Utara 72,49 72,57 72,81 73,03 73,23
Kaur 72,12 72,22 72,49 72,74 72,97
Seluma 72,1 72,25 72,49 72,71 72,9
Mukomuko 73,11 73,19 73,44 73,71 73,95
Lebong 71,93 72,04 72,34 72,59 72,81
Kepahiang 71,73 71,87 72,07 72,26 72,41
Bengkulu Tengah 72,17 72,17 72,33 72,46 72,56
Kota Bengkulu 73,88 73,94 74,18 74,43 74,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025

Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Seluma menunjukkan tren
peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat
sebesar 72,10 tahun, dan meningkat menjadi 72,90 tahun pada tahun 2024.
Kenaikan sebesar 0,8 tahun dalam kurun waktu lima tahun ini mencerminkan
adanya perbaikan bertahap dalam aspek kesehatan, lingkungan hidup, serta
pelayanan publik dasar, khususnya di sektor kesehatan dan gizi masyarakat.

Meskipun mengalami peningkatan, UHH Kabupaten Seluma secara
konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu, yang mencapai 73,31
tahun pada tahun 2024. Bahkan, UHH Seluma masih tertinggal dari beberapa
kabupaten/kota lain di provinsi ini, seperti Rejang Lebong (73,87), Mukomuko
(73,95), dan Kota Bengkulu yang mencatat angka tertinggi, yakni 74,69 tahun.
Seluma juga sedikit berada di bawah kabupaten tetangga seperti Bengkulu
Selatan (73,05) dan Bengkulu Utara (73,23).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun capaian UHH Seluma terus
mengalami perbaikan, gap kualitas hidup dan kesehatan penduduk masih perlu

diperhatikan secara serius, terutama dalam konteks pencapaian tujuan
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pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan, percepatan
penanganan stunting dan gizi buruk, peningkatan sanitasi, serta perlindungan
sosial terhadap kelompok rentan menjadi faktor kunci dalam mendorong

percepatan peningkatan UHH Seluma di masa mendatang.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator yang menggambarkan
derajat kesehatan keluarga melalui berbagai aspek, seperti imunisasi, akses air
bersih dan sanitasi, status gizi balita, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS). Di Kabupaten Seluma, IKS menjadi alat evaluasi yang penting
dalam mengukur efektivitas program kesehatan di tingkat rumah tangga. Kinerja
IKS juga merefleksikan kualitas hidup dan menjadi fondasi penting bagi
pembangunan manusia yang sehat dan produktif.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Seluma 2025-2029, peningkatan IKS
diposisikan sebagai strategi kunci dalam upaya pembangunan kesehatan
berbasis keluarga. Masalah seperti rendahnya cakupan layanan di wilayah
perdesaan, praktik hidup tidak sehat, serta masih adanya kasus gizi buruk
menjadi tantangan yang harus ditangani secara lintas sektor. Oleh karena itu,
perlu diperkuat sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur
dasar guna menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas

hidup keluarga di seluruh wilayah Seluma secara merata.

Tabzl 11-22. Indeks Keluarga Szhat (11(S) Kabupaien/iota se-Provinsi
Sengkulu Tahun 2018-2023

Kabupaten/ Kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rejang Lebong 0,123 | 0,134 | 0,147 | 0,159 | 0,198 | 0,209
Kota Bengkulu 0274 | 0,299 | 0,294 | 0,304 | 0,307 | 0,291
Bengkulu Utara 0,133 | 0,146 | 0,168 | 0,181 0,207 | 0,261
Lebong 0,081 0,073 | 0,08 0,081 0,118 | 0135
Kepahiang 0,156 | 0,128 | 0,142 | 0,166 | 0,207 | 0,242
Bengkulu Tengah 0,156 | 0,128 | 0,136 | 0,165 | 0,186 | 0,256
Mukomuko 0,099 | 0,109 | 0,141 | 0,143 | 0,157 | 0,16
Seluma 0,13 0,115 | 0,149 | o166 | 0,178 | 0,187
Bengkulu Selatan 0,162 | 0,148 | 0,156 | 0,183 | 0,187 | 0,206
Kaur 0,098 | 0083 | 0085 | 0085 | 0,127 | 0,134
Provinsi Bengkulu 0,164 | 0,161 | 0171 | 0,183 | 0,205 | 0224

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025
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Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Seluma menunjukkan peningkatan
secara konsisten selama periode 2018-2023, dari 0,130 pada tahun 2018
menjadi 0,187 pada tahun 2023. Namun, capaian ini masih berada di bawah
rata-rata Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2023 mencapai 0,224. Gap antara
Kabupaten Seluma dan provinsi semakin melebar terutama sejak tahun 2021,
yang mengindikasikan perlunya percepatan peningkatan kualitas hidup keluarga
melalui pendekatan layanan dasar dan perilaku hidup sehat.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Seluma masih tertinggal
dari daerah seperti Kota Bengkulu (0,291), Bengkulu Utara (0,261), dan
Kepahiang (0,242). Meskipun peningkatan Seluma tergolong stabil, nilai
absolutnya mengindikasikan bahwa masih banyak keluarga yang belum
memenuhi indikator-indikator dasar kesehatan secara optimal. Ke depan, upaya
penguatan layanan primer, peningkatan peran serta masyarakat dalam perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS), serta intervensi berbasis keluarga perlu menjadi

prioritas untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Kabupaten Seluma
0.22 Provinsi Bengkulu

0.20
0.18

0.16

Indeks Keluarga Sehat (IKS)

0.14 1

0.12

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gamboar Il-12. Perbandingan Indeks Keluarga Sehat (1KS) Kabupaken Seluma
dengan Provinsi Bengiulu Tahun 2018-2023

Prevalensi stunting merupakan indikator yang menggambarkan persentase
balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, khususnya tinggi badan yang
lebih rendah dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi

berulang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi
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juga memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, daya tahan
tubuh, hingga potensi produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, stunting
mencerminkan masalah yang bersifat multidimensional dan erat kaitannya
dengan kualitas pelayanan kesehatan, praktik pengasuhan anak, kondisi sanitasi
lingkungan, ketahanan pangan keluarga, serta aspek sosial ekonomi masyarakat.

Di Kabupaten Seluma, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas
utama dalam agenda pembangunan daerah, khususnya dalam perencanaan
RPJMD Tahun 2025-2029. Stunting dipandang sebagai isu strategis yang
menentukan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang dan berpengaruh
langsung terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, strategi
percepatan penurunan stunting di Seluma perlu dilaksanakan secara terpadu dan
komprehensif. Upaya ini mencakup penguatan fungsi posyandu, peningkatan
cakupan dan kualitas layanan gizi balita dan ibu hamil, perluasan akses terhadap
air bersih dan sanitasi layak, serta edukasi yang berkelanjutan kepada orang tua
dan masyarakat luas mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pola asuh yang
tepat.

Dengan pelaksanaan intervensi yang bersinergi antar sektor dan berbasis
data yang akurat, Pemerintah Kabupaten Seluma diharapkan mampu
mempercepat perbaikan status gizi anak-anak, mengurangi prevalensi stunting
secara signifikan, serta mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan

kompetitif untuk mendukung pembangunan jangka panjang daerah.

Tabzl 11-23. Pravelansi Stunting Kabupaizn/ Koka di Provinsi Bengiculu Tanun
2022-2023

KABUPATEN/KOTA 2022 2023
Bengkulu Selatan 2,9 2,9
Rejang Lebong 2,1 2,1
Bengkulu Utara 9,0 9,0
Kaur 4,9 4,9
Seluma 4,0 4,0
Mukomuko 4,5 4,5
Lebong 4,5 4,5
Kepahiang 4,3 43
Bengkulu Tengah 4,6 4,6
Kota Bengkulu 0,7 0,7
Provinsi Bengkulu 4,5 4,5
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Berdasarkan data prevalensi stunting tahun 2022 dan 2023, Kabupaten
Seluma mencatat angka stunting sebesar 4,0%, dan angka ini tetap stabil dalam
dua tahun terakhir. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi
Bengkulu yang berada pada angka 4,5% dan menempatkan Kabupaten Seluma
sebagai salah satu daerah dengan prevalensi stunting terendah di provinsi, hanya
sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Rejang Lebong (2,1%) dan Kabupaten
Bengkulu Selatan (2,9%).

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting di Kabupaten
Seluma telah berada pada jalur yang cukup baik, meskipun tetap diperlukan
penguatan intervensi lintas sektor agar angka ini tidak stagnan dan dapat terus
menurun. Dengan mempertahankan komitmen dan konsistensi program
intervensi spesifik (seperti layanan gizi ibu dan anak) serta intervensi sensitif
(seperti sanitasi, air bersih, dan edukasi pengasuhan), Kabupaten Seluma memiliki

peluang besar untuk mencapai target eliminasi stunting secara berkelanjutan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang mencerminkan
capaian pendidikan formal penduduk usia 25 tahun ke atas, yang berfungsi
sebagai cerminan tingkat akses, keberhasilan, dan pemerataan pendidikan di
masyarakat. Di Kabupaten Seluma, indikator ini menjadi landasan penting dalam
membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan adaptif terhadap
tantangan pembangunan. Semakin tinggi angka RLS, semakin besar pula peluang
masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, mengakses informasi
penting, dan meningkatkan taraf hidup melalui jalur pendidikan.

Dalam kerangka pembangunan Kabupaten Seluma 2025-2029,
peningkatan RLS menjadi prioritas yang harus dijalankan secara terstruktur.
Upaya ini dapat dilakukan melalui pemerataan sarana pendidikan hingga ke desa-
desa terpencil, perluasan program pendidikan kesetaraan bagi masyarakat
dewasa, serta peningkatan kualitas pengajar dan infrastruktur sekolah. Strategi
tersebut diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan angka RLS, tetapi juga

memperkuat fondasi pembangunan yang berbasis pada pengetahuan,
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keterampilan, dan kesadaran kritis masyarakat Seluma untuk berpartisipasi aktif

dalam proses pembangunan daerah.

Tabzl 11-24. Rata-raia Lama Seiolan Kabupaizn/ota di Provinsi Bangiulu
Tanun 2019-2024

Wilayah 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Provinsi Bengkulu 8,73 8,84 8,87 8,91 9,03 9,04
Bengkulu Selatan 9,02 9,26 9,27 9,39 9,41 9,42
Rejang Lebong 8,26 8,28 8,33 8,55 8,8 8,81
Bengkulu Utara 7,86 7,87 8,09 8,1 8,11 8,32
Kaur 8,25 8,37 8,38 8,39 8,41 8,47
Seluma 7,91 7,99 8 8,09 8,13 8,14
Mukomuko 7,99 8,29 8,3 8,31 8,56 8,57
Lebong 7,9 7,99 818 8,24 8,26 8,41
Kepahiang 7,93 8,24 829 83 836 8,37
Bengkulu Tengah 7,22 7,47 7,48 7,49 7,51 7,71
Kota Bengkulu 11,78 11,79 11,8 11,82 11,83 11,84

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Seluma menunjukkan tren
peningkatan moderat dalam enam tahun terakhir, dari 7,91 tahun pada 2019
menjadi 8,14 tahun pada 2024. Meski mengalami pertumbuhan, angka ini masih
berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 9,04 tahun pada
2024. Ini menandakan bahwa akses dan capaian pendidikan formal di Kabupaten
Seluma belum setara dengan capaian provinsi secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Seluma juga belum
termasuk dalam kelompok dengan RLS tertinggi. Kota Bengkulu mencatat RLS
tertinggi secara konsisten (11,84 tahun pada 2024), diikuti oleh Bengkulu
Selatan (9,42 tahun). Beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong, Mukomuko,
dan Kaur pun mencatatkan angka yang lebih tinggi dari Seluma. Situasi ini
mencerminkan tantangan serius dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan
pendidikan di Seluma, terutama di kalangan penduduk usia dewasa yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan
yang menyasar pemerataan akses pendidikan serta peningkatan fasilitas dan

mutu pembelajaran di wilayah-wilayah tertinggal.
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Gamboar llI-13. Perbandingan Rata-rata Lama Szkolan Kabuoaien Szluma
dengan Provinsi Bangkulu Tahun 2019-2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Seluma mencerminkan seberapa
besar potensi anak-anak usia sekolah untuk menyelesaikan jenjang pendidikan
formal berdasarkan kondisi saat ini. Indikator ini menjadi penting karena tidak
hanya menggambarkan akses terhadap pendidikan, tetapi juga memperlihatkan
ekspektasi masyarakat terhadap masa depan generasi muda. Rendahnya angka
HLS di Seluma dapat mengindikasikan keterbatasan dalam infrastruktur
pendidikan, kendala ekonomi, atau masih tingginya angka putus sekolah,
khususnya di wilayah pedesaan.

Sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMD Kabupaten
Seluma 2025-2029, peningkatan HLS perlu didorong melalui pemerataan akses
pendidikan hingga ke wilayah terpencil, peningkatan kualitas layanan pendidikan
dasar dan menengah, serta penguatan dukungan sosial bagi anak-anak dari
keluarga kurang mampu. Dengan memperluas kesempatan belajar bagi generasi
muda, Seluma dapat membangun pondasi sumber daya manusia yang lebih
kompetitif dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah yang
berkelanjutan.

Tabzl 1-25. Farapan Lama Sekolan Kabupataen/Kota di Provinsi Bzngiculu
Tahun 2019-2024

Wilayah 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Provinsi Bengkulu 13,59 13,61 13,67 13,68 13,74 13,75
Bengkulu Selatan 13,6 13,61 13,62 13,63 13,65 13,66
Rejang Lebong 13,68 13,83 13,93 14,01 14,19 14,2
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Wilayah 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bengkulu Utara 12,86 12,87 12,88 12,89 12,91 12,92
Kaur 12,98 12,99 13,06 13,07 13,14 13,15
Seluma 13,27 13,28 13,29 13,3 13,32 13,33
Mukomuko 12,72 12,73 12,74 12,76 12,86 12,87
Lebong 12,56 12,57 12,58 12,75 12,9 12,91
Kepahiang 12,89 12,9 13,12 13,13 13,14 13,16
Bengkulu Tengah 13,02 13,03 13,28 13,45 13,46 13,47
Kota Bengkulu 16,01 16,02 16,03 16,04 16,06 16,07

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Selama periode 2019-2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten
Seluma menunjukkan tren peningkatan yang stabil namun masih terbatas. Pada
tahun 2019, HLS Seluma berada di angka 13,27 tahun dan meningkat secara
perlahan hingga mencapai 13,33 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini
mencerminkan adanya perbaikan akses pendidikan dan partisipasi sekolah, tetapi

peningkatannya belum cukup signifikan untuk menutup kesenjangan dengan

wilayah lain.
14.2 Seluma I |
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Gamboar llI-14. Peroandingan Harapan Lama Szikolah Kabupaizn Szluma
dzngan Provinsi dan Bebarapa Kabupatzn/Kota di Provinsi Banglwulu Tanhun

2019-2024
Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu yang mencapai HLS sebesar
13,75 tahun pada 2024, posisi Kabupaten Seluma masih berada di bawah rata-
rata provinsi. Bahkan, beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong (14,2 tahun)
dan Kota Bengkulu (16,07 tahun) menunjukkan capaian yang jauh lebih tinggi.
Kabupaten Bengkulu Tengah yang pada 2019 memiliki HLS lebih rendah dari
Seluma (13,02 tahun), sejak 2021 terus mengalami peningkatan lebih cepat dan
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pada 2024 mencapai 13,47 tahun, menyalip Seluma. Kondisi ini menegaskan
pentingnya percepatan kebijakan perluasan akses pendidikan di Seluma,
khususnya untuk mendorong anak-anak usia sekolah agar dapat menempuh

pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dibentuk berdasarkan
tujuh komponen utama yang saling berkaitan dalam menciptakan ekosistem
literasi yang berdaya guna. Unsur-unsur tersebut meliputi pemerataan akses
layanan perpustakaan, kecukupan jumlah dan variasi koleksi bahan bacaan,
ketersediaan tenaga perpustakaan yang memadai, serta frekuensi kunjungan
masyarakat ke perpustakaan setiap harinya. Selain itu, keberadaan perpustakaan
yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), partisipasi
masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi, dan jumlah anggota perpustakaan
yang aktif, juga menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan literasi
suatu daerah. Setiap unsur ini mencerminkan keseimbangan antara penyediaan
sarana dan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Seluma, penguatan pembangunan literasi yang
tercermin melalui capaian IPLM perlu menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD
Tahun 2025-2029, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan akselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kehadiran perpustakaan sebagai fasilitas publik tidak akan optimal apabila tidak
diikuti dengan peningkatan kualitas layanan serta keterlibatan aktif masyarakat
dalam kegiatan literasi. Oleh karena itu, strategi pembangunan literasi di Seluma
perlu diarahkan pada perluasan akses perpustakaan hingga ke desa-desa
terpencil, peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga perpustakaan, serta
pengembangan program literasi yang berbasis komunitas dan kearifan lokal.

Dengan memperkuat seluruh aspek yang menjadi komponen penyusun
IPLM secara konsisten dan kolaboratif, Kabupaten Seluma memiliki peluang besar
untuk menumbuhkan budaya literasi dari tingkat akar rumput. Hal ini tidak hanya

akan mendukung transformasi sosial masyarakat, tetapi juga memperkuat
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pondasi pembangunan manusia yang berkualitas serta meningkatkan daya saing

daerah dalam jangka panjang.

Tabzl 1-28. Ind2is Pembangunan Litzrasi Masyarakat Kabuoaizn/iota di
Provinsi Bzngiculu Tahun 2023-2024

Keterlibatan
lglchie Pemerataan |Ketercukupan oS gk Perpustakaan ViEsymelet Jumlah
Kabupaten/ TRt Peml?angu.nan Layanan Koleksi Ketercukupan | Kunjungan yang dibina da!am Anggota
Kota Literasi Perpustakaan |Perpt ! Tenaga |Masyarakat | ° /. gNp Kegiatan Perpustakaan
Masyarakat v " Perpustakaan | per hari Sosialisasi
Perpustakaan

Bengkulu Selatan 50,01 0,6667 0,2878 0,147 0,0464 0,3526 1 U
Rejang Lebong 60,77 0,7576 0,2165 0,2311 0,0487 1 1 1
Bengkulu Utara 60,72 0,6102 0,423 0,1569 0,0606 1 1 U
Kaur 70,34 0,5548 0,6684 0,6363 0,064 1 1 1
Seluma 54,45 04154 02122 0,152 0,032 1 1 U
Mukomuko 2023 57,68 0,488 0,4989 0,0506 1 1 1
Lebong 48,86 0,6076 0,1104 0,0133 0,6891 1 1
Kepahiang 46,88 0,5893 0,0949 0,2922 0,0302 1 1 02747
Bengkulu Tengah 60,38 0,4263 0,0975 1 0,0288 06742 1 1
Kota Bengkulu 60,53 0,7368 0,1349 03313 0,0339 1 1 1
Provinsi Bengkulu 59,83 0,5833 0,2664 0,2952 0,0429 1 1 1
Bengkulu Selatan 62,41 0,7363 0,4059 0,1604 0,0665 1 1 1
Rejang Lebong 62,12 0,7485 0,2506 0,2975 0,052 1 1 U
Bengkulu Utara 31,25 0,6034 0,1983 0,1549 0,1374 1 0,0509 00427
Kaur 61,02 0,5307 03183 1 0,3741 1 0,0481 U
Seluma 28,18 0,4511 0,0169 0,1511 0,1132 1 0,1999 0,0405
Mukomuko 2024 64,29 0,5558 0,5769 0,3647 1 1 1 00028
Lebong 65,27 0,7301 04232 07153 1 0,6999 1
Kepahiang 51,21 0,6006 0,1808 03717 0,0562 1 1 03756
Bengkulu Tengah 458 0,4463 0,471 1 0,0363 1 0,0797 0173
Kota Bengkulu 55,33 0,7619 0,1658 04794 0,1777 1 1 0,2882
Provinsi Bengkulu 65,96 0,6097 0,2859 04734 0,2481 1 1 1

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator
penting yang mencerminkan sejauh mana layanan dan aktivitas literasi mampu
menjangkau serta dimanfaatkan oleh masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun
2023, Kabupaten Seluma mencatat nilai IPLM sebesar 54,45, yang meskipun
belum mencapai rata-rata Provinsi Bengkulu sebesar 59,83, masih berada dalam
kisaran moderat. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat tajam,
di mana IPLM Kabupaten Seluma anjlok menjadi hanya 28,18, sementara rata-
rata provinsi justru meningkat cukup signifikan menjadi 65,96. Penurunan ini
menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar antara capaian daerah dan
capaian provinsi, sekaligus menempatkan Kabupaten Seluma sebagai wilayah
dengan capaian IPLM terendah kedua di Provinsi Bengkulu tahun 2024.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya penguatan ekosistem literasi di Seluma
pada berbagai aspek penyusun IPLM. Salah satu penurunan paling signifikan

terjadi pada ketersediaan koleksi bahan bacaan, yang pada tahun 2024 hanya
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tercatat sebesar 0,0169, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 0,2859.
Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan juga stagnan di angka 0O,1511,
menunjukkan bahwa ketersediaan pustakawan belum memadai untuk
mendukung layanan literasi yang merata dan berkualitas. Meskipun ada
peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dari 0,032 pada tahun
2023 menjadi 0,1132 pada tahun 2024, capaian tersebut tetap tergolong
rendah jika dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 0,2481. Situasi ini
menandakan bahwa minat baca masyarakat dan daya tarik layanan perpustakaan
masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Lebih lanjut, indikator jumlah anggota perpustakaan aktif di Kabupaten
Seluma juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari posisi ideal dengan
skor 1,00 pada tahun 2023, turun menjadi hanya 0,0405 pada tahun 2024.
Penurunan tajam ini mengindikasikan lemahnya kesinambungan program literasi
yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas. Padahal, keaktifan anggota
perpustakaan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan
perpustakaan dalam menjangkau dan melibatkan masyarakat secara langsung.
Jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi strategis, maka tidak hanya akan
berdampak pada rendahnya capaian literasi, tetapi juga berpotensi menghambat
upaya pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Seluma secara
keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dan terukur untuk
memperkuat kembali seluruh dimensi penyusun IPLM sebagai bagian dari strategi

pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Seluma dapat digambarkan
melalui indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar
(APK) pada setiap jenjang pendidikan. Kedua indikator ini memberikan gambaran
mengenai capaian akses pendidikan terhadap kelompok usia sekolah yang
semestinya berada di jenjang pendidikan tertentu (APM), serta cakupan total
peserta didik tanpa memperhitungkan batasan usia (APK). Dalam konteks
perencanaan pembangunan jangka menengah, analisis APM dan APK menjadi

penting untuk mengidentifikasi tingkat keterjangkauan, pemerataan, dan efisiensi
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sistem pendidikan daerah. Data ini juga merefleksikan efektivitas berbagai
kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan serta menjadi dasar dalam
merumuskan strategi peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang lebih

inklusif dan berkeadilan ke depan.

Taobzl 11-:27. Angia Partisipasi Seiolan abupaizn Szluma Tahun 20271-2024

Jenjang Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
SD/MI 95,5 96,75 97,18 98,91 106,45 106,52 106,91 108,11
SMP/MTs 82,08 | 81,45 81,6 81,52 | 101,43 95,4 91,37 85,72
SMA/SMK/MA 70,58 71,73 73 74,65 94,61 96,25 97,95 99,7

Sumber: BPS Kabupaten Seluma

Tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Seluma pada periode 2021
hingga 2024 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, khususnya pada
jenjang pendidikan dasar. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI mengalami
peningkatan dari 95,5% pada tahun 2021 menjadi 98,91% pada tahun 2024.
Demikian pula dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang yang sama,
yang terus meningkat dari 106,45% menjadi 108,11%. Peningkatan ini
menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Seluma telah
mengakses pendidikan sesuai usianya, bahkan mencerminkan inklusi terhadap
anak-anak di luar kelompok usia ideal.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs), APM cenderung
stagnan dalam kisaran 81%, sementara APK justru menunjukkan tren penurunan
dari 101,43% pada tahun 2021 menjadi 85,72% pada tahun 2024. Hal ini
mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa di
jenjang ini, khususnya bagi kelompok usia tidak ideal. Penurunan APK dapat
menjadi sinyal adanya potensi putus sekolah atau hambatan akses, seperti faktor
ekonomi, geografis, atau sosial-budaya yang perlu segera ditindaklanjuti.

Untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA), terdapat
peningkatan yang cukup stabil baik pada APM maupun APK. APM meningkat dari
70,58% menjadi 74,65%, sedangkan APK naik dari 94,61% menjadi 99,7%
selama periode empat tahun. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan akses

dan minat masyarakat terhadap pendidikan menengah atas, yang dapat menjadi
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modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Kabupaten
Seluma.

Secara keseluruhan, meskipun capaian APM dan APK di jenjang pendidikan
dasar dan menengah atas menunjukkan kemajuan, partisipasi pada jenjang
menengah pertama masih menjadi titik lemah yang harus mendapatkan perhatian
serius. Intervensi kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data diperlukan untuk
memastikan kesinambungan pendidikan antarjenjang, terutama dalam menjamin
akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh anak usia sekolah

di Kabupaten Seluma.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menjadi instrumen strategis dalam
menilai sejauh mana Kabupaten Seluma berhasii membangun dan
mempertahankan kekuatan budayanya di tengah dinamika pembangunan.
Dimensi seperti keberagaman budaya lokal, partisipasi masyarakat dalam
pelestarian nilai tradisi, literasi budaya, serta pendidikan berbasis kearifan lokal
menjadi tolok ukur utama dalam mendorong penguatan identitas daerah.
Peningkatan IPK di Seluma mencerminkan upaya kolektif dalam menjaga
kesinambungan nilai budaya, memperkuat solidaritas sosial, dan memperluas
ruang ekspresi seni yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Dalam perencanaan RPJMD 2025-2029, penguatan IPK diarahkan untuk
menjadikan kebudayaan sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah.
Kabupaten Seluma memiliki potensi kekayaan tradisi yang kuat dan beragam,
yang jika dikembangkan secara berkelanjutan dapat menjadi fondasi bagi
penguatan karakter masyarakat dan pendorong sektor ekonomi kreatif berbasis
komunitas. Pemerintah daerah perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi
pelaku budaya, memperkuat ekosistem pendidikan berbasis budaya lokal, serta
mendorong keterlibatan generasi muda dalam revitalisasi tradisi daerah sebagai
bagian dari strategi jangka panjang membangun masyarakat Seluma yang

berdaya, beridentitas, dan sejahtera.
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Taozl 11,28, Indziks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Szngiulu 2018-2023

2018 53.74 59.95
2019 55.91 61.13
2020 54.65 56.59
2021 51.90 54.56
2022 55.13 57.28
2023 57.13 61.45

Sumber: https.//jpk.kemdikbud.go.id/

a. Dimensi Pendidikan

Dimensi Pendidikan dalam IPK Provinsi Bengkulu mengalami
pertumbuhan sebesar 6,59% pada tahun 2023, dari 74,44 menjadi
79,35. Salah satu indikator yang mengalami peningkatan signifikan
adalah persentase satuan pendidikan yang memiliki guru pengajar muatan
lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian, yang meningkat
sebesar 13,80%, dari 30,95 pada tahun 2022 menjadi 35,22 pada tahun
2023. Selain itu, jumlah guru master yang mendapatkan pelatihan metode
pengajaran bahasa daerah juga mengalami peningkatan, dari 252 orang
menjadi 260 peserta pelatihan.

Dimensi Pendidikan IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024
diproyeksikan mencapai 77,60 poin. Berdasarkan baseline tahun 2018,
capaian dimensi ini telah melampaui target tahun 2024 dengan
pencapaian sebesar 131,30%. Meskipun demikian, peningkatan kualitas
pendidikan tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pada tahun
2023, Bengkulu menjadi salah satu dari 22 provinsi yang mendapatkan
program revitalisasi bahasa daerah dari Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Program ini mencakup pelatihan
bagi guru bahasa daerah, kepala sekolah, pengawas, siswa, serta
komunitas penutur bahasa daerah. Program revitalisasi ini berfokus pada
tiga bahasa lokal, yaitu Enggano, Rejang, dan Bengkulu dialek Serawai.
Pelatihan yang diberikan kepada guru master diharapkan dapat
diteruskan kepada guru lain dan diterapkan dalam proses pembelajaran

di sekolah-sekolah di tingkat kabupaten/kota.
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b. Dimensi Budaya Literasi

Dimensi Budaya Literasi juga mengalami pertumbuhan sebesar
7,49% pada tahun 2023, dengan skor meningkat dari 57,60 menjadi
61,91. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah persentase
penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan atau
memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam tiga bulan terakhir, yang
meningkat sebesar 29,21%, dari 5,34 pada tahun 2022 menjadi 6,90
pada tahun 2023. Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Bengkulu
pada tahun 2022 mencapai 29 ribu orang, melampaui target 25 ribu
pengunjung. Tren ini terus meningkat pada tahun 2023, dengan jumlah
pengunjung mencapai 36 ribu orang, mencerminkan meningkatnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi.

Dimensi Budaya Literasi IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024
diproyeksikan mencapai 66,06 poin. Hingga tahun 2023, capaian dimensi
ini telah mencapai 68,26% dari target 2024. Untuk mencapai proyeksi
tahun 2024, diperlukan peningkatan skor sebesar 4,15 poin. Pemerintah
Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun
2019 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap desa/kelurahan di Provinsi
Bengkulu memiliki satu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini
diimplementasikan melalui Gerakan Satu Desa Satu Perpustakaan. Selain
itu, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi,
termasuk penyediaan bahan bacaan "Pojok Raflesia Kantor Bahasa" di
Perpustakaan Bank Indonesia, pojok baca di lobi perpustakaan daerah,

serta kegiatan Jambore Literasi.
c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK Provinsi Bengkulu mengalami
pertumbuhan sebesar 1,49% pada tahun 2023, dengan skor meningkat
dari 75,77 menjadi 76,90. Indikator yang mengalami peningkatan
terbesar adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang

mengikuti kegiatan gotong royong, yang naik sebesar 8,83%, dari 29,45
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pada tahun 2022 menjadi 32,05 pada tahun 2023. Pemerintah Kota
Bengkulu, melalui Rencana Strategis Kecamatan Kampung Melayu 2019-
2023, terus mendorong semangat gotong royong dan peran aktif
masyarakat dalam pembangunan melalui program Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat.

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024
diproyeksikan mencapai 81,07 poin. Hingga tahun 2023, capaian dimensi
ini masih berada 17,72% di bawah target 2024. Untuk memenuhi target
tersebut, skor IPK harus meningkat sebesar 4,17 poin dalam tahun
mendatang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
mendorong praktik gotong royong secara berkelanjutan di tengah
masyarakat. Gotong royong tidak hanya memperkuat ketahanan sosial
budaya, tetapi juga meningkatkan solidaritas dalam menghadapi
tantangan sosial dan ekonomi.

Tradisi gotong royong tetap dijaga oleh masyarakat Bengkulu,
seperti yang terlihat dalam berbagai praktik budaya lokal. Suku Rejang di
Bengkulu Utara masih menjalankan tradisi “Bekejai” dalam upacara
pernikahan adat kejai, yang bertujuan untuk melestarikan nilai tradisional
sekaligus memperkuat persatuan. Sementara itu, di Kabupaten Seluma,
Suku Serawai melestarikan tradisi "Ngidak Gelamai" saat menyambut Idul
Fitri. Dalam tradisi ini, masyarakat bersama-sama membuat dodol atau
gelamai, yang menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong.

Dengan berbagai strategi yang telah diimplementasikan, Provinsi
Bengkulu memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan IPK dalam
berbagai dimensi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat,
serta sektor swasta untuk memastikan bahwa pertumbuhan di setiap
dimensi berjalan secara berkelanjutan, guna mencapai target
pembangunan kebudayaan baik dalam jangka menengah maupun menuju

visi Indonesia Emas 2045.
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Indeks Perlindungan Anak (IPA) menjadi indikator strategis untuk menilai
sejauh mana hak-hak anak di Kabupaten Seluma terpenuhi secara menyeluruh,
baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan keluarga, maupun
perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Melalui lima dimensi utama IPA,
pemerintah daerah dapat memetakan kondisi anak secara lebih komprehensif dan
mengidentifikasi area yang masih memerlukan intervensi. Hal ini penting untuk
memastikan setiap anak di Seluma dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman,
sehat, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

Dalam RPJMD 2025-2029, peningkatan nilai IPA perlu menjadi bagian
penting dari strategi pembangunan manusia. Tantangan seperti rendahnya
literasi keluarga terhadap hak-hak anak, akses pendidikan di wilayah terpencil,
serta penanganan kasus kekerasan anak harus ditangani secara kolaboratif.
Pemerintah Kabupaten Seluma perlu memperkuat program pelayanan dasar yang
ramah anak, mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan
kekerasan, serta menyediakan sistem pelaporan dan pendampingan anak yang
terpadu. Dengan pendekatan ini, perlindungan anak di Seluma dapat menjadi
landasan untuk menciptakan generasi yang sehat, aman, dan siap menghadapi

masa depan.

Taopezl 1-29. Indeis Perlindungan Anai (IPA) Kabupaizn/iota se-Provinsi
Sezngiculu Tahun 2021-2023,

Indeks D2 Indeks D4
Indeks D1 | Lingkungan Indeks D3 Pendidikan,
. Indeks D5
Hak Sipil Keluarga Kesehatan |Pemanfaatan .
Tahun Perlindungan | [IPA
dan dan Dasar dan | Waktu Luang
. . Khusus
Kebebasan | Pengasuhan | Kesejahteraan | dan Kegiatan
Alternatif Budaya
Kota Bengkulu | 2021 53,650 89,890 75,910 32,530 75,330 66,600
2022 47,860 88,010 79,730 33,400 73,920 65,560
2023 44,350 91,310 78,670 32,680 75,870 65,690
Seluma 2021 45,260 82,950 74,450 34,290 73,360 63,020
2022 52,770 81,010 73,910 33,300 69,580 62,980
2023 48,130 84,560 79,320 31,180 76,530 64,950
Rejang Lebong | 2021 46,280 76,020 68,120 30,970 66,720 58,500
2022 49,080 73,720 71,190 28,230 64,170 58,050
2023 45,620 80,810 73,510 30,200 75,280 62,130
Mukomuko 2021 42,930 77,870 77,640 32,600 79,690 63,090
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Indeks D2 Indeks D4
Indeks D1 | Lingkungan | Indeks D3 Pendidikan, Indeks D5
Hak Sipil Keluarga Kesehatan |Pemanfaatan | "o C >
Tahun d Perlindungan | IPA
an dan Dasar dan |Waktu Luang Kh
. . usus
Kebebasan | Pengasuhan | Kesejahteraan | dan Kegiatan
Alternatif Budaya
2022 48,820 79,620 78,310 30,000 78,160 63,970
2023 52,610 81,370 77,960 31,240 69,550 63,380
Lebong 2021 44,160 59,430 72,670 25,140 76,430 56,330
2022 50,150 73,630 71,720 31,330 65,150 59,110
2023 52,580 66,170 71,590 33,030 73,600 60,100
Kepahiang 2021 43,010 73,040 75,710 20,950 70,100 57,490
2022 49,520 70,780 75,250 29,930 63,870 58,460
2023 48,350 76,640 74,430 32,210 66,240 60,300
Kaur 2021 44,830 79,810 78,580 30,540 79,840 63,730
2022 48,320 78,960 80,680 30,330 71,310 62,700
2023 45,000 74,750 81,140 29,950 75,220 61,990
Bengkulu 2021 44,460 83,960 72,550 27,900 70,760 61,010
Utara 2022 49,910 82,520 73,100 29,960 71,700 62,460
2023 52,040 92,620 79,780 27,980 74,900 66,660
Bengkulu 2021 46,500 65,830 74,650 32,160 80,610 60,740
Tengah 2022 50,340 77,010 77,440 31,550 72,340 62,540
2023 50,010 63,890 72,760 30,300 74,210 58,940
Bengkulu 2021 45,870 85,010 74,000 21,690 66,000 59,620
Selatan 2022 51,500 82,230 74,670 32,770 69,050 62,920
2023 46,160 82,580 76,010 32,190 70,340 62,350

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Seluma mengalami fluktuasi
moderat selama periode 2021-2023. Nilainya sedikit menurun dari 63,02 pada
tahun 2021 menjadi 62,98 di 2022, namun kembali meningkat ke 64,95 pada
2023. Ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja perlindungan anak meskipun
sempat mengalami stagnasi. Peningkatan di tahun terakhir terutama didukung
oleh perbaikan pada dimensi kesehatan dasar, lingkungan keluarga, dan
perlindungan khusus.

Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, Kabupaten Seluma secara
konsisten memiliki nilai IPA yang sedikit lebih tinggi dari rerata Provinsi Bengkulu
pada 2021 dan 2022. Namun, pada 2023, meskipun provinsi juga mengalami
kenaikan, Seluma tetap mempertahankan keunggulan relatifnya. Hal ini
menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak di Seluma memiliki efektivitas
yang baik dan perlu terus diperkuat, terutama pada dimensi pendidikan dan hak

sipil yang masih tertinggal dibanding dimensi lainnya.
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Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menjadi indikator penting dalam mengukur
ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui dimensi kesehatan, pendidikan,
ekonomi, perumahan, serta relasi sosial. Di Kabupaten Seluma, peningkatan IKK
berperan strategis dalam membangun masyarakat yang sehat dan mandiri,
terutama dalam upaya memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil
pembangunan. Akses keluarga terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta
penguatan ekonomi rumah tangga menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan
sosial yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selain
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, keluarga yang berkualitas juga menjadi
aktor utama dalam penurunan stunting, perbaikan gizi anak, dan perilaku hidup
bersih dan sehat.

Pemenuhan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, akses air bersih,
dan sanitasi yang baik masih menjadi tantangan di beberapa wilayah pedesaan
Seluma. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan keluarga harus didukung oleh
investasi pada layanan dasar, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta
pelestarian nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan solidaritas antarwarga.
Melalui pendekatan yang menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan
dalam RPJMD 2025-2029, Kabupaten Seluma memiliki peluang besar untuk
menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, tangguh, dan berdaya saing di

masa mendatang.

Taozl 1-30. Indeis Kualitas Kzluarga Provinsi Bengiwlu Tanun 2020-2023
2020 2021 2022 2023

Komponen Kualitas Legalitas-Struktur 85,960 87,570 89,650 90,980
Komponen Kualitas Ketahanan Fisik 70,040 78,380 82,110 77,650
Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi 72,050 72,550 73,440 77,550
Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi 62,930 64,230 72,110 73,270
Komponen Kualitas Ketahanan Sosial -Budaya 57,100 58,610 61,100 62,630
Nilai IKK Total 71,170 74,390 77,890 78,140

Data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Bengkulu dari tahun 2020
hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, dengan nilai
total IKK naik dari 71,17 pada tahun 2020 menjadi 78,14 pada tahun 2023.
Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Komponen legalitas-struktur keluarga
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mencatat nilai tertinggi secara konsisten, mencapai 90,98 pada 2023,
menunjukkan bahwa aspek administratif dan struktur keluarga di Bengkulu sudah
sangat kuat. Di sisi lain, ketahanan fisik sempat mengalami lonjakan signifikan
dari 70,04 pada 2020 ke 82,11 pada 2022, namun sedikit menurun menjadi
77,65 pada 2023, yang mungkin mencerminkan adanya tantangan dalam aspek
kesehatan, tempat tinggal, atau akses terhadap layanan dasar.

Sementara itu, ketahanan ekonomi keluarga menunjukkan peningkatan
stabil dari 72,05 menjadi 77,55 selama periode empat tahun, mencerminkan
perbaikan dalam stabilitas penghasilan dan kemampuan keluarga memenubhi
kebutuhan dasar. Ketahanan sosial-psikologi dan sosial-budaya juga
menunjukkan pertumbuhan positif—komponen sosial-psikologi meningkat dari
62,93 menjadi 73,27, dan sosial-budaya dari 57,10 menjadi 62,63. Hal ini
menandakan perbaikan dalam hubungan antaranggota keluarga, dukungan
sosial, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Secara keseluruhan, data ini
menunjukkan bahwa pembangunan berbasis keluarga di Provinsi Bengkulu,
termasuk Kabupaten Seluma, terus mengalami kemajuan dan harus terus

diperkuat agar dapat menjadi fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur sejauh mana kesenjangan
antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pemberdayaan, dan
partisipasi ekonomi. Di Kabupaten Seluma, IKG menjadi indikator penting untuk
menilai kualitas pembangunan yang adil dan setara. Ketimpangan gender yang
tinggi menandakan masih adanya hambatan yang dihadapi perempuan, baik
dalam hal akses terhadap pendidikan dan kesehatan, maupun partisipasi di

sektor ekonomi dan pengambilan keputusan.

Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, arah kebijakan pembangunan
dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Seluma perlu difokuskan pada
pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Hal ini mencakup perluasan akses
layanan dasar, peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan

kewirausahaan, serta penguatan kapasitas perempuan di ruang publik dan
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kelembagaan. Pembangunan yang berperspektif gender akan mendorong

kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Seluma.

Taozl 11-31. Indzics Ketimpangan Gender Menurut Kabupaisn/Kota di Provinsi
Bzngiulu 2019-2024

Wilayah 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Bengkulu Selatan 0,829 | 0,827 | 0,761 | 0,738 | 0,784 | 0,316
Rejang Lebong 052 | 0,469 | 0537 | 0,46 0,45 | 0,392
Bengkulu Utara 0,588 0,6 0,592 | 0,538 | 0,513 | 0,477
Kaur 0,62 | 0555 | 0561 | 0541 | 0547 | 0,478
Sl 0,566 | 0,572 | 0,541 | 0552 | 0,505 | 0,493
Mukomuko 0,638 | 0,633 | 0,623 | 0,606 | 0,604 | 0,768
Lebong 0,557 | 0,545 | 0,474 | 0,499 | 0,52 | 0,432
Kepahiang 0,577 | 0,529 | 0,51 0,514 | 0,515 | 0,489
Bengkulu Tengah 0,537 | 0,485 | 0512 | 0536 | 0,524 | 0,483
Kota Bengkulu 0443 | 0412 | 0,464 | 0,328 | 0319 | 0,159
Provinsi Bengkulu 0,544 | 0,523 | 0552 | 0,478 | 0,469 | 0,384

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Seluma mengalami penurunan IKG dari 0,566 pada 2019 menjadi 0,493
pada 2024. Meskipun menunjukkan perbaikan, tingkat ketimpangan gender di
Seluma masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu, yang
berhasil menurunkan IKG dari 0,544 menjadi 0,384 pada periode yang sama.
Penurunan IKG di provinsi ini menunjukkan kemajuan dalam mengurangi
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek

pembangunan.
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Gamboar lI-15. erbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaizn Szluma
dengan Provinsi Bangkulu Tahun 2019-2024

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Seluma masih berada di atas rata-
rata provinsi dan belum mencapai tingkat ketimpangan serendah beberapa

kabupaten/kota lain seperti Kota Bengkulu yang mencatat IKG terendah (O,159)
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pada 2024. Ini menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender di Seluma
masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi, akses
pendidikan tinggi, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan

publik.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencerminkan sejauh mana kesetaraan
pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Seluma
dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati
angka 100, semakin menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh
manfaat pembangunan yang setara. Dalam konteks Seluma, IPG menjadi
instrumen strategis untuk menilai efektivitas program pembangunan yang inklusif
dan adil terhadap semua kelompok gender.

Peningkatan IPG di Seluma perlu diupayakan melalui langkah-langkah
konkret seperti pemerataan akses layanan pendidikan dan kesehatan,
peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dan kewirausahaan,
serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik. Melalui
pengarusutamaan gender yang konsisten dalam RPJMD 2025-2029, Seluma
memiliki peluang untuk membangun tatanan masyarakat yang setara, berdaya,

dan mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

Tapzl 1I-32. Indzks Pembangunan Gender Menurut Kabupaien/iCota di
Provinsi Bznglwulu 2013-2024

Wilayah 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Provinsi Bengkulu 91,37 91,19 91,00 91,16 91,36 91,57 91,89
Bengkulu Selatan 94,08 94,05 94,14 94,31 94,72 94,74 94,89
Rejang Lebong 94,59 94,15 93,78 93,72 93,83 94,24 94,83
Bengkulu Utara 91,19 91,25 91,23 91,39 91,39 91,47 91,81
Kaur 87,20 87,13 87,12 87,17 87,51 87,72 87,83
Seluma 8528 | 8532 | 8565 | 8593 | 8616 | 8630 | 86,48
Mukomuko 84,18 83,95 83,88 84,03 84,22 84,87 85,61
Lebong 90,99 91,49 91,60 91,86 92,19 92,06 92,35
Kepahiang 95,20 95,32 95,80 95,73 96,11 96,01 96,16
Bengkulu Tengah 86,36 86,55 86,83 87,04 87,29 87,25 87,51
Kota Bengkulu 96,55 95,97 95,67 95,77 96,07 96,12 96,13

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025
Selama periode 2018-2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten

Seluma menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 85,28 pada tahun
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2018 menjadi 86,48 pada tahun 2024. Meski mengalami kemajuan, posisi
Seluma masih berada di bawah rata-rata IPG Provinsi Bengkulu yang telah
mencapai 91,89. Ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan capaian
pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Seluma yang perlu mendapat

perhatian khusus, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
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Gambar llI-18. Peroandingan Indeis Pembangunan Gender Kabupaizn Szluma
dzngan Provinsi dan Beozsrapa Kabupatzen/iota di Provinsi Bangiwulu Tahun
2018-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, IPG
Seluma tergolong rendah dan hanya sedikit lebih tinggi dari Mukomuko.
Kabupaten Kepahiang dan Kota Bengkulu mencatat IPG tertinggi, masing-masing
di atas 96, yang mencerminkan tingkat kesetaraan gender yang jauh lebih baik.
Untuk mengejar ketertinggalan, Pemerintah Kabupaten Seluma perlu
memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, meningkatkan akses terhadap
pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, serta mendorong partisipasi

perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur strategis untuk
menilai sejauh mana perempuan di Kabupaten Seluma memiliki kesempatan yang
setara dalam kehidupan publik dan ekonomi. Indikator ini mencakup partisipasi
perempuan dalam pengambilan keputusan, jabatan strategis, serta kontribusinya
dalam pendapatan ekonomi rumah tangga. IDG yang tinggi mencerminkan

tingkat pemberdayaan yang kuat, di mana perempuan tidak hanya menikmati hak
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yang sama dalam akses layanan dasar, tetapi juga memainkan peran penting
dalam memengaruhi kebijakan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma, khususnya untuk
RPJMD 2025-2029, peningkatan IDG menjadi bagian penting dalam mendorong
kesetaraan dan keadilan gender yang substansial. Pemerintah daerah perlu
memastikan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan pemerintahan,
memperluas akses terhadap pelatihan kepemimpinan, serta mendukung
perempuan dalam kewirausahaan dan sektor formal. Dengan demikian,
pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi agenda sosial, tetapi juga
menjadi kekuatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten

Seluma.

Taozl 11-33. Indeiks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaien/iKota di

Provinsi Benglwlu 2018-2024

Bengkulu 69,78 | 7048 | 70,22 | 70,13 | 70,06 | 7569
Bengkulu Selatan 55,2 5503 | 5462 | 5563 | 5587 | 6092
Rejang Lebong 64,71 64,82 65,7 63,57 | 63,13 | 64,53
Bengkulu Utara 65,77 | 62,32 | 6252 | 62,39 | 61,88 | 5907
Kaur 62,13 | 61,17 | 61,72 | 62,29 | 62,89 | 71,16
Seluma 65,68 65,6 61,92 | 62,98 | 59,07 | 66,86
Mukomuko 56,78 | 56,48 | 56,26 | 5542 | 56,32 | °1,17
Lebong 67,14 | 70,74 | 7041 | 7479 | 74,25 | 8046
Kepahiang 6509 | 6627 | 6696 | 67,12 | 6641 | 5537
Bengkulu Tengah 76,71 | 76,78 77,1 76,85 | 74,93 75,3
Kota Bengkulu 77,58 | 77,68 | 77,67 | 77,54 | 7594 76

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Seluma mengalami
fluktuasi selama periode 2019-2024. Nilainya sempat menurun dari 65,68 pada
2019 menjadi 59,07 pada 2023, sebelum naik kembali ke angka 66,86 pada
2024. Tren ini menunjukkan adanya dinamika dalam partisipasi perempuan di
bidang ekonomi dan politik. Meski capaian tahun 2024 mencatatkan perbaikan,
nilai tersebut masih menunjukkan bahwa ruang pemberdayaan perempuan di
Seluma belum optimal. Tantangan seperti keterbatasan akses perempuan
terhadap posisi strategis dan lapangan kerja yang inklusif kemungkinan menjadi

faktor yang memengaruhi dinamika ini.
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Gambar II-17. Peroandingan Indeks Pembeardayaan Gender Kabupaizn Szluma
dzngan Provinsi dan Beberapa Kabupaken/iota di Provinsi Bangiwulu Tanhun
2019-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi
Seluma berada di tengah. Capaian Seluma lebih baik dibandingkan Mukomuko
(51,17) dan Bengkulu Utara (59,07), namun masih tertinggal dari daerah seperti
Lebong (80,46), Kota Bengkulu (76), dan Bengkulu Tengah (75,3). Fakta ini
memperkuat urgensi untuk memperluas pelibatan perempuan dalam
pengambilan keputusan publik dan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.
Dukungan terhadap perempuan sebagai pelaku usaha, pemimpin komunitas,
maupun ASN di posisi strategis perlu diperkuat dalam RPJMD Kabupaten Seluma
2025-2029.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi indikator strategis dalam
mengukur kemajuan pembangunan generasi muda di Kabupaten Seluma,
terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi
publik, dan kesetaraan gender. Nilai IPP yang tinggi menunjukkan bahwa pemuda
memiliki akses luas terhadap layanan dasar dan kesempatan yang memungkinkan
mereka berkembang menjadi individu yang produktif, inovatif, dan mampu
bersaing di berbagai bidang. Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Seluma 2025

2029, peningkatan IPP sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan
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sumber daya manusia ke depan, khususnya dalam memanfaatkan potensi bonus
demografi dan memperkuat ketahanan sosial daerah.

Upaya peningkatan IPP di Seluma perlu difokuskan pada penguatan
pendidikan dan pelatihan kerja, layanan kesehatan yang responsif terhadap
kebutuhan remaja, serta penyediaan ruang partisipasi pemuda dalam kegiatan
sosial, budaya, dan politik. Pemuda Seluma harus diberikan peran lebih besar
dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah, sekaligus difasilitasi untuk
mengembangkan potensi di bidang ekonomi kreatif dan transformasi digital.
Dengan strategi yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan pemuda di
Seluma dapat menjadi fondasi bagi pencapaian visi pembangunan daerah yang

elok, maju, adil, sejahtera, berkelanjutan, dan beriman.

Tabezl 11-34. Indeks Pembangunan Permuda Provinsi Bengiulu 2016-2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pendidikan X1 (Rata-rata lama sekolah) 10,53 10,77 10,87 11,14 11,09 11,22

X2 (APK Sekolah Menengah) 88,95 91,54 92,7 92,98 92,38 93,85

X3 (APK Perguruan Tinggi) 38,31 37,63 38,39 38,66 38,15 38,01

D1 70 73,33 73,33 73,33 73,33 73,33
Kesehatan dan X4 (Angka kesakitan 7,21 8,7 8,23 8,61 10,7 6,52
Kesejahteraan pemuda)

X5 (Persentase korban 1,31 1,77 1,54 1,18 0,87 0,79

kejahatan)

X6 (Persentase pemuda yang 29,75 30 29,54 28,21 28,03 27,12

merokok)

X7 (Persentase remaja 16,31 14,94 27,3 23,12 23,12 11,21

perempuan yang sedang

hamil)

D2 55 50 42,5 52,5 52,5 65
Lapangan dan X8 (Persentase pemuda 0,21 0,32 0,32 0,51 0,56 0,63
Kesempatan wirausaha kerah putih)
Kerja X9 (Tingkat pengangguran 9,96 8,34 9,86 9,67 8,84 9,39

terbuka)

D3 45 50 45 50 50 55
Partisipasi dan X10 (Persentase pemuda 78,65 78,65 78,65 64,8 64,8 65,73
Kepemimpinan yang mengikuti kegiatan

sosial kemasyarakatan)

X11 (Persentase pemuda 7,79 7,79 7,79 454 454 5,88

yang aktif dalam organisasi)

X12 (Persentase pemuda 9,9 9,9 9,9 5,2 5,2 5,97

yang memberikan saran /

pendapat dalam rapat)

D4 46,67 46,67 46,67 40 40 40
Gender dan X13 (Angka perkawinan usia 14,33 13,24 10,68 11,93 11,93 7,01
Diskriminasi anak)

X14 (Persentase pemuda 45,8 45,81 47,34 48,93 48,93 48,33

perempuan berusia 16-24

tahun yang sedang

menempuh pendidikan
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

tingkat SMA ke atas)
X15 (Persentase pemuda 15,89 21,29 19,17 19,36 18,85 20,07
perempuan yang bekerja di
sektor formal)

D5 40 43,33 46,67 50 50 53,33

IPP 51,33 52,67 50,83 53,17 53,17 57,33
Sumber: https.//ipp.sarikata.com

Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bengkulu tahun 2018-
2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif. IPP meningkat dari
51,33 pada tahun 2018 menjadi 57,33 pada tahun 2023, menandakan adanya
kemajuan dalam pembangunan pemuda di berbagai aspek penting. Salah satu
lonjakan paling mencolok terjadi pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan
(D2), yang naik signifikan dari 52,5 menjadi 65 pada 2023, didorong oleh
menurunnya angka kesakitan dan penurunan tajam persentase remaja
perempuan yang sedang hamil. Selain itu, domain Lapangan dan Kesempatan
Kerja (D3) juga mencatat peningkatan dari 45 menjadi 55, yang menunjukkan
semakin membaiknya akses pemuda terhadap pekerjaan, meskipun angka

pengangguran masih perlu diwaspadai.

IPP Provinsi Bengkulu
57

56
55
54
53

52

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

51

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tahun

Gamoar lI-13. Tran Indeis Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bzngiuly
Tahun 2018-2023

Sementara itu, domain Pendidikan dan Keterampilan (D1) tetap stabil di
angka 73,33 sejak 2019, menandakan bahwa capaian pendidikan formal
pemuda telah mencapai titik yang cukup tinggi namun belum mengalami

peningkatan baru. Di sisi lain, domain Partisipasi dan Kepemimpinan (D4)
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stagnan di angka 40 sejak 2021, menunjukkan masih rendahnya partisipasi aktif
pemuda dalam organisasi dan kegiatan sosial. Domain Gender dan Diskriminasi
(D5) mencatat peningkatan menjadi 53,33, mencerminkan penurunan angka
perkawinan usia anak dan meningkatnya keterlibatan perempuan muda dalam
pendidikan dan sektor formal. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa
Provinsi Bengkulu telah mengalami kemajuan dalam pembangunan pemuda,
namun masih memerlukan perhatian serius pada aspek partisipasi sosial,
kewirausahaan, dan pendidikan tinggi agar potensi generasi muda dapat

dimaksimalkan secara optimal.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan pilar utama dalam mewujudkan
transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seluma.
Daya saing mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola berbagai
potensi strategis, terutama sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta sistem ekonomi secara efisien dan inovatif. Penguatan daya saing
tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan berkeadilan bagi
seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, penguatan
daya saing diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, optimalisasi pemanfaatan
inovasi dan teknologi, penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan biru,
percepatan transformasi digital, serta integrasi ekonomi lokal ke dalam jejaring
domestik dan global. Keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan
perdesaan juga menjadi agenda strategis guna membentuk pusat-pusat
pertumbuhan baru yang berkelanjutan. Di sisi lain, stabilitas ekonomi makro
dijaga sebagai fondasi untuk mendukung kesinambungan fiskal dan kebijakan
pembangunan yang mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan. Seluruh
aspek ini diukur melalui indikator-indikator kontekstual yang mencerminkan
kesiapan Kabupaten Seluma dalam menjawab tantangan masa depan secara

adaptif, resilien, dan kompetitif.
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Angka ketergantungan menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai
daya saing sumber daya manusia, khususnya dari sisi struktur demografi dan
potensi ekonomi. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, rasio ketergantungan yang
rendah menandakan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam usia
produktif, sehingga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah, memperkuat basis tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi
belanja sosial pemerintah. Sebaliknya, angka ketergantungan yang tinggi
mengindikasikan beban ekonomi yang lebih besar bagi kelompok usia produktif,
yang dapat menghambat akumulasi modal manusia dan menurunkan daya saing
daerah dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pemanfaatan potensi usia produktif yang besar harus
diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan akses
terhadap lapangan kerja. Hal ini penting agar bonus demografi yang tercermin
dari rasio ketergantungan rendah benar-benar dapat dikonversi menjadi
keuntungan ekonomi. Penguatan sektor pendidikan, pelatihan vokasional, serta
penciptaan iklim investasi dan usaha yang menyerap tenaga kerja lokal akan
menjadi kunci untuk memastikan bahwa struktur penduduk produktif benar-
benar mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bengkulu Tengah secara

berkelanjutan.

Taobzl 11-35. Angla Keiterganiungan Kabupaten Szluma Tahun 2020-2024
Tahun Penduc‘luk Usia Tidak Pendugluk Usia Angka

Produktif (0-14 & 65+) Produktif (15-64) Ketergantungan (%)
2020 63.377 144.500 43,86
2021 64.118 146.387 43,80
2022 65.089 148.666 43,78
2023 66.242 148.821 44,51
2024 67.333 150.174 44,84

Angka ketergantungan di Kabupaten Seluma selama periode 2020-2024
menunjukkan pola peningkatan yang konsisten, dari 42,08% pada tahun 2020
menjadi 43,61% pada tahun 2024. Secara absolut, jumlah penduduk usia tidak
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produktif (kelompok usia O—14 tahun dan 65 tahun ke atas) meningkat sebesar
2.676 jiwa dalam lima tahun, dari 34.566 jiwa pada tahun 2020 menjadi 37.242
jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, kelompok usia produktif (15—64 tahun)
hanya mengalami peningkatan sebesar 3.291 jiwa, dari 82.140 jiwa menjadi
85.431 jiwa pada periode yang sama. Kesenjangan laju pertumbuhan
antarkelompok ini mempertegas bahwa beban tanggungan terhadap kelompok
usia produktif cenderung membesar.

Peningkatan angka ketergantungan sebesar 1,53 poin persentase dalam
lima tahun terakhir harus dilihat sebagai sinyal penting bagi perencanaan
pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Seluma. Rasio ini
menggambarkan bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menopang sekitar
43 orang yang berada dalam kelompok usia belum atau tidak produktif. Kondisi
ini dapat menghambat efektivitas pembangunan ekonomi apabila tidak diimbangi
dengan peningkatan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja.

Kenaikan kelompok usia muda (O—4 tahun dan 5-9 tahun) selama periode
2020-2024 juga memperlihatkan potensi pertumbuhan angkatan kerja dalam
satu hingga dua dekade mendatang. Namun, potensi tersebut hanya akan
berdampak positif terhadap daya saing daerah jika diikuti oleh peningkatan
kualitas pendidikan dasar, kesiapan sistem pendidikan menengah dan vokasional,
serta perluasan akses terhadap pasar kerja yang produktif. Sementara itu,
peningkatan penduduk lansia (65 tahun ke atas), yang naik dari 10.868 jiwa
pada tahun 2020 menjadi 13.609 jiwa pada tahun 2024, turut menambah beban
pembiayaan sosial dan kesehatan, serta menuntut kebijakan pembangunan yang
adaptif terhadap struktur usia menua.

Implikasi dari tren ini adalah perlunya integrasi kebijakan kependudukan,
pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan dalam kerangka RPJMD 2025-
2029. Pemerintah daerah perlu mendorong reformasi kebijakan pendidikan
berbasis kompetensi, memperkuat sistem pelatihan kerja yang responsif
terhadap kebutuhan pasar, dan menciptakan ekosistem investasi yang mampu

menyerap tenaga kerja usia produktif secara luas. Tanpa intervensi strategis,
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struktur demografi Kabupaten Seluma dapat menjadi beban ketimbang peluang

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di masa depan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan
merupakan nilai total output barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas
pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi di
suatu wilayah selama periode tertentu. Kegiatan ini mencakup berbagai
subsektor seperti industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, logam, furnitur,
dan aneka produk manufaktur lainnya. Industri pengolahan berfungsi sebagai
jembatan antara sektor primer dan tersier, serta memiliki peran sentral dalam
menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan produktivitas daerah.

Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, PDRB industri
pengolahan menjadi salah satu indikator strategis dalam mendorong
transformasi ekonomi daerah. Peningkatan kontribusi sektor ini mencerminkan
keberhasilan daerah dalam mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan,
memperluas kesempatan kerja, serta membangun struktur ekonomi yang lebih
berdaya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sektor industri pengolahan
perlu mendapatkan perhatian khusus dalam arah kebijakan dan strategi

pembangunan lima tahunan daerah.

Tabzl 1I-38. PDRE Kabupaizn Szluma Atas Dasar Flarga Konstan Menuruk
Lapangan Usaha Tahun 20719-2024 (Juta Rupian)

Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A. Pertanian, Kehutanan dan 1.377,25| 1.391,12| 1.422,43| 1.436,55| 1468,63| 1.377,25
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian 97,31 102,46 105,08 104,56 107,99 97,31
C. Industri Pengolahan 235,96 242,20 255,03 256,87 269,07 235,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas 3,29 3,61 3,81 4,10 4,29 3,29
E. Pengadaan Air, Pengelolaan 5,20 5,20 5,41 5,60 5,96 5,20
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 151,54 155,09 161,14 166,34 174,09 151,54
G. Perdagangan Besar dan Eceran; 227,78 246,84 260,46 267,00 278,02 227,78
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 64,98 66,95 70,19 74,14 78,02 64,98
. Penyediaan Akomodasi Makan dan 45,07 45,57 49,07 53,32 59,2 45,07
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Lapangan Usaha 2019 | 2020 | 2021 2022 2023 2024
Minum
J. Informasi dan Komunikasi 32,57 35,65 39,75 43,22 47,26 32,57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 23,23 24,70 25,21 24,85 26,12 23,23
L. Real Estate 130,47 132,17 139,53 150,77 157,38 130,47
M,N. Jasa Perusahaan 3,51 3,48 3,87 4,20 4,56 3,51
O. Administrasi Pemerintahan, 274,12 274,57 275,09 291,83 313,82 274,12
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P. Jasa Pendidikan 151,21 154,57 153,49 160,94 171,24 151,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 27,83 29,51 29,16 31,64 33,98 27,83
Sosial
R,S,T,U. Jasa Lainnya 19,02 19,26 19,91 21,59 23,75 19,02
Produk Domestik Regional Bruto 2.870,32| 2.932,95(3.018,64 | 3.097,53 | 3.223,40| 2.870,32
Produk Domestik Regional Bruto 2.870,32| 2.932,95| 3.018,64 | 3.097,53| 3.223,40| 2.870,32
Tanpa Migas

Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB
Kabupaten Seluma atas dasar harga konstan menunjukkan kecenderungan stabil
pada kisaran 8,2% hingga 8,4% sepanjang periode 2019-2023. Pada tahun
2019, sektor ini menyumbang sekitar 8,22% dari total PDRB, meningkat menjadi
8,44% pada tahun 2021, dan mencapai titik tertinggi pada 2023 sebesar
8,35%. Namun demikian, angka tahun 2024 kembali turun ke level semula, yaitu
8,22%, seiring dengan stagnasi nilai PDRB sektor industri yang tidak mengalami
peningkatan nominal dari tahun 2019.

Stabilitas rasio ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan
belum mengalami ekspansi struktural yang signifikan dalam mendorong
transformasi ekonomi daerah. Keterbatasan dalam investasi, skala produksi, serta
konektivitas antar sektor masih menjadi kendala utama dalam peningkatan
kontribusi sektor ini. Dengan demikian, peningkatan rasio PDRB industri
pengolahan memerlukan intervensi strategis melalui pembangunan infrastruktur
pendukung, fasilitasi industri berbasis komoditas unggulan, serta integrasi hulu-
hilir yang mampu mendorong pertumbuhan nilai tambah secara konsisten dan

terukur.

Rasio kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap

PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga konstan menunjukkan tren
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pertumbuhan moderat selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, sektor ini
menyumbang sekitar 1,57% dari total PDRB, kemudian mengalami peningkatan
bertahap menjadi 1,98% pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan
adanya perluasan aktivitas ekonomi lokal di bidang jasa konsumsi, seiring
meningkatnya kebutuhan masyarakat dan mobilitas penduduk antarwilayah.
Meskipun kontribusi relatifnya masih tergolong kecil dibandingkan sektor-
sektor utama seperti pertanian dan administrasi pemerintahan, tren positif ini
mengindikasikan bahwa sektor akomodasi dan makan minum memiliki potensi
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis jasa di Kabupaten Seluma.
Penguatan sektor ini ke depan memerlukan intervensi strategis, termasuk
dukungan terhadap pelaku UMKM kuliner, promosi pariwisata lokal, serta
perbaikan infrastruktur dan layanan yang mendukung kegiatan konsumsi

masyarakat dan kunjungan wisata.

Rasio kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap
PDRB Kabupaten Seluma atas dasar harga konstan menunjukkan tren
pertumbuhan yang stabil dalam periode 2019-2023. Pada tahun 2019, sektor
ini menyumbang Rp45,07 miliar atau sekitar 1,57% dari total PDRB, dan
meningkat menjadi Rp59,20 miliar atau sekitar 1,98% pada tahun 2023.
Kenaikan kontribusi sebesar 0,41 poin persentase dalam lima tahun
mencerminkan adanya ekspansi aktivitas ekonomi di bidang konsumsi, terutama
yang berkaitan dengan jasa kuliner, penginapan, dan layanan pendukung.

Pertumbuhan tertinggi secara nominal terjadi pada periode 2021-2023,
yakni dari Rp49,07 miliar ke Rp59,20 miliar, menunjukkan percepatan pemulihan
dan peningkatan permintaan konsumsi pascapandemi. Meskipun nilai dan
persentasenya masih relatif kecil dibandingkan sektor-sektor dominan seperti
pertanian atau perdagangan, tren yang ditunjukkan sektor ini tetap signifikan
dalam konteks diversifikasi struktur ekonomi daerah. Sektor ini juga secara
konsisten berada di atas sektor-sektor seperti jasa perusahaan, pengadaan listrik

dan gas, serta pengelolaan limbah.
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Stabilitas dan pertumbuhan rasio kontribusi sektor ini menunjukkan potensi
penguatan ekonomi berbasis jasa di Kabupaten Seluma, khususnya dalam
mendukung pembangunan pariwisata dan kegiatan konsumsi masyarakat. Untuk
mendorong peningkatan kontribusi lebih lanjut, diperlukan intervensi yang
terarah dalam bentuk pelatihan sumber daya manusia, penguatan UMKM kuliner
dan penginapan, serta kebijakan yang mendukung daya saing sektor jasa lokal

secara berkelanjutan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator strategis
yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang
aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK
dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja terhadap total
penduduk usia kerja, kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini tidak hanya
mencerminkan kapasitas penyediaan tenaga kerja dalam suatu daerah, tetapi
juga memperlihatkan dinamika struktur sosial dan ekonomi, termasuk hasil dari
kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, TPAK
menjadi alat ukur penting dalam menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya
manusia daerah. TPAK yang tinggi menandakan bahwa mayoritas penduduk usia
produktif terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang berkontribusi langsung terhadap
pertumbuhan sektor-sektor produktif, perluasan kesempatan kerja, dan
peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, TPAK yang rendah dapat
mengindikasikan masalah struktural seperti minimnya ketersediaan lapangan
kerja yang layak, ketimpangan gender dalam dunia kerja, atau rendahnya
keterampilan tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan TPAK perlu menjadi
bagian dari strategi pembangunan daerah melalui investasi pada pelatihan
vokasional, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta integrasi program

pemberdayaan ekonomi masyarakat.
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Taozl 11L37. Tingkat Partisioasi Angkaian Karja (TPAK) Manurui Kabuoaizn/
otz di Provinsi Bengiulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Bengkulu Selatan 70,11 | 73,95 | 7564 | 7595 | 7445
Rejang Lebong 77,93 | 76,09 | 7446 | 77,86 | 7492
Bengkulu Utara 72 67,62 | 67,72 68,6 71,9
Kaur 69,54 | 69,28 | 7222 | 6844 | 71,63
Seluma 76,45 | 70,13 | 70,57 | 73,44 | 7345
Mukomuko 6568 | 64,11 | 6272 | 67,16 | 6646
Lebong 74,38 | 72,01 72,8 | 70,23 | 7167
Kepahiang 7899 | 7559 | 7447 | 7573 | 76,51
Bengkulu Tengah 69,71 | 67,32 | 65,16 | 64,96 | 68389
Kota Bengkulu 65,99 | 6542 | 66,29 | 66,61 | 6854
Provinsi Bengkulu 71,73 69,75 69,81 70,91 71,71

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seluma menunjukkan
fluktuasi selama periode 2020-2024. Tertinggi pada tahun 2020 sebesar 76,45
persen, TPAK Seluma sempat menurun drastis menjadi 70,13 persen di tahun
2021, lalu bergerak naik kembali dan stabil pada kisaran 73,44 hingga 73,45
persen pada dua tahun terakhir. Meskipun mengalami penurunan dari posisi awal,
capaian TPAK Seluma tetap berada di atas rata-rata provinsi selama lima tahun
berturut-turut, menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif
dalam pasar tenaga kerja relatif tinggi.

Dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, TPAK Kabupaten Seluma secara
konsisten lebih tinggi setiap tahun, dengan selisih tertinggi tercatat pada tahun
2020 sebesar 4,72 poin persentase. Sementara itu, bila dibandingkan dengan
kabupaten/kota lain, Seluma termasuk dalam kelompok dengan TPAK menengah-
atas. Kabupaten seperti Kepahiang dan Rejang Lebong mencatat angka TPAK
yang lebih tinggi, masing-masing mencapai 76,51 persen dan 77,86 persen
pada tahun tertinggi. Sebaliknya, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan
Mukomuko mencatat angka TPAK yang lebih rendah dari Seluma selama hampir
seluruh periode. Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma memiliki
potensi tenaga kerja aktif yang cukup besar, namun tetap memerlukan kebijakan
afirmatif untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi, khususnya pada kelompok

perempuan dan usia muda.
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Gambar 1-19. Perbandingan Tingkat Partisipasi Anglatan erja abupaizn
Seluma dengan Provinsi Banglulu Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)
merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) untuk menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan TIK di suatu
daerah. Indeks ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu akses dan
infrastruktur, pemanfaatan teknologi, serta keterampilan TIK. Ketiga aspek
tersebut mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap
perangkat dan jaringan teknologi informasi, mampu menggunakannya secara
produktif dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki kompetensi literasi digital
yang memadai. Peningkatan IP-TIK menandakan bahwa suatu daerah semakin
siap dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era
transformasi digital.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma tahun
2025-2029, IP-TIK memegang peran strategis sebagai indikator kesiapan
daerah dalam mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
Kenaikan nilai IP-TIK akan berkontribusi terhadap penguatan tata kelola
pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), percepatan digitalisasi layanan publik,
serta pengembangan sektor ekonomi digital yang inklusif, termasuk dalam

pemberdayaan pelaku UMKM dan wirausaha muda lokal. Selain itu, peningkatan
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keterampilan digital masyarakat akan mendukung peningkatan kualitas sumber
daya manusia, sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan
informasi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Oleh karena itu, upaya peningkatan IP-TIK perlu menjadi bagian penting
dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Seluma yang berorientasi pada
inklusivitas, adaptabilitas, dan keberlanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui
penyediaan infrastruktur teknologi yang merata hingga ke wilayah perdesaan,
peningkatan literasi digital melalui pendidikan formal dan nonformal, serta
sinergi lintas sektor dalam memperluas pemanfaatan teknologi untuk
kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat fondasi TIK, Kabupaten Seluma
akan lebih siap menghadapi era digital dan mampu membangun sistem
pembangunan yang lebih cerdas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan

warganya.

Tabzl 1I-33. Indeis Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tanhun
Provinsi Bznglwlu 2018-2023

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Akses & Infrastruktur 55 5,73 5,99 5,89 6,01 6,13
Penggunaan 3,61 413 458 5,52 5,66 5,74
Keahlian 6,2 6,29 6,37 6,41 6,4 6,45
IP-TIK 4,88 5,2 55 5,85 5,95 6,04

Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)
Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun
2018 hingga 2023. Nilai IP-TIK meningkat dari 4,88 pada tahun 2018 menjadi
6,04 pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh kemajuan di ketiga
subindeks, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian. Subindeks
keahlian mencatat nilai tertinggi sepanjang periode, mencapai 6,45 pada tahun
2023, menandakan adanya kemajuan dalam kapasitas sumber daya manusia
dalam memanfaatkan teknologi. Subindeks penggunaan TIK menunjukkan
peningkatan paling signifikan, dari 3,61 di tahun 2018 menjadi 5,74 pada tahun
2023, mencerminkan pertumbuhan kesadaran dan adopsi teknologi di kalangan

masyarakat.
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Peningkatan indeks ini menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur
digital dan penguatan literasi TIK di Bengkulu telah memberikan dampak positif
terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi transformasi digital. Hal ini menjadi
sinyal positif bagi perencanaan pembangunan ke depan, termasuk dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma 2025-2029. Dengan mendorong
percepatan pembangunan TIK melalui kebijakan yang memperluas akses,
meningkatkan penggunaan, dan memperkuat keahlian digital, pemerintah daerah
dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, efisiensi pelayanan

publik, serta pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen penting
dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan
pengeluaran. Indikator ini mencerminkan besarnya investasi fisik yang dilakukan
dalam suatu wilayah, berupa pengeluaran untuk aset tetap seperti mesin,
peralatan, bangunan, kendaraan, infrastruktur, dan sarana produksi lainnya yang
digunakan untuk kegiatan ekonomi jangka panjang. PMTB menjadi gambaran
langsung mengenai pembangunan kapasitas produktif yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Peran PMTB sangat strategis dalam perencanaan pembangunan di
Kabupaten Seluma, terutama dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.
Peningkatan nilai PMTB mencerminkan optimisme pelaku ekonomi, masuknya
investasi baru, serta perluasan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah
maupun swasta. Dengan bertambahnya aset produktif, daya saing daerah pun
meningkat, yang pada akhirnya memperkuat struktur ekonomi lokal. Sebaliknya,
stagnasi atau penurunan PMTB dapat menjadi indikasi lemahnya iklim investasi,
keterbatasan anggaran pembangunan fisik, atau hambatan regulasi yang perlu
segera diatasi.

Untuk mengukur perkembangan PMTB secara akurat, analisis berbasis
PDRB harga konstan lebih tepat digunakan dibandingkan harga berlaku.

Penggunaan harga konstan memungkinkan evaluasi pertumbuhan investasi fisik
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riil dari waktu ke waktu tanpa distorsi akibat inflasi. Pemerintah Kabupaten
Seluma perlu menjadikan indikator ini sebagai bagian penting dalam evaluasi
capaian pembangunan, serta mendorong pertumbuhan PMTB melalui
peningkatan kualitas belanja modal, kemudahan perizinan usaha, dan
pembangunan infrastruktur strategis yang mampu menarik investasi jangka
panjang.

Tabzl [I-39. Produlc Domesiilk Regional Bruto (PDRE) Kabupaizn Szluma

Menurut Pengzluaran Atas Dasar Harga onstan 20710 Tahun 2020-2024
(Milizr Rupizin)

Jenis Pengeluaran 2020 2021 2022 2023 2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1.931,56 1.974,65 2.056,97 2.137,56 2.240,41
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 49,66 47,93 51,73 57,67 64,89
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 524,64 529,06 528,80 548,35 592,32
Pembentukan Modal Tetap Bruto 1.789,90 1.878,39 1.942,21 1.978,47 2.019,98
Perubahan Inventori 31,59 1,10 1,83 -17,95 5,86
Net Ekspor Barang dan Jasa -1.457,03 -1.498,16 -1.562,92 -1.606,56 -1.700,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 2.870,32 2.932,95 3.018,64 3.097,53 3.223,40

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Seluma menunjukkan
pertumbuhan yang stabil selama periode 2020-2024 berdasarkan data PDRB
atas dasar harga konstan. Nilainya meningkat dari Rp1.789,90 miliar pada tahun
2020 menjadi Rp2.019,98 miliar pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 12,9%
dalam lima tahun. Kenaikan ini mencerminkan adanya ekspansi investasi fisik di
daerah, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengadaan alat produksi,
maupun aset tetap lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi jangka panjang.

Pertumbuhan PMTB yang konsisten mengindikasikan adanya kepercayaan
dari sektor publik maupun swasta terhadap prospek ekonomi Kabupaten Seluma.
Ini juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah mulai mengarah pada
penguatan kapasitas produksi dan pembangunan fisik yang berkelanjutan.
Meskipun pertumbuhannya moderat, tren positif ini menjadi sinyal penting bagi
pemerintah daerah untuk terus mendorong iklim investasi, mempercepat
pembangunan infrastruktur strategis, dan memperkuat belanja modal yang
produktif dalam kerangka RPJMD 2025-2029.
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Rumah tangga dengan akses hunian layak merupakan indikator penting
dalam menilai kualitas hidup masyarakat karena mencerminkan terpenuhinya
kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni. Hunian
layak tidak hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencakup akses
terhadap air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, pencahayaan dan ventilasi
yang cukup, serta ketahanan terhadap kondisi lingkungan dan risiko bencana.
Selain aspek teknis, hunian layak juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi,
seperti keamanan lingkungan, kenyamanan, serta akses terhadap infrastruktur
dasar seperti listrik, jalan, dan fasilitas umum lainnya.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, pemenuhan
akses terhadap hunian layak menjadi prioritas strategis dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Sebagai daerah
dengan karakteristik geografis yang cukup beragam, termasuk wilayah pedesaan
dan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, upaya
penyediaan hunian yang memenuhi standar kelayakan harus ditingkatkan secara
terintegrasi. Penyediaan hunian layak yang merata dan terjangkau memiliki
implikasi langsung terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan
masyarakat, serta pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.

w
\

Tabezl .40, Persentase Rumah Tangga yang Memilili Akses Terhadap Funian
Yang Layaik Provinsi Benglulu 2020-2024(Parszn)
2020 2021 2022 2023 2024

47,94 51,36 54,98 54,74 56,52

Berdasarkan data Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap
Hunian yang Layak di Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat
adanya tren peningkatan yang cukup positif. Pada tahun 2020, hanya sekitar
47,94% rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, namun angka
ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 56,52% pada tahun 2024.
Meskipun sempat sedikit menurun dari 54,98% pada tahun 2022 menjadi
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54,74% di tahun 2023, tren secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang
konsisten.

Kenaikan hampir 9 poin persentase dalam lima tahun terakhir menunjukkan
bahwa program pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas tempat
tinggal telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Provinsi
Bengkulu. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dan pusat dalam
memperluas akses terhadap hunian yang layak, termasuk melalui intervensi
perbaikan rumah tidak layak huni, pengembangan kawasan permukiman, serta
penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Namun
demikian, masih terdapat lebih dari 40% rumah tangga yang belum memiliki
hunian sesuai standar kelayakan, yang menandakan perlunya kebijakan yang

lebih agresif dan terintegrasi ke depan.

Desa Mandiri merupakan tingkatan tertinggi dalam klasifikasi status desa
menurut Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencerminkan kapasitas desa
dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara menyeluruh. Status ini
menunjukkan bahwa desa telah mampu menyediakan infrastruktur dasar secara
memadai, memiliki sistem pelayanan publik yang efisien, tingkat partisipasi
masyarakat yang tinggi, serta kegiatan ekonomi lokal yang dinamis. Desa Mandiri
juga dicirikan oleh kuatnya tata kelola pemerintahan desa dan kemampuannya
dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam sistem klasifikasi IDM, terdapat lima tingkat status desa yang
menggambarkan level kemandirian dan pembangunan desa. Urutan status dari
yang tertinggi ke yang terendah adalah: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal,
dan Sangat Tertinggal. Desa dengan status Mandiri menandakan kondisi
pembangunan yang optimal, sedangkan desa dengan status Tertinggal dan
Sangat Tertinggal umumnya masih menghadapi persoalan mendasar dalam
infrastruktur, layanan dasar, dan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat.

Peningkatan status desa dari kategori rendah ke kategori yang lebih tinggi
merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pembangunan

desa dan keberhasilan intervensi kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu,
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dalam konteks RPJMD Kabupaten, strategi pembangunan yang diarahkan untuk
mengurangi jumlah desa tertinggal dan mendorong peningkatan desa
berkembang menjadi desa maju dan mandiri perlu dijadikan agenda prioritas. Hal
ini sejalan dengan semangat pembangunan inklusif dan berkeadilan yang
memperkuat daya saing wilayah secara menyeluruh.

Melalui penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas aparatur,
pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi, serta pemberdayaan
ekonomi masyarakat desa, pemerintah daerah dapat mempercepat pencapaian
status desa Mandiri. Selain sebagai indikator kinerja pembangunan, peningkatan
status IDM juga secara langsung mendukung pencapaian target Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan implementasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.

Gamboar [1-20. Indeiks Dasa Membangun (IDM) Kabupaien/iKota di Provinsi
Sengiulu Tahun 2020-2024

Bengkulu Selatan 2,27 | Cukup 0,6749 |Berkembang | 0,7011 | Berkembang | 0,7161 | Maju 0,7411 [Maju
Rejang Lebong 1,66 |Kurang | 06461 |Berkembang | 0,6749 |Berkembang | 0,6909 |Berkembang | 0,7066 | Berkembang
Bengkulu Utara 1,82 |Cukup 0,6749 |Berkembang | 0,6925 | Berkembang | 0,7008 |Berkembang | 0,7187 Maju
Kaur 1 Kurang | 0,6504 |Berkembang | 0,6659 | Berkembang | 0,6913 |Berkembang | 0,7092 |Maju
Seluma 1,19 |Kurang | 06404 |Berkembang | 0,6531 |Berkembang | 0,6656 |Berkembang | 0,6796 | Berkembang
Mukomuko 1,54 |Kurang | 0,6924 |Berkembang | 0,7018 |Berkembang | 0,7266 | Maju 0,7485 |Maju
Lebong 1,66 |Kurang | 06295 |Berkembang | 0,6469 |Berkembang | 0,666 |Berkembang | 0,6864 |Berkembang
Kepahiang 2,03 | Cukup 0,6518 |Berkembang | 0,669 |Berkembang | 0,6864 |Berkembang | 0,7106 |Maju
Bengkulu Tengah 1,43 |Kurang | 06266 |Berkembang | 0,6563 |Berkembang | 0,6901 |Berkembang | 0,7104 |Maju
Kota Bengkulu 1,74 |Kurang | 0,7123 |Maju 0,7572 | Maju 0,7572 | Maju 0,7572 |Maju
Provinsi Bengkulu 2,9 Baik 0,6559 |Berkembang | 0,6748 | Berkembang | 0,6935 |Berkembang | 0,7176 Maju

Hingga tahun 2024, belum terdapat satu pun desa di Provinsi Bengkulu
yang mencapai status Mandiri menurut klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM).
Status tertinggi yang dicapai oleh desa-desa di wilayah ini adalah Maju, yang
baru berhasil diraih oleh beberapa kabupaten/kota seperti Kota Bengkulu,
Mukomuko, dan Bengkulu Selatan. Sementara itu, sebagian besar kabupaten
masih berada pada level Berkembang, menandakan bahwa penguatan kapasitas

pembangunan desa secara menyeluruh masih menjadi tantangan lintas wilayah.
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Kabupaten Seluma menunjukkan kemajuan bertahap dalam nilai IDM
selama periode 2020-2024, dari 1,19 (status AKurang) pada tahun 2020 menjadi
0,6796 (status Berkembang) pada tahun 2024. Meskipun mengalami
peningkatan yang konsisten setiap tahun, capaian ini masih menempatkan
Seluma di bawah rata-rata provinsi (0,7 176), dan belum mencapai ambang batas
status Maju (= 0,7050). Jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti
Mukomuko (0,7485) dan Bengkulu Selatan (0,741 1), Seluma berada di kelompok
dengan progres IDM yang lebih lambat dan tertinggal dalam mendorong transisi
status desa.

Meskipun demikian, tren peningkatan nilai IDM di Seluma mencerminkan
adanya potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong desa menuju status
Maju bahkan Mandiri di masa mendatang. Dengan fokus pada percepatan
pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan
kesehatan, pemberdayaan ekonomi desa, serta penguatan kelembagaan dan
digitalisasi tata kelola desa, Kabupaten Seluma memiliki peluang untuk
mendorong sebagian desa unggulnya melampaui batas Berkembang. Strategi
pembangunan yang terintegrasi dalam RPJMD 2025-2029 perlu diarahkan
secara spesifik untuk mengangkat desa-desa potensial ini menuju status yang

lebih tinggi secara bertahap dan berkelanjutan.

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi
penerimaan pajak daerah terhadap total aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Rasio
ini dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak daerah dengan
nilai PDRB atas dasar harga berlaku, lalu dikalikan seratus persen. Semakin tinggi
nilai rasio ini, semakin besar tingkat partisipasi sektor perpajakan dalam
mendukung pembiayaan pembangunan daerah, dan sebaliknya, rasio yang
rendah menunjukkan masih terbatasnya kemampuan fiskal daerah dalam

menggali potensi penerimaan dari kegiatan ekonomi lokal. Dalam konteks RPJMD
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Kabupaten Seluma, rasio ini menjadi alat ukur penting untuk menilai tingkat
kemandirian keuangan daerah dan efektivitas kebijakan pengelolaan pajak. Selain
itu, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi ruang perbaikan dalam
optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta merancang strategi

fiskal yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan ekonomi lokal.

Taozl lI-41. Rasio Pajak Dazran t2rnadap PDRE Kabupaizn Szluma Tanun
2020-2024

Tahun Pajak PDRB Harga Rasio Pajak Daerah
Daerah (Rp) Berlaku (Rp) terhadap PDRB (%)
2020 10.258.560.367 | 4.730.450.000.000 0,2169
2021 13.046.747.568 | 5.053.600.000.000 0,2582
2022 12.422.281.873 | 5.436.500.000.000 0,2285
2023 13.089.236.807 | 5.768.870.000.000 0,2269
2024 11.921.411.783 | 6.344.920.000.000 0,1879

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Seluma selama periode
2020-2024 menunjukkan tingkat kontribusi perpajakan yang masih sangat
rendah terhadap total aktivitas ekonomi daerah. Meskipun nilai PDRB atas dasar
harga berlaku terus meningkat setiap tahun, dari Rp4,73 triliun pada 2020
menjadi Rp6,34 triliun pada 2024, rasio pajak daerah justru mengalami
penurunan dari 0,2169% menjadi hanya 0,1879%. Bahkan pada tahun 2024,
ketika PDRB mencapai nilai tertinggi selama lima tahun, penerimaan pajak daerah
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, menyebabkan rasio fiskal ini
menurun ke titik terendah dalam periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu dimanfaatkan secara optimal
oleh pemerintah daerah untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Secara keseluruhan, rasio yang berada di bawah 0,3% menunjukkan bahwa
struktur perpajakan daerah masih lemah dan kontribusinya terhadap pendapatan
daerah sangat terbatas. Bahkan pada tahun tertingginya (2021), rasio ini hanya
mencapai 0,2582%, jauh dari harapan ideal rasio fiskal daerah yang sehat dan
mendukung kemandirian keuangan. Ketimpangan antara pertumbuhan PDRB dan
penerimaan pajak juga mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi yang
berlangsung belum sepenuhnya tercatat, terjangkau, atau tergarap oleh sistem

pemungutan pajak daerah. Bisa jadi ini berkaitan dengan minimnya intensifikasi
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dan ekstensifikasi pajak, lemahnya sistem informasi perpajakan, atau rendahnya
kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di tingkat lokal.

Fenomena ini menandakan urgensi untuk memperkuat sistem perpajakan
daerah secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, hingga
manajemen pengelolaan data dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Seluma perlu
melakukan reformasi dalam pengelolaan pajak daerah, dimulai dari pemutakhiran
basis data objek dan subjek pajak, peningkatan kapasitas aparatur pemungut
pajak, serta pemanfaatan digitalisasi untuk efisiensi dan transparansi layanan
perpajakan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha
mengenai kewajiban perpajakan perlu diperkuat melalui sosialisasi dan insentif
yang tepat. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB bukan hanya soal
penerimaan, tetapi merupakan indikator penting kemandirian fiskal dan

kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Tingkat inflasi merupakan indikator penting dalam perekonomian daerah
yang menunjukkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan
berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi diukur melalui Indeks
Harga Konsumen (IHK) dan mencerminkan tekanan langsung terhadap daya beli
masyarakat, khususnya rumah tangga. Faktor penyebab inflasi dapat berasal dari
sisi permintaan, pasokan barang dan jasa, maupun faktor struktural seperti
inefisiensi distribusi dan logistik. Jika tidak dikendalikan, inflasi dapat
memperburuk  kesejahteraan = masyarakat, terutama bagi kelompok
berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, menjaga inflasi agar tetap stabil dan
terkendali menjadi kunci bagi terciptanya ketahanan ekonomi di tingkat daerah.
Kabupaten Seluma hingga kini belum memiliki perhitungan inflasi tersendiri oleh
BPS karena belum ditetapkan sebagai kota IHK. Sebagai gantinya, digunakan
data inflasi Kota Bengkulu sebagai pendekatan (proxy), mengingat hubungan
ekonomi antara Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu yang sangat erat,
terutama dalam hal rantai pasok, konsumsi rumah tangga, dan pola distribusi

barang dan jasa yang saling terhubung secara geografis maupun fungsional.
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Dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-
2029, inflasi memiliki pengaruh strategis terhadap berbagai indikator
pembangunan, seperti daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, hingga efisiensi
pengelolaan keuangan daerah. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan konsumsi
dan mempersempit ruang fiskal, sementara inflasi yang terkendali menciptakan
kepastian dalam perencanaan ekonomi daerah. Oleh karena itu, inflasi perlu
diperhitungkan dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi, perumusan target
pendapatan daerah, serta penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).
Upaya pengendalian inflasi dapat ditempuh melalui penguatan fungsi Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID), peningkatan kapasitas sentra produksi pangan,
serta pembenahan rantai distribusi dan logistik daerah. Dengan demikian,
stabilitas harga bukan hanya menjadi indikator teknis, melainkan juga instrumen
fundamental dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat Seluma.

Taovezl 142, Inflasi Kota Benglkulu tanun 2018-2023

Bulan 2018 2019 2020 | 2021 2022 2023
Januari 0,99 0,88 0,14 0,39 0,54 0,62
Februari -0,3 -0,28 0,09 0,14 -0,1 0,04
Maret 0,37 -0,23 -0,02 0,23 0,74 0,25
April 0,26 0,54 -0,35 0,1 1,45 0,28
Mei 0,32 1,11 0,41 0,11 0,53 0,17
Juni 0,81 0,76 0,04 0,31 0,6 0,21
Juli 0,87 0,56 -0,23 -0,12 0,91 0,49
Agustus -1,8 0,86 -0,22 0,16 -0,24 -0,07
September 0,59 0,64 0,08 0,17 1,22 0,23
Oktober -0,74 0,56 0,02 -0,02 -0,14 0,28
November 0,2 0,27 0,35 0,52 0,05 0,3
Desember 0,79 0,59 0,14 0,39 0,23 0,24
Tahunan 2,35 2,91 0,89 2,42 5,92 3,09

Inflasi Kota Bengkulu mengalami dinamika yang mencolok selama periode
2018-2023. Tingkat inflasi tahunan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar
0,89%, dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-
19. Inflasi melonjak tajam pada tahun 2022 hingga mencapai 5,92%, tertinggi
dalam enam tahun terakhir, dipicu oleh tekanan harga pangan dan energi. Tahun

2023 mencatat penurunan menjadi 3,09%, menandakan stabilisasi harga
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meskipun belum kembali ke tingkat moderat seperti sebelum pandemi. Secara
umum, inflasi bulanan cukup berfluktuasi, dengan beberapa bulan mencatat
deflasi, terutama pada Agustus dan Oktober, yang mencerminkan dampak
musiman dan volatilitas sektor pangan.

Ketiadaan data inflasi resmi di Kabupaten Seluma mengharuskan
penggunaan data Kota Bengkulu sebagai acuan perencanaan. Hal ini dilakukan
karena arus barang dan pola konsumsi masyarakat di Seluma sangat dipengaruhi
oleh kondisi harga di Kota Bengkulu. Dengan demikian, perubahan harga yang
terjadi di Kota Bengkulu merefleksikan tekanan ekonomi yang juga dirasakan
oleh masyarakat Seluma. Laju inflasi yang tinggi dapat memperlemah daya beli,
mendorong kenaikan kemiskinan, dan mengganggu efisiensi anggaran, termasuk
dalam penyusunan HSPK dan perhitungan belanja publik. Stabilitas harga perlu
dijaga melalui penguatan distribusi bahan pokok, pengendalian margin
perdagangan, dan ketepatan intervensi pasar agar fluktuasi inflasi tidak

menghambat pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan alat
ukur untuk menilai tingkat kematangan implementasi tata kelola pemerintahan
digital pada instansi pemerintah, termasuk di tingkat daerah. Penilaian ini
mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan internal, pengelolaan layanan,
kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta mutu layanan publik berbasis
elektronik. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip
digital telah diterapkan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola
yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagi Kabupaten Seluma, Indeks SPBE memiliki peran strategis dalam
mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik, mempercepat pengambilan
keputusan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya daerah. Nilai

SPBE yang tinggi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam
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mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan
kepada masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan akses
masyarakat terhadap informasi, efisiensi birokrasi, dan partisipasi publik dalam
pemerintahan. Dengan kata lain, tata kelola digital yang baik mendukung
reformasi birokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah daerah.

Lebih lanjut, optimalisasi SPBE di Kabupaten Seluma menjadi solusi penting
dalam menjawab tantangan geografis seperti keterpencilan wilayah dan
keterbatasan layanan langsung. Melalui platform pelayanan digital, masyarakat
desa dan daerah sulit jangkauan dapat mengakses layanan secara lebih cepat
dan mudah. SPBE juga merupakan bagian dari indikator transformasi digital
nasional, sehingga peningkatan capaian indeks ini di Kabupaten Seluma akan
berkontribusi pada keterpaduan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh
karena itu, penguatan implementasi SPBE harus menjadi prioritas dalam RPJMD
Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 sebagai langkah menuju tata kelola

pemerintahan berbasis data, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik

yang unggul.
Taovzl 11-43. Indeks Sistem Pamerintahan Berbasis Elekironik Kabupaizn/iKota
di Provinsi Bengliulu 2021-2024
. 2021 2022 2023 2024
Nama Instansi " jeks | Predikat | Indeks | Predikat | Indeks | Predikat | indeks | Predikat
Provinsi Bengkulu 2,79 Baik 3.14 Baik 3,12 Baik 3,92 Sangat Baik
Bengkulu Utara 1,44 Kurang 2.20 Cukup 2,9 Baik 3,28 Baik
Bengkulu Selatan 1,96 Cukup 2.34 Cukup 2,45 Cukup 2,87 Baik
Rejang Lebong 1,84 Cukup 2.80 Baik 3,23 Baik 3,24 Baik
Kaur 1.27 Kurang 2,24 Cukup 2,42 Cukup
Seluma 1,41 Kurang 2.57 Cukup 2,54 Cukup 2,26 Cukup
Mukomuko 1,74 Kurang 2.06 Cukup 2,07 Cukup 2,07 Cukup
Kepahiang 1,94 Cukup 2.13 Cukup 2,28 Cukup 2,47 Cukup
Lebong 1,55 Kurang 1.55 Kurang 2,93 Baik 3,38 Baik
Bengkulu Tengah 1,29 Kurang 2.37 Cukup 2,55 Cukup 2,84 Baik
Kota Bengkulu 1,68 Kurang 2.22 Cukup 2,61 Baik 2,63 Baik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Seluma
menunjukkan dinamika capaian selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021,
nilai SPBE Seluma berada pada angka 1,41 dengan predikat Kurang, kemudian
meningkat cukup signifikan menjadi 2,57 pada 2022 dan 2,54 pada 2023
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dengan predikat Cukup, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 2,26
pada tahun 2024, yang masih berada dalam kategori Cukup. Meskipun belum
mencapai predikat Baik, tren awal peningkatan menunjukkan adanya upaya
perbaikan dalam aspek kebijakan, tata kelola, dan layanan digital, meski capaian
2024 menunjukkan perlunya evaluasi atas penurunan kinerja digitalisasi layanan
pemerintahan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu yang mencapai indeks 3,92
(Sangat Baik) pada 2024, Kabupaten Seluma masih tertinggal cukup jauh dalam
penerapan tata kelola pemerintahan digital. Bahkan bila dibandingkan dengan
kabupaten/kota lain seperti Rejang Lebong (3,24), Lebong (3,38), dan Bengkulu
Tengah (2,84), posisi Kabupaten Seluma berada di kelompok bawah. Sementara
kabupaten yang sebelumnya memiliki nilai SPBE lebih rendah seperti Bengkulu
Utara dan Bengkulu Selatan kini berhasil menembus predikat Baik, Seluma justru
mengalami stagnasi dan penurunan performa pada tahun terakhir.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma masih memiliki
pekerjaan besar untuk mengoptimalkan transformasi digital pemerintahan.
Peningkatan indeks SPBE bukan sekadar soal ketersediaan teknologi, tetapi juga
menyangkut penguatan tata kelola digital, pengembangan kapasitas aparatur,
serta integrasi sistem informasi layanan publik. Dalam konteks RPJMD 2025-
2029, penguatan SPBE harus menjadi prioritas strategis guna mendorong
efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dan membangun
sistem pemerintahan yang transparan, responsif, serta adaptif terhadap

perubahan digital.

Sistem zonasi penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman
Republik Indonesia kini menggunakan pendekatan klasifikasi berbasis interval
nilai dan kategori kualitas yang dikenal dengan sistem “lampu lalu lintas.” Zona
Hijau dibagi menjadi dua kategori, yaitu Kategori A (nilai 88,00—-100) untuk
Kualitas Tertinggi dan Kategori B (78,00-87,99) untuk Kualitas Tinggi. Zona
Kuning meliputi Kategori C (54,00-77,99) yang menunjukkan Kualitas Sedang,
sedangkan Zona Merah mencakup Kategori D (32,00-53,99) dan Kategori E (O—
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31,99) yang merepresentasikan Kualitas Rendah dan Terendah, dengan makna
perlunya perhatian dan perbaikan yang serius dalam aspek pelayanan publik.
Bagi Kabupaten Seluma, sistem zonasi ini berfungsi sebagai alat evaluatif
yang sangat strategis untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah mematuhi
standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Penilaian ini tidak hanya menjadi
dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan layanan, tetapi juga dapat
memengaruhi pemberian insentif, penghargaan kinerja, dan persepsi masyarakat
terhadap akuntabilitas birokrasi pemerintah daerah. Implementasi sistem zonasi
penilaian kepatuhan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan yang
lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan publik, sejalan

dengan semangat reformasi birokrasi dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun

2025-2029.
Tabzl .44, Penilaian Kepaiuhan Penyzlenggaraan Pelayanan Puoliik
avupaizn/oka di Provinsi Bangikulu Tahun 2021-2024
2021 2022 2023 2024
Kaur 57,99 89,01 96,14 96,14
Bengkulu Selatan 72,21 84,48 95,57 95,27
Rejang Lebong 65,99 83,05 93,76 93,07
Lebong 97,65 84,23 93,07 93,76
Kepahiang 88,74 85,97 92,72 92,72
Bengkulu Tengah 51,05 64,89 91,33 91,33
Kota Bengkulu 89,05 83,21 90,47 90,74
Seluma 62,71 85,51 89,1 89,61
Bengkulu Utara 83,51 78,56 88,34 88,34
Mukomuko 54,79 60,35 90,02 90,64
Provinsi Bengkulu 91,91 80,2 87,05 88,3

Kabupaten Seluma menunjukkan tren peningkatan dalam penilaian
kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik selama periode 2021-
2024. Pada tahun 2021, Seluma memperoleh nilai 62,71 dan termasuk dalam
Zona Kuning (Kategori C: Kualitas Sedang). Namun, mulai tahun 2022 hingga
2024, nilainya meningkat secara signifikan dan konsisten berada dalam Zona
Hijau, dengan capaian 85,51 pada 2022 (Kategori B: Kualitas Tinggi), 89,10
pada 2023, dan 89,61 pada 2024. Dengan nilai tersebut, Seluma mendekati
ambang batas Kategori A (Kualitas Tertinggi), menunjukkan komitmen dan

perbaikan nyata dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
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Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi
Seluma cukup kompetitif meskipun belum masuk dalam kategori nilai tertinggi.
Kabupaten seperti Kaur (96,14) dan Bengkulu Selatan (95,27) berhasil
menembus Kategori A, sedangkan Seluma berada di rentang atas Kategori B.
Namun Seluma berhasil melampaui capaian beberapa daerah lain seperti
Bengkulu Utara (88,34) dan Provinsi Bengkulu (88,30) pada tahun 2024.
Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma telah berhasil memperkuat
kualitas layanan dasar, memperbaiki standar operasional prosedur pelayanan,
dan meningkatkan akuntabilitas perangkat pelayanan publik.

Peningkatan ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Seluma
dalam melanjutkan agenda reformasi birokrasi yang tertuang dalam RPJMD
2025-2029. Ke depan, fokus harus diarahkan pada konsistensi pelaksanaan
standar pelayanan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan
kompetensi aparatur yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Target untuk masuk ke dalam Kategori A (Kualitas Tertinggi) secara berkelanjutan
harus dijadikan sasaran strategis, sejalan dengan visi peningkatan tata kelola
pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan

masyarakat.

Survei Penilaian Integritas (SPl) merupakan instrumen evaluatif yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur
persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap praktik integritas,
transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Skor SPI,
dengan skala O hingga 100, mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip
pemerintahan yang bersih telah diterapkan oleh suatu daerah, berdasarkan
masukan dari ASN, pengguna layanan publik, dan kalangan ahli. SPI menjadi
indikator penting dalam menilai tata kelola birokrasi yang bebas dari praktik
penyimpangan.

Dalam konteks pembangunan daerah, integrasi SPl ke dalam RPJMD
Kabupaten Seluma berfungsi sebagai tolok ukur reformasi birokrasi yang

berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan
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masyarakat. SPl tidak hanya membantu mengidentifikasi area rawan
penyimpangan, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebijakan pencegahan
korupsi yang berbasis bukti. Peningkatan skor SPI harus menjadi bagian dari
strategi pembangunan, karena tata kelola yang berintegritas merupakan fondasi
untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakat.

Taozl k435, Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabuoaien/Koka di Provinsi
Szngiulu Tanhun 2021-2024
Nama Instansi 2021 2022 2023 2024
Provinsi Bengkulu 63,04 62,77 69,24 71,76
Kabupaten Bengkulu Selatan 63,5 63,45 70,6 72,12
Kabupaten Rejang Lebong 72,64 65,86 71,65 74,62
Kabupaten Bengkulu Utara 72,58 72,62 74,21 73,15
Kabupaten Kaur 67,9 68,98 71,54 70,72
Kabupaten Seluma 71,69 63,55 70,26 63,07
Kabupaten Mukomuko 64,7 72,74 73,77 73,02
Kabupaten Lebong 75,21 71,36 70,94 69,66
Kabupaten Kepahiang 75,74 74,66 73,7 74,44
Kabupaten Bengkulu Tengah 76,15 65,82 72,3 66,64
Kota Bengkulu 72,37 71,41 72,51 70,67

Kabupaten Seluma menunjukkan tren fluktuatif dan menurun dalam capaian
Survei Penilaian Integritas (SPI) selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021,
Seluma mencatat skor 71,69 yang tergolong cukup baik dan kompetitif di tingkat
provinsi. Namun, skor tersebut mengalami penurunan tajam pada 2022 menjadi
63,55, sempat pulih ke angka 70,26 pada 2023, dan kembali merosot signifikan
menjadi 63,07 di tahun 2024. Penurunan lebih dari 7 poin dalam satu tahun
terakhir menandakan adanya tantangan serius dalam konsistensi implementasi
prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu,
Seluma berada di posisi bawah pada tahun 2024. Kabupaten Kepahiang (74,44),
Rejang Lebong (74,62), dan Mukomuko (73,02) menempati posisi teratas dalam
SPI 2024, sementara Seluma hanya mencatat skor yang lebih tinggi dari
Kabupaten Bengkulu Tengah (66,64) dan sedikit di bawah rata-rata provinsi

(71,76). Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik tata kelola pemerintahan di
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Seluma masih menghadapi kendala dalam membangun budaya birokrasi yang
bersih dan berintegritas.

Situasi tersebut menuntut perhatian khusus dalam RPJMD Kabupaten
Seluma Tahun 2025-2029. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan
secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas pengawasan internal,
perbaikan sistem pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan, hingga
peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Pendidikan integritas bagi ASN dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan
pembangunan juga harus menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi daerah.
SPI tidak hanya menjadi indikator evaluatif, tetapi juga fondasi dalam
membangun tata kelola pemerintahan yang kredibel, partisipatif, dan bebas dari

praktik korupsi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDl) merupakan indikator yang mengukur
tingkat perkembangan demokrasi suatu daerah berdasarkan tiga aspek utama:
kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Aspek
kebebasan sipil mencakup hak untuk berpendapat, berkumpul, dan mengakses
informasi; hak-hak politik menilai partisipasi warga dalam pemilu dan proses
politik; sementara aspek lembaga demokrasi mencerminkan efektivitas kerja
institusi seperti DPRD, partai politik, dan lembaga peradilan. Nilai IDI berada
dalam rentang 0-100, dengan klasifikasi kategori baik (=81), sedang (60-80),
dan buruk (<60), yang menggambarkan seberapa kuat kualitas demokrasi yang
dijalankan oleh pemerintah daerah.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, IDI
menjadi tolok ukur penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang
inklusif, transparan, dan akuntabel. Demokrasi yang kuat berkontribusi langsung
pada stabilitas politik, peningkatan kepercayaan publik, serta perumusan

kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. IDI yang tinggi juga
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mendukung iklim investasi yang sehat dan memperkuat sistem pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan demokrasi
di Kabupaten Seluma harus diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan,
perlindungan hak-hak sipil, serta pembukaan ruang partisipasi publik yang lebih

luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Taozl 11-48. Indzis Damokrasi Indonzsia Provinsi Bzngiwulu tanun 2027 -
2023
2021 2022 2023
72,73 73,23 74,26

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren
peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 72,73 pada tahun 2021 menjadi
73,23 pada 2022, dan naik lagi menjadi 74,26 pada 2023. Meskipun ketiganya
masih berada dalam kategori “Sedang” (rentang nilai 60-80), tren ini
mencerminkan perbaikan bertahap dalam aspek kebebasan sipil, hak-hak politik,
dan kinerja lembaga demokrasi di tingkat provinsi.

Bagi Kabupaten Seluma, capaian IDI Provinsi Bengkulu ini menjadi rujukan
penting dalam perumusan RPJMD 2025-2029, khususnya dalam memperkuat
pilar demokrasi lokal. Peningkatan IDI di tingkat provinsi menunjukkan adanya
ruang kebijakan yang mendukung partisipasi publik, penguatan lembaga
perwakilan, dan jaminan terhadap hak-hak sipil, yang perlu diadopsi dan
diperluas cakupannya di level kabupaten. Dengan mendorong transparansi,
keterbukaan informasi publik, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,
Kabupaten Seluma dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas

demokrasi di daerah dan nasional.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya
saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD untuk di level provinsi terdapat 62 indikator
dan di level kabupaten/kota, ada 48 indikator dari 12 pilar. Keduabelas pilar

tersebut adalah:
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a. Pilar 1: Institusi

Pilar Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan
indikator yaitu keamanan, modal sosial, check and balances, transparansi,

hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.
b. Pilar 2: Infrastruktur

Pilar Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di
daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur transportasi, infrastruktur

utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.
c. Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon
seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet fixed-broadband, dan

pengguna internet.
d. Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar ini mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator
inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat
pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan
PDRB per kapita.

e. Pilar 5: Kesehatan

Pilar Kesehatan mengukur “harapan hidup” yang disesuaikan
dengan kesehatan di daerah melalui satu indikator, yaitu angka harapan
hidup.

f. Pilar 6: Keterampilan

Pilar Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan
keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat

ini dan tenaga kerja masa depan.
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g. Pilar 7: Pasar Produk

Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah
melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi

pasar, dan persaingan sektor jasa.
h. Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan
pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar
tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-
laki.

i. Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar ini mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat
dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per
penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada umkm/start-up, dan rasio

kredit bermasalah terhadap total pinjaman.
j-Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat
menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB,

dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.
k. Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk
menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah,
dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai

usaha.
I. Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas
penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi,
konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut
pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi

barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja,
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status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan
Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan

aplikasi merek dagang.

0.

Skor IDSD Nasional, Provinsi SBzngiwlu dan Kabupaizn/iKota di Provinsi
Bzngiulu Tahun 2022

NAMA Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | SKOR
PROVINSI 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 11 12 IDSD
Nasional 414 | 291 | 3,57 | 305 | 3,76 | 3,73 | 268 | 3,73 | 266 | 3,14 5 262 | 3,26
Prov. Bengkulu 392 | 211 | 417 | 264 | 367 | 318 | 3,18 | 42 | 4,23 | 1,04 5 235 | 3,29
Bengkulu Selatan | 384 | 135 | 287 | 236 | 369 | 372 | 353 36 | 421 | 025 5 076 | 294
Rejang Lebong 394 | 218 | 2,77 | 242 | 3,77 | 3,22 | 294 | 406 | 204 | 046 5 082 | 294
Bengkulu Utara 416 | 2,77 | 255 | 256 | 366 | 327 | 235 | 3,86 | 3,36 | 055 5 085 | 294
Kaur 3,8 1,83 2,09 2,36 3,6 2,94 2,4 2,85 2,1 0,94 5 0,95 2,91
Seluma 386 | 126 | 244 | 203 | 299 | 294 | 212 | 254 | 1,75 | 0,19 5 0,97 2.8
Mukomuko 388 | 228 | 232 | 224 | 336 | 313 | 218 | 2,77 | 201 | 094 5 0,76 29
el 42 176 | 23 | 234 | 331 | 315 | 231 | 256 | 261 | 014 5 124 | 2,75
eadlifeme 411 17 29 | 238 | 316 | 258 | 245 | 261 | 1,65 | 095 5 045 | 265
Bengkulu Tengah 3,87 1,86 2,99 2,17 3,69 3,13 3,42 2,09 1,49 0,19 5 0,53 2,77
Kota Bengkulu 403 | 269 | 497 | 2,79 | 385 | 419 5 46 | 415 | 1,04 5 3,41 3,81

Tabzl lI-47. Skor I1DSD Nasional, Provinsi Bengiulu dan Kabupaizn/Kota di
Provinsi Bengiulu Tahun 2023

NAMA Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | SKOR
PROVINSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IDSD
Nasional 4,3 271 | 358 | 354 | 379 | 3,77 | 264 | 385 | 253 | 438 | 322 | 303 3,44
Prov. Bengkulu 426 | 267 | 426 | 343 | 373 | 324 3,1 4,5 296 | 396 | 252 | 228 | 347
Rata-Rata 407 | 226 | 388 | 336 | 359 | 302 | 395 | 426 37 3,5 259 [ 244 | 306
Kab/Kota
Bengkulu Selatan | 4,08 2,3 4,18 3,7 364 | 307 | 387 | 418 | 353 | 325 2,5 244 | 3,11
Rejang Lebong 409 | 239 | 399 | 332 | 377 | 339 | 385 | 391 | 344 | 415 | 2,78 | 264 | 3,19
Bengkulu Utara 419 | 281 | 377 3,2 373 | 355 | 3,07 3,6 36 325 | 257 | 224 | 291
Kaur 381 | 202 | 329 | 384 | 336 | 326 | 255 4,1 34 3,5 2,67 | 204 | 285
Seluma 387 | 195 | 376 3,6 315 | 324 | 245 | 396 | 357 | 333 | 222 | 184 | 274
Mukomuko 406 | 1,73 | 353 | 368 | 322 | 322 | 247 | 322 | 257 | 3,22 24 2,07 2,78
Lebong 409 | 205 | 365 | 351 3,41 355 | 255 | 356 | 305 | 3,55 25 2,01 2,99
Kepahiang 4,2 249 | 405 | 385 | 3,72 3,4 2,6 4,07 346 | 3,27 2,27 | 2,09 3,03
Bengkulu Tengah | 4,16 2 412 | 386 | 3,72 | 344 2,7 4,11 3,41 3,57 2,35 2 2,95
Kota Bengkulu 4,16 | 2,98 5 2,81 | 388 | 435 5 467 | 433 | 452 | 2,79 | 352 3,83

Tabzl 1-43. Sikor I1DSD Nasional, Provinsi Bengiulu dan Kabupaizn/ota di
Provinsi Bengiwulu Tahun 2024
NAMA Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | SKOR
PROVINSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IDSD
Nasional 418 | 297 | 347 | 399 | 376 | 391 | 257 | 303 | 276 | 435 | 306 | 3,13 | 343
Prov. Bengkulu 428 | 256 | 352 | 402 | 375 | 433 | 307 | 338 | 335 | 399 | 268 | 283 | 348
Rata-Rata 44 | 307 | 404 | 382 | 36 | 413 | 284 [ 384 | 231 | 372 [ 374 | 1,71 3,43
Kab/Kota
Bengkulu Selatan | 451 33 42 | 368 | 362 | 427 | 357 [ 393 | 263 | 37 47 1,55 | 3,64
Rejang Lebong 4,6 3,1 424 | 361 | 369 | 428 | 379 | 386 | 227 | 393 | 449 | 169 | 3,63
Bengkulu Utara 464 | 32 376 | 379 | 365 | 398 | 21 386 | 255 | 386 | 341 | 1,41 3,35
Kaur 426 | 2,76 | 343 | 409 | 353 | 404 | 224 | 3,76 | 2,19 | 349 | 454 | 162 | 3,33
Seluma 4,37 3,04 3,94 4,03 3,62 4,08 2,25 3,34 2,35 3,58 3,68 1,57 3,32
Mukomuko 464 | 28 383 | 393 | 353 | 404 | 232 | 305 | 262 | 366 | 258 | 085 | 3,16
Lebong 427 | 308 | 329 | 413 | 325 | 411 | 243 | 393 | 2,35 | 345 | 412 | 244 34
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NAMA Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar SKOR
PROVINSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IDSD
Kepahiang 399 | 305 | 445 | 371 | 363 | 415 | 2,73 | 368 | 1,67 | 359 | 349 | 1,09 | 327
Bengkulu Tengah | 453 | 323 | 438 | 377 | 363 | 412 | 197 | 405 | 127 | 359 | 31 118 | 3,24
Kota Bengkulu 4,18 3,12 4,91 3,46 3,82 4,21 5 4,93 3,16 4,36 3,28 3,7 4,01

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Seluma dalam kurun waktu
tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menggambarkan adanya upaya
perbaikan secara bertahap. Pada tahun 2022, Seluma mencatat skor IDSD
sebesar 2,80, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 2,74 pada tahun
2023, sebelum akhirnya meningkat signifikan menjadi 3,32 pada tahun 2024.
Kenaikan skor pada tahun terakhir tersebut mencerminkan respons positif
terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang mulai berdampak pada
peningkatan daya saing daerah, meskipun secara umum masih berada di bawah
rata-rata Provinsi Bengkulu dan nasional.

Peningkatan skor IDSD ini terutama ditopang oleh perbaikan pada sejumlah
pilar strategis, seperti Pilar 1 yang mencerminkan kondisi makroekonomi daerah.
Skor Pilar 1 meningkat dari 3,86 pada tahun 2022 menjadi 4,37 pada tahun
2024, mengindikasikan bahwa stabilitas ekonomi Seluma semakin terjaga
dengan pertumbuhan yang relatif sehat. Hal serupa terjadi pada Pilar 6 yang
berkaitan dengan efisiensi pasar tenaga kerja, di mana perbaikan dalam kualitas
dan produktivitas SDM serta meningkatnya dinamika pasar kerja lokal turut
mendorong skor pilar ini mencapai 4,08 pada tahun 2024. Kondisi ini diperkuat
oleh stabilitas sosial dan keamanan daerah, sebagaimana tercermin dalam Pilar
11 yang secara konsisten mencatat skor sempurna 5,00 selama tiga tahun
berturut-turut. Stabilitas ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang
inklusif dan ramah investasi.

Namun demikian, tantangan signifikan masih tampak pada beberapa pilar
lain yang bersifat transformatif. Pilar 12 yang mengukur kapasitas inovasi daerah
masih berada dalam kategori lemah, dengan skor hanya 0,97 pada tahun 2022
dan meskipun meningkat menjadi 1,84 pada 2023, kembali menurun ke 1,57 di
tahun 2024. Hal ini mencerminkan terbatasnya ekosistem inovasi lokal, minimnya
kolaborasi riset, dan rendahnya adopsi teknologi dalam tata kelola maupun

sektor produktif. Pilar 10 yang menggambarkan kesiapan teknologi informasi
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dan komunikasi juga menunjukkan kondisi yang masih belum optimal. Meskipun
meningkat signifikan dari skor awal 0,19 pada tahun 2022 menjadi 3,58 pada
2024, angka tersebut masih mencerminkan kesenjangan digital, baik dari sisi
infrastruktur maupun literasi digital masyarakat dan ASN.

Pilar lain yang perlu mendapat perhatian adalah Pilar 2 yang berkaitan
dengan kekuatan institusi publik. Meskipun mengalami perbaikan, dari skor 1,26
pada tahun 2022 menjadi 3,04 pada 2024, pilar ini tetap menempati posisi yang
relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Lemahnya tata kelola
birokrasi, rendahnya efektivitas kebijakan, dan belum optimalnya praktik
transparansi dan akuntabilitas publik menjadi faktor yang perlu segera dibenabhi.
Ketimpangan antar pilar ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Seluma
masih berkembang secara sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan perlu
difokuskan pada upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,
membangun ekosistem inovasi berbasis kolaborasi, serta mempercepat
transformasi digital yang merata. Pendekatan ini akan menjadi kunci untuk
mendorong lompatan daya saing daerah yang lebih inklusif, adaptif, dan
berkelanjutan. Dengan mempertahankan keunggulan pada aspek keamanan dan
memperbaiki kelemahan pada institusi, teknologi, dan inovasi, Kabupaten Seluma
memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam kompetisi regional

dan mewujudkan visi pembangunan daerah secara lebih progresif.
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Taovezl [I-49. Capaian Indilkator Kinerja Kunci Sztiap Urusan Pemerintanan Dazran Kaoupaizn Szluma Tahun 2020-2024
No.IKK | IKK Outcome | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
- Pendidikan
1.a.1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 63.998 60.942 63.242 62.913 61.683
122 ngk.at. partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam 84951 89352 8842 80.444 99.482
pendidikan dasar
123 Tlngk.at. partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam 56.003 71.09 68.679 69.329 68.388
pendidikan menengah pertama
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
1.a.4 pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan 8.094 3.096 3.459 4.219 36.632
kesetaraan
- Kesehatan
1.b.1 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan 0.026 0.052 0.523 0.498 0.465
1.b.2 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi 100 100 100 100 100
1.b.3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 83.91 98.515 84.712 94.81 95.128
1.b.4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 99.632 99.905 88.5 100 100
1.b.5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 90.371 87.52 92.849 99.283 98.899
1.b.6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 52.687 95.514 100 100 86.778
1b.7 Perser)tase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 51.862 54.571 04.345 45.334
sesuai standar
1b8 I;’:;::r;trase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai 26.095 34.623 52 135 49556 36.88
1b.9 Perser)tase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan 26.731 39.997 96.879 94.169 94.179
sesuai standar
1b.10 I;’:;::r;trase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 31.692 30.238 82.698 82.701 35.991
1b.11 Persentase pendgrlta Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan 60.77 67.082 88248 88277 60.085
kesehatan sesuai standar
1b.12 ::;::r;tase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai 76.014 93.023 87.625 95.333 100
1.b.13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 74.566 18.75 100 100 100
1b.14 Pgr;entase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi 75.412 79.998 76.516 64.262 74.073
dini HIV sesuai standar
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No.IKK IKK Outcome 2020 2021 2022 2023 2024
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur o
4t pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota 1oe 2 L O
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi
1.¢c.2 yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan 100 0 100 (o] (0]
Kab/Kota
1c3 I.Ras.uo Iua§ .daell'ah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh 100 100 100 23.663 28.973
jaringan irigasi
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum
1.c.4 melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (o] 10.707 3.7 73.883 0
terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
1.5 Bersentase Jum'lah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air o 6.036 0.438 92775 o
limbah domestik
1.c.6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 0 100 100 100 (0]
1.¢c.7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 31.261 31.261 23.662 30.874 35.289
1.¢c.8.1 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 13400 50.2 100 97.847 74
1.c8.2 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan 13400 100 100 100 100
konstruksi
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.d.4 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 100 20 12.5 o o
kabupaten/kota
1.d.2 Fa5|I|ta§| hunian penyed!aan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak 100 0.84 100 o o
relokasi program pemerintah kabupaten/kota
14d.3 diz;s:::iase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang 22.759 115.587 100 66.132 52.008
1.d.4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 18.014 18.151 18.735 10.937 10.437
145 LJj::Elr:l)q perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas 0.002 18.151 0.506 0.972 44.948
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.e.1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 100 100 100 100
1.e.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 2.591 100 100 100 100
1.e.3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 1615 6.44 100 2.559 0
1ed Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 868 3.46 100 0.043 o)
terhadap bencana
1.e5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi o 100 100 0 o)
korban bencana
1.e.6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 100 100 100 100
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No.IKK IKK Outcome 2020 2021 2022 2023 2024
1.e.7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 68 68 68 10 406

- Sosial

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
1.f.1 terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar 1.383 5.544 4.414 5.72 3.098
panti (Indikator SPM)

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

100
1f2 pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 0% LR — e
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar
- Tenaga Kerja

2.a.1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 100 100 100 100 100
2.a2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 0.105 0.332 0.322 0.353 4.029
2.a3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 50.102 0.086 0.037 107.267Juta 58.312

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, 74.074
284 LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). U(ereedd Sk I —— )
545 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui 47.101 21118 39.184 13.778 21.635

mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.9.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 21.156 16.57 18.636 0.002 0.006
2.9.2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait 0.039 0.029 0.028 100 100
kabupaten/kota
293 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk o 17.398 15.406 22.119 19.161
perempuan)
- Pangan
2 hA Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai 0.138 0.094 4.61 85113 82.8
kebutuhan)
- Pertanahan
. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas 100
241 izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Uy . — 75288
2.i.2 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 100 100 100 100 100
2.i.3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. 100 0 100 75.643 (0]
. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang o)
244 berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 190 0 12.6 3
2.5 Tersedianya tanah untuk masyarakat 100 0 7.362 (o] (0]
2i.6 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100 100 100 100 100

- Lingkungan Hidup
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No.IKK IKK Outcome 2020 2021 2022 2023 2024
2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota 0 (o} 58.99 70.89 47.95
2j.2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota 22 3.276 4,038 6.399 1.511
R e o et o e o AT 0 sos1 | 0
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2k1.1 Perekaman KTP elektronik 98.801 99.999 90.656 90.951 92.957
2k1.2 Persentase anak usia O1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 94.538 89.52 74.94 78.386 85.766
2k.1.3 Kepemilikan akta kelahiran 99.346 98.773 97.725 98.509 98.855
> k14 Jbuen:éaahsaPrir;ng:arljtanDj?aer:a:eyr/jaanga:;ah memanfaatkan data kependudukan 100 0 46.667 34.091 53.571
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
211 Persentase pengentasan desa tertinggal 37.736 17.391 15.217 64.103 44
212 Persentase peningkatan status desa mandiri 0 0 0 0 102.752
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.m.1 TFR (Angka Kelahiran Total) 2.51 2.24 3 2.44 (0]
>m.2 I;:\:sejnmtg;;)pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence 80.145 8217 77112 80.857 3.365
2.m.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) o] o 0.098 6.626 10.088
- Perhubungan
2.n.1 Rasio konektivitas kabupaten/kota (0] (0] 1 157 0
2.n.2 Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (o) 157 157 o) 0
- Komunikasi dan Informatika
2.0 Z(:::?atzz: Erggngil:}aatsl?&en:?:ngD) yang terhubung dengan akses internet yang 100 10.526 43.182 34.091 34.091
202 I::rl.'isnetr;tgarsat;iLayanan Publik yang diselenggarakan secara online dan 100 100 100 100 100
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,
2.0.3 mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah 76.842 78.197 75.418 70.81 0.836
kabupaten/kota
- Koperasi, usaha kecil dan menengah
2.p.1 Meningkatnya Koperasi yangberkualitas 10.345 15.358 15.254 15.254 7.119
2.p.2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha 0 7.584 0 0 8.085
- Penanaman Modal
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No.IKK IKK Outcome 2020 2021 2022 2023 2024
2.9 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota o] -120.587 620.222 -61.546 45.57
- Kepemudaan dan Olahraga
2.r1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri o] 0.004 7.249 0.143 7.464
2r.2 'L:r?‘:\:;ap::t:;;zaa pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 2097 4.627 2152 6.989
2.r.3 Peningkatan prestasi olahraga (o] 0 (o] 48 8
- Statistik
I I e b R T I R O
552 l;?:;g?;:nze zzzgaﬂqenggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi 51163 51.163 81.818 100 81.818
- Persandian
2t | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 150 | 150 | 100 | 0 | 2.273
- Kebudayaan
2.u | Terlestarikannya Cagar Budaya | 3.448 | 1.408 | 100 | 2817 | 100
- Perpustakaan
2.v.1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 610 (o} 76.668 0 56.38
2v.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 0 (o} 20.757 55.89 28.18
- Kearsipan
B e
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
2.w.2 setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, 1 0 1 (o] (0]
pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
3. Urusan Pilihan
- Kelautan dan Perikanan
3a J(:Lr:]nlqabhe'rl'zgatlaf’Londeulgzit:eKr}i(lsnan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota 5678.6 2010 99.902 112.292 112.263
- Pariwisata
3.b.1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 0 -100 140 8.333 61.538
3b.2 T(Z’Ej:;?::/ﬁi::gkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke -100 3586 53.09 0.479
3.b.3 Tingkat hunian akomodasi 0 1.553.571 5.58 4.756 5.798
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No.IKK IKK Outcome 2020 2021 2022 2023 2024

3.b.4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 0 (o} 1.646 1.646 1.704
3.b.5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 0 0.2 3.308 5.302 3.424
- Pertanian
3.c.1 Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun 139.119 258.452 45,293 0.036 444,703
3.c.2 Persentase Penurunan kejadian d.an jumlah kasus penyakit hewan o -66.46 353.416 -71.493 .46.304
menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota
- Kehutanan
3.d ) 1 100 100
- Energi dan Sumber Daya Mineral
3e Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di o 0 100 0 o
kab/kota
- Perdagangan
354 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 100 93.711 93.711 100 0.629

(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
3.f.2 Persentase kinerja realisasi pupuk 0 96.996 96.996 96.996 83.966
Persentase alat — alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP)
bertanda tera sah yang berlaku

- Perindustrian

3.9.1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota 0 -96.453 2.263 o) 0.692
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan
indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha
Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin

3.9g.4 Perluasan Industri (IPUl) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh (o] (o] 100 (0] 0
instansi terkait

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha

3.f3 (0] 100 100 100 26.364

3.9.2 o) 1 2.73 o

393 70 o) 100 o o

3.9.5 Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya (o] 0 1 20 (0]
di Daerah kabupaten/kota
3.9.6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 25 0 (o] (o] (0]

- Transmigrasi
3.h Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota 0 6 1 10 100

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- Perencanaan dan Keuangan
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No.IKK IKK Outcome 2020 2021 2022 2023 2024

4.a.1 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan 12.696 31.301 30.479 34.015 38.882
4.a.2 Rasio PAD 1.363 89.171 5.778 41.542 2.732
4.a.3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3 3 2.779 2 2
4.a.4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3 151 2 2 3
4.a.5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) 61.886 64.575 81.037 24.636 61.577
4.a.6 Opini Laporan Keuangan 9 10 7 3 3
- Pengadaan
B e g e v : YL : o
4.b.2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 8.923 32.121 26.181 11.606 15.498
4.b.3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 30.709 41.829 85.732 82.891 27.769
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha
4.b.4 Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah o] 31.024 9.654 9.265 17.616
Daerah
- Kepegawaian
A Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk 586.957 631.677 69.467 92.509 88.816

guru dan tenaga kesehatan)
4.c.2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 55.837 19.949 42.84 63.541 30.211
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru

26.442
4.c3 dan tenaga kesehatan) 19.395 (o] 9.116 7.761
- Manajemen Keuangan
4.d.1 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 50.023 99.722 0.8573 113.803 52.066
442 RATDVBeSue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam 151.355 0 105.555 584.583 27.017
4.d.3 Manajemen Aset 4 4 4 4 2
444 Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD 3282 100 1.43 2539 9.298
Tahun Sebelumnya
- Transparansi dan Partisipasi Publik
de Informasi tentgng sumber da_ya yang tersec!la untuI§ pelayanan (Information on 0 100 o 100 85.27
resources available to frontline service delivery units)
402 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal 0 100 100 8333 66.667

information)
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2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Tabzl [1-50. Rzalisasi APBD Kabupaizn

Szluma 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

PENDAPATAN DAERAH 892.591.305.932 | 924.977.365.243 | 900.868.599.310 | 997.144.922.490 | 1.070.959.372.201
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.156.314.890 36.120.622.734| 40.005.839.023| 40.893.788.411 29.263.800.963
Pajak Daerah 10.258.560.367 13.046.747.568 12.422.281.873 13.089.236.807 11.921.411.783
Retribusi Daerah 502.160.600 244.347.500 713.058.310 882.727.227 1.557.133.232
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 1.623.568.623 1.172.268.381 1.589.910.654 1.366.840.008
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 52.772.025.300 22.829.527.666 | 25.698.230.459 25.331.913.723 14.418.415.940
PENDAPATAN TRANSFER 827.408.582.042 | 861.169.766.758 | 860.862.760.287 | 956.251.134.079 | 1.030.813.967.792

813.965.160.249 | 820.937.819.304 | 812.619.400.937 | 916.409.189.177 | 1.000.572.147.037

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Antar Daerah

13.443.421.793

40.231.947.454

48.243.359.350

39.841.944.902

30.241.820.755

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

26.409.000

27.686.975.751

10.881.603.446

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

26.409.000

27.686.975.751

10.881.603.446

BELANJA DAERAH

918.591.196.414

917.479.879.704

926.186.229.043

999.693.129.093

1.078.461.082.268

BELANJA OPERASI

601.216.838.769

610.563.301.254

568.191.863.200

621.695.938.573

724.900.679.686

Belanja Pegawai

330.887.823.612

357.009.852.501

365.053.344.973

385.742.776.491

427.804.581.529

Belanja Barang dan Jasa

226.260.815.157

237.711.345.768

191.607.365.561

219.959.524.027

236.309.238.111

Belanja Hibah

40.527.200.000

12.107.300.345

11.155.152.666

15.693.638.055

60.783.360.046

Belanja Bantuan Sosial 3.541.000.000 3.734.802.640 376.000.000 300.000.000 3.500.000
BELANJA MODAL 115.512.700.497 | 104.545.903.286 | 166.614.538.136| 160.819.778.999 138.137.554.734
Belanja Modal Tanah 2.131.987.462 82.000.000 (0] 854.619.000 (0]
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.019.445.552 22.384.802.669 17.711.653.330 15.502.243.598 36.165.591.844

21.225.187.406 12.826.303.713 11.990.506.470 39.549.615.278 25.662.939.862

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

48.368.531.347

69.252.796.904

136.912.378.336

104.913.301.123

74.931.673.028

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

2.767.548.730

(o}

1.377.350.000

BELANJA TIDAK TERDUGA 11.332.811.311 3.670.851.978 4.490.110.000 48.956.789 144.375.926
BELANJA TRANSFER 190.528.845.837 | 198.699.823.187 | 186.889.717.707 | 217.128.454.732 215.278.471.922
SURPLUS/DEFISIT -2.548.206.603 -7.501.710.068

PEMBIAYAAN DAERAH

13.949.153.007

11.397.678.869

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 62.356.432.200 | 32.499.581.718| 39.228.875.888 13.949.153.007 9.362.478.933
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 13.949.153.007 [}
PEMBIAYAAN NETTO 32.499.581.718 39.266.782.740 13.949.153.007 11.397.678.869

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

39.997.067.256

13.949.153.007

11.400.946.404

3.895.968.801

Pendapatan daerah Kabupaten Seluma

selama periode 2020-2024

mengalami dinamika yang mencerminkan berbagai tantangan fiskal, perubahan

kebijakan nasional, serta pemulihan pasca-pandemi. Pada tahun 2020, total

pendapatan daerah tercatat sebesar Rp892,59 miliar, kemudian meningkat

secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar Rp997,14

miliar. Namun, tahun 2024 menunjukkan penurunan menjadi Rp1,07 triliun jika

memperhitungkan seluruh kategori pendapatan termasuk “Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah” yang kembali muncul sebesar Rp10,88 miliar. Meskipun
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demikian, struktur sumber penerimaan daerah menunjukkan tekanan serius,
khususnya pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun
signifikan dari Rp40,89 miliar (2023) menjadi Rp29,26 miliar (2024).

Rinciannya, PAD Kabupaten Seluma sangat bergantung pada komponen
"Lain-lain PAD yang Sah", yang pada 2020 menyumbang Rp52,77 miliar, namun
terus menurun akibat dua perubahan kebijakan nasional. Pertama, sejak tahun
2021, pendapatan dari satuan pendidikan dasar (SD dan SMP), seperti dana
BOSDA, iuran masyarakat, dan pendapatan operasional lainnya, tidak lagi dicatat
dalam APBD karena diberlakukan pengelolaan mandiri oleh sekolah, mengikuti
Permendagri Nomor 24 Tahun 2020. Kedua, penurunan PAD semakin tajam pada
2024 seiring dengan tidak dicatatkannya lagi dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) sebagai pendapatan daerah. Dana kapitasi dari BPJS Kesehatan
yang sebelumnya masuk ke kas daerah, sejak 2024 langsung dikelola oleh
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang telah berstatus BLUD,
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
terbaru. Meski secara kas daerah angka PAD menurun, namun secara operasional
dana tersebut tetap digunakan untuk pelayanan publik, hanya saja tidak lagi
tercatat dalam struktur APBD.

Di sisi lain, pendapatan transfer tetap menjadi tulang punggung
penerimaan daerah, dengan kontribusi mencapai 96,2% pada tahun 2024 atau
sebesar Rp1,03 triliun dari total pendapatan daerah. Pendapatan transfer dari
pemerintah pusat mendominasi, yaitu sebesar Rp1,00 triliun pada tahun 2024,
sementara transfer antar daerah justru mengalami tren penurunan, dari Rp48,24
miliar (2022) menjadi Rp30,24 miliar (2024). Ini menunjukkan tingginya tingkat
ketergantungan Kabupaten Seluma terhadap pendanaan dari pemerintah pusat,
dan mengindikasikan kerentanan fiskal terhadap dinamika kebijakan nasional.

Di sisi belanja, terjadi peningkatan total belanja daerah dari Rp918,59
miliar (2020) menjadi Rp1,07 triliun (2024). Belanja operasi menjadi komponen
dominan dengan tren meningkat dari Rp601,22 miliar (2020) menjadi Rp724,90
miliar (2024), didorong oleh belanja pegawai dan lonjakan belanja hibah pada

2024 yang mencapai Rp60,78 miliar. Sementara itu, belanja modal sempat
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menanjak pada 2022 sebesar Rp166,61 miliar namun kembali turun menjadi
Rp 138,14 miliar pada 2024. Belanja transfer juga menunjukkan fluktuasi tinggi,
dari Rp190,53 miliar (2020), meningkat menjadi Rp217,13 miliar (2023),
kemudian turun tipis ke Rp215,28 miliar pada 2024. Besarnya belanja transfer
selama periode ini, khususnya untuk bantuan keuangan kepada desa, menjadi
sorotan penting dalam belanja yang bersifat mandatory namun belum
sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan PAD.

Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan tantangan struktural
Kabupaten Seluma dalam menciptakan ruang fiskal yang cukup dan mandiri
untuk pembangunan. Dalam RPJMD 2025-2029, arah kebijakan fiskal daerah
perlu difokuskan pada reformasi menyeluruh PAD, penguatan kapasitas
kelembagaan, optimalisasi aset dan ekonomi lokal, serta penguatan peran
teknologi dalam sistem pemungutan dan akuntabilitas penerimaan. Diversifikasi
pendapatan dan efisiensi belanja mutlak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan
fiskal dan memperkuat otonomi daerah dalam merespons tantangan

pembangunan ke depan.

Belanja Daerah Kabupaten Seluma selama periode 2020-2024
menunjukkan tren yang meningkat dengan fluktuasi moderat, mencerminkan
upaya stabilisasi fiskal di tengah dinamika kebijakan dan kebutuhan pelayanan
publik. Total belanja daerah naik dari Rp918,59 miliar pada 2020 menjadi
Rp1,08 triliun pada 2024. Kenaikan ini menandakan komitmen terhadap
pembiayaan program-program prioritas, meskipun masih diwarnai dominasi
belanja operasi yang membatasi ruang belanja pembangunan jangka panjang.

Belanja operasi terus mendominasi struktur belanja daerah dengan tren
peningkatan signifikan. Dari Rp601,22 miliar pada 2020, naik menjadi
Rp724,90 miliar pada 2024. Kontributor utama kenaikan ini adalah belanja
pegawai, yang membesar dari Rp330,89 miliar (2020) menjadi Rp427,80 miliar
(2024), atau tumbuh sekitar 29,3%. Lonjakan ini mengindikasikan beban rutin
yang semakin besar terhadap APBD, sehingga menurunkan fleksibilitas fiskal

untuk alokasi belanja yang lebih produktif. Selain itu, lonjakan belanja hibah pada
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2024 yang mencapai Rp60,78 miliar—tertinggi dalam lima tahun terakhir—juga
perlu diawasi dalam konteks efektivitas dan keberlanjutan program.

Sementara itu, belanja modal, yang idealnya menjadi instrumen utama
pembangunan fisik dan infrastruktur, mengalami tren penurunan sejak 2022.
Setelah mencapai Rp166,61 miliar pada 2022, belanja modal turun menjadi
Rp160,82 miliar (2023), dan kembali turun menjadi Rp138,14 miliar (2024).
Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya belanja pada kategori strategis
seperti belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dari Rp136,91 miliar (2022)
menjadi Rp74,93 miliar (2024). Padahal, sektor ini penting untuk peningkatan
konektivitas antarwilayah, akses pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal.
Penurunan pada belanja modal mengindikasikan risiko stagnasi dalam
pencapaian target pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Komponen belanja tidak terduga dan bantuan sosial tetap pada kisaran
minimal, masing-masing hanya menyerap kurang dari 1% total belanja setiap
tahunnya, menunjukkan fungsinya yang bersifat antisipatif dan insidental. Namun
yang paling mencolok adalah belanja transfer, yang turun drastis dari Rp217,13
miliar pada 2023 menjadi Rp215,28 miliar pada 2024. Meskipun tidak setajam
estimasi sebelumnya (Rp64,05 miliar), tren penurunan ini tetap mencerminkan
adanya evaluasi ulang terhadap belanja ke desa atau bentuk transfer lainnya. Jika
tidak disertai perbaikan perencanaan dan sinergi antarlevel pemerintahan, hal ini
berpotensi menurunkan kinerja pembangunan berbasis wilayah.

Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025-2029, tantangan utama
Kabupaten Seluma adalah melakukan rasionalisasi belanja operasi, terutama
belanja pegawai dan hibah, untuk memberi ruang lebih luas bagi belanja modal
yang berkualitas dan produktif. Reformasi belanja berbasis kinerja, prioritas
infrastruktur dasar, serta efisiensi pengeluaran rutin harus menjadi fokus utama
agar APBD dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing daerah.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Seluma selama periode 2020-2024

memainkan peran penting sebagai instrumen penyeimbang fiskal dalam rangka
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menjaga  kelangsungan  belanja  daerah, terutama ketika terjadi
ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Pola pembiayaan yang
terjadi menunjukkan bahwa sumber utama pembiayaan masih berasal dari
penerimaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, tanpa
diversifikasi sumber pembiayaan lainnya seperti pinjaman daerah atau kerja sama
pembiayaan alternatif. Kondisi ini mencerminkan kehati-hatian fiskal yang tinggi,
namun di sisi lain juga membatasi fleksibilitas dalam mengatasi kebutuhan
pembiayaan pembangunan yang semakin kompleks.

Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan mencapai Rp62,36 miliar
dengan pembiayaan netto sebesar Rp32,50 miliar. Tahun 2021 dan 2022
menunjukkan tren kenaikan kebutuhan pembiayaan, dengan pembiayaan netto
masing-masing sebesar Rp32,50 miliar dan Rp39,27 miliar, yang umumnya
digunakan untuk menutupi kekurangan pendapatan daerah dalam membiayai
belanja. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa pandemi dan pemulihan
ekonomi, Kabupaten Seluma masih mengandalkan dana sisa anggaran tahun
sebelumnya untuk menopang keberlanjutan program pembangunan, terutama
belanja modal dan transfer ke desa. Pada tahun 2023, pembiayaan kembali
digunakan untuk menutup defisit sebesar Rp2,55 miliar, dengan pembiayaan
netto sebesar Rp13,95 miliar. Namun pada 2024, meskipun defisit meningkat
menjadi Rp7,50 miliar, pembiayaan yang tersedia justru turun menjadi Rp11,40
miliar, mencerminkan keterbatasan ruang fiskal dari sisi sisa kas dan terbatasnya
skema pembiayaan baru yang digunakan.

Penurunan pembiayaan daerah ini utamanya disebabkan oleh semakin
kecilnya nilai SiLPA yang dapat digunakan dan belum adanya terobosan dalam
strategi pembiayaan alternatif. Tidak tercatatnya penerimaan pembiayaan baru
selain SiLPA selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi fiskal
daerah masih sangat konservatif, yang berisiko menghambat kelincahan
pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan yang bersifat
prioritas dan mendesak, seperti perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan

pelayanan publik, dan pengurangan kemiskinan.
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Oleh karena itu, dalam kerangka penyusunan RPJMD 2025-2029,
pendekatan pembiayaan daerah perlu ditransformasikan dari sekadar penutup
defisit menjadi instrumen pendukung pembangunan strategis. Kabupaten Seluma
perlu menyusun strategi pembiayaan jangka menengah yang proaktif dan
terukur, seperti eksplorasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU), pemanfaatan aset daerah untuk pembiayaan produktif, atau bahkan
penerbitan obligasi daerah untuk proyek-proyek prioritas dengan tingkat
pengembalian sosial yang tinggi. Dengan tata kelola risiko yang baik dan
transparansi yang terjaga, pembiayaan daerah dapat menjadi alat penting dalam
memperluas kapasitas fiskal Kabupaten Seluma untuk mencapai pembangunan

yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Seluma selama
periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan fluktuasi
pengelolaan fiskal daerah. Pada tahun 2020, SiLPA tercatat cukup tinggi sebesar
Rp39,99 miliar, mencerminkan adanya akumulasi anggaran yang tidak terserap
atau belum dibelanjakan pada akhir tahun anggaran. Namun pada tahun-tahun
berikutnya, tren SiLPA menurun tajam: sebesar Rp13,95 miliar pada 2021, turun
lagi menjadi Rp11,40 miliar pada 2022, dan mencapai titik terendah sebesar
Rp3,89 miliar pada tahun 2023. Pada tahun 2024, SiLPA tidak lagi tercatat
dalam realisasi keuangan, yang bisa mengindikasikan dua kemungkinan: seluruh
anggaran terserap optimal, atau memang tidak ada sisa kas dari pembiayaan
yang tersedia.

Menurunnya nilai SiLPA secara berturut-turut dapat ditafsirkan secara
dualistik. Di satu sisi, hal ini dapat menunjukkan peningkatan efektivitas
pelaksanaan anggaran, di mana belanja daerah lebih selaras dengan perencanaan
dan tidak menyisakan dana yang menganggur. Namun di sisi lain, rendahnya
SiLPA juga mengisyaratkan melemahnya fleksibilitas fiskal, terutama dalam
menghadapi kebutuhan mendadak atau menutup defisit kas di awal tahun
anggaran berikutnya. Minimnya SiLPA dapat mempersempit ruang fiskal

pemerintah daerah untuk merespons perubahan prioritas atau urgensi belanja
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publik yang bersifat darurat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga
kesinambungan program, terutama pada saat pendapatan belum sepenuhnya
terealisasi pada awal tahun.

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah yang sehat, SiLPA seharusnya
dikelola sebagai instrumen strategis, bukan sekadar sisa anggaran. Oleh karena
itu, Pemerintah Kabupaten Seluma perlu memperkuat akurasi proyeksi SiLPA
dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, agar perannya dalam menjaga
keseimbangan kas dan kesinambungan fiskal dapat lebih optimal. Perencanaan
anggaran berbasis kinerja, penjadwalan kegiatan yang realistis, serta efisiensi
dalam pengadaan barang dan jasa menjadi kunci agar belanja tidak tertunda dan
pembiayaan tidak mengendap. Dengan manajemen yang tepat, SiLPA dapat
menjadi penyangga fiskal yang bermanfaat, bukan menjadi cerminan dari

perencanaan yang tidak presisi.

Neraca Daerah merupakan laporan posisi keuangan pemerintah daerah
yang menggambarkan kekayaan, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode
anggaran. Unsur utama dalam neraca ini meliputi aset (seperti kas, tanah,
bangunan, dan peralatan), kewajiban (hutang jangka pendek dan panjang), serta
ekuitas (selisih antara aset dan kewajiban). Neraca ini menjadi alat penting untuk
menilai kemampuan keuangan riil daerah dan mencerminkan seberapa sehat
kondisi fiskal suatu pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan
yang akuntabel, Neraca Daerah menjadi dasar untuk mengetahui kapasitas
pembiayaan, potensi pengembangan aset, serta struktur pembiayaan jangka
panjang.

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, khususnya dalam
penyusunan RPIMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029, Neraca Daerah
memiliki fungsi strategis sebagai landasan penyusunan kebijakan yang realistis
dan berkelanjutan. Informasi dari neraca digunakan untuk mengidentifikasi ruang
fiskal, merumuskan prioritas belanja, serta merancang strategi pemanfaatan aset
yang lebih produktif. Ketika aset didominasi oleh aset tetap yang belum

dimanfaatkan secara optimal, hal ini dapat menjadi peluang pembiayaan
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pembangunan melalui kerja sama pemanfaatan aset daerah. Di sisi lain, tingginya
kewajiban menunjukkan perlunya pengendalian belanja dan penguatan efisiensi
fiskal. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan RPJMD sangat bergantung
pada pemahaman yang baik terhadap kondisi keuangan yang tercermin dalam

Neraca Daerah.
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Tabzl 1I-51. Neraca Dazran Tanun Anggzaran

oupaizn Szluma Tahun 2020-2024

NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024
ASET 1.702.457.973.842,45 | 1.736.244.088.788,98 | 1.753.808.050.866,08 | 1.832.888.933.065,31 1.803.448.840.681,07
A. Aset Lancar 77.005.707.709,06 78.999.032.831,69 55.521.873.008,94 45.310.845.308,13 46.680.239.808,48
1 B. Investasi Jangka Panjang 16.912.409.594,13 16.912.409.594,13 16.912.409.594,13 16.912.409.594,13 16.912.409.594,13
C. Aset Tetap 1.583.875.745.664,78 | 1.614.126.348.704,68 | 1.678.199.951.999,01 | 1.729.851.606.014,46 1.788.467.245.707,05
D. Aset Lainnya 24.664.110.874,48 26.206.297.658,48 3.173.816.264,00 22.978.193.264,00 10.004.585.264,00
JUMLAH ASET 1.702.457.973.842,45 | 1.736.244.088.788,98 | 1.753.808.050.866,08 | 1.815.053.054.180,72 1.862.064.480.373,66
KEWAJIBAN 4.479.101.615,05 6.366.922.524,00 2.276.286.920,00 2.600.494.695,00 46.235.009.753,50
> A. Kewajiban Jangka Pendek 4.479.101.615,05 6.366.922.524,00 2.276.286.920,00 2.600.494.695,00 46.235.009.753,50
B. Kewajiban Jangka Panjang - -
JUMLAH KEWAIJIBAN 4.479.101.615,05 6.366.922.524,00 2.276.286.920,00 2.600.494.695,00 46.235.009.753,50
3 EKUITAS 1.697.978.872.221,40 | 1.726.877.166.264,98 | 1.751.531.763.946,08 | 1.812.452.559.485,72 1.815.829.470.620,16

JUMLAH EKUITAS

1.697.978.872.221,40

1.726.877.166.264,98

1.751.531.763.946,08

1.812.452.559.485,72

1.815.829.470.620,16

Struktur neraca daerah Kabupaten Seluma selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang stabil dengan

tren pertumbuhan nilai aset dan ekuitas, disertai fluktuasi pada komponen kewajiban. Total aset daerah meningkat dari Rp1,70

triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,86 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan aset tetap,

yang naik secara konsisten dari Rp1,58 triliun (2020) menjadi Rp1,79 triliun (2024). Pertumbuhan aset tetap menunjukkan

akumulasi investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur dan barang milik daerah yang bernilai jangka panjang.

Namun demikian, terdapat penurunan signifikan pada aset lancar, dari Rp77,0 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp46,7

miliar pada tahun 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena aset lancar mencerminkan likuiditas jangka pendek

pemerintah daerah untuk membiayai kewajiban operasional. Sementara itu, aset lainnya mengalami fluktuasi tajam, dengan

penurunan drastis pada 2022 dan ketidakstabilan di tahun-tahun berikutnya.
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Dari sisi kewajiban, angka total menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil
selama empat tahun pertama, namun melonjak signifikan pada tahun 2024
menjadi Rp46,23 miliar dari hanya Rp2,60 miliar pada tahun sebelumnya.
Kenaikan kewajiban ini berpotensi menekan posisi fiskal daerah dan memerlukan
penelusuran lebih lanjut terkait sumber utang atau beban jangka pendek yang
ditanggung pada tahun tersebut.

Ekuitas daerah, yang merupakan selisih antara total aset dan kewajiban,
juga meningkat dari Rp 1,69 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1,82 triliun pada
tahun 2024. Tren kenaikan ini menunjukkan akumulasi kekayaan bersih daerah,
yang merefleksikan hasil dari surplus anggaran dan pertumbuhan nilai aset tetap.
Namun, lonjakan kewajiban pada 2024 menyebabkan pertumbuhan ekuitas

menjadi melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, neraca daerah Kabupaten Seluma mencerminkan
penguatan posisi aset dan ekuitas, namun dengan penurunan likuiditas jangka
pendek dan peningkatan kewajiban yang cukup tajam di tahun terakhir. Hal ini
menandakan pentingnya penguatan manajemen aset, pengelolaan kas, serta
pengendalian kewajiban jangka pendek guna menjaga stabilitas fiskal dan

kesehatan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Proyeksi Keuangan Daerah adalah estimasi kondisi keuangan pemerintah
daerah di masa depan yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, serta
potensi defisit atau surplus, yang disusun berdasarkan tren historis dan arah
kebijakan fiskal. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029,
proyeksi keuangan berfungsi sebagai landasan untuk menyusun target
pembangunan yang realistis dan seimbang dengan kapasitas fiskal daerah.
Proyeksi ini memastikan bahwa program prioritas yang direncanakan, seperti
pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penanggulangan
kemiskinan, dapat dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan. Selain itu,

proyeksi keuangan juga membantu mengidentifikasi potensi risiko fiskal dan
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kebutuhan pembiayaan alternatif, sehingga strategi pembangunan dapat disusun

dengan lebih akurat dan bertanggung jawab.

KABUPATEN SELUMA
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Taobzl 11-52. Proyzisi Kzuangan Dazran Tanun Anggaran 2026-2030

NO URAIAN BASELINE TAHUN PROYEKSI TAHUN
2024 2026 2027 2028 2029 2030

1 Pendapatan 1.060.077.768.754,55 | 1.113.981.569.064,21 | 1.158.736.021.221,40 | 1.205.292.652.544,91 | 1.253.724.217.503,72 | 1.304.106.416.128,10
A. Pendapatan Asli Daerah 29.263.800.962,55 30.726.991.011,15 32.263.340.561,71 33.876.507.589,79 35.570.332.969,28 37.348.849.617,75
B. Pendapatan Transfer 1.030.813.967.792,00 | 1.072.046.526.503,68 | 1.114.928.387.563,83 | 1.159.525.523.066,38 | 1.205.906.543.989,04 | 1.254.142.805.748,60
C. Lain-Lain Pendapatan - 11.208.051.549,38 11.544.293.095,86 11.890.621.888,74 12.247.340.545,40 12.614.760.761,76
Daerah Yang Sah

2 Belanja 1.078.461.082.271,42 | 1.113.981.569.064,21 | 1.158.736.021.221,40 | 1.205.292.652.544,91 | 1.253.724.217.503,72 | 1.304.106.416.128,10
A. Belanja Operasi 724.900.679.689,30 719.075.353.154,70 747.964.362.078,97 778.016.678.060,08 809.279.264.124,09 841.800.984.657,56
B. Belanja Modal 138.137.554.734,12 157.862.052.810,10 164.204.195.163,37 170.801.723.880,86 177.664.948.980,38 184.804.597.894,51
C. Belanja Tak Terduga 144.375.926,00 101.842.416,12 105.933.957,37 110.190.257,43 114.617.967,66 119.224.008,71
D. Belanja Transfer 215.278.471.922,00 232.283.232.816,47 241.615.262.285,09 251.323.075.352,37 261.421.842.505,62 271.927.348.429,48

3 Pembiayaan 13.397.678.869,04 = - - - -

A. Penerimaan Pembiayaan

13.397.678.869,04

B. Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

13.397.678.869,04

1.113.981.569.064,21

1.158.736.021.221,40

1.205.292.652.544,91

1.253.724.217.503,72

1.304.106.416.128,10

Proyeksi keuangan Kabupaten Seluma menunjukkan arah yang stabil dan terkendali selama periode tahun anggaran 2026

hingga 2030. Total pendapatan daerah diperkirakan meningkat dari Rp1,11 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,30 triliun pada

tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang moderat. Peningkatan ini didominasi oleh pendapatan transfer yang

secara konsisten menjadi sumber utama pendapatan daerah, mencapai lebih dari 95% dari total pendapatan tiap tahunnya.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren peningkatan, dari Rp30,72 miliar pada tahun 2026 menjadi

Rp37,35 miliar pada tahun 2030. Meskipun kontribusinya masih terbatas, pertumbuhan PAD ini menjadi indikasi adanya upaya

peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber lokal.
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Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang mulai muncul pada tahun
2026, turut memberikan tambahan kontribusi terhadap pendapatan daerah,
meskipun dalam porsi yang masih kecil. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi
sumber penerimaan yang mulai dikembangkan.

Dari sisi belanja daerah, total belanja dirancang setara dengan total
pendapatan pada setiap tahun, menunjukkan komitmen terhadap prinsip
anggaran berimbang. Komposisi belanja didominasi oleh belanja operasi, yang
meningkat dari Rp719,08 miliar menjadi Rp841,80 miliar selama periode lima
tahun. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin
keberlangsungan pelayanan dasar dan operasional pemerintahan. Belanja modal
juga mengalami peningkatan secara bertahap, mengindikasikan adanya perhatian
terhadap investasi infrastruktur dan penguatan aset daerah yang bersifat
produktif. Belanja transfer, terutama untuk mendukung pemerintahan desa, juga
mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Sementara belanja tak terduga
dialokasikan secara proporsional untuk menjaga fleksibilitas dalam menghadapi
kondisi darurat.

Untuk tahun 2024, terdapat penerimaan pembiayaan netto sebesar
Rp 13,39 miliar, namun dalam periode 2026-2030 tidak direncanakan adanya
pembiayaan baru, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini
menunjukkan bahwa daerah tidak berencana menambah beban fiskal dari
pembiayaan utang atau sumber lainnya, dan lebih mengandalkan keseimbangan
antara pendapatan dan belanja.

Secara keseluruhan, proyeksi keuangan Kabupaten Seluma tahun 2026-
2030 mencerminkan arah kebijakan fiskal yang konservatif, realistis, dan
berkelanjutan. Konsistensi dalam menjaga keseimbangan anggaran, peningkatan
bertahap pada PAD, serta fokus pada belanja pembangunan dan pelayanan
publik menjadi landasan penting dalam mendukung visi pembangunan jangka
menengah daerah. Penguatan strategi peningkatan pendapatan daerah dan
efisiensi belanja akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas fiskal dan
memperluas ruang fiskal untuk mendukung program prioritas RPJIMD 2025-

2029.
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2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Gambaran kondisi Kabupaten Seluma yang telah diuraikan sebelumnya
menunjukkan adanya masalah pembangunan daerah yang masih perlu
diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang adaptif dan solutif untuk
menghadapi berbagai kondisi masyarakat yang belum ideal. Analisis isu strategis
menawarkan solusi dengan menghasilkan rumusan isu yang adaptif dan solutif
dalam mengatasi permasalahan daerah. Isu strategis juga merupakan tantangan
atau peluang yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.
Perumusan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Seluma juga dipengaruhi
oleh kebijakan di tingkat nasional dan provinsi. Kondisi sosial, politik, dan
ekonomi di level nasional dan Provinsi Bengkulu juga perlu diperhatikan untuk
memastikan kesinambungan terhadap isu-isu dan masalah yang harus
diselesaikan bersama.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahap
penting karena berdampak langsung pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang
akan ditetapkan pada tahap berikutnya. Selain berdasarkan dokumen
perencanaan dan literatur yang relevan, perumusan ini juga sangat
memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah di Kabupaten Seluma melalui
diskusi langsung. Diskusi ini bertujuan untuk menambah referensi terkait
permasalahan yang ada serta mengkonfirmasi kepada pemangku kepentingan
atau pelaksana urusan terkait apakah permasalahan tersebut masih terjadi dan
bagaimana potensinya di masa depan.

Perumusan permasalahan Kabupaten Seluma dimulai dari indikator
pembangunan yang ada pada beberapa dokumen perencanaan maupun
dokumen pendukungnya dari level nasional, seperti metadata Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pedoman lingkungan hidup strategis, standar
pelayanan minimal (SPM), hingga dokumen dan hasil kajian level kota yang telah
dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari beberapa pemilihan indikator tersebut,
akhirnya diperoleh indikator yang dapat dijadikan rekomendasi untuk dokumen

jangka menengah Kabupaten Seluma. Dalam perumusan permasalahan dan isu
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strategis Kabupaten Seluma, beberapa dokumen pembangunan yang telah
disusun oleh perangkat daerah menjadi referensi sebagai bahan masukan dalam

menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan.

Penelaahan Dokumen
KLHS Kabupaten
Seluma 2025-2045

Penelaahan RPJMN &
Agenda
Pembangunan
Wilayah Sumatera

Permasalahan
Pembangunan
Berdasarkan Analisa
Terhadap Hasil
Pembangunan
Periode Lalu

Penetapan Isu-
isu Strategis
Kabupaten

Seluma 2025-

Penelaahan Isu
Strategis Global

Gambar I-21. Penstapan lsu-isu Strategis Kabupatzn Szluma 2025-2029

2.6.1. Permasalan Kabupaten Seluma

Permasalahan pembangunan daerah mencerminkan kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan,
serta kesenjangan antara target masa depan dengan kondisi riil saat perencanaan
dibuat. Berdasarkan definisi tersebut, permasalahan pembangunan tidak hanya
dilihat dari capaian pembangunan saat ini yang belum mencapai target dan dinilai
masih kurang, tetapi juga dari kondisi yang sudah baik namun masih perlu
ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat

di masa depan.
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Pembangunan &
Pemerataan,
dan Daya saing
Permasalahan ekonomi

Kabupaten
Seluma

Sosial, budaya
dan
kesejahteraan
masyarakat

Gambar [1-22. Permasalahan Kabupaizn Ssluma

Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, diperlukan
perumusan analisis permasalahan pembangunan daerah yang tepat. Berdasarkan
hasil analisis permasalahan pembangunan daerah di setiap bidang urusan sesuai
dengan kondisi objektif daerah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta
kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan
daerah, diketahui lima permasalahan utama di Kabupaten Seluma sebagai

berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Belum optimalnya pembangunan ekonomi & pemerataan wilayah
3. Masih tingginya permasalahan sosial, lemahnya pelestarian budaya,
dan belum meratanya kesejahteraan masyarakat
4. Terjadinya tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan
hidup
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan
Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Seluma diidentifikasi
melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis
pembangunan. Penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Seluma

berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah. Rencana
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Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma menjadi acuan dalam penyelanggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah strategis secara efektif dan efisien

dalam jangka waktu 2025 hingga 2029. Secara garis besar, pembahasan

dokumen ini terdiri dari beberapa bagian yaitu gambaran umum kondisi daerah,

permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah

kebijakan, pendanaan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan

analisis, terdapat beberapa poin yang menjadi masalah pokok di Kabupaten

Seluma. Masalah pokok tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun

beberapa isu strategis di Kabupaten Seluma mengingat secara konseptual isu

strategis juga dapat berupa potensi masalah.

Taozl 1I-53 Rumusan Permasalahan abupaien Szluma

Daya Saing
Sumber Daya
Manusia

Peningkatan
Kualitas
Pendidikan

Rata-rata lama sekolah
masih di bawah target

wajib belajar 12 tahun.

Partisipasi sekolah
SMA/SMK masih
rendah

Kurangnya sarana dan
prasarana sekolah,
termasuk laboratorium
dan perpustakaan

Rata-rata lama
sekolah Kabupaten
Seluma 8,64 tahun
(2023), meningkat
dari 8,31 tahun
(2020) tetapi masih di
bawah rata-rata
Provinsi Bengkulu
9,12 tahun.

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/SMK 61,2%
(2023), lebih rendah
dibandingkan
Kabupaten Bengkulu
Utara 68,5%.

Peningkatan

Angka stunting masih

Prevalensi stunting

Kualitas tinggi meskipun tren 21,4% (2023), turun
Kesehatan mengalami penurunan dari 24,7% (2021)
Masyarakat Fasilitas kesehatan tetapi masih lebih
belum merata, tinggi dari target
terutama di daerah nasional 14% pada
terpencil. 2024.
Rasio dokter per Rasio dokter per
penduduk masih 1.000 penduduk 0,27
rendah di Seluma, lebih
rendah dibandingkan
Bengkulu Tengah
0,35.
Penguatan Partisipasi perempuan Tingkat Partisipasi
Kesetaraan dalam angkatan kerja Angkatan Kerja (TPAK)
Gender masih rendah. perempuan 42,1%

(2023), lebih rendah
dibandingkan
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Bengkulu Utara
45,6% dan rata-rata
nasional 53,4%

Pemuda dan

Fasilitas olahraga

Olahraga belum merata
Pembangunan Persentase Angka kemiskinan Angka kemiskinan
ekonomi dan Kemiskinan masih cukup tinggi 12,3% (2023),
infrastruktur Masih Tinggi menurun dari 13,1%
(2020), tetapi masih
lebih tinggi
dibandingkan rata-
rata Provinsi Bengkulu
11,2%
Penguatan Produktivitas pangan Produksi padi 45.600
Ketahanan utama menurun ton (2023), turun dari
Pangan 48.200 ton (2020)
Ketergantungan Kerentanan terhadap Sektor primer
sektor primer fluktuasi harga dan mendominasi sebesar
(pertanian, kondisi pasar 47,39% (2023)

kehutanan dan
perikanan) masih

tinggi

(regional/internasional)

terhadap PDRB.

Peningkatan

Industri pengolahan

Sebagian besar hasil

Produktivitas hasil pertanian masih pertanian dijual dalam

dan Hilirisasi terbatas bentuk mentah, tanpa

Pertanian nilai tambah melalui
hilirisasi.

Penguatan Keterbatasan akses Dari 42.126 rumah

UMKM,IKM, permodalan dan tangga pertanian,

Koperasi dan rendahnya adopsi 31.965 (76%) tidak

BUMDes teknologi oleh UMKM memiliki akses
terhadap kredit usaha
rakyat

Perbaikan Kondisi infrastruktur 38% jalan kabupaten

Infrastruktur jalan masih belum baik dalam kondisi rusak.

Perkotaan,

Pedesaan dan

Perbatasan

Fasilitas Sarana dan prasarana Jumlah kunjungan

Pariwisata wisata belum optimal. wisatawan 15.000

orang (2023), lebih
rendah dibandingkan
Kabupaten Mukomuko
20.000 orang.

Penataan Ruang
Terencana

Tata ruang belum
sesuai dengan
kebutuhan
perkembangan wilayah

Kebijakan
pengembangan tata
ruang berbasis zonasi
ekonomi perlu
dikembangkan

Konektivitas dan
integrasi
infrastruktur

Minimnya konektivitas
dan integrasi
infrastruktur untuk
mendukung rantai
pasok industri dan
perdagangan

Kondisi jalan yang
belum optimal,
keterbatasan pusat
distribusi barang,
serta rendahnya
adopsi teknologi
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dalam sistem logistik
menyebabkan biaya
distribusi yang lebih
tinggi dan
menghambat daya
saing daerah
S Tata Kelola Efisiensi Ketergantungan PAD berkontribusi
Pemerintahan Anggaran terhadap dana hanay 5,27% dari
Pemerintah perimbangan (transfer realisasi anggaran
daerah) cukup tinggi pendapatan daerah
(2023).
Supremasi Tingkat kriminalitas Jumlah kasus
Hukum masih tinggi kriminalitas 145 kasus
(2023), meningkat
dari 130 kasus
(2020).
Peningkatan dan Kompetensi ASN belum Sertifikasi kompetensi
Kompetensi ASN merata di semua sektor ASN perlu di
pelayanan publik tingkatkan
4. Sosial dan Keamanan dan Kasus konflik dan Angka konflik
Kesejahteraan Ketentraman ketertiban umum masih mengalami
Masyarakat terjadi peningkatan dari 20
kasus (2020) menjadi
33 kasus (2023)
Penguatan Pelestarian budaya Peningkatan anggaran
Akhlak dan lokal perlu di pengembangan
Budaya optimalkan budaya perlu di
optimalkan
5. Lingkungan Peningkatan Pencemaran dan Rasio tutupan lahan
yang Kualitas kerusakan lingkungan hijau mengalamai
Berkelanjutan Lingkungan dan terus meningkat penurunan 32%
Permukiman (2023), turun dari
36% (2020) akibat
alih fungsi lahan
Pengelolaan Kapasitas pengelolaan Mayoritas sampah
Tempat sampah masih rendah dibuang dalam lubang
Pembuangan atau dibakar
Akhir
Permasalahan utama yang berkaitan dengan daya saing sumber daya
manusia di Kabupaten Seluma mencakup aspek pendidikan, kesehatan,

kesetaraan gender, serta pengembangan pemuda dan olahraga. Setiap

permasalahan dirinci dalam bentuk isu spesifik beserta item permasalahan yang

lebih terfokus, disertai dengan analisis berdasarkan tren dan perbandingan data

antarwaktu maupun antarwilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai kondisi eksisting serta menunjukkan
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celah yang masih perlu diintervensi secara strategis guna meningkatkan kualitas
dan daya saing SDM di Kabupaten Seluma. Berikut ini tabel analisa

permasalahan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten

Seluma:
Taozl 11-54 Analisa Permasalahan Sumbzer Daya Manusia dan Daya Saing
Manusia di Kabupaizn Szluma
Daya Saing Peningkatan Rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah
Sumber Daya Kualitas masih di bawah target Kabupaten Seluma 8,64
Manusia Pendidikan wajib belajar 12 tahun. tahun (2023),

Partisipasi sekolah
SMA/SMK masih rendah

Kurangnya sarana dan
prasarana sekolah,
termasuk laboratorium
dan perpustakaan

meningkat dari 8,31
tahun (2020) tetapi
masih di bawah rata-
rata Provinsi Bengkulu
9,12 tahun.

Angka Partisipasi Murni
(APM) SMA/SMK 61,2%
(2023), lebih rendah
dibandingkan
Kabupaten Bengkulu
Utara 68,5%.

Peningkatan

Angka stunting masih

Prevalensi stunting

Kualitas tinggi meskipun tren 21,4% (2023), turun
Kesehatan mengalami penurunan dari 24,7% (2021)
Masyarakat Fasilitas kesehatan tetapi masih lebih tinggi
belum merata, terutama dari target nasional
di daerah terpencil. 14% pada 2024.
Rasio dokter per Rasio dokter per 1.000
penduduk masih rendah penduduk 0,27 di
Seluma, lebih rendah
dibandingkan Bengkulu
Tengah 0,35.
Penguatan Partisipasi perempuan Tingkat Partisipasi
Kesetaraan dalam angkatan kerja Angkatan Kerja (TPAK)
Gender masih rendah. perempuan 42,1%

(2023), lebih rendah
dibandingkan Bengkulu
Utara 45,6% dan rata-
rata nasional 53,4%

Pemuda dan
Olahraga

Fasilitas olahraga belum
merata

Permasalahan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Seluma
merupakan tantangan mendasar yang berdampak luas terhadap kualitas
pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam sektor pendidikan, meskipun

terjadi tren peningkatan dalam rata-rata lama sekolah, kemajuannya masih
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lambat dan belum mampu menjangkau target wajib belajar yang ditetapkan
secara nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu,
capaian Kabupaten Seluma masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi
pelajar pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan bahwa banyak anak
usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA atau SMK. Hal
ini tidak terlepas dari keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak.
Ketimpangan ini menjadi penghambat utama dalam peningkatan mutu
pendidikan dan kompetensi generasi muda di daerah.

Pada aspek kesehatan masyarakat, situasinya juga masih memprihatinkan.
Meskipun prevalensi stunting mengalami penurunan dalam beberapa tahun
terakhir, angkanya masih menunjukkan bahwa permasalahan gizi kronis pada
anak belum sepenuhnya teratasi. Stunting tidak hanya berdampak pada tumbuh
kembang fisik, tetapi juga menurunkan kapasitas kognitif anak-anak, yang
berimplikasi jangka panjang terhadap kualitas SDM. Kondisi ini diperburuk oleh
masih rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter, serta belum
meratanya distribusi fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah
terpencil dan perdesaan. Kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan yang
memadai ini menciptakan ketimpangan kesejahteraan dan memperbesar risiko
ketahanan sosial masyarakat yang lemah.

Dalam hal kesetaraan gender, partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga
masih jauh dari harapan. Perempuan belum memiliki akses dan peluang yang
setara dalam berkontribusi terhadap sektor ekonomi, jika dibandingkan dengan
laki-laki maupun dengan perempuan di wilayah kabupaten lain yang lebih maju.
Rendahnya tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja dapat disebabkan oleh
hambatan sosial dan budaya, kurangnya dukungan infrastruktur penunjang, serta
terbatasnya program pemberdayaan ekonomi perempuan. Sementara itu, pada
sektor kepemudaan dan olahraga, ketersediaan fasilitas yang belum merata
menjadi penghalang dalam pengembangan potensi dan kreativitas generasi

muda. Banyak pemuda yang tidak memiliki ruang dan sarana untuk menyalurkan
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minat serta bakatnya, sehingga potensi sumber daya ini belum tergali secara
maksimal.

Kondisi-kondisi tersebut jika dibiarkan akan berdampak sistemik terhadap
masa depan pembangunan Kabupaten Seluma. Rendahnya capaian pendidikan
dan minimnya kualitas kesehatan akan menghasilkan angkatan kerja yang kurang
kompeten dan tidak sehat, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas
ekonomi daerah. Ketimpangan gender akan menghambat upaya pembangunan
yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, lemahnya dukungan terhadap
pemuda dapat memperbesar risiko pengangguran, keterpinggiran sosial, dan
meningkatnya masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang
bersifat holistik dan berkelanjutan, dengan pendekatan lintas sektor yang
menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Investasi di
bidang pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pemuda bukan hanya
kebutuhan, tetapi juga merupakan strategi utama untuk meningkatkan daya saing

daerah dalam menghadapi dinamika global dan regional ke depan.

Taobzl 11-55 Analisa Permasalanan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruikur i

Kabupaizn Szluma

Pembangunan Persentase Angka kemiskinan masih e Angka kemiskinan

ekonomi dan Kemiskinan Masih cukup tinggi 12,3% (2023), menurun

infrastruktur Tinggi dari 13,1% (2020),
tetapi masih lebih tinggi
dibandingkan rata-rata
Provinsi Bengkulu
11,2%

Penguatan Ketahanan Produktivitas pangan e  Produksi padi 45.600

Pangan utama menurun ton (2023), turun dari
48.200 ton (2020)
Ketergantungan Kerentanan terhadap e  Sektor primer

sektor primer
(pertanian, kehutanan
dan perikanan) masih

tinggi

fluktuasi harga dan
kondisi pasar
(regional/internasional)

mendominasi sebesar
47,39% (2023)
terhadap PDRB.

Peningkatan
Produktivitas dan
Hilirisasi Pertanian

Industri pengolahan hasil
pertanian masih terbatas

Sebagian besar hasil
pertanian dijual dalam
bentuk mentah, tanpa
nilai tambah melalui
hilirisasi.

Penguatan

Keterbatasan akses

Dari 42.126 rumah
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UMKM,IKM, Koperasi

permodalan dan

tangga pertanian,

dan BUMDes rendahnya adopsi 31.965 (76%) tidak
teknologi oleh UMKM memiliki akses terhadap
kredit usaha rakyat
Perbaikan Kondisi infrastruktur 38% jalan kabupaten
Infrastruktur jalan masih belum baik dalam kondisi rusak.

Perkotaan, Pedesaan
dan Perbatasan

Fasilitas Pariwisata

Sarana dan prasarana
wisata belum optimal.

Jumlah kunjungan
wisatawan 15.000
orang (2023), lebih
rendah dibandingkan
Kabupaten Mukomuko
20.000 orang.

Penataan Ruang
Terencana

Tata ruang belum sesuai
dengan kebutuhan
perkembangan wilayah

Kebijakan
pengembangan tata
ruang berbasis zonasi
ekonomi perlu
dikembangkan

Konektivitas dan
integrasi infrastruktur

Minimnya konektivitas
dan integrasi
infrastruktur untuk
mendukung rantai pasok
industri dan
perdagangan

Kondisi jalan yang
belum optimal,
keterbatasan pusat
distribusi barang, serta
rendahnya adopsi
teknologi dalam sistem
logistik menyebabkan
biaya distribusi yang
lebih tinggi dan
menghambat daya saing
daerah

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Kabupaten Seluma masih

menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Gambaran utama
permasalahan terletak pada rendahnya efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam
menurunkan kemiskinan secara signifikan, ketergantungan yang tinggi pada
sektor primer, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung kegiatan
ekonomi.

Salah satu permasalahan mendasar adalah masih tingginya angka
kemiskinan meskipun terjadi tren penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa
pertumbuhan ekonomi belum cukup inklusif untuk menjangkau kelompok rentan
dan belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Kondisi ini

diperparah oleh menurunnya produktivitas pangan utama, yang menunjukkan
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lemahnya ketahanan pangan lokal, serta masih terbatasnya hilirisasi hasil
pertanian yang menyebabkan rendahnya nilai tambah komoditas lokal.

Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer, seperti
pertanian, kehutanan, dan perikanan, menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi
harga dan kondisi pasar regional maupun internasional. Ketergantungan ini juga
berdampak pada lambatnya diversifikasi ekonomi dan terbatasnya kontribusi
sektor sekunder dan tersier dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Pelaku usaha lokal seperti UMKM, IKM, koperasi, dan BUMDes menghadapi
hambatan serius dalam mengakses permodalan serta rendahnya kemampuan
dalam mengadopsi teknologi. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan
kapasitas usaha dalam mengembangkan skala produksi dan memperluas pasar.

Di sisi lain, kondisi infrastruktur yang belum memadai juga menjadi
penghambat utama dalam mendorong efisiensi ekonomi dan mobilitas
masyarakat. Banyak ruas jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak, terutama di
wilayah perdesaan dan perbatasan. Demikian pula fasilitas pendukung sektor
pariwisata belum optimal, sehingga potensi daerah dalam menarik wisatawan
belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Permasalahan lainnya menyangkut penataan ruang yang belum sepenuhnya
adaptif terhadap dinamika perkembangan wilayah dan kebutuhan ekonomi.
Ketidaksesuaian tata ruang dengan zonasi kegiatan ekonomi menyebabkan
pembangunan cenderung tidak terarah dan menimbulkan ketimpangan wilayah.
Di samping itu, konektivitas dan integrasi infrastruktur logistik dan perdagangan
juga masih lemah, ditandai dengan minimnya pusat distribusi dan rendahnya
pemanfaatan teknologi dalam sistem logistik, yang berdampak pada tingginya
biaya distribusi dan rendahnya daya saing daerah.

Melalui identifikasi permasalahan ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis
yang terkoordinasi antara pengembangan ekonomi lokal, perbaikan infrastruktur,
dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendorong transformasi ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Seluma.
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Tavzl 1I-58 Analisa Permasalanan Tata K2lola Pemerintanan di Kaouoaizn

Szluma
Tata Kelola Efisiensi Ketergantungan e  PAD berkontribusi hanay
Pemerintahan Anggaran terhadap dana 5,27% dari realisasi
Pemerintah perimbangan (transfer anggaran pendapatan
daerah) cukup tinggi daerah (2023).
Supremasi Hukum Tingkat kriminalitas e Jumlah kasus kriminalitas
masih tinggi 145 kasus (2023),
meningkat dari 130 kasus
(2020).
Peningkatan dan Kompetensi ASN belum e  Sertifikasi kompetensi
Kompetensi ASN merata di semua sektor ASN perlu di tingkatkan
pelayanan publik

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Seluma masih menghadapi sejumlah
tantangan mendasar yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kinerja
pembangunan daerah secara keseluruhan. Permasalahan utama terletak pada
efisiensi anggaran, penegakan supremasi hukum, serta kualitas dan pemerataan
kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Dalam hal efisiensi anggaran, struktur pendapatan daerah masih
menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah
pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menggali
potensi pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal, sehingga ruang fiskal untuk
mendanai program pembangunan secara mandiri sangat terbatas.
Ketergantungan ini juga berisiko terhadap keberlanjutan program pembangunan
apabila terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional.

Dari aspek supremasi hukum, tingkat kriminalitas yang masih tinggi
menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya
terjaga. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan kapasitas penegakan hukum
serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan
tertib. Stabilitas hukum yang baik merupakan prasyarat penting bagi iklim
investasi dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kualitas sumber daya manusia aparatur masih menjadi tantangan tersendiri.

Kompetensi ASN belum merata di seluruh sektor pelayanan publik, terutama
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dalam menghadapi tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan yang responsif.
Ketersediaan pelatihan teknis maupun sertifikasi kompetensi yang terbatas
menghambat peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas pelayanan kepada
masyarakat.

Secara keseluruhan, permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di
Kabupaten Seluma menuntut upaya perbaikan yang sistematis, mulai dari
penguatan kemandirian fiskal, penegakan hukum yang lebih efektif, hingga
peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN guna mendorong terciptanya

pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang

berkualitas.
Taovzl 1157 Analisa Permasalanan Sosial dan Keszjanhteraan Masyaraiak di
Kabupaizn Szluma

Sosial dan Keamanan dan Kasus konflik dan e  Angka konflik mengalami

Kesejahteraan Ketentraman ketertiban umum masih peningkatan dari 20 kasus

Masyarakat terjadi (2020) menjadi 33 kasus

(2023)

Penguatan Akhlak Pelestarian budaya lokal e Peningkatan anggaran
dan Budaya perlu di optimalkan pengembangan budaya

perlu di optimalkan

Permasalahan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seluma
menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian serius, khususnya terkait
dengan aspek keamanan, ketertiban umum, serta pelestarian budaya lokal. Dari
sisi keamanan dan ketentraman, masih seringnya terjadi kasus konflik dan
gangguan ketertiban mencerminkan belum optimalnya sistem deteksi dini dan
penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya
penguatan peran lembaga sosial dan aparatur keamanan dalam membangun
harmoni sosial dan menjaga stabilitas lingkungan. Ketidakstabilan sosial
semacam ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta menghambat jalannya

pembangunan.
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Dalam aspek penguatan akhlak dan budaya, pelestarian nilai-nilai budaya
lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Dukungan terhadap kegiatan
budaya, baik dari sisi anggaran maupun program, masih belum memadai untuk
menjaga keberlanjutan warisan budaya yang menjadi identitas daerah. Minimnya
perhatian terhadap sektor ini berpotensi menyebabkan tergerusnya nilai-nilai
lokal yang seharusnya menjadi landasan pembangunan karakter masyarakat.

Tantangan dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Seluma menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif antara
penguatan ketahanan sosial, pelestarian budaya, dan pemberdayaan komunitas
lokal guna menciptakan masyarakat yang aman, tertib, serta berkarakter kuat dan

berdaya saing.

Gamoar [1-23. Analisis tzrhadap Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan rlidup

Lingkungan yang Peningkatan Pencemaran dan e Rasio tutupan lahan

Berkelanjutan Kualitas kerusakan lingkungan hijau mengalamai
Lingkungan dan terus meningkat penurunan 32% (2023),
Permukiman turun dari 36% (2020)

akibat alih fungsi lahan

Pengelolaan Kapasitas pengelolaan e  Mayoritas sampah
Tempat sampah masih rendah dibuang dalam lubang
Pembuangan atau dibakar
Akhir

Kabupaten Seluma menghadapi tantangan yang cukup serius dalam
mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Permasalahan utama
terletak pada penurunan kualitas lingkungan dan belum optimalnya pengelolaan
kawasan permukiman, terutama dalam hal pencemaran, kerusakan lingkungan,
serta pengelolaan sampah.

Salah satu isu yang mencuat adalah peningkatan laju alih fungsi lahan yang
menyebabkan menurunnya tutupan lahan hijau. Kondisi ini berdampak langsung
terhadap keseimbangan ekosistem, menurunkan daya dukung lingkungan, dan

meningkatkan potensi bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Pola
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pemanfaatan ruang yang tidak terkendali menunjukkan perlunya kebijakan
pengendalian dan perlindungan lingkungan yang lebih tegas dan konsisten.

Selain itu, pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) dan sistem
pengelolaan sampah secara umum masih belum memadai. Sebagian besar
masyarakat masih menerapkan metode pembuangan sampah yang tidak ramah
lingkungan, seperti membakar atau membuangnya secara terbuka. Rendahnya
kapasitas layanan persampahan, baik dari sisi infrastruktur maupun manajemen,
turut memperburuk kualitas lingkungan permukiman.

Permasalahan lingkungan di Kabupaten Seluma menuntut penanganan
yang lebih terintegrasi, mulai dari pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan
kualitas tata kelola lingkungan, hingga penguatan sistem pengelolaan sampah
yang berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ini penting untuk menjaga
kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat

secara berkelanjutan.

2.7. Isu Strategis

2.7.1. Isu Strategis Global

Isu strategis global merupakan tantangan atau permasalahan berskala
internasional yang berdampak luas dan lintas batas negara, mencakup berbagai
aspek seperti lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, kesehatan, dan keamanan.
Isu-isu ini muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi, kemajuan teknologi, dan
ketimpangan pembangunan antarnegara, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh
satu negara saja, melainkan membutuhkan kerja sama dan komitmen kolektif dari
seluruh dunia. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada negara maju, tetapi juga
memengaruhi kondisi sosial-ekonomi di tingkat nasional dan daerah, termasuk
dalam aspek ketahanan pangan, bencana alam, inflasi, kemiskinan, dan stabilitas
sosial. Pemerintah daerah perlu memahami dan merespons isu strategis global
dalam setiap perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, agar
kebijakan yang diambil mampu adaptif terhadap dinamika global dan
memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat secara

berkelanjuta. Merujuk dari world bank report, UNICEF Global Report, UN Desa,
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CDC's Global, Global Climate Report dan European Central Bank terdapat 8

(delapan) isu Global sebagai berikut ini:

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi global merupakan salah satu isu paling
mendasar yang terus membayangi tatanan dunia modern. Di tengah kemajuan
teknologi dan pertumbuhan ekonomi global yang pesat, distribusi kekayaan dan
akses terhadap sumber daya masih jauh dari merata. Data dari World Inequality
Database tahun 2024 menunjukkan bahwa 10% individu terkaya menguasai
lebih dari 50% pendapatan nasional di banyak negara besar seperti India, Rusia,
dan Amerika Serikat. Hal ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi belum
sepenuhnya inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, sekitar 3,4 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan
pendapatan kurang dari $6,85 per hari, angka yang mencerminkan kondisi
kerentanan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Ketimpangan ini tidak hanya
berdampak pada ketidakstabilan sosial dan meningkatnya polarisasi, tetapi juga
menjadi hambatan utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, pendidikan yang merata,
serta akses terhadap layanan kesehatan dan pekerjaan yang layak.

Ketidaksetaraan yang semakin melebar juga menimbulkan risiko jangka
panjang terhadap stabilitas ekonomi global, karena melemahkan daya beli
masyarakat luas dan mempersempit basis konsumsi domestik di banyak negara.
Selain itu, ketimpangan dapat memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi
pemerintahan, memperkuat populisme, dan menciptakan ketegangan sosial yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, isu ini menuntut perhatian serius dari seluruh
pemangku kebijakan di tingkat global maupun nasional untuk merumuskan
strategi redistribusi ekonomi yang adil, memperkuat perlindungan sosial, dan
memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir

pihak, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling rentan.
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Transformasi digital dan Revolusi Industri 4.0 telah mengubah secara
fundamental cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengelola sumber daya.
Perkembangan pesat teknologi seperti Internet of Things (loT), kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence/Al), komputasi awan, big data, dan otomatisasi
cerdas menjadi pendorong utama dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi
lintas sektor mulai dari manufaktur, pertanian, hingga layanan publik.
Diperkirakan pasar global Industri 4.0 akan mencapai nilai sebesar 279,75 miliar
dolar AS pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan
(CAGR) sebesar 16,3%. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital telah
menjadi kekuatan disruptif yang tak terelakkan dalam lanskap pembangunan
global, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih
inovatif dan terintegrasi.

Namun, di balik potensi besar tersebut, transformasi digital juga membawa
tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kesenjangan
digital, yakni disparitas akses terhadap teknologi antara negara maju dan
berkembang, atau bahkan antara kawasan urban dan rural di dalam satu negara.
Ketimpangan ini berisiko memperlebar jurang ketidaksetaraan, terutama dalam
akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi berbasis digital.
Selain itu, meningkatnya pemanfaatan data dan teknologi canggih juga
menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang komprehensif, baik terkait
perlindungan data pribadi, etika penggunaan Al, maupun keamanan siber.
Penguatan kapasitas digital dan penyusunan kebijakan yang adaptif menjadi
kunci agar transformasi ini dapat berlangsung secara inklusif, adil, dan

berkelanjutan.

Krisis pangan dan energi telah menjadi isu strategis yang mengancam
ketahanan global, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim,
dan gangguan rantai pasok. Laporan Global Report on Food Crises 2024
mencatat bahwa sekitar 282 juta orang di 59 negara mengalami kelaparan akut,

yang sebagian besar disebabkan oleh konflik bersenjata, tekanan ekonomi, dan
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kejadian iklim ekstrem seperti kekeringan atau banijir. Lonjakan harga pangan
global turut memperparah kerentanan kelompok miskin dan rentan, serta
menghambat pencapaian tujuan pengentasan kelaparan dan malnutrisi di
berbagai wilayah. Ketidakseimbangan antara produksi dan distribusi pangan juga
menunjukkan lemahnya sistem pertanian dan logistik global dalam menghadapi
guncangan berskala besar.

Krisis energi global semakin memperkuat tekanan terhadap perekonomian
dunia. Ketidakstabilan pasokan energi akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga
minyak dan gas, serta keterbatasan akses terhadap energi bersih menghambat
pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesenjangan energi antarnegara.
Harga energi yang tinggi tidak hanya membebani rumah tangga, tetapi juga
menurunkan daya saing industri, khususnya di negara-negara berkembang.
Situasi ini menunjukkan urgensi transisi menuju energi terbarukan yang lebih
stabil, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong investasi dalam

ketahanan energi nasional dan sistem pangan yang adaptif terhadap krisis global.

Migrasi internasional dan urbanisasi menjadi fenomena global yang terus
meningkat seiring dengan perubahan demografi, ketimpangan pembangunan,
serta tekanan sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2024,
jumlah migran internasional tercatat mencapai 304 juta orang, naik signifikan
dari 275 juta pada tahun 2020. Migrasi terjadi karena berbagai faktor seperti
konflik, perubahan iklim, kemiskinan, serta harapan terhadap kehidupan yang
lebih baik di negara atau kota tujuan. Mobilitas manusia dalam skala besar ini
tidak hanya berdampak pada negara tujuan, tetapi juga membawa konsekuensi
sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks bagi negara asal maupun transit.

Urbanisasi yang berlangsung dengan sangat cepat telah menciptakan
tekanan besar terhadap kota-kota global, terutama di negara berkembang.
Pertumbuhan populasi perkotaan yang tidak diimbangi dengan pembangunan
infrastruktur dan layanan dasar yang memadai menyebabkan munculnya berbagai
permasalahan seperti kemacetan, kekurangan perumahan layak, sanitasi buruk,

dan akses terbatas terhadap layanan pendidikan serta kesehatan. Selain itu,
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urbanisasi juga memperbesar risiko ketimpangan sosial dan segregasi wilayah di
dalam kota itu sendiri, yang dapat memicu konflik sosial dan marginalisasi
kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan tata ruang yang
berkelanjutan dan kebijakan migrasi yang inklusif agar proses urbanisasi dan
perpindahan penduduk dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang adil

dan berkelanjutan.

Penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan menjadi fenomena
global yang kian mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hasil survei Pew
Research Center pada Mei 2024 menunjukkan bahwa hanya 22% warga Amerika
Serikat yang percaya bahwa pemerintah mereka akan melakukan hal yang benar.
Kondisi serupa juga terlihat di negara-negara OECD, di mana 44% responden
menyatakan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kepercayaan terhadap
pemerintah nasional. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
ketidaktransparanan, korupsi, ketidakefisienan layanan publik, serta kegagalan
pemerintah dalam merespons krisis seperti pandemi dan perubahan iklim. Ketika
kepercayaan publik menurun, legitimasi pemerintah pun turut tergerus, memicu
apatisme politik, penurunan partisipasi warga negara, hingga meningkatnya
populisme dan disinformasi.

Dampak dari fenomena global ini juga berpotensi dirasakan di tingkat lokal,
termasuk di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketika masyarakat mulai meragukan
integritas dan kapabilitas pemerintah daerah, akan muncul hambatan dalam
pelaksanaan program pembangunan, resistensi terhadap kebijakan publik, dan
menurunnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi lokal. Kurangnya
kepercayaan dapat memperlambat reformasi birokrasi dan melemahkan
efektivitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal
ini perlu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan
responsif. Penguatan komunikasi publik, pemanfaatan teknologi digital seperti
Command Center, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kebijakan
menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat

dan mewujudkan pemerintahan daerah yang inklusif dan akuntabel.
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Ancaman pandemi dan gangguan kesehatan global masih menjadi
perhatian utama dunia, bahkan setelah berakhirnya fase krisis dari pandemi
COVID-19. Tahun 2024 mencatat setidaknya 17 wabah penyakit menular yang
tergolong berbahaya, termasuk kemunculan virus Marburg dan varian baru flu
burung (H5Nx), yang menunjukkan bahwa potensi penyebaran penyakit lintas
negara tetap tinggi. Selain itu, kasus demam berdarah dilaporkan mencapai lebih
dari 12 juta di berbagai wilayah tropis, menjadikannya angka tertinggi sepanjang
sejarah. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya sistem ketahanan
kesehatan global, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya respons cepat,
koordinasi lintas negara, serta investasi berkelanjutan dalam sistem pengawasan
dan deteksi dini.

Di tengah mobilitas manusia yang semakin tinggi, urbanisasi yang padat,
dan perubahan iklim yang memperluas habitat vektor penyakit, sistem kesehatan
masyarakat harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap ancaman baru
maupun yang terus berkembang. Pandemi tidak hanya berdampak pada sektor
kesehatan, tetapi juga menghantam stabilitas ekonomi, pendidikan, dan struktur
sosial. Oleh karena itu, pembangunan sistem kesehatan yang tangguh dan
inklusif, termasuk di tingkat lokal seperti Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi
sangat penting. Upaya ini meliputi penguatan layanan kesehatan primer,
peningkatan kapasitas tenaga medis, pemanfaatan teknologi informasi untuk
pelacakan dan pengawasan penyakit, serta edukasi masyarakat secara masif agar

siap menghadapi risiko kesehatan global di masa depan.

Geopolitik dan fragmentasi global menjadi salah satu isu strategis yang
semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan antarnegara,
terutama antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, telah
menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional yang ditandai dengan
meningkatnya proteksionisme, sanksi ekonomi, serta pembentukan blok-blok
aliansi baru yang saling bersaing. Situasi ini memicu ketidakstabilan global dan

menciptakan ketidakpastian dalam sistem perdagangan internasional, aliran
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modal, serta rantai pasok global. Data terbaru menunjukkan bahwa fragmentasi
geopolitik telah menyebabkan penurunan aliran investasi langsung asing (FDI)
global sekitar 3% atau setara dengan €30 miliar pada tahun 2024. Hal ini
menjadi indikator bahwa kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dunia
turut tergerus akibat eskalasi ketegangan politik antarnegara.

Dampak dari fragmentasi geopolitik ini tidak hanya dirasakan di tingkat
global, tetapi juga menular ke tingkat nasional dan daerah. Ketidakpastian dalam
perdagangan dan investasi internasional dapat memengaruhi stabilitas harga
komoditas, kelangkaan barang impor penting, serta menurunkan daya saing
ekspor daerah. Bagi daerah seperti Kabupaten Bengkulu Tengah, kondisi ini
menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investasi, menjaga stabilitas
ekonomi lokal, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi
domestik melalui penguatan sektor ekonomi lokal, diversifikasi sumber
pertumbuhan, serta membangun iklim investasi yang kondusif agar tetap resilien

terhadap dampak dinamika geopolitik global.

Perubahan iklim dan krisis ekologis merupakan tantangan terbesar umat
manusia di abad ke-21 yang dampaknya semakin nyata dan luas. Tahun 2024
mencatat rekor suhu rata-rata global tertinggi dalam sejarah, dengan 14,5%
permukaan bumi mengalami suhu ekstrem pada bulan Juni. Kenaikan suhu ini
mendorong peningkatan intensitas dan frekuensi bencana alam seperti
gelombang panas, banjir bandang, kekeringan ekstrem, dan badai tropis. Selain
itu, kebakaran hutan besar-besaran, terutama di wilayah tropis seperti Amazon,
Afrika Tengah, dan Asia Tenggara, telah menyebabkan kehilangan hutan seluas
6,7 juta hektar angka tertinggi dalam dua dekade terakhir. Peristiwa ini tidak
hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memperburuk krisis
keanekaragaman hayati, meningkatkan emisi karbon, serta mengganggu siklus
air dan pertanian global.

Di tengah tekanan tersebut, krisis ekologis juga memperbesar risiko

terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi,
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terutama bagi negara berkembang dan daerah yang bergantung pada sumber
daya alam. Kabupaten Bengkulu Tengah, misalnya, yang memiliki wilayah pesisir,
pertanian, dan hutan, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti abrasi
pantai, gagal panen, dan berkurangnya debit air bersih. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
ke dalam seluruh kebijakan sektoral, termasuk melalui konservasi lingkungan,
penggunaan energi terbarukan, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta
edukasi masyarakat terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya ini
penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin kesejahteraan

generasi saat ini dan mendatang.

2.7.2. Isu Strategis Nasional

Pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 menjadi tahap awal
dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai agenda pembangunan
jangka menengah tahap pertama, periode ini menitikberatkan pada transformasi
fundamental di berbagai sektor guna memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi
yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Fokus utama
pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi transformasi sosial,
transformasi ekonomi, transformasi tata kelola pemerintahan, supremasi hukum
dan stabilitas nasional, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Strategi
pembangunan ini dirancang untuk memastikan peningkatan kualitas SDM,
percepatan industrialisasi berbasis nilai tambah, optimalisasi pemanfaatan
sumber daya alam, dan penguatan daya saing ekonomi digital serta energi hijau.

Dalam konteks pembangunan kewilayahan, RPJMN 2025-2029
memberikan arah yang lebih terintegrasi bagi setiap pulau dan kawasan strategis,
termasuk Sumatera. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional,
Sumatera memiliki peran krusial dalam mendukung target pembangunan
nasional, terutama melalui penguatan mata rantai bioindustri dan industri maritim
yang berdaya saing serta berkelanjutan. Kontribusi wilayah ini terhadap
perekonomian nasional pada tahun 2022 mencapai 22,0% dan diproyeksikan

meningkat menjadi 22,3% pada 2029. Potensi geografis Sumatera sebagai jalur
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perdagangan maritim global menjadikannya strategis untuk pengembangan
industri berbasis sumber daya alam, pertanian-agroindustri, pariwisata
berkelanjutan, serta percepatan transisi energi terbarukan. Namun demikian,
masih terdapat berbagai tantangan seperti ketimpangan akses infrastruktur,
degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi, serta belum optimalnya hilirisasi
sektor unggulan yang perlu diatasi melalui kebijakan pembangunan yang tepat
dan terarah.

Dengan mengacu pada kerangka pembangunan nasional yang telah
ditetapkan, penelaahan RPJMN 2025-2029 menjadi langkah penting dalam
memahami bagaimana kebijakan jangka menengah ini akan diimplementasikan
di daerah. Kajian terhadap isu strategis yang dihadapi serta arah kebijakan
pembangunan wilayah Sumatera menjadi bagian integral dalam memastikan
bahwa program pembangunan yang dirancang selaras dengan kebutuhan dan
potensi lokal, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Agenda pembangunan nasional jangka menengah 2025-2029 berfokus
pada percepatan transformasi di berbagai sektor guna mewujudkan
pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dalam
menghadapi tantangan struktural, pembangunan nasional diarahkan pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi,
optimalisasi tata kelola pemerintahan, serta ketahanan sosial, budaya, dan
ekologi. Selain itu, penguatan supremasi hukum, stabilitas nasional, dan
kepemimpinan global menjadi elemen kunci dalam memastikan kesinambungan
pembangunan yang efektif.

Strategi pembangunan dalam lima tahun ke depan juga menitikberatkan
pada hilirisasi industri, transisi energi, percepatan digitalisasi, serta pengelolaan
lingkungan yang lebih berkelanjutan. Di tengah dinamika global yang semakin
kompleks, termasuk ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, serta disrupsi
teknologi, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang adaptif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu,

keberhasilan pembangunan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 1148
Kabupaten Seluma Periode 2025-2030 e




dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil guna memastikan kebijakan yang

diterapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fokus agenda pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2025-2029
adalah Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan
perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia
produktif. Tujuan utama dari transformasi ini adalah melahirkan individu yang
sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing. Namun,
masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya di masing-masing
bidang pembangunan, yang memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk
memastikan layanan dasar dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat.

Sektor kesehatan, tantangan utama mencakup rendahnya cakupan dan
kualitas layanan kesehatan serta gizi masyarakat, mulai dari ibu dan anak, usia
sekolah, usia produktif, hingga lansia. Pengendalian penyakit dan ketahanan
sistem kesehatan juga belum optimal, dengan tingginya angka penyakit menular,
peningkatan penyakit tidak menular, serta ancaman penyakit yang berpotensi
menjadi wabah. Selain itu, disparitas dalam sistem kesehatan di berbagai wilayah
menyebabkan ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima
masyarakat. Di sektor pendidikan, tantangan yang dihadapi meliputi
ketimpangan akses dan partisipasi pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial-
ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan akibat keterbatasan sarana-prasarana,
serta belum meratanya distribusi guru berkualitas. Produktivitas dan daya saing
perguruan tinggi juga masih rendah dalam kompetisi global.

Perlindungan sosial berfokus pada percepatan pengurangan kemiskinan
dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, terutama bagi kelompok rentan.
Namun, tantangan seperti ketidaktepatan sasaran program bantuan sosial,
dampak bencana alam dan perubahan iklim, serta keterbatasan layanan bagi
penyandang disabilitas dan lansia masih menjadi kendala. Selain itu, akses
terhadap hunian layak dan terjangkau masih terbatas, serta penyelenggaraan
program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan

literasi masyarakat. Program perlindungan sosial yang belum sepenuhnya
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inklusif, terutama bagi pekerja informal dan jaminan hari tua, juga menjadi isu
yang perlu diselesaikan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam
jangka panjang. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima

tahun kedepan sebagai berikut:

Tabzl 11-53. Isu Stratzgis Transformasi Sosial Nasional
1. Kesehatan untuk Semua Angka Kematian lbu (AKI) masih tinggi
(189/100.000)

Stunting masih tinggi (21,6%)
Prevalensi obesitas terus meningkat (21,8%)

Persentase aktivitas fisik cukup pada penduduk usia
>10 tahun masih rendah (66,5%)

Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia (385 per
100.000 penduduk)

Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia (10.976
kasus baru)

43,78% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes
sesuai standar

20,36% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter
spesialis dasar dan penunjang

78,35% rumah sakit terakreditasi paripurna
63,54% FKTP terakreditasi paripurna

2. Pendidikan Berkualitas yang Akses pendidikan belum merata (APK PAUD rendah;
Merata tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA sederajat
76,79%)

Kualitas pendidikan masih rendah (skor PISA:
membaca 359; matematika 366; sains 383)

Kualitas fasilitas, dan distribusi guru terbatas (<50%
memiliki sertifikat pendidik dan hanya 870 ribu guru)

Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah
(55,43% berpendidikan SMP ke bawah)
.Rendahnya kualitas lulusan, sehingga produktivitas
dan daya saingnya masih rendah (40,9% yang
bekerja di bidang keahlian non tinggi)

Daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional
masih rendah (peringkat 75 dari 132 negara dalam
Gll pada tahun 2022)

3. Perlindungan Sosial yang Akurasi program bantuan sosial masih rendah

Adaptif Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim

Kesempatan yang belum merata bagi penyandang
disabilitas, lansia, dan kelompok rentan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan
masih rendah

Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem
administrasi kependudukan sebagai basis
perencanaan pembangunan

Program Jaminan Sosial belum optimal dan inklusif
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Pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah menghadapi
tantangan besar dalam upaya keluar dari jebakan negara berpendapatan
menengah dan mencapai pertumbuhan berbasis produktivitas. Salah satu
kendala utama adalah stagnasi industrialisasi yang belum menunjukkan
peningkatan signifikan, bahkan perannya dalam perekonomian cenderung
menurun. Sektor industri pengolahan menghadapi berbagai tantangan, baik dari
sisi penawaran seperti inefisiensi faktor produksi, rendahnya kompleksitas dan
nilai tambah produk, serta keterbatasan dalam adopsi teknologi dan penelitian
pengembangan. Di sisi permintaan, permintaan produk industri domestik masih
terbatas, sementara daya saing industri nasional di pasar global masih lemah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi industri belum berjalan optimal,
sehingga diperlukan strategi yang lebih agresif dalam meningkatkan daya saing
dan efisiensi sektor industri.

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam peningkatan
produktivitas ekonomi, namun tantangan besar masih dihadapi akibat rendahnya
kualitas tenaga kerja. Sebagian besar angkatan kerja Indonesia berpendidikan
menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah, yang
menyebabkan keterbatasan peningkatan produktivitas. Sektor pertanian juga
mengalami tantangan serupa dengan rendahnya adopsi teknologi, lambatnya
regenerasi petani, serta degradasi kualitas lahan yang menghambat peningkatan
nilai tambah. Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum berkembang
secara optimal akibat terbatasnya infrastruktur, kualitas SDM, serta sarana dan
prasarana yang masih belum memadai. Kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih
terarah dalam penguatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan sektor-sektor
produktif agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan
ekonomi.

UMKM dan koperasi, sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, masih
menghadapi kendala besar dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing.

Permasalahan utama meliputi keterbatasan akses permodalan dan rendahnya
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adopsi teknologi yang membuat UMKM sulit untuk naik kelas. BUMN yang
diharapkan dapat menjadi agen pembangunan juga belum sepenuhnya inklusif
dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah. Selain itu, pengembangan
ekonomi dan keuangan syariah yang memiliki potensi besar untuk mendukung
perekonomian nasional masih menghadapi berbagai hambatan, seperti pasar
yang belum optimal, regulasi yang belum kuat, serta rendahnya pemanfaatan
keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Oleh karena itu,
diperlukan sinergi antara UMKM, BUMN, dan sektor keuangan syariah untuk
menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Upaya pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan besar dalam
transisi energi dan digitalisasi. Ketergantungan terhadap energi fosil masih
tinggi, sementara pemanfaatan energi terbarukan belum maksimal akibat
keterbatasan infrastruktur dan pendanaan. Pendekatan ekonomi hijau dan biru
juga belum berkembang secara optimal karena masih membutuhkan biaya dan
teknologi yang tinggi. Selain itu, percepatan digitalisasi menghadapi tantangan
geografis dan karakteristik daerah yang berbeda, yang menyebabkan
ketimpangan akses dan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu
dioptimalkan. Sementara itu, rendahnya akses terhadap hunian layak dan belum
optimalnya layanan perkotaan menyebabkan pertumbuhan kawasan perkotaan
yang tidak terarah, sehingga menimbulkan permasalahan permukiman kumuh
dan urban sprawl. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang lebih
komprehensif dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan memastikan
pembangunan yang lebih merata antara perkotaan dan perdesaan. Adapun
secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai

berikut:

Tabzl 11-59. Isu Stratzgis Transformasi Eikonomi Nasional

1. Industri Deindustrialisasi akibat penurunan rasio PDB industri pengolahan

Rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam industri

Kompleksitas dan daya saing produk industri masih rendah

Adopsi teknologi lama masih dominan
Mismatch produk dengan permintaan global

Rendahnya kemampuan inovasi dalam industri

Tuntutan energi hijau semakin besar dalam industri
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Ekonomi Biru

Upaya konservasi kawasan perairan dan pesisir yang belum
maksimal

Rendahnya diversifikasi usaha ekonomi biru

Kurangnya kebijakan tata kelola pada sektor ekonomi biru

Ekonomi Kreatif

Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal

Indeks kekayaan intelektual Indonesia masih di bawah rata-rata

Kurangnya akses dalam komersialisasi kekayaan intelektual

Kurangnya kemitraan dalam ekosistem ekonomi kreatif

Daya saing SDM ekonomi kreatif yang masih rendah

Produktivitas Tenaga
Kerja

Besarnya angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah

Ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan industri

Belum terbangunnya sistem informasi pasar tenaga kerja yang
kredibel

Stagnasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan

Pertanian

Rendahnya nilai tambah produk pertanian

Rendahnya produktivitas pertanian

Rendahnya adopsi teknologi pertanian

Aging farmer

Degradasi kualitas lahan

UMKM dan Koperasi

Rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian

Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam UMKM

Belum optimalnya akses UMKM terhadap pendanaan

Rendahnya wirausaha yang berorientasi tumbuh

Perkotaan dan
Perdesaan

Belum optimalnya kontribusi perkotaan terhadap ekonomi nasional

Pola pembangunan perkotaan yang tidak merata

Kurangnya layanan perkotaan yang memadai

Masalah sosial-ekonomi di perkotaan

Degradasi lingkungan perkotaan dan risiko bencana

Tata kelola wilayah yang belum terpadu

Ketimpangan kesejahteraan antara perkotaan dan perdesaan

Perubahan struktur ekonomi akibat pembangunan urbanisasi

Pekerjaan Hijau

Minimnya pemahaman dunia industri terhadap pekerjaan hijau

Belum terintegrasinya strategi SDM dalam pekerjaan hijau

Belum memadainya pengembangan keahlian SDM untuk pekerjaan
hijau

Terbatasnya akses pendanaan dalam mendukung pekerjaan hijau

Lemahnya peran dunia usaha dan akademisi dalam pekerjaan hijau

Pengelolaan Hutan
Lestari

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional masih rendah

Rendahnya produktivitas sektor hasil hutan kayu

Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi sektor kehutanan

Kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan

Rendahnya dukungan regulasi dalam pengelolaan hutan

Tingginya tingkat deforestasi

Belum optimalnya kerja sama multistakeholder dalam pengelolaan
hutan

10.

Percepatan Transisi
Energi

Ketergantungan terhadap energi fosil yang terus meningkat

Emisi GRK sektor energi cukup tinggi

Potensi energi terbarukan masih belum dimanfaatkan optimal

Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan belum memadai
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Kurangnya dukungan regulasi dalam transisi energi

Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil masih tinggi

Ketergantungan pada impor energi meningkat

Belum optimalnya rantai nilai dalam transisi energi
11. Digital Kurangnya pondasi dalam percepatan digitalisasi nasional

Belum meratanya akses infrastruktur digital

Kurangnya adopsi teknologi digital dalam industri dan layanan
publik

Kurangnya investasi dalam SDM digital

Belum optimalnya sistem keamanan siber

12. Badan Usaha Milik Rendahnya daya saing BUMN dalam sektor ekonomi
Negara Kurangnya kontribusi BUMN dalam ekonomi nasional
Kurangnya efisiensi pengelolaan BUMN dalam pembangunan
nasional
13. Pariwisata Destinasi wisata menghadapi masalah keberlanjutan budaya

Aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata masih belum optimal

Kurangnya kualitas layanan wisata

Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan akibat minimnya pilihan
wisata

Kurangnya keterampilan SDM pariwisata

14. Integrasi Ekonomi Keterbatasan integrasi ekonomi domestik dan global

Domestik dan Global Ketimpangan sektor perdagangan antarwilayah

Kurangnya partisipasi dalam perdagangan global

Kurangnya akses keuangan untuk mendukung ekspor

Regulasi yang menghambat ekspor dan investasi

Ketimpangan sektor perdagangan dalam negeri akibat regulasi yang
belum efisien

Tata kelola menjadi aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan
dan telah diakui secara luas sebagai faktor kunci dalam menentukan arah
kebijakan pembangunan. Dalam RPJMN 2025-2029, tata kelola mencakup aspek
politik, administrasi, dan hukum, yang tidak hanya berfokus pada kemampuan
pemerintah dalam mengelola sumber daya, tetapi juga pada bagaimana proses
pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, serta
memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan
untuk merespons perubahan global yang signifikan, termasuk perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntutan dan kesadaran

masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, transformasi ini
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juga bertujuan untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi
kebijakan pembangunan makro dan sektoral.

Berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi tata kelola, baik
dalam aspek birokrasi, politik, maupun hukum. Reformasi birokrasi yang berjalan
saat ini masih berorientasi pada prosedur dan administratif, sehingga belum
sepenuhnya mampu mencegah praktik korupsi. Hal ini tercermin dari tren
penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam dua tahun terakhir. Selain
itu, regulasi yang tumpang tindih, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta
pembagian kewenangan yang belum optimal, semakin memperburuk inefisiensi
birokrasi.

Intervensi politik dalam birokrasi menjadi tantangan utama dalam tata
kelola pemerintahan. Dinamika politik yang berkembang turut mempengaruhi
efektivitas transformasi tata kelola, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih
sistematis untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan
prinsip good governance. Jika tidak segera diatasi, berbagai persoalan ini akan
terus menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun secara lebih detail,

berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabzl [1-80. Isu Stratzgis Transformasi Tata Kzlola Pemerintanan

1 Integritas Partai Politik Integritas partai politik belum terwujud karena standar etika
belum ada, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi
belum terlembaga, rekrutmen politik belum terbuka, serta
transparansi dan akuntabilitas keuangan belum optimal.

2 Sistem Anti Korupsi dan Lemahnya kontrol dalam pencegahan di sektor-sektor rawan
Akuntabilitas Pembangunan korupsi serta rendahnya budaya antikorupsi yang
menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya
pencegahan korupsi.

3 Transformasi dan Digitalisasi Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat
Pelayanan Publik serta belum memadainya kompetensi digital penyelenggara
dan pengguna pelayanan publik.
4 Sistem Penggajian Tunggal Disparitas kesejahteraan ASN pusat dan daerah, remunerasi

ASN belum memenuhi prinsip kompetitif, manfaat pensiun
ASN masih rendah, dan adanya dual sistem penggajian ASN.

5 Manajemen Talenta Penerapan sistem merit belum optimal, belum diterapkannya
manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D, dan 34%
ASN berusia 50 tahun ke atas (aging).

6 Kualitas Regulasi Kondisi hiper regulasi, kewenangan pengelolaan regulasi
tersebar di beberapa Kementerian, SDM di bidang regulasi
belum memadai, serta partisipasi dalam pembentukan
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regulasi belum optimal.

7 Integrasi Proses Bisnis Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih
terfragmentasi, tidak efektif, serta tumpang tindih program
yang memboroskan anggaran.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pemerintahan yang efektif dan
responsif, kebijakan yang diterapkan harus selaras dengan dinamika lingkungan
strategis. Dalam aspek hukum, penegakan dan kelembagaan hukum masih belum
terintegrasi dengan baik, efisiensi belum optimal, serta prinsip HAM belum
sepenuhnya menjadi dasar dalam praktiknya. Rendahnya kepatuhan masyarakat
terhadap hukum disebabkan oleh minimnya literasi hukum dan kurangnya
pemberdayaan, sementara akses terhadap keadilan masih terbatas.

Bidang pertahanan dan keamanan, kemajuan teknologi, termasuk teknologi
informasi, menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat sistem
pertahanan negara. Sementara dalam konteks demokrasi, masih terdapat kendala
dalam menjamin kebebasan dan kesetaraan sipil. Penyebaran informasi dan
komunikasi publik yang belum merata serta kurangnya internalisasi nilai
Pancasila dan konstitusionalisme menjadi hambatan. Demokrasi masih bersifat
prosedural akibat maraknya politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta
belum optimalnya peran lembaga perwakilan.

Ranah politik luar negeri, dinamika geopolitik dan geoekonomi semakin
memperbesar ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri. Berbagai faktor,
seperti konflik intra dan antarnegara, disrupsi rantai pasok global, serta tren
pemisahan ekonomi global (global economic decoupling) menjadi tantangan
utama. Selain itu, penyelesaian batas wilayah negara yang belum tuntas serta
kurang idealnya postur diplomasi Indonesia turut menghambat efektivitas
kebijakan luar negeri.

Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam lima tahun
ke depan, baik dari faktor eksternal maupun domestik. Perlambatan ekonomi

mitra dagang utama, tekanan inflasi global, kebijakan suku bunga yang tinggi,
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perubahan iklim, serta percepatan digitalisasi menjadi tantangan utama dari sisi
eksternal. Sementara itu, di tingkat domestik, penerimaan perpajakan yang masih
rendah, kualitas belanja negara yang belum optimal, serta imbal hasil obligasi
yang relatif tinggi dibandingkan negara lain menjadi kendala dalam menjaga
keberlanjutan fiskal. Di sektor keuangan, masih terdapat keterbatasan dalam
pendalaman pasar, intermediasi keuangan yang belum optimal, peran sektor
keuangan non-bank yang masih terbatas, serta ketimpangan inklusi dan literasi
keuangan. Selain itu, pengembangan keuangan syariah masih belum maksimal,
dan perlindungan terhadap konsumen serta investor masih lemah, sehingga
berpotensi menghambat penyediaan likuiditas yang cukup bagi pembiayaan
pembangunan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima

tahun kedepan sebagai berikut:

Taozl 11L671. Isu Stratzgis Supramasi Fukum, Stavilitas dan Kepamimpinan
Indonesia

1 Stabilitas Makro Risiko climate action; deglobalisasi; krisis lapangan pekerjaan; krisis
utang; konfrontasi geoekonomi; asset bubble burst; inflasi tinggi; tingkat
suku bunga tinggi; masih geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlemahan
ekonomi global; transisi demografi; potensi pandemi ke depan;
rendahnya penerimaan perpajakan; terbatasnya belanja negara; serta
imbal hasil obligasi yang tinggi.

2 Demokrasi Demokrasi masih prosedural dengan ciri: kapasitas dan kemandirian
masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan
kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik
belum merata; politik electoral masih memiliki permasalahan seperti
politik uang dan polarisasi isu SARA, serta fungsi-fungsi asasi demokrasi
belum terlaksana optimal.

3 Politik Luar Negeri Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian
pelaksanaan kebijakan luar negeri; konflik intra dan antar negara;
disrupsi rantai pasok global; tren global economic decoupling; belum
selesainya perundingan batas wilayah; serta postur dan sinergi diplomasi
Indonesia yang belum ideal.

4 Hukum Praktik penegakan hukum yang belum terpadu; efisiensi rendah; HAM
belum menjadi dasar utama; rendahnya budaya hukum masyarakat
akibat minimnya literasi dan pemberdayaan; keterbatasan akses
terhadap keadilan; serta kelembagaan penegak hukum yang belum
profesional.

5 Keamanan Ancaman insurgensi; konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran
batas wilayah; kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran
hukum di wilayah perbatasan; serta perlindungan IIVN dari serangan
siber.

6 Pertahanan Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang semakin
kompleks; perang berbasis Chemical, Biological, Radiological, Nuclear,
dan High Yield Explosive (CBRNE); serta meningkatnya respons negara-
negara dalam memperkuat industri pertahanan.
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Pembangunan harus didasarkan pada keseimbangan antara nilai-nilai
agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan. Agama dan kebudayaan
berperan sebagai landasan spiritual, etika, serta moral dalam memperkuat
ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Dalam konteks ini, sumber daya manusia
menjadi penggerak utama transformasi pembangunan dengan dukungan
keluarga sebagai wadah pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai positif.
Selain itu, kebijakan pemerintah harus memastikan inklusivitas dan kesetaraan
gender, khususnya dalam memberikan akses pembangunan dan layanan dasar
bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Seiring dengan bertambahnya populasi, Indonesia menghadapi tantangan
dalam menjaga kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan
sumber daya alam. Konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan telah
berdampak pada berkurangnya fungsi ekosistem hutan. Sementara itu, petani
dan nelayan sebagai produsen pangan mengalami stagnasi kesejahteraan.
Permasalahan pengelolaan sampah juga semakin mendesak, dengan kapasitas
tempat pemrosesan akhir (TPA) yang diperkirakan akan mencapai batas maksimal
pada tahun 2028.

Dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK), Indonesia berfokus
pada lima sektor utama, yaitu energi, lahan, kelautan dan pesisir, industri, serta
pengelolaan limbah. Ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam
aspek ketersediaan, akses, dan harga. Transisi ke energi baru terbarukan (EBT)
diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, meskipun masih
terdapat hambatan terkait pendanaan, regulasi, inovasi, dan kelembagaan.
Dampak perubahan iklim berisiko meningkatkan kerugian ekonomi,
memperburuk kerentanan masyarakat, serta meningkatkan frekuensi bencana
lingkungan, terutama dalam sektor air, pertanian, laut dan pesisir, serta
kesehatan. Ancaman kelangkaan air juga semakin nyata akibat rendahnya
efisiensi pengelolaan dan eksploitasi sumber daya air yang berlebihan. Selain itu,
akses yang buruk terhadap air minum dan sanitasi dapat memperburuk kondisi

kesehatan masyarakat, termasuk meningkatkan risiko penyakit menular dan
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dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Taozl 1162, Isu Ketahanan Sosial dan Politik

Isu Agama Nilai agama belum optimal dalam pembangunan, wawasan
dan identitas nasional belum maju, serta rendahnya literasi
keagamaan.

Isu Budaya Karakter dan jati diri bangsa menghadapi tantangan negatif

budaya global, nilai Pancasila belum terinternalisasi, serta
rendahnya peran budaya dalam pembangunan.

Keluarga Berkualitas,
Kesetaraan Gender, dan
Masyarakat Inklusif

Belum optimalnya peran keluarga, rendahnya pemenuhan
hak perempuan dan kelompok rentan, serta masih adanya
ketimpangan gender.

Pangan

Belum idealnya kualitas pangan, rendahnya kapasitas
produksi pangan, serta tata kelola sistem pangan yang
masih lemah.

Kualitas Lingkungan Hidup
dan Keanekaragaman
Hayati

Kualitas air, udara, dan lahan semakin menurun,
meningkatnya pembuangan limbah ilegal, serta ancaman
kepunahan spesies tumbuhan dan hewan.

Energi

Akses energi yang belum merata, pemanfaatan energi baru-
terbarukan masih rendah, serta tata kelola energi yang
belum efektif.

Bencana dan Perubahan
Iklim

Frekuensi bencana meningkat drastis, jutaan keluarga
tinggal di daerah rawan bencana, serta dampak perubahan

gangguan pertumbuhan anak. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis

iklim yang makin luas.

2.7.2.1. IsuStrategis dan Arah Pembangunan Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatra memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional
dengan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Potensi ekonomi yang besar didukung oleh sumber daya alam yang melimpah,
letak geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan maritim global, serta
sektor unggulan seperti perkebunan, pertambangan, industri bio-based, dan
pariwisata. Namun, dalam upaya mempercepat pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan, Sumatra masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera
diatasi.

Salah satu isu utama adalah belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan
seperti kelapa sawit, karet, dan kopi, yang menghambat peningkatan nilai tambah
dan daya saing produk lokal. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia
menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi, karena
mayoritas tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke

bawah dengan akses terbatas terhadap pelatihan vokasi berkualitas. Kondisi ini
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semakin diperparah dengan degradasi lingkungan akibat ekspansi perkebunan
dan aktivitas pertambangan yang tidak terkendali, yang berkontribusi terhadap
hilangnya biodiversitas dan perubahan fungsi ekosistem.

Infrastruktur dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan konektivitas
antarwilayah masih belum merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan
terluar (3T). Keterbatasan akses terhadap layanan dasar ini berdampak pada
kesenjangan pembangunan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat di wilayah
tertentu. Di sisi lain, Sumatra juga menghadapi risiko tinggi terhadap bencana
alam seperti tsunami, banjir rob, dan abrasi di wilayah pesisir barat, yang semakin
diperburuk oleh dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi
pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan
potensi wilayah ini sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang ada. Adapun
secara lebih detail, berbagai isu strategis wilayah Sumatera dalam lima tahun

kedepan sebagai berikut:

Taobzl 11163, Isu Strakzgis Wilayan Sumakzra

Belum optimalnya hilirisasi komoditas
unggulan daerah seperti kelapa sawit,
karet, kopi, dan lain-lain.

Kurangnya pengembangan industri hilir
menyebabkan rendahnya nilai tambah
komoditas.

Belum optimalnya kualitas SDM dimana
mayoritas tenaga kerja didominasi oleh
lulusan pendidikan menengah ke bawah.

Kurangnya akses terhadap pendidikan
dan pelatihan vokasi yang berkualitas.

Degradasi lingkungan karena aktivitas
perkebunan kelapa sawit dan
pertambangan.

Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol
menyebabkan kerusakan lingkungan
dan berkurangnya biodiversitas.

Belum meratanya akses dan kualitas
pelayanan dasar seperti fasilitas
kesehatan dan pendidikan terutama di
daerah 3T.

Keterbatasan tenaga medis dan fasilitas
pendidikan di daerah terpencil.

Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas
infrastruktur konektivitas antarwilayah.

Konektivitas antar daerah masih
terbatas akibat kurangnya infrastruktur
transportasi dan digital.

Masih tingginya kerentanan dan potensi
bencana terutama di pesisir barat
Sumatra.

Wilayah pesisir rentan terhadap
ancaman tsunami, banjir rob, dan
abrasi akibat perubahan iklim.

Arah pembangunan wilayah Sumatra dalam jangka menengah diarahkan
untuk memperkuat posisinya sebagai mata rantai utama bioindustri dan
kemaritiman yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan kontribusi ekonomi

sebesar 22,0% terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022 dan proyeksi
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peningkatan menjadi 22,3% pada tahun 2029, Sumatra memiliki potensi besar
untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang
dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Letak geografis Sumatra yang
strategis sebagai jalur perdagangan maritim global memberikan keunggulan
dalam pengembangan sektor kemaritiman, termasuk industri perikanan,
pelabuhan, dan logistik berbasis laut yang semakin kompetitif di pasar
internasional.

Selain sektor kemaritiman, penguatan bioindustri menjadi fokus utama
dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Sumatra,
seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan hasil perkebunan lainnya. Hilirisasi industri
pertanian dan agroindustri didorong untuk meningkatkan daya saing produk
lokal di pasar global sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi
masyarakat. Pengembangan pariwisata yang berbasis ekowisata dan budaya juga
menjadi prioritas dalam meningkatkan pendapatan daerah serta memperkuat
identitas Sumatra sebagai destinasi unggulan yang berkelanjutan.

Percepatan urbanisasi yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi
kunci dalam mendukung pembangunan perkotaan yang inklusif dan berdaya
saing. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan, serta penerapan konsep ekonomi hijau dan energi baru
terbarukan (EBT) menjadi strategi utama dalam memastikan pertumbuhan
ekonomi Sumatra tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, tetapi
juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan
sinergi kebijakan dan investasi yang tepat, Sumatra diharapkan mampu
memainkan peran strategis dalam mendukung visi Indonesia sebagai kekuatan

ekonomi berbasis bioindustri dan maritim yang berdaya saing di tingkat global.

Taozl 11-64. Aranan Pembangunan Wilayan Sumatzra (Provinsi Bangiulu)

1 Sosial Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan di kawasan
perkotaan Bengkulu, Manna, Mukomuko, dan Pulau Enggano

2 Ekonomi Pengembangan agroindustri & bioindustri sirkular hilirisasi sumber daya
hayati dan industri kimia dasar hilirisasi batubara pada koridor industri
Bengkulu-Kepahiang

Pengembangan industrialisasi perikanan, terutama di kawasan perkotaan
Bengkulu
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Pengembangan pariwisata bahari, melalui peningkatan 6A (atraksi,
aktivitas, aksesibilitas, amenitas, ancillary, dan available package),
terutama di Pulau Enggano

Pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkualitas, dan
berkelanjutan, termasuk pengembangan potensi ekonomi kreatif sesuai
local advantage, terutama di Kota Bengkulu dan sekitarnya, serta
ekowisata unggulan pada TN Bukit Barisan Selatan

Peningkatan produktivitas kopi, hortikultura, dan peternakan secara
berkelanjutan di Bengkulu, terutama di Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang
Lebong

Peningkatan produktivitas sawit dan karet rakyat secara berkelanjutan di
Bengkulu, terutama di Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko

Pembangunan pembangkit listrik EBT berbasis tenaga air, terutama pada
PLTA Kepahiang, serta pembangkit listrik EBT berbasis panas bumi,
terutama pada PLTP Hululais

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra ruas Bengkulu-Curup-Lubuklinggau

Optimalisasi dan peningkatan layanan & prasarana kepelabuhanan,
termasuk peningkatan frekuensi layanan angkutan kargo bersubsidi pada
Pelabuhan Pulau Baai dan Pelabuhan Malakoni (Pulau Enggano)

Peningkatan layanan penyebaran menuju Pulau Enggano dari Kota
Bengkulu

Optimalisasi dan peningkatan layanan & prasarana Bandara Mukomuko
(Kab. Mukomuko) dan Bandara Enggano (Kab. Bengkulu Utara), serta
pengembangan bandara di kawasan perkotaan Manna

Pemenuhan infrastruktur perkotaan, peremajaan kota, penumbuhan
layanan dasar perkotaan dan amenitas perkotaan, serta kemudahan
multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, serta
pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan, terutama pada kawasan
perkotaan di Manna

Tata Kelola Harmonisasi dan kolaborasi keuangan antara Pusat dan Daerah guna
mempercepat pembangunan pada daerah afirmatif/tumbuh, terutama di
Kab. Seluma, Kab. Kaur, Kab. Bengkulu Selatan, dan Pulau Enggano (Kab.
Bengkulu Utara)

Supremasi Penguatan Lanal Bengkulu dalam rangka pengamanan dan penegakan

Hukum, kedaulatan maritim Indonesia di Samudra Hindia

Stabilitas, dan
Kepemimpinan

Indonesia

Ketahanan Peningkatan literasi sejarah kebangsaan melalui pengembangan dan
Sosial, Budaya, pemanfaatan situs cagar budaya Rumah Kelahiran Bung Karno, Benteng
dan Ekologi Marlborough, dan Benteng York

Peningkatan pengelolaan statistik perkotaan, termasuk melalui
penuntasan sampah anorganik dan organik dengan pemanfaatan
teknologi pengolahan sampah tepat guna dan ramah lingkungan

Pemenuhan air bersih, sanitasi, serta air minum untuk masyarakat di
Bengkulu, terutama di Kab. Lebong dan Kab. Rejang Lebong

Peningkatan ketahanan ketahanan air dan ekosistem DAS, termasuk upaya
peningkatan produktivitas padi dan pertanian lahan basah di Bengkulu,
terutama di Kab. Seluma, Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab.
Kaur

Pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis
sumatera 275 kV di wilayah Bengkulu

Pengelolaan bencana air dan udara, termasuk upaya konservasi SDA,
pendayagunaan SDA, pengelolaan air baku, air OP, BM, dan PSDA yang
andal, terutama pada WS Bengkulu-Alas-Alo dan WS Sebelat-Ketahun-Lais

Pengembangan air minum yang menyentuh masyarakat di Kab. Bengkulu
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Selatan dan Kab. Mukomuko serta air minum perpipaan kawasan
perkotaan

Pengelolaan bencana multibahaya, termasuk banijir, longsor, abrasi, dan
kebakaran hutan & lahan di Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara, Kab.
Bengkulu Selatan serta kawasan perkotaan Bengkulu

2.7.3. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

As Dalam upaya memperkuat keterpaduan antara kebijakan pembangunan
provinsi dan kabupaten/kota, sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan
menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Provinsi Bengkulu, sebagai
bagian integral dari sistem pembangunan nasional, memiliki tanggung jawab
untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan
prioritas daerah, termasuk Kabupaten Seluma. Pemahaman yang utuh terhadap
isu-isu strategis tingkat provinsi menjadi kunci dalam merancang perencanaan
pembangunan daerah yang adaptif, kontekstual, dan berdampak nyata.
Keterkaitan yang kuat antara isu provinsi dan kebutuhan lokal, pemerintah daerah
dapat merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya sinkron dengan
agenda provinsi, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan mengoptimalkan
potensi wilayah secara berkelanjutan. Adapun terdapat 6 (enam) isu strategis

Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good and clean governance
dalam tata kelola pemerintahan.

2. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.

3. Kurangnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang
menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang
merata dan berkualitas

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta

mitigasi kebencanaan.
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6. Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan,

kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan,

anak dan penyandang disabilitas

Taozl -85 Parmasalanan dan Isu Stratzgis Provinsi SBz2ngiulu

Permasalahan

Isu Strategis

Tata Kelola

Pemerintahan

Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good and

clean governance dalam tata kelola pemerintahan

Ketahanan Pangan

Belum optimalnya ketahanan pangan daerah

Ekonomi Rakyat Dan Daya
Saing Daerah

Belum berkembangnya hilirisasi komoditas unggulan

sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya

saing daerah

Akses Infrastruktur Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan

Dasar Dan Strategis strategis yang merata dan berkualitas serta konektifitas

wilayah.

Lingkungan Hidup Dan Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber

Kebencanaan daya alam serta mitigasi kebencanaan

Sumber Daya Manusia Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan,

Yang Inklusif kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta
perlindungan perempuan, anak dan penyandang

disabilitas

Provinsi Bengkulu saat ini dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang
saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan. Salah
satu isu utama adalah belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good and
clean governance dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari masih
adanya praktik birokrasi yang belum efisien, rendahnya partisipasi publik dalam
pengambilan kebijakan, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kondisi
ini berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pada sektor ketahanan pangan, Provinsi Bengkulu juga menghadapi
tantangan serius. Ketergantungan pada pasokan luar daerah, belum kuatnya
sistem produksi lokal, serta lemahnya infrastruktur pendukung menjadikan

ketahanan pangan masih rentan terhadap gejolak harga dan krisis distribusi. Hal
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ini diperparah dengan kurang optimalnya pengembangan hilirisasi komoditas
unggulan, seperti kopi, karet, sawit, dan perikanan. Potensi besar sektor-sektor
ini belum mampu dimaksimalkan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat
industri lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah belum meratanya pembangunan
infrastruktur dasar dan strategis. Sebagian wilayah di Bengkulu masih mengalami
keterbatasan akses jalan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi.
Ketimpangan infrastruktur ini berdampak pada rendahnya konektivitas
antarwilayah dan lambatnya pertumbuhan kawasan potensial. Selain itu,
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, serta
lemahnya sistem mitigasi kebencanaan, membuat wilayah ini rentan terhadap
kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Ketimpangan juga terjadi dalam aspek sosial, khususnya pada akses dan
kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan
kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Ketidakmerataan ini tidak hanya memperlebar jurang ketimpangan antarwilayah,
tetapi juga menghambat terwujudnya pembangunan manusia yang inklusif dan
berkeadilan.

Dengan mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis di atas,
pemerintah kabupaten, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu
merumuskan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan arah kebijakan
provinsi. Pendekatan ini akan memastikan sinergi yang kuat antar level
pemerintahan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara

menyeluruh.

2.7.4. Isu Strategis Kabupaten Seluma

Perumusan isu strategis yang tepat dan berdampak membutuhkan
keterpaduan antara potensi serta permasalahan yang dihadapi Kabupaten
Seluma dengan dinamika isu lingkungan hidup yang berkembang, baik di tingkat
KLHS, global, nasional, maupun provinsi Bengkulu. Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) berperan sebagai acuan dalam mengidentifikasi isu-isu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 1-165
Kabupaten Seluma Periode 2025-2030 e




lingkungan,

sekaligus

menjadi

landasan

penting dalam perencanaan

pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan dinamika isu global,

nasional, dan provinsi, pembangunan daerah diarahkan agar tidak hanya

responsif terhadap tantangan eksternal, tetapi juga tetap berpijak pada potensi

dan kekuatan lokal. Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara potensi daerah,

permasalahan utama, serta isu-isu lingkungan hidup dinamis (KLHS, global,

nasional, dan provinsi) dengan isu strategis yang dirumuskan untuk Kabupaten

Seluma.

Tapezl 11-68 Isu Stratgeis Dasran

Permsalahan

Isu Lingkungan Dinamis

Isu Strategis Kabupaten

Seluma
Isu Klhs Global Nasional Provinsi Bengkulu
Masih rendahnya Involuntary Transformasi Sosial - [Ketimpangan dalam kualitas |Rendahnya kualitas dan
kualitas dan daya Migration; dan akses pemerataan pendidikan,
saing sumber Dampak I?»uruk pendidikan, kesc.ehatan, kesehatan, kesetaraan gender,
daya manusia Teknologi kesempatan kerja, kesetaraan|serta terbatasnya peran dan
Berbasis Al gender, serta perlindungan

perempuan, anak dan
penyandang disabilitas.

pengembangan pemuda
menghambat peningkatan daya
saing sumber daya manusia

Belum optimalnya Krisis Sumber |Transformasi Belum optimalnya ketahanan |Rendahnya produktivitas
pembangunan Daya Alam Ekonomi pangan daerah; Kurangnya |ekonomi, ketimpangan wilayah,
ekonomi & pengembangan hilirisasi serta terbatasnya infrastruktur
pemerataan komoditas unggulan yang dan pemanfaatan sumber daya
wilayah menghambat pertumbuhan
ekonomi dan daya saing
daerah.

Masih tingginya Polarisasi Transformasi Sosial |Ketimpangan dalam kualitas [Belum meratanya kesejahteraan
permasalahan Sosial; dan akses dan rendahnya pelestarian nilai
sosial, lemahnya Involuntery pendidikan, kesehatan, budaya lokal
pelestarian Migration kesempatan kerja, kesetaraan
budaya, dan gender, serta perlindungan
belum meratanya perempuan, anak dan
kesejahteraan penyandang disabilitas.
masyarakat
Terjadinya Cuaca Ekstrem; [Perubahan lklim dan [Belum optimalnya Belum optimalnya pengelolaan
tekanan terhadap Perubahan Krisis Ekologis pengelolaan dan lingkungan hidup dan penataan
kualitas dan daya Kritikal pemanfaatan sumber daya  [ruang
dukung Terhadap alam serta mitigasi
lingkungan hidup Ekosistem; kebencanaan

Biodiversity

dan Gangguan

Ekosistem;

Krisis Sumber

Daya Alam;
Belum optimalnya Misinformasi  |Transformasi Tata  [Belum optimalnya penerapan |Belum optimalnya efektivitas dan
tata kelola dan Kelola prinsip-prinsip good and akuntabilitas birokrasi daerah

Disinformasi clean governance dalam tata |dalam mendukung

pemerintahan

kelola pemerintahan

penyelenggaraan pemerintahan
yang transparan, responsif, dan

partisipatif
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BAB lll. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi merupakan pernyataan umum tentang kondisi yang ingin diwujudkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga mencerminkan
arah pembangunan atau gambaran masa depan daerah yang hendak dicapai
dalam lima tahun ke depan (kejelasan arah), yang bertujuan untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam jangka menengah. Dengan
mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang, kondisi daerah,
tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang muncul, maka visi

Kabupaten Seluma tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SELUMA EMAS BERLIAN (ELOK, MAJU, ADIL,
SEJAHTERA, BERKELANJUTAN DAN BERIMAN)”

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut:

Elok: Mencerminkan Kabupaten Seluma yang tertata dengan baik,
memiliki lingkungan yang asri, serta infrastruktur yang
mendukung kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Aspek ini menekankan pada pembangunan yang
memperhatikan keindahan, kebersihan, serta keberlanjutan
lingkungan.

Maju: Menggambarkan kemajuan daerah dalam berbagai sektor,
terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur. Kabupaten Seluma diharapkan memiliki

pertumbuhan ekonomi yang kuat, daya saing tinggi, serta
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sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi
tantangan global.

Adil: Menekankan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan
bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerintah
daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga
memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, layanan
kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi dalam
pembangunan.

Sejahtera: Menggambarkan kondisi masyarakat yang hidup dengan
pendapatan yang layak, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta
meningkatnya  kualitas  hidup. Upaya peningkatan
kesejahteraan dilakukan melalui penguatan ekonomi berbasis
pertanian, industri, dan UMKM, serta penciptaan lapangan
kerja yang berkelanjutan.

Berkelanjutan: Mengacu pada pembangunan yang memperhatikan
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian
lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kabupaten Seluma
diharapkan dapat berkembang dengan tetap menjaga sumber
daya alam dan ekosistemnya untuk generasi mendatang.

Beriman : Mencerminkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai
agama dan moral, di mana masyarakat hidup dalam harmoni
dengan menjunjung tinggi etika, budaya, dan spiritualitas.
Aspek ini juga menekankan pentingnya integritas dalam tata
kelola pemerintahan serta kehidupan sosial yang rukun dan
berbudaya.

Dengan demikian, visi Terwujudnya Kabupaten Seluma Emas Berlian (Elok,
Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman) mencerminkan komitmen
daerah dalam menciptakan lingkungan yang tertata dan nyaman, pertumbuhan
ekonomi yang berdaya saing, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada

peningkatan kualitas hidup secara ekonomi dan sosial, tetapi juga
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mengedepankan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Selain itu,
nilai-nilai moral dan spiritual tetap menjadi landasan utama dalam membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, sehingga
Kabupaten Seluma dapat berkembang menjadi daerah yang harmonis, produktif,
dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

Misi disusun untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis dalam
mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi merupakan penjabaran
dari visi yang ingin dicapai serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan
untuk mencapainya. Selain itu, misi memberikan arah yang jelas sekaligus
menjadi batasan dalam proses pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu,
untuk merealisasikan visi yang telah dirumuskan, pembangunan daerah akan

ditempuh melalui lima misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan,

lestari yang berkelanjutan, oase, dan berkarakter.

Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kabupaten Seluma yang elegan,
lestari, berkelanjutan, oase, dan berkarakter merupakan langkah strategis dalam
mendukung visi Terwujudnya Kabupaten Seluma EMAS BERLIAN (Elok, Maju, Adil,
Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman). Kabupaten Seluma memiliki potensi besar
dalam membangun masyarakat yang berdaya saing, berkarakter kuat, serta
memiliki kesadaran tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan. Keanekaragaman
sumber daya alam dan budaya yang khas menjadi aset utama dalam menciptakan
lingkungan yang harmonis dan berkualitas. Oleh karena itu, pengelolaan yang
lestari terhadap lingkungan, termasuk kawasan pesisir, hutan, dan sumber daya
air, harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan
oleh generasi saat ini dan mendatang. Upaya ini sejalan dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan
sosial untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seluma juga perlu
dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Penguatan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan industri
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kreatif, harus didukung dengan kebijakan yang berpihak pada pengembangan
usaha kecil dan menengah, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta
optimalisasi pemanfaatan teknologi. Selain itu, membangun karakter masyarakat
yang religius, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan
merupakan bagian penting dalam memperkokoh identitas daerah. Dengan
demikian, Kabupaten Seluma dapat menjadi wilayah yang tidak hanya maju
secara ekonomi tetapi juga memiliki tatanan sosial yang harmonis dan berdaya
saing. Keberlanjutan pembangunan ini akan memastikan bahwa Kabupaten

Seluma menjadi daerah yang elegan dalam perencanaan, lestari dalam

pemanfaatan sumber daya, serta berkarakter kuat dalam membangun masa

depan yang lebih baik.

2. Misi Kedua: Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif, maju dan berkelanjutan
serta pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan
pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Misi kedua menekankan pada pembangunan daerah yang merata dan
berkelanjutan dengan memperkuat kemandirian desa, tata kelola pemerintahan
yang efektif, serta pelayanan publik yang responsif dan inovatif. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama agar mampu beradaptasi
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga daya
saing daerah dapat terus meningkat. Melalui strategi ini, Kabupaten Seluma
diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan
ekonomi, efisiensi birokrasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan.

3. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan,
dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan, dan
berkeadilan.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dengan

memastikan bahwa setiap masyarakat Kabupaten Seluma mendapatkan akses
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yang setara dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui penguatan sektor unggulan daerah,
pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi sumber daya lokal secara berkelanjutan.
Di bidang pendidikan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas menjadi fokus
utama untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Sementara itu, sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan
yang berkualitas, merata, serta berbasis pencegahan. Misi ini juga menekankan
pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta penguatan
kesetaraan gender guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan

manfaat yang adil dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan masyarakat dan keluarga yang sehat, berjaya ekonomi, harmonis,

tentram, dan bahagia.

Misi ini menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pembangunan yang berorientasi pada kesehatan, ekonomi, dan harmoni sosial.
Kesehatan masyarakat ditingkatkan melalui akses layanan kesehatan yang
berkualitas dan program pencegahan penyakit. Kemajuan ekonomi didorong
dengan menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM, serta meningkatkan
daya saing sektor ekonomi lokal. Selain itu, keharmonisan sosial menjadi prioritas
dengan membangun lingkungan yang kondusif, meningkatkan keamanan, serta
memperkuat nilai-nilai budaya dan gotong royong. Dengan pendekatan yang
holistik ini, masyarakat Kabupaten Seluma diharapkan dapat hidup lebih sehat,
sejahtera, dan bahagia dalam lingkungan yang aman dan harmonis.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada
setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.
Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada
tabel berikut:

=

Tabzl lll-1. Keszlarasan Misi Pada RPIJPD Kabupaizn Szluma dengan Misi
RPIMD Kabupatzn Szluma Tahun 2025-2029

Mewujudkan Misi 1. Mewujudkan Misi 2: Mempercepat Asta Cita 8:
lingkungan iklim kehidupan ketersediaan infrastruktur Memperkuat
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masyarakat yang
berkualitas dengan
memperhatikan
kelestarian
lingkungan,
ketahanan bencana,
kualitas keluarga,
kebudayaan, dan
masyarakat yang
inklusif

masyarakat Seluma
yang elegan, lestari
yang berkelanjutan,
oase, dan berkarakter.

dasar
dan strategis serta
konektivitas wilaya

penyesuaian
kehidupan yang
harmonis dengan
lingkungan, alam, dan
budaya, serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yang adil
dan makmur.

Mewujudkan
penyelenggaraan
tata kelola
pemerintah yang
berkualitas dengan
memperhatikan
penerapan
teknologi dan
pelayanan publik

Mewujudkan
pembangunan
merata,
berkeadilan, dan
berkelanjutan

Misi 2. Mewujudkan
pembangunan daerah,
kemandirian desa, tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
yang transformatif,
maju dan
berkelanjutan serta
pengembangan
sumber daya manusia
yang unggul dan
berdaya saing dengan
pemanfaatan kemajuan
ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK).

Misi 1: .Menciptakan tata
kelola pemerintahan yang
bersih,

inovatif, akuntabel dengan
membangun sumber

daya manusia yang
memiliki ilmu pengetahuan
dan

teknologi, berbudaya,
profesional serta religius

Asta Cita 7:
Memperkuat reformasi
politik, hukum, dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi dan narkoba

Asta Cita 4:
Memperkuat
pembangunan sumber
daya manusia (SDM),
sains, teknologi,

dengan pendidikan, kesehatan,
perencanaan yang prestasi olahraga,
berkualitas kesetaraan gender,
serta penguatan peran
perempuan, pemuda,
dan penyandang
disabilitas.
Mewujudkan Misi 3. Mewujudkan Misi 4: Menciptakan Asta Cita 5:
pembangunan peningkatan dan keselarasan pembangunan Melanjutkan hilirisasi

ekonomi yang
produktif, merata,
dan berkelanjutan
dengan
pemanfaatan
sumber daya alam

Mewujudkan
stabilitas ekonomi
dengan
memperhatikan
ekonomi makro,
inovasi, dan daya
saing daerah

pemerataan
pembangunan
ekonomi, pendidikan,
dan kesehatan yang
partisipatif, kesetaraan
gender, berkelanjutan,
dan berkeadilan.

ekonomi

pada sektor pertanian,
perkebunan, perikanan,
kelautan, pariwisata dan
pertambangan dengan
mengutamakan hilirisasi
yang berdasarkan
pembangunan
berkelanjutan"

dan mengembangkan
industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan
nilai tambah di dalam
negeri

Asta Cita 2:
Memantapkan sistem
pertahanan keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian bangsa
melalui swasembada
pangan, energi, air,
ekonomi syariah,
ekonomi digital,
ekonomi hijau, dan
ekonomi biru.

Asta Cita 3:
Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
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meningkatkan
lapangan pekerjaan
yang berkualitas,
mendorong
kewirausahaan,
mengembangkan
industri kreatif serta
mengembangkan
agromaritim industri di
sentra produksi
melalui peran aktif
koperasi

Mewujudkan
pembangunan
manusia yang
berkualitas dan
berdaya saing
melalui
transformasi sosial

Misi 4. Mewujudkan
masyarakat dan
keluarga yang sehat,
berjaya ekonomi,
harmonis, tentram, dan
bahagia.

Misi 3: Terciptanya
kesejahteraan yang
berkeadilan sosial,
demokratis dengan
terpenuhinya kebutuhan
dasar,

terutama kesehatan,
pendidikan, lapangan

Asta Cita 4:
Memperkuat
pembangunan sumber
daya manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga,
kesetaraan gender,

serta penguatan peran
perempuan, pemuda,
dan penyandang
disabilitas

kerja
dan Rasa Aman.

Penyusunan misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 disusun
secara harmonis dengan arah kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam
RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2045, serta diselaraskan dengan misi
pembangunan Provinsi Bengkulu dan prioritas nasional yang termuat dalam Asta
Cita Presiden dan Wakil Presiden. Keselarasan ini penting untuk memastikan
kesinambungan pembangunan daerah secara vertikal dan mendorong
keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Misi pertama RPJMD yang berfokus pada mewujudkan iklim kehidupan
masyarakat Seluma yang elegan, lestari, berkelanjutan, oase, dan berkarakter
selaras dengan misi RPJPD yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas
hidup masyarakat melalui pelestarian lingkungan, penguatan nilai budaya, dan
pembangunan sosial yang inklusif. Misi ini juga sejalan dengan misi Provinsi
Bengkulu yang mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar dan
konektivitas wilayah sebagai fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks nasional, misi ini mendukung Asta Cita 8 yang menekankan
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pentingnya harmoni antara manusia, alam, budaya, serta penguatan toleransi
untuk membangun masyarakat adil dan makmur.

Misi kedua RPJMD mengenai pembangunan daerah, kemandirian desa, tata
kelola pemerintahan yang transformatif, serta pemanfaatan teknologi dan
pengembangan sumber daya manusia, mendukung misi RPJPD yang berorientasi
pada tata kelola pemerintahan yang adaptif, berkualitas, dan berbasis teknologi.
Sinergi ini juga tercermin dalam misi Provinsi Bengkulu yang mendorong
terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan inovatif melalui
peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pada level nasional, misi ini selaras
dengan Asta Cita 7 yang mendorong reformasi birokrasi dan penguatan sistem
pemerintahan yang responsif serta bebas korupsi.

Misi ketiga RPJIMD yang mencakup pemerataan pembangunan ekonomi,
pendidikan, dan kesehatan secara partisipatif dan berkeadilan juga menjadi
bagian penting dari misi RPJPD dalam mewujudkan pembangunan manusia yang
berkualitas dan pembangunan wilayah yang berkeadilan. Keselarasan ini
dikuatkan oleh misi Provinsi Bengkulu yang menargetkan terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan demokratis. Secara nasional, misi ini
mendukung Asta Cita 4 yang menekankan penguatan pembangunan sumber
daya manusia, kesetaraan gender, serta layanan dasar yang inklusif.

Misi keempat RPJMD yang bertujuan menciptakan masyarakat dan keluarga
yang sehat, harmonis, tentram, dan bahagia, berkontribusi langsung terhadap
misi RPJPD yang mendorong transformasi sosial melalui pembangunan manusia
yang unggul. Misi ini juga konsisten dengan misi Provinsi Bengkulu yang fokus
pada kesejahteraan sosial dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Dalam Asta Cita,
misi ini kembali terhubung dengan Asta Cita 4, yang menekankan pada
peningkatan kualitas kesehatan, penguatan institusi keluarga, serta perlindungan
terhadap kelompok rentan.

Misi-misi dalam RPJMD Kabupaten Seluma telah disusun secara terintegrasi
dan selaras, memastikan bahwa arah pembangunan lima tahunan tetap berada

dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang daerah, mendukung prioritas
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provinsi, dan berkontribusi langsung terhadap capaian nasional dalam kerangka

pembangunan Indonesia Emas 2045.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan arah strategis yang akan
menjadi dasar dalam menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah secara
menyeluruh. Tujuan merujuk pada hasil yang ingin dicapai dalam rentang waktu
satu hingga lima tahun, yang ditetapkan dengan mengacu pada visi, misi, serta
hasil analisis isu-isu strategis. Dengan mempertimbangkan visi, misi, dan
berbagai tantangan strategis yang dihadapi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran
yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator
RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025 — 2029, dapat dilihat dalam penjelasan
berikut.

Misi 1: Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang

berkelanjutan, oase, dan berkarakter.

Mewujudkan iklim Indeks Meningkatkan Indeks Warisan
kehidupan masyarakat Pembangunan perlindungan, Budaya
seluma yang elegan, Kebudayaan pengembangan dan

lestari yang pemanfaatan budaya

berkelanjutan, oase,
dan berkarakter

Mengurangi Risiko Indeks Risiko Meningkatnya Indeks Kualitas
Bencana Bencana ketahanan daerah Lingkungan Hidup
terhadap bencana Indeks Ketahanan
Daerah

Misi pertama Kabupaten Seluma bertujuan untuk mewujudkan iklim
kehidupan masyarakat yang elegan, lestari, berkelanjutan, oase, dan berkarakter.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang berfokus pada
pembentukan masyarakat yang berkarakter melalui penerapan nilai-nilai agama
dan budaya, serta peningkatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, indikator utama yang digunakan adalah
indeks pembangunan kebudayaan, yang mencerminkan sejauh mana nilai budaya

dan agama diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Sasaran utama dari
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upaya ini adalah meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan
budaya daerah, yang diukur melalui indeks warisan budaya sebagai parameter
keberhasilan dalam menjaga identitas budaya lokal.

Misi ini juga menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana untuk
menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Indikator utama dalam
hal ini adalah indeks risiko bencana, yang menjadi ukuran dalam menilai
kerentanan daerah terhadap berbagai ancaman lingkungan. Sasaran yang ingin
dicapai adalah meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana, yang diukur
melalui indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks ketahanan daerah. Dengan
demikian, Kabupaten Seluma berupaya membangun masyarakat yang tidak hanya
berbudaya dan berkarakter, tetapi juga tangguh dalam menghadapi berbagai
tantangan lingkungan dan sosial.

Misi 2: Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik yang transformatif, maju dan berkelanjutan
serta pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing

dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

Mengembangkan Indeks Meningkatnya Indeks Infrastruktur
infrastruktur untuk Infrastruktur kapasitas
mendukung Daerah infrastruktur untuk
pembangunan menunjang
kawasan-kawasan pemenuhan
potensial dan strategis pelayanan dasar

dan

pengembangan

ekonomi
Meningkatkan Indeks Desa Meningkatnya Persentase desa
kemandirian desa Membangun desa mandiri mandiri
Meningkatkan Nilai Indeks Reformasi Meningkatnya Nilai SAKIP
Kepuasan Masyarakat Birokrasi kualitas tata kelola Opini BPK
Atas Layanan Publik pemerintahan Indeks Inovasi

daerah D h

aera
Nilai SPBE

Misi kedua Kabupaten Seluma menitikberatkan pada pembangunan
daerah yang berkelanjutan, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan yang

efektif, serta pelayanan publik yang transformatif. Selain itu, misi ini juga
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berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan
berdaya saing melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi aspek
utama dalam mendukung pengembangan kawasan potensial dan strategis,
meningkatkan konektivitas, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator utama yang digunakan dalam mencapai tujuan ini adalah indeks
infrastruktur daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pengembangan
fasilitas publik dan konektivitas antarwilayah. Sasaran yang ingin dicapai adalah
meningkatnya kapasitas infrastruktur untuk menunjang pemenuhan pelayanan
dasar dan pengembangan ekonomi, yang diukur melalui indeks infrastruktur dan
rasio jalan dalam kondisi baik.

Kemandirian desa menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah.
Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini adalah indeks desa
membangun, yang mencerminkan perkembangan desa dalam berbagai aspek,
termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sasaran dari upaya ini adalah
meningkatnya jumlah desa mandiri, yang diukur melalui persentase desa yang
telah mencapai kategori mandiri.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga menjadi bagian
integral dari misi ini. Indikator yang digunakan adalah indeks reformasi birokrasi,
yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan daerah.
Sasaran yang ingin dicapai meliputi meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan daerah, yang diukur melalui beberapa indikator seperti nilai SAKIP,
opini BPK, indeks inovasi daerah, serta nilai SPBE. Dengan strategi ini, Kabupaten
Seluma berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional,
transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang lebih berkualitas dan
berbasis teknologi.

Misi 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi,
pendidikan, dan kesehatan yang partisipatif, kesetaraan gender, berkelanjutan,

dan berkeadilan.
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Meningkatnya

Laju

Meningkatnya

Laju Pertumbuhan

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Perekonomian Daerah PDRB Sektor Utama
Daerah Ekonomi -
Indeks Daya Saing Daerah
Meningkatnya Nilai Nilai Investasi Daerah (PMA)
Investasi Nilai Investasi Daerah (PMDN)
Meningkatkan kualitas Indeks Meningkatnya akses Rata-rata Lama Sekolah
sumber daya manusia Pembangunan dan kualitas
melalui peningkatan Manusia pendidikan

pelayanan pendidikan,
kesehatan dan

Meningkatnya kualitas
dan akses kesehatan

Angka Harapan Hidup

Pemberdayaan Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender
perempuan Pemberdayaan (IPG)
Perempuan dan Indeks Pembangunan Gender
Perlindungan Anak (IDG)
Misi ketiga Kabupaten Seluma berfokus pada peningkatan dan

pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan yang bersifat
partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Tujuan utama dari misi ini adalah
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
layanan publik. Dengan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan dan
kesehatan, serta memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
Kabupaten Seluma berupaya menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan
berdaya saing.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, indikator utama yang
digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran meningkatnya
perekonomian daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui laju pertumbuhan,
PDRB sektor utama, serta indeks daya saing daerah yang mencerminkan
kapasitas ekonomi lokal dalam menghadapi persaingan di tingkat regional
maupun nasional. Selain itu, peningkatan nilai investasi juga menjadi prioritas,
yang diukur melalui nilai investasi daerah, baik dari penanaman modal asing
(PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Pada aspek pembangunan sumber daya manusia, pencapaian diukur
melalui indeks pembangunan manusia (IPM), yang mencerminkan peningkatan
adalah

kualitas hidup masyarakat Seluma. Sasaran yang ingin dicapai
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meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, yang diukur melalui indikator rata-
rata lama sekolah. Sementara itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan diukur
melalui angka harapan hidup, yang menunjukkan peningkatan akses masyarakat
terhadap layanan kesehatan yang lebih baik.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi salah satu
fokus utama dalam pembangunan yang inklusif. Indikator pencapaiannya diukur
melalui indeks pemberdayaan gender (IPG) dan indeks pembangunan gender
(IDG), yang mencerminkan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam sektor
ekonomi, sosial, serta pengambilan keputusan di tingkat daerah. Dengan
berbagai langkah strategis ini, Kabupaten Seluma berupaya mewujudkan
pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi
juga memastikan kesejahteraan yang merata serta peningkatan kualitas hidup
bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan perempuan.

Misi 4: Mewujudkan masyarakat dan keluarga yang sehat, berjaya ekonomi,

harmonis, tentram, dan bahagia

Meningkatkan derajat Indeks Keluarga Meningkatnya kualitas Persentase Kecamatan
kesehatan dan Gizi Sehat layanan kesehatan dengan Status IKS Sehat
masyarakat Indeks Pembangunan
Keluarga (iBangga)
Mengentaskan Angka Kemiskinan Meningkatnya Sosial Indeks Kedalaman
Kemiskinan Ekonomi Masyarakat Kemiskinan
Indeks Keparahan
Kemiskinan
Mengurangi Angka Tingkat Pengangguran
Pengangguran Terbuka

Misi keempat Kabupaten Seluma bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
dan keluarga yang sehat, berjaya dalam ekonomi, serta hidup harmonis,
tenteram, dan bahagia. Misi ini menekankan pentingnya pembangunan
kesejahteraan sosial yang mencakup peningkatan derajat kesehatan dan gizi
masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan dan keamanan
daerah. Dengan memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,
mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat sistem

keamanan dan kesadaran hukum, Kabupaten Seluma berkomitmen untuk
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menciptakan lingkungan yang aman, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh
masyarakatnya.

Dalam aspek kesehatan, peningkatan derajat kesehatan dan gizi
masyarakat menjadi salah satu prioritas utama. Indikator utama yang digunakan
adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang mencerminkan kondisi kesehatan
masyarakat di tingkat kecamatan. Sasaran yang ingin dicapai adalah
meningkatnya kualitas layanan kesehatan, yang diukur melalui persentase
kecamatan dengan status IKS sehat serta Indeks Pembangunan Keluarga
(iBangga). Dengan layanan kesehatan yang lebih baik dan akses yang lebih luas,
diharapkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Seluma dapat meningkat secara
signifikan.

Upaya pengentasan kemiskinan menjadi bagian krusial dalam misi ini,
dengan indikator utama berupa angka kemiskinan. Sasaran yang ingin dicapai
adalah meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang diukur melalui
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Selain itu,
pengurangan angka pengangguran juga menjadi fokus utama, yang diukur
melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan menciptakan lebih banyak
peluang kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, Kabupaten Seluma

berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Taoel Nl-2. Misi, Tujuain, Sasaran dan Indikator Kinerja

1. Mewujudkan iklim
kehidupan masyarakat
seluma yang elegan, lestari
yang berkelanjutan, oase,

Tujuan: Mewujudkan masyarakat
yang berkarakter dengan
menerapkan nilai-nilai agama dan
budaya

Indeks Pembangunan
Kebudayaan

dan berkarakter Sasaran: Meningkatnya
perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan budaya

Indeks Warisan Budaya

Tujuan: Mengurangi Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana

Indeks Ketahanan
Daerah

Sasaran: Meningkatnya ketahanan
daerah terhadap bencana

Indeks Infrastruktur

Mewujudkan pembangunan
daerah, kemandirian desa,
tata kelola pemerintahan
dan pelayanan publik yang
transformatif, maju dan
berkelanjutan serta
pengembangan sumberdaya
manusia yang unggul dan

Tujuan: Mengembangkan
infrastruktur untuk mendukung
pembangunan kawasan-kawasan
potensial dan strategis

Daerah

Sasaran: Meningkatnya kapasitas
infrastruktur untuk menunjang
pemenuhan pelayanan dasar dan
pengembangan ekonomi

Indeks Infrastruktur
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berdaya saing dengan
pemanfaatan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi
(IPTEK)

Tujuan: Meningkatkan Kemandirian
Desa

Indeks Desa Membangun

Sasaran: Meningkatnya Desa
Mandiri

Persentase Desa Mandiri

Tujuan: Meningkatkan Nilai Nilai SAKIP

Kepuasan Masyarakat Atas Layanan

Publik

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Opini BPK

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Indeks Inovasi Daerah

Nilai SPBE

Mewujudkan peningkatan Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Laju Pertumbuhan
dan pemerataan Ekonomi Daerah Ekonomi

pembangunan ekonomi,
pendidikan, dan kesehatan
yang partisipatif, kesetaraan
gender, berkelanjutan, dan
berkeadilan

Sasaran: Meningkatnya
Perekonomian Daerah

Laju Pertumbuhan

PDRB Sektor Utama

Indeks Daya Saing

Daerah
Sasaran: Meningkatnya Nilai Nilai Investasi Daerah
Investasi (PMA)
Nilai Investasi Daerah
(PMD)
Tujuan: Meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan
sumber daya manusia melalui Manusia (IPM)

peningkatan pelayanan pendidikan,
kesehatan dan Pemberdayaan
perempuan

Sasaran: Meningkatnya akses dan
kualitas pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah

Sasaran: Meningkatnya kualitas dan
akses kesehatan

Angka Harapan Hidup

Persentase puskesmas
terakreditasi

Persentase puskesmas
terakreditasi

Sasaran: Meningkatnya
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan
Gender (IPG)

Indeks Pembangunan
Gender (IDG)

Mewujudkan masyarakat dan
keluarga yang sehat, berjaya
ekonomi, harmonis, tentram,
dan bahagia

Tujuan: Meningkatkan derajat
kesehatan dan gizi masyarakat

Indeks Keluarga Sehat

Sasaran: Meningkatnya Akses dan
Kualitas Layanan Kesehatan

Persentase Kecamatan
dengan status IKS Sehat

Indeks Pembangunan
Keluarga (iBangga)

Tujuan: Mengentaskan Kemiskinan

Angka Kemiskinan

Sasaran: Menjamin Perlindungan
Sosial

Indeks Kedalaman
Kemiskinan

Indeks Keparahan
Kemiskinan

Sasaran: Mengurangi Angka

Tingkat Pengangguran

Kemiskinan Terbuka
Sasaran: Meningkatkan Ketahanan Indeks Ketahanan
dan Keamanan Daerah Daerah

Sasaran: Meningkatnya Kesadaran
Hukum dan Ketertiban Sosial

Jumlah Kriminalitasper
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100.000 penduduk

kasus hukum

Persentase penyelesaian

Pembangunan Kabupaten Seluma dalam RPJMD dirancang berdasarkan
empat misi utama yang menjadi landasan arah kebijakan daerah. Untuk
mewujudkan visi pembangunan, keempat misi tersebut diterjemahkan ke dalam
9 (sembilan) tujuan pembangunan yang mencakup berbagai sektor strategis,
seperti sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan
masyarakat. Setiap tujuan memiliki sasaran yang lebih spesifik agar implementasi
kebijakan dapat berjalan secara terukur dan tepat sasaran, dengan jumlah
sasaran yang ditetapkan sebanyak tiga belas sasaran pembangunan.

Untuk memastikan bahwa setiap sasaran dapat dicapai dengan baik,
terdapat 9 (sembilan) indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan
tujuan pembangunan. Indikator tersebut mencakup aspek kebudayaan,
infrastruktur, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi,
kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
terdapat 24 (dua puluh empat) indikator yang dirancang untuk mengukur capaian
sasaran pembangunan, seperti indeks warisan budaya, indeks ketahanan daerah,
rasio jalan baik, persentase desa mandiri, serta berbagai indikator yang terkait
dengan investasi, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan gender.

Strategi pembangunan Kabupaten Seluma dalam RPJMD menekankan pada
keberlanjutan serta efektivitas implementasi kebijakan, dengan mengacu pada
indikator yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan ini, pembangunan daerah
dapat berjalan secara lebih sistematis, terarah, dan berdampak luas bagi
masyarakat, sehingga mampu menciptakan kemajuan yang merata dan

berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Seluma.
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Taozl W1I-3 Visi, Misi, Tujuzin, Sasaran dan Indikator Kinarja Pembangunan Dazrar

2

1

TARGET TAHUN
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Misi 1: Mewujudkan iklim Mewujudkan budaya yang Indeks Pembangunan 62,04 62,63 63,22 63,81 64,4 64,99
kehidupan masyarakat memiliki nilai-nilai agama Kebudayaan (IPK) ((%))
seluma yang elegan, lestari |melalui seni dan budaya
yang berkelanjutan, oase,
dan berkarakter
Meningkatkan Indeks Warisan Budaya 54,00 54,59 55,18 55,77 56,36 56,95
perlindungan, (Angka)
pengembangan dan
pemanfaatan budaya
Mengurangi Resiko Indeks Risiko Bencana 165.01 164.21 163.41 162.61 161.81 161.01
Bencana (Indeks)
Meningkatnya Ketahanan |Indeks Ketahanan Daerah |0.61 0.62 0.62 0.63 0.64 0.65
Daerah terhadap bencana |(Angka)
Misi 2: Mewujudkan Mengembangan Indeks Infrastruktur (Angka)|46.89 47.68 48.46 49.25 50.03 50.81
pembangunan daerah, infrastruktur untuk
kemandirian desa, tata mendukung pembangunan
kelola pemerintahan dan Kawasan-kawasan
pelayanan publik yang potensial dan strategis
transformatif, maju dan Meningkatnya Kapasitas  |Indeks Infrastruktur (Angka)|46.89 47.68 48.46 49.25 50.03 50.81
berkelanjutan serta Infrastruktur Untuk
pengembangan . Menunjang Pemenuhan
sumberdaya manusia yang Pelayanan Dasar dan
unggul dan berdaya saing pengembangan ekonomi
REMEEm FMER ZEE Meningkatkan Kemandirian Indeks Desa Membangun  {0.6842 0.6887 0.6931 0.6976 0.7022 0.7072
kemajuan ilmu Desa (IDM) ()
pengetahuan dan teknologi
(PUE) Meningkatnya Desa Maju  |Persentase Desa Maju (%) [27.47 28.57 29.67 30.77 31.87 32.97
Meningkatkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (65.66 66.09 66.52 66.95 67.39 67.83
Kepuasan Masyarakat Atas (Indeks)
Layanan Publik
Meningkatnya Kualitas Tata|Nilai SAKIP Pemerintah 62.92 63.55 64.19 65.47 67.44 70.07
Kelola Pemerintahan Daerah (Angka)
Daerah
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TARGET TAHUN

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Opini BPK Atas Laporan \Wajar Tanpa \Wajar Tanpa (Wajar Tanpa \Wajar Tanpa \Wajar Tanpa \Wajar Tanpa

Keuangan (Nilai)

Pengecualian

Pengecualian

Pengecualian

Pengecualian

Pengecualian

Pengecualian

Indeks Evaluasi SPBE 2.28 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5
(Indeks)
Indeks Inovasi Daerah 52.05 52.47 52.89 53.31 53.74 54.17
(Angka)
Misi 3: Mewujudkan Meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan 71.33 71.68 72.03 72.38 72.73 73.07
peningkatan dan sumber daya manusia Manusia (Indeks)
pemerataan pembangunan |melalui peningkatan
ekonomi, pendidikan, dan [pelayanan pendidikan,
kesehatan yang partisipatif, |kesehatan dan
kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan
berkelanjutan, dan Meningkatkan akses dan  |Rata-Rata Lama Sekolah {8.19 8.23 8.28 8.33 8.38 8.42
berkeadilan kualitas pendidikan (Tahun)
Meningkatnya kualitas dan |Usia Harapan Hidup (UHH) |68.58 68.80 69.03 69.25 69.48 69.71
akses kesehatan ((tahun))
Meningkatkan Indeks Pembangunan 60.55 62.06 63.61 65.20 66.83 68.50
Pemberdayaan Perempuan |Gender (IPG) (Indeks)
dan Perlindungan Anak
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi|4.28 4.50 4.72 4.95 5.17 5.39
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB |[5.14 5.69 6.23 6.78 7.32 7.87
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Utama (%)
Sektor Utama di Kabupaten
Seluma
Meningkatnya nilai Nilai Investasi Daerah 7500 8000 9000 10000 10500 11000
investasi (PMA) (Juta Rupiah)
Nilai Investasi Daerah 250000 275000 300000 325000 350000 375000
(PMDN) (Juta Rupiah)
Mengentaskan Kemiskinan Tingkat Kemiskinan ((%)) [17.00 16.77 16.54 16.31 16.08 15.85
Menjamin Perlindungan Indeks Kedalaman 2,42 2,41 2,40 2,39 2,38 2,36
Sosial Kemiskinan (Indeks)
Indeks Keparahan 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43

Kemiskina (Indeks)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seluma Periode 2025-2029

l-18



TARGET TAHUN

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Mengurangi Pengangguran |Tingkat Pengangguran 2.36 2.34 2.30 2.28 2.26 2.24
Terbuka Terbuka (%)
Misi 4: Mewujudkan Meningkatkan derajat Indeks Keluarga Sehat 0.201 0.215 0.229 0.243 0.257 0.271
masyarakat dan keluarga |kesehatan dan Gizi (Angka )
yang sehat, berjaya Masyarakat
ekonomi, harmonis, Meningkatnya kualitas Persentase kecamatan 0 0 0 0 0 0
tentram, dan bahagia layanan kesehatan dengan status IKS sehat
(%)
Indeks Pembangunan 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
Keluarga (iBangga)
(Indeks)
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3.2, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan Kabupaten Seluma tahun 2025-2029 berfokus
pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan, penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan
yang efektif, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan keamanan daerah
dengan pendekatan inovatif berbasis teknologi serta optimalisasi potensi lokal.
Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 4 (empat) strategi

utama yaitu:
1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan,
dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan SDM yang unggul dan
kompetitif. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan difokuskan pada
peningkatan rata-rata lama sekolah, penguatan tenaga pendidik, serta digitalisasi
sistem pendidikan. Di sektor kesehatan, peningkatan layanan kesehatan berbasis
digital, cakupan BPJS bagi masyarakat miskin, serta program pencegahan
stunting dan gizi buruk menjadi prioritas. Kesetaraan gender dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan politik juga didorong untuk

meningkatkan peran perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan.
2. Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Kabupaten Seluma memiliki potensi besar dalam sektor pertanian,
perkebunan, perikanan, serta pengembangan pariwisata, UMKM dan industri
kreatif. Oleh karena itu, strategi ini berfokus pada peningkatan produktivitas dan
hilirisasi sektor unggulan, penguatan ekosistem UMKM dan koperasi, serta
peningkatan daya saing investasi daerah. Pemerintah juga mendorong
penyederhanaan regulasi, penguatan akses pasar, serta pembangunan

infrastruktur ekonomi seperti kawasan industri dan pusat logistik. Di sektor
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ketahanan pangan, dilakukan diversifikasi pangan lokal dan penguatan sistem
distribusi logistik untuk mendukung stabilitas harga dan ketersediaan bahan

pangan.
3. Penguatan Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan
mendukung pembangunan wilayah yang lebih merata. Pembangunan
infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik, serta akses air bersih
menjadi prioritas utama guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Digitalisasi layanan pemerintahan melalui implementasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) akan mempercepat reformasi birokrasi dan
meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, penguatan tata kelola desa
juga menjadi bagian dari strategi ini untuk meningkatkan kemandirian desa dan

kesejahteraan masyarakat perdesaan.
4. Peningkatan Ketahanan Sosial, Lingkungan, dan Keamanan Daerah

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, harmonis,
dan tangguh terhadap berbagai risiko sosial dan bencana. Dalam aspek
lingkungan, penguatan regulasi pengelolaan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis,
serta pengembangan sistem pemantauan kualitas lingkungan berbasis digital
menjadi prioritas utama. Di sisi ketahanan sosial, program pemberdayaan
ekonomi berbasis keluarga, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan
peran budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat akan terus
dikembangkan. Untuk aspek keamanan daerah, pemerintah daerah akan
meningkatkan mitigasi bencana, sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas
sektoral dalam penanggulangan bencana dan penegakan hukum.

Untuk mencapai strategi pembangunan yang telah dirumuskan, diperlukan
perencanaan partisipatif guna menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Seluma
dalam perencanaan tahunan maupun jangka menengah lima tahunan.
Perencanaan partisipatif menjadi pendekatan utama dalam proses perencanaan
pembangunan. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan
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yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan bersama.
Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dilakukan
pendampingan bagi komunitas atau kelompok warga sebagai upaya
meningkatkan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Model ini telah diterapkan dalam perencanaan pembangunan sebelumnya dan
bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang ada di tingkat komunitas
dapat diidentifikasi secara lebih spesifik dan selaras dengan prioritas
pembangunan daerah. Pendampingan ini melibatkan kader-kader masyarakat
yang memahami kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing, sehingga
mampu memberikan solusi berbasis kebutuhan lokal.

Ke depan, dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah,
diharapkan seluruh desa dan komunitas di Kabupaten Seluma dapat difasilitasi
dengan kader pendamping yang terlatih. Dengan adanya mekanisme ini, aspirasi
masyarakat dapat lebih terakomodasi, mendorong sinergi antara pemerintah dan
masyarakat, serta memastikan bahwa program pembangunan berjalan secara
efektif dan tepat sasaran. Rincian strategi dari setiap misi RPJMD Kabupaten
Seluma 2025-2029 akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel perencanaan

pembangunan daerah.

Taoz] =4, Tujuan, Sasaran dan Strategi Setian Misi
(s}

VISI: Terwujudnya Kabupaten Seluma Emas Berlian (Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan
Dan Beriman

Misi 1: Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat seluma yang elegan, lestari yang berkelanjutan,
oase, dan berkarakter.

Mewujudkan budaya yang |Meningkatkan Revitalisasi dan konservasi cagar

memiliki nilai-nilai agama perlindungan, budaya

melalui seni dan budaya pengembangan, dan Penguatan pendidikan budaya di
pemanfaatan budaya sekolah

Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam kegiatan budaya

Mengurangi Risiko Bencana | Meningkatnya Ketahanan Penguatan regulasi pengelolaan
Daerah Terhadap Bencana | lingkungan

Peningkatan rehabilitasi dan
penghijauan lahan kritis

Meningkatkan kesiapsiagaan,
pengendalian dan pemulihan akibat
bencana

Misi 2: Mewujudkan pembangunan daerah, kemandirian desa, tata kelola pemerintahan dan
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pelayanan publik yang transformatif, maju dan berkelanjutan serta pengembangan sumberdaya
manusia yang unggul dan berdaya saing dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK)

Mengembangkan
infrastruktur untuk
mendukung pembangunan
kawasan potensial dan
strategis

Meningkatnya kapasitas
infrastruktur untuk
menunjang pemenuhan
pelayanan dasar dan
pengembangan ekonomi

Pembangunan dan pemeliharaan
jalan strategis

Peningkatan infrastruktur dasar di
kawasan pertumbuhan ekonomi

Penguatan kemitraan dengan sektor
swasta (PPP) dalam pembangunan
infrastruktur

Meningkatkan kemandirian
desa

Meningkatnya desa mandiri

Penguatan kapasitas pemerintahan
desa

Peningkatan akses permodalan dan
pelatihan bagi UMKM desa

Pengembangan BUMDes berbasis
potensi lokal

Meningkatkan Nilai
Kepuasan Masyarakat Atas
Layanan Publik

Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintahan
daerah

Digitalisasi layanan pemerintahan
(SPBE)

Misi 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan dan
kesehatan yang partisipatif, kesetargaan gender, berkelanjutan dan berkeadilan

Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah

Meningkatnya
perekonomian daerah

Peningkatan akuntabilitas dan
transparansi keuangan daerah

Meningkatnya nilai
investasi

Penguatan kapasitas SDM birokrasi

Pengembangan sektor unggulan
berbasis potensi daerah

Peningkatan akses pasar bagi
UMKM dan koperasi

Peningkatan infrastruktur ekonomi
dan kawasan industri

Penyederhanaan regulasi dan
perizinan usaha

Peningkatan promosi investasi

Pembangunan infrastruktur
pendukung investasi

Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
melalui peningkatan
pelayanan pendidikan,
kesehatan dan
Pemberdayaan perempuan

Meningkatnya akses dan
kualitas pendidikan,

Peningkatan akses pendidikan
berkualitas

Meningkatnya kualitas dan
akses kesehatan

Peningkatan kesejahteraan tenaga
pendidik

Meningkatnya standar
hidup layak

Digitalisasi sistem pendidikan

Meningkatnya
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Peningkatan fasilitas dan tenaga
kesehatan

Misi 4: Mewujudkan masyarak
bahagia

at dan keluarga sehat, berjaya ekonomi, harmonis, tentram dan

Meningkatkan derajat
kesehatan dan gizi
masyarakat

Meningkatnya kualitas
layanan kesehatan

Peningkatan cakupan layanan
kesehatan berbasis digital

Penguatan promotif dan preventif
kesehatan

Peningkatan cakupan BPIJS bagi
keluarga miskin

Peningkatan layanan kesehatan ibu
dan anak

Peningkatan edukasi kesehatan

preventif
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Peningkatan akses sanitasi dan air
bersih

Program pencegahan stunting
berbasis komunitas
Mengentaskan kemiskinan Meningkatnya sosial Peningkatan keberdayaan
ekonomi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan
sosial

Pengintegrasian program
penangguangan kemiskinan
Peningkatan kompetensi dan
produktivitas angkatan kerja

Sd Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi
yang dipilih agar lebih fokus dan efektif dalam mencapai tujuan serta sasaran
pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan arah kebijakan bertujuan
untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan memiliki keterpaduan serta
dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan dinamika pembangunan
dan isu-isu strategis daerah.

Arah kebijakan merupakan kerangka kerja yang sistematis dalam
menyelesaikan tantangan pembangunan serta mengantisipasi isu-isu strategis
yang dihadapi daerah. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi wujud konkret
dari strategi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada prioritas
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara konseptual, perencanaan pembangunan daerah terdiri dari dua
aspek utama:

1. Perencanaan strategik, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pencapaian
visi dan misi pembangunan daerah.

2. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang berfokus pada pencapaian
kinerja layanan di setiap sektor pemerintahan.

Perencanaan ini bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala
daerah ke dalam program kerja yang dapat dilaksanakan dengan jelas dan
terukur. Segala upaya yang diarahkan langsung untuk merealisasikan tujuan dan
sasaran RPJMD dikategorikan sebagai bagian dari perencanaan strategik.

Keberhasilan perencanaan strategik sangat bergantung pada efektivitas
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pelaksanaan perencanaan operasional, sebagaimana diilustrasikan dalam bagan

yang menjelaskan keterkaitan keduanya.

RPJPD

Perencanaan (20 Tahun)
Strategik - Visi dan Misi

- Sasaran Pokok
- Arah Kebijakan

Perencanaan

Operasional

RPJMD
(5 Tahun)

- Visi dan Misi
-Tujuan dan Sasaran
-Strategi dan Arah Kebijakan

-Program Pembangunan

Daerah

-Program Prioritas

Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan

Program Prioritas

Gambar lll-1. Bagan Perancanaan Straizgilk dan Perencanaan Opezrasionzl

Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam

merumuskan fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD,

diperlukan pertimbangan terhadap berbagai faktor, termasuk pencapaian

indikator sasaran dalam setiap misi. Hal ini menjadi dasar penting dalam

menetapkan langkah-langkah strategis guna memastikan target indikator sasaran

dapat dicapai secara efektif. Dengan pendekatan ini, tahapan pembangunan dan

ukuran pencapaian target di setiap tahunnya akan semakin jelas dan terarah.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menetapkan

fokus atau tema pembangunan untuk lima tahun ke depan, yang disajikan dalam

tabel berikut.

I [
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Taozl N3, Aran Kebijakan Pemoangunan Kaouoaizn Ssluma

SASARAN 1.1 Penguatan identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan melalui
SASARAN 1.2 pelestarian nilai-nilai lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta
’ pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
SASARAN 2.1 Memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan
SASARAN 2 2 ekonomi dan pelayanan dasar, meningkatkan kemandirian desa melalui
pemberdayaan ekonomi lokal
SASARAN 2.3 Mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital
untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik.
SASARAN 3.1 Meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan sektor ekonomi
SASARAN 3.2 berbasis potensi lokal, peningkatan investasi, serta pemerataan akses
- terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat secara
SASARAN 3.3 inklusif dan berkelanjutan
SASARAN 3.4
SASARAN 3,5
SASARAN 3.6
SASARAN 4.1 Penguatan Ketahanan Sosial melalui Peningkatan Kesehatan,
SASARAN 4.2 Kesejahteraan Ekonomi, dan Keamanan Masyarakat
SASARAN 4.3

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fokus tahunan pembangunan di

Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

Tabezl Il-8. Folus Pembangunan Dazran Per Periode Tanun 2025-2029

1. Kebudayaan

2. Kualitas
Lingkungan
Hidup

3. Kapasitas
infrastruktur

Desa Mandiri

5. Kualitas Tata

Kelola

Pemerintahan

UL

Kebudayaan
Kualitas
Lingkungan
Hidup

Kapasitas
infrastruktur

Desa Mandiri
Kualitas Tata
Kelola

Pemerintahan

Kebudayaan
Kualitas
Lingkungan
Hidup
Kapasitas
infrastruktur
Desa Mandiri
Kualitas ~ Tata
Kelola

Pemerintahan

Kebudayaan
Kualitas
Lingkungan
Hidup

Kapasitas
infrastruktur
Desa Mandiri
Kualitas Tata
Kelola

Pemerintahan

ORI

Kebudayaan
Kualitas
Lingkungan
Hidup

Kapasitas
infrastruktur
Desa Mandiri
Kualitas Tata
Kelola

Pemerintahan
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pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Seluma selama kurun waktu

tahun (periode RPJMD) adalah sebagai berikut:

Taozl 1l-7. Tema Pembangunan RPIMD Kabupaizn Szluma Tahun 2025-2029

6. Perekonomian [6. Perekonomian 6. Perekonomian |6. Perekonomian 6. Perekonomian
Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
Nilai Investasi 7.  Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi 7. Nilai Investasi

8. Kualitas 8. Kualitas 8. Kualitas 8. Kualitas 8. Kualitas
Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan

9. Akses 9. Akses Kesehatan 9. Akses 9. Akses 9. Akses
Kesehatan 10. Standar  Hidup Kesehatan Kesehatan Kesehatan

10. Standar Hidup Layak 10. Standar Hidup |10. Standar Hidup [10. Standar Hidup
Layak 11. Kesetaraan Layak Layak Layak

11. Kesetaraan Gender 11. Kesetaraan 11. Kesetaraan 11. Kesetaraan
Gender 12. Kesehatan Gender Gender Gender

12. Kesehatan Keluarga 12. Kesehatan 12. Kesehatan 12. Kesehatan
Keluarga 13. Ketahanan Keluarga Keluarga Keluarga

13. Ketahanan Pangan 13. Ketahanan 13. Ketahanan 13. Ketahanan
Pangan 14. Kemiskinan Pangan Pangan Pangan

14. Kemiskinan 15. Bencana Alam 14. Kemiskinan 14. Kemiskinan 14. Kemiskinan

15. Bencana Alam 16. Ketertiban | 15. Bencana Alam 15. Bencana Alam 15. Bencana Alam

16. Ketertiban Sosial Ketertiban Sosial Ketertiban Sosial Ketertiban Sosial
Sosial

Berdasarkan fokus pembangunan tahunan tersebut, maka tema

5

2026

Sebagai tahun fondasi dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan
dan daya saing sumber daya manusia.

2 2027 Memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan dan
kemandirian desa dengan pembangunan ekonomi berbasis lokal.

3 2028 Peningkatan pemerataan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan,
kesehatan, dan sosial.

4 2029 Penguatan ketahanan pangan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.

5 2030 Evaluasi, Konsolidasi, dan Penguatan Keberlanjutan Pembangunan

Tema pembangunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 disusun

secara bertahap dengan fokus yang berbeda setiap tahunnya untuk memastikan

keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah. Pada tahun 2026, sebagai

tahun fondasi, fokus utama pembangunan diarahkan pada penguatan tata kelola

pemerintahan serta peningkatan daya saing sumber daya manusia. Upaya ini
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mencakup reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan
kebijakan yang mendukung efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Selain
itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan akan menjadi
prioritas untuk membentuk sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif
terhadap perkembangan zaman.

Pada tahun 2027, pembangunan difokuskan pada memperkuat fondasi
pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan dan penguatan kemandirian desa
dengan pembangunan ekonomi berbasis lokal. Pemerintah daerah akan
mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, dan
UMKM sebagai pilar ekonomi utama. Infrastruktur penunjang akan diperkuat
untuk meningkatkan akses pasar dan memperluas peluang investasi yang
berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Tahun 2028 diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan
publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Fokus pembangunan dalam
periode ini adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk kelompok
rentan, memiliki akses yang merata terhadap layanan dasar yang berkualitas.
Peningkatan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, serta
program perlindungan sosial akan diperkuat untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat Seluma.

Pada tahun 2029, tema pembangunan difokuskan pada penguatan
ketahanan pangan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan
sektor pertanian dan perikanan akan dikembangkan lebih lanjut dengan
penerapan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi dan ketahanan
pangan. Selain itu, adopsi teknologi dalam berbagai sektor akan didorong untuk
meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh.

Pada tahun terakhir RPJIMD 2030, fokus utama adalah evaluasi, konsolidasi,
dan penguatan keberlanjutan pembangunan. Tahun ini menjadi momentum untuk
menilai capaian pembangunan dalam empat tahun sebelumnya, mengidentifikasi
tantangan, serta memastikan keberlanjutan program-program strategis yang

telah berjalan. Langkah konsolidasi akan dilakukan dengan memperkuat
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koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan kebijakan yang telah terbukti efektif,
serta merancang strategi pembangunan jangka panjang yang lebih komprehensif
untuk Kabupaten Seluma. Dengan pendekatan ini, pembangunan daerah

diharapkan dapat berjalan secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Taozl 1l-3. Tujuan, Sasaran, Stratzgi dan Aran K2oijakan

Mewujudkan budaya
yang memiliki nilai-nilai
agama melalui seni dan
budaya

Meningkatkan
perlindungan,
pengembangan,
dan pemanfaatan
budaya

Revitalisasi dan
konservasi cagar budaya

Penguatan pendidikan
budaya di sekolah

Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
kegiatan budaya

Mengurangi Risiko
Bencana

Meningkatnya
Ketahanan Daerah
Terhadap Bencana

Penguatan regulasi
pengelolaan lingkungan

Peningkatan rehabilitasi

Penguatan identitas
budaya dan
keberlanjutan
lingkungan melalui
pelestarian nilai-nilai
lokal, peningkatan
partisipasi
masyarakat, serta
pengelolaan sumber
daya alam yang

pelayanan dasar
dan
pengembangan
ekonomi

d - berwawasan
an penghijauan lahan linak

kritis Ingkungan

Meningkatkan

kesiapsiagaan,

pengendalian dan

pemulihan akibat

bencana
Mengembangkan Meningkatnya Pembangunan dan Memperkuat
infrastruktur untuk kapasitas pemeliharaan jalan pembangunan
mendukung infrastruktur untuk | strategis infrastruktur yang
pembangunan kawasan menunjang Peningkatan mendukung
potensial dan strategis pemenuhan infrastruktur dasar di pertumbuhan

kawasan pertumbuhan
ekonomi

Penguatan kemitraan
dengan sektor swasta
(PPP) dalam
pembangunan
infrastruktur

Meningkatkan
kemandirian desa

Meningkatnya desa
mandiri

Penguatan kapasitas
pemerintahan desa

Peningkatan akses
permodalan dan
pelatihan bagi UMKM
desa

Pengembangan BUMDes
berbasis potensi lokal

Meningkatkan Nilai
Kepuasan Masyarakat
Atas Layanan Publik

Meningkatnya
kualitas tata kelola
pemerintahan
daerah

Digitalisasi layanan
pemerintahan (SPBE)

ekonomi dan
pelayanan dasar,
meningkatkan
kemandirian desa
melalui
pemberdayaan
ekonomi lokal, serta
mempercepat
transformasi tata
kelola pemerintahan
berbasis digital untuk
meningkatkan
efektivitas dan
transparansi
pelayanan publik.

Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
daerah

Meningkatnya
perekonomian
daerah

Peningkatan
akuntabilitas dan
transparansi keuangan
daerah

Meningkatnya nilai
investasi

Penguatan kapasitas
SDM birokrasi

Meningkatkan daya
saing daerah melalui
penguatan sektor
ekonomi berbasis
potensi lokal,
peningkatan investasi,
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Pengembangan sektor
unggulan berbasis
potensi daerah

Peningkatan akses pasar
bagi UMKM dan koperasi

Peningkatan
infrastruktur ekonomi
dan kawasan industri

Penyederhanaan regulasi
dan perizinan usaha

Peningkatan promosi
investasi

Pembangunan
infrastruktur pendukung
investasi

Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
melalui peningkatan
pelayanan pendidikan,
kesehatan dan
Pemberdayaan
perempuan

Meningkatnya
akses dan kualitas
pendidikan,

Peningkatan akses
pendidikan berkualitas

Meningkatnya
kualitas dan akses
kesehatan

Peningkatan
kesejahteraan tenaga
pendidik

Meningkatnya

Digitalisasi sistem

standar hidup pendidikan

layak

Meningkatnya Peningkatan fasilitas dan
Pemberdayaan tenaga kesehatan

Perempuan dan
Perlindungan Anak

serta pemerataan
akses terhadap
pendidikan,
kesehatan, dan
pemberdayaan
masyarakat secara
inklusif dan
berkelanjutan

Meningkatkan derajat
kesehatan dan gizi
masyarakat

Meningkatnya
akses dan kualitas
layanan kesehatan
keluarga

Peningkatan cakupan
layanan kesehatan
berbasis digital

Penguatan promotif dan
preventif kesehatan

Peningkatan cakupan
BPJS bagi keluarga
miskin

Peningkatan layanan
kesehatan ibu dan anak

Peningkatan edukasi
kesehatan preventif

Peningkatan akses
sanitasi dan air bersih

Program pencegahan
stunting berbasis
komunitas

Mengentaskan
kemiskinan

Meningkatnya
sosial ekonomi
masyarakat

Peningkatan keberdayaan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial

Pengintegrasian
program penangguhan
kemiskinan

Peningkatan kompetensi
dan produktivitas
angkatan kerja

Penguatan Ketahanan
Sosial melalui
Peningkatan
Kesehatan,
Kesejahteraan
Ekonomi, dan
Keamanan Masyarakat
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Perencanaan strategis yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat
diimplementasikan melalui perencanaan operasional. Dalam penyusunan RPJMD
saat ini, keselarasan antara visi, misi daerah, sasaran pokok, dan arah kebijakan
dirinci lebih lanjut dalam visi dan misi kepala daerah, serta strategi dan arah
kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan agenda strategis
kepala daerah selama periode RPJMD yang menjadi prioritas utama dalam lima
tahun ke depan. Program ini secara langsung diarahkan untuk mencapai sasaran
pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, program pembangunan daerah
dijalankan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan
selama 5 (lima) tahun periode 2025-2029 adalah untuk menjawab isu strategis
yang terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

2. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

3. Tata Kelola Pemerintahan

4. Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

5. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan, serta pengolahan

sampah yang ramah lingkungan

Program pembangunan daerah dirancang untuk merealisasikan visi dan
misi kepala daerah sebagai solusi terhadap permasalahan yang muncul dari isu-
isu strategis daerah. Program ini kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan
sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, jelas,
dan dapat diukur. Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program
pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas
kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program

prioritas kepala daerah Kabupaten Seluma diantaranya:
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Tabzl -9, Program Prioritas Kzoala Dazran

Penguatan akhlak dan budaya
serta pengembangan
pemanfaatan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
pariwisata yang elegan, lestari
dan berkelanjutan

Melestarikan
lingkungan, alam,
budaya dan kearifan
lokal

Persentase kawasan
wisata yang
dikembangkan
secara berkelanjutan
Indeks Kelestarian
Lingkungan Hidup
Indeks
pembangunan
kebudayaan

PD Penanggung
Jawab Urusan
Lingkungan Hidup,
Kebudayaan, dan
Pariwisata

Menguatkan nilai-
nilai religius,

PD Penanggung
Jawab Urusan

toleransi, dan Keagamaan,
kebhinekaan secara Pendidikan, dan
persuasif Kebudayaan
Mengembangkan - Jumlah wisatawan PD Penanggung

objek-objek wisata
yang terintegrasi

lokal dan
mancanegara

Peningkatan
kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB

Jawab Urusan
Pariwisata

Menyempurnakan
pembangunan
Taman Makam
Pahlawan Seluma

Persentase
penyelesaian
pembangunan
Taman Makam
Pahlawan Seluma

PD Penanggung
Jawab Urusan
Pendidikan &
Kebudayaan

Pengembangan infrastruktur
(Jalan, Jembatan, Irigasi,
Pendidikan, Kesehatan, Digital)

Membangun dan
meningkatkan
kualitas aksesibilitas

Persentase jalan
mantap
Indeks infrastruktur

PD Penanggung
Jawab Urusan
Pekerjaan Umum

dalam pembangunan Ki n- | ke k n usaha dan Perhubungan
kawasan potensial dan ekonomi dan
strategis perdesaan
Mengembangkan - Persentase desa PD Penanggung
infrastruktur yang memiliki akses | Jawab Urusan

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

internet

Komunikasi dan
Informatika

Memberikan
pelayanan internet
gratis di setiap desa

Persentase desa
yang mendapat
layanan internet

PD Penanggung
Jawab Urusan
Komunikasi dan

gratis Informatika
Percepatan transformasi tata Menerapkan - Indeks SPBE PD Penanggung
kelola pemerintahan dan teknologi informasi Jawab Urusan
pelayanan publik serta dalam pelayanan Komunikasi dan
peningkatan kesejahteraan publik Informatika
pegawai (ASN dan Tenaga Menerapkan - Indeks PD Penanggung

Honorer)

profesionalitas
dalam pengisian
jabatan
pemerintahan

Profesionalisme ASN

Jawab Urusan
Kepegawaian dan
Reformasi Birokrasi

Meningkatkan
kapasitas dan
kesejahteraan
pegawai

PD Penanggung
Jawab Urusan
Kepegawaian dan
Keuangan Daerah

Melaksanakan
pelayanan publik
antar jemput

Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik

PD Penanggung
Jawab Urusan
Pelayanan Publik

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Seluma Periode 2025-2030
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Meningkatkan
klasifikasi Rumah
Sakit Umum Daerah
dan pelayanan
ambulans gratis

Akreditasi Rumah
Sakit Naik Kelas

PD Penanggung
Jawab Urusan
Kesehatan

Peningkatan kualitas dan
pengembangan sumber daya
manusia yang mandiri dan
berdaya saing

Mengembangkan PD Penanggung
usaha ekonomi Jawab Urusan
kreatif dan Koperasi, UMKM,
produktif dan Perindustrian
masyarakat

Membangun akses
layanan pendidikan
dan kesehatan yang

Angka Partisipasi
Sekolah (APS)
Indeks Kesehatan

PD Penanggung
Jawab Urusan
Pendidikan dan

merata Keluarga Kesehatan
Membangun - Jumlah Universitas PD Penanggung
Universitas di yang Berdiri Jawab Urusan

Kabupaten Seluma

Pendidikan Tinggi

Mengembangkan - Peningkatan volume | PD Penanggung
Tempat Pelelangan dan nilai produksi Jawab Urusan
lkan menjadi perikanan tangkap Kelautan dan
Pelabuhan Perikanan
Perikanan
Nusantara

Percepatan transformasi Membangun - Kontribusi sektor PD Penanggung

pembangunan ekonomi
daerah, pendidikan, dan
kesehatan yang partisipatif,
kesetaraan gender dan
berkeadilan

kluster-kluster
wisata dan ekonomi
daerah

pariwisata terhadap
PDRB

Jawab Urusan
infrastruktur dan
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Membangun pasar
tradisional modern
yang didukung

transportasi publik

Jumlah pasar
tradisional modern
yang terbangun

PD Penanggung
Jawab Urusan
Perdagangan dan
Transportasi

Mengembangkan
usaha ternak
masyarakat desa
secara kolaboratif

Kontribusi sektor
pertanian terhadap
PDRB

Jumlah produksi
hewan ternak

PD Penanggung
Jawab Urusan
Peternakan dan
Pertanian

Memberikan
bantuan ternak sapi
kepada masyarakat
kurang mampu

Jumlah bantuan
ternak yang
direalisasikan

PD Penanggung
Jawab Urusan
Peternakan dan
Sosial

Pemenuhan pelayanan dasar
(Kesehatan, Pendidikan,
Perlindungan Sosial) dalam
rangka pengentasan
kemiskinan, pengangguran,
dan desa tertinggal secara
partisipatif dan berkeadilan

Membangun akses

layanan pendidikan
dan kesehatan yang
berkualitas

Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)

PD Penanggung
Jawab Urusan
Pendidikan dan
Kesehatan

Memberikan
beasiswa bagi
masyarakat tak

Angka Partisipasi
Kasar SD & SMP
Realisasi beasiswa

PD Penanggung
Jawab Urusan
Pendidikan dan

mampu dan masyarakat kurang Sosial
mahasiswa mampu
berprestasi

Memberikan
makanan tambahan
bergizi dan BPJS
Kesehatan gratis

Persentase anak
dengan status gizi
baik

Persentase peserta
BPJS Kesehatan aktif

PD Penanggung
Jawab Urusan
Kesehatan dan
Sosial

Menyediakan makan
siang gratis bagi
siswa SD, SMP, dan
SMA

Jumlah siswa yang
menerima makan
siang gratis

PD Penanggung
Jawab Urusan
Pendidikan dan
Sosial

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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Pelayanan ambulans

Jumlah ambulans

PD Penanggung

gratis di setiap gratis yang Jawab Urusan
kecamatan beroperasi di setiap | Kesehatan
kecamatan
7. Mendorong percepatan Memberikan Jumlah UMKM yang PD Penanggung

peningkatan kesejahteraan
petani, nelayan, pedagang, dan
tenaga kerja

bantuan tambahan
modal bagi UKM,
UMKM, BUMDes,
dan koperasi

menerima tambahan
modal

Jawab Urusan
Koperasi dan
UMKM

Memfasilitasi
peningkatan
produktivitas dan
hilirisasi pertanian
dan perikanan

Peningkatan
Produktivitas dan
Nilai Jual Hasil
Pertanian dan
Perikanan (NTP)

PD Penanggung
Jawab Urusan
Pertanian,
Perikanan, dan
Perindustrian

Pemerintah Kabupaten Seluma menetapkan berbagai program prioritas
untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Penguatan akhlak, budaya, dan
lingkungan diwujudkan melalui pengembangan wisata berkelanjutan dan
optimalisasi sumber daya alam. Infrastruktur ditingkatkan dengan aksesibilitas ke
kawasan ekonomi, digitalisasi pelayanan publik, serta layanan kesehatan gratis.
Pengembangan SDM difokuskan pada pendidikan berkualitas, beasiswa, dan
peningkatan layanan kesehatan. Sektor ekonomi diperkuat dengan klaster wisata,
pasar modern, dan usaha ternak berbasis masyarakat. Pemerintah juga berupaya
menekan kemiskinan dan pengangguran melalui perlindungan sosial serta

bantuan modal bagi UMKM, petani, dan nelayan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERIA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Program perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma dirancang sebagai instrumen
utama untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah kepala daerah
terpilin. Program ini menjadi arah operasional kebijakan pembangunan selama
lima tahun dan menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana
sektoral yang selaras dengan tujuan strategis. Setiap perangkat daerah
bertanggung jawab menjalankan program sesuai dengan tugas dan
kewenangannya, baik untuk urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan,
maupun urusan pilihan yang mendukung potensi unggulan daerah.

Pelaksanaan program mencakup berbagai bidang seperti penguatan
infrastruktur, peningkatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat,
serta pembangunan sosial dan budaya. Semua pelaksanaan program dijalankan
berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan
dukungan pembiayaan dari APBD, dana transfer pusat dan provinsi, Dana Desa,
serta sumber lainnya yang sah. Pengalokasian anggaran disusun secara
proporsional berdasarkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, serta prinsip

keadilan antarwilayah kecamatan dan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Seluma Periode 2025-2030
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.01 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 232.021.393.070,00 232.340.223.185,00 232.660.627.946,00) 232.982.577.875,00 233.306.117.795,00
PENDIDIKAN
1.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 167.905.279.320,00 167.909.940.478,00 167.914.636.850,00 167.919.331.423,00 167.924.061.442,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Nilai evaluasi SAKIP Pinas/Bacanlayd
Nilai Evaluasi AKIP PD OPD (Nilai) 68.44 68.40 69.00 167.905.279.320,00( 69.00 167.909.940.478,00( 70.00 167.914.636.850,00| 70.00 167.919.331.423,00( 70.00 167.924.061.442,00 ;nen[?zgkani Bidang
endidikan
1.01.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN 63.716.113.750,00 64.028.322.707,00 64.342.061.492,00 64.657.337.592,00 64.974.158.541,00
PENDIDIKAN
TIngkat partisipasi
Meningkatnya kualitas warga negara usia Dinas/Badan yang
partisipasi anak usia 5-6 tahun yang 67.5 67.5 68 63.716.113.750,00 68 64.028.322.707,00 68 64.342.061.492,00 68 64.657.337.592,00 68 64.974.158.541,00|menangani Bidang
sekolah berpartisipasi dalam Pendidikan
PAUD (%)
Tingkat partisipasi
\warga negara usia Dinas/Badan yang
[l2liahtnang 95 95 95,5 95.6 95.6 95.6 9.8 menangani Bidan
berpartisipasi dalam : L N . : Pendi 9 9
o endidikan
pendidikan dasar
(%)
Tingkat partisipasi
warga negara usia
13- 15 tahun yang Dinas/Badan yang
berpartisipasi dalam 76.5 76.5 77 4 77 77 77 menangani Bidang
pendidikan Pendidikan
menengah pertama
(%)
Tingkat partisipasi
warga negara usia
;glgnt]ahun yang Dinas/Badan yang
38 40 40 40 41 41 42 menangani Bidang

menyelesaikan
pendidikan dasar
dan menengah yang

berpartisipasi dalam

Pendidikan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
F::I)?L?I_GCI})AI«VIIVIIEI OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
pendidikan
kesetaraan (%)
1.01.03 - PROGRAM
PENGEMBANGAN 100.000.000,00 100.490.000,00 100.982.401,00 101.477.215,00 101.974.453,00
KURIKULUM
Persentase Satuan
Meningkatnya kualitas Pendidikan yang Dinas/Badan yang
kurikul%m gndidikan Mengembangkan 80 80 85 100.000.000,00 85 100.490.000,00 90 100.982.401,00 90 101.477.215,00 90 101.974.453,00|menangani Bidang
P Kurikulum Muatan Pendidikan
Lokal (Persentase)
1.01.04 - PROGRAM
PENDIDIK DAN TENAGA 100.000.000,00, 100.490.000,00} 100.982.401,00) 101.477.215,00 101.974.453,00)
KEPENDIDIKAN
Meningkatnya kualitas dan P:[:se'ateansq(ﬁiguru Dinas/Badan yang
distribusi pendidik dan éeﬁgifikat Pendidik 76 76 77 100.000.000,00 78 100.490.000,00 79 100.982.401,00 79 101.477.215,00 79 101.974.453,00|menangani Bidang
tenaga pendidik Pendidikan
(Persentase)
1.01.06 - PROGRAM
PENGEMBANGAN 200.000.000,00| 200.980.000,00 201.964.802,00] 202.954.430,00 203.948.906,00
BAHASA DAN SASTRA
Persentase satuan
pendidikan yang
mempunyai guru
yang mengajar Dinas/Badan yang
Terselenggaranya bahasa [ o jokal 100 100 100 200.000.000,00, 100 200.980.000,00] 100 201.964.802,00, 100 202.954.430,00] 100 203.948.906,00|menangani Bidang

dan sastra

(bahasa daerah
atau budaya lokal)
dan/atau ekskul
kesenian (%)

Pendidikan

1.02 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN

186.890.999.545,00

187.177.506.246,00)

186.721.448.684,00

187.080.992.111,00

187.314.619.719,00)

1.02.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

110.262.189.620,00

110.306.529.730,00

109.601.087.108,00

109.645.862.813,00

109.690.857.917,00)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Bidang Kesehatan
(Persentase)

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
] . Hf q Dinas/Badan yang
'\s"e”'”gka‘”ya eueligs) MEDEENES] 0 0 0 110.262.189.620,00 0 110.306.529.730,00, 0 109.601.087.108,00 0 109.645.862.813,000 0 109.690.857.917,00/menangani Bidang
AKIP PD SAKIP OPD (Nilai) K
esehatan
. x Dinas/Badan yang
Nilai Evaluasi .
. 65 66 67 68 69 70 71 menangani Bidang
SAKIP OPD (Nilai) o
1.02.02 - PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESELISTAN 75.264.819.495,00) 75.501.282.533,00) 75.744.936.092,00) 76.053.944.231,00) 76.236.788.926,00)
PERORANGAN DAN ) T Sl . . I L : e’ e :
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Meningkatnya kualitas Angka Kematian Ibu Dinas/Badan yang
kesehatan perorangan dan |(AKI) ((per 100.000 0 0 0 75.264.819.495,00 0 75.501.282.533,00 0 75.744.936.092,00 0 76.053.944.231,00 0 76.236.788.926,00|menangani Bidang
masyarakat kelahiran hidup)) Kesehatan
Prevalensi Stunting Dinas/Badan yan
(pendek dan sangat | 5,7 24:23 23:22 22:21 21:20 20:19 19:18 menangani Bi)élan%
pendek) pada balita K
5 esehatan
((%))
Rasio daya tampung Dinas/Badan yang
rumah sakit rujukan 80 83 85 87 88 89 90 menangani Bidang
(%) Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER 520.999.430,00 522.572.327,00) 524.152.932,00] 525.741.280,00 527.337.414,00
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Persentase
Meningkatnya mutu dan  |Peningkatan Dinas/Badan yang
distribusi tenaga Kompetensi SDM 0 0 0 520.999.430,00 0 522.572.327,00 0 524.152.932,00 0 525.741.280,00 0 527.337.414,00|menangani Bidang
kesehatan Bidang Kesehatan Kesehatan
(Persentase)
Persentase
Peningkatan Dinas/Badan yang
Kompetensi SDM 7 80 83 85 87 88 90 menangani Bidang

Kesehatan

1.02.04 - PROGRAM
SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN DAN
|MAKANAN MINUMAN

391.263.000,00

393.180.189,00

395.106.772,00

397.042.794,00

398.988.305,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) 04 (05) (06) ©07) (08) (99) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
Persentase
[ et e Cohise eetiag
g Kesehtan dan 0 0 0 391.263.000,00| 0 393.180.189,00 0 395.106.772,00] 0 397.042.794,00 0 398.988.305,00 r}'(n:;:[g;tzr;l Bidang
makanan minuman Makanan Minuman
(Persentase)
1.02.05 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG 451.728.000,00| 453.941.467,00 456.165.780,00 458.400.993,00 460.647.157,00
KESEHATAN
Persentase
Meningkatnya kualitas Masyarakat Bidang Dinas/Badan yang
pemberdayaan bidang Kesehatan yang 0 0 0 451.728.000,00 0 453.941.467,00 0 456.165.780,00 0 458.400.993,00 0 460.647.157,00|menangani Bidang
kesehatan Diberdayakan Kesehatan
(Persentase)
1.03 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN 58.982.943.241,00 55.002.049.795,00 55.086.971.854,00 55.157.749.509,00 55.179.424.851,00
PENATAAN RUANG
1.03.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 10.909.331.651,00| 10.912.431.936,00 10.915.547.413,00 10.918.678.156,00 10.921.824.241,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Dinas/Badan yang
Meningkatnya Nilai Evaluasi [MEmEEEN RN
gkatnya e 72.41 72.45 72.65 10.909.331.651,00[  73.00 10.912.431.936,00f 73.25 10.915.547.413,00| 73.50 10.918.678.156,00[ 73.75 10.921.824.241,00|Pekerjaan Umum
Akuntabilitas kinerja PD  |SAKIP OPD (Nilai)
Dan Penataan
Ruang
1.03.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER 5.010.000.000,00 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00
DAYA AIR (SDA)
Meningkatnya Persentase q
perlindungan masyarakat |Peningkatan 22[?:;22?1?%%2%
tSrliacaplbaniiidan facpindtingan 0 0 0 5.010.000.000,00, 0 1.010.000.000,00 0 1.010.000.000,00 0 1.010.000.000,00 0 1.010.000.000,00|Pekerjaan Umum
meningkatnya akses Kawasan Dan Penataan
masyarakat terhadap Permukiman Rawan R
bt - uang
irigasi Banjir (Persentase)
Dinas/Badan yang
Persentase e
5 menangani Bidang
[l e 0 0 0 0 0 0 0 Pekerjaan Umum

Perlindungan
Kawasan dari Abrasi

Dan Penataan
Ruang
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
dan Banjir Rob
(Persentase)
Dinas/Badan yang
E:;Z?:r??:g';;?s menangani Bidang
Multikomoditas 39.25 39.33 40.51 41.72 42.98 44.27 45.59 [P)zl:]eg:ﬁ;garplum
(Persentase) Ruang
1.03.03 - PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN 446.000.000,00| 446.000.000,00 446.000.000,00 446.000.000,00 446.000.000,00
SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM
Meningkatnya akses Rumah tangga 32::;22?1?&)&2?%
[MEEMETELEL (IGERED denganlaksesiain 15 2.84 7.68 446.000.000,00|  9.73 446.000.000,00{ 10.98 446.000.000,00[  11.91 446.000.000,00( 12.00 446.000.000,00[Pekerjaan Umum
sistem penyediaan air minum jaringan Dan Penataan
Minum perpipaan (%) (%) Ruang
Persentase
Ezngggastagn Dinas/Badan yang
Teﬁayani n}:ela%ui menanoayislcany
- 14 2.84 7.68 9.73 10.98 11.91 12 Pekerjaan Umum
Penyaluran Air Dan Penataan
Minum Curah Lintas Ruan
Kabupaten/Kota 9
(Persentase)
1.03.04 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
PENGELOLAAN - - - 50.000.000,00 50.000.000,00
PERSAMPAHAN
REGIONAL
ﬁ:;sismkaa?:n Dinas/Badan yang
Meningkatnya Layanan Sampgh yang menangapiEicang
5 q k 0 0 0 - 0 - 0 - 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00(Pekerjaan Umum
Persampahan Regional Dikelola di Dan Penataan
TPA/TPST Regional Ruan
(Persentase) 9

1.03.05 - PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN

SISTEM AIR LIMBAH

320.125.380,00

336.131.649,00

352.938.231,00

370.585.143,00

389.114.400,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Persentase
Peningkatan Rumah -
Meningkatnya akses Tangga yang Dmas/Bad_an yang
[MESDEIELEL SR ED peenembatinian 9.75 9.75 9.95 320.125.380,00] 10.14 336.131.649,00] 10.35 352.938.231,00| 10.55 370.585.143,00| 10.76 389.114.400,00 ;nel? anganluBldang
sistem pengelolaan air dengan Akses ) . ) e . R ) D = : e ] it DZneg:sgta::\um
Limbah Sanitasi (Air Limbah Ruan
Domestik Layak dan 9
Aman) (Persentase)
1.03.06 - PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN 7 q ) q q
SISTEM DRAINASE
Dinas/Badan yang
Meningkatnya kualitas (PZZLSue;atﬁsgrainase menapgani Eikaiy
sistem drainase perkotaan |dalam Kondisi Baik ® 9 e i © ] @ ) @ ] g [ Wik
(Persentase) Dan Penataan
Ruang
1.03.08 - PROGRAM
PENATAAN BANGUNAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
GEDUNG
D Dinas/Badgn yang
Meningkatnya kualitas Bangunan Gedung menanoaislcany
P 25 25 30 1.000.000.000,00 32 1.000.000.000,00 33 1.000.000.000,00 35 1.000.000.000,00 37 1.000.000.000,00|Pekerjaan Umum
bangunan gedung dalam Kondisi Baik DaniParaioan
(Persentase)
Ruang
1.03.10 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN 40.887.486.210,00 40.887.486.210,00 40.887.486.210,00 40.887.486.210,00 40.887.486.210,00
JALAN
Dinas/Badan yang
Persentase kondisi menangani Bidang
Tingkat Kemantapan Jalan [mantap jalan 35.29 35.29 36.25 40.887.486.210,00, 37.25 40.887.486.210,00) 38.25 40.887.486.210,00 39.25 40.887.486.210,00| 40.25 40.887.486.210,00(Pekerjaan Umum
kabupaten/kota (%) Dan Penataan
Ruang
1.03.11 - PROGRAM
PENGEMBANGAN JASA 260.000.000,00] 260.000.000,00 325.000.000,00] 325.000.000,00 325.000.000,00
KONSTRUKSI
Persentase Tenaga Dlnas/Badgn yang
Meningkatnya kompetensi |Kerja Konstruksi G0 ity
3 ; A e 5 5 55 260.000.000,00| N5 260.000.000,00 6 325.000.000,00[ 6.25 325.000.000,00 6.5 325.000.000,00|Pekerjaan Umum
tenaga konstruksi Kualifikasi Ahli Dan Penat
(Persentase) AN e

Ruang
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.03.12 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
PENATAAN RUANG
Persentase q
N Dinas/Badan yang
Meningkatnya Kualitas ’I:zlr;yneleﬁ;n Kasus menangani Bidang
penyelenggaraan Pema?l?aatan BuEm 65 67 69 150.000.000,00 71 150.000.000,00 72 150.000.000,00 73 150.000.000,00 74 150.000.000,00(Pekerjaan Umum
penataan ruang di Daerah Provinsi 9 Dan Penataan
(Persentase) (R
1.04 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN 8.098.026.861,00 6.920.782.500,00 6.933.875.659,00 6.946.627.904,00| 6.958.961.132,00
KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 7.316.834.331,00 6.139.437.127,00 6.152.376.694,00]| 6.164.974.593,00] 6.177.152.720,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Dinas/Badan yang
Nilai Akip Perangkat Nilai Evaluasi [MEREEERT EIET
Daerah P 9 SAKIP OPD (Nilai) 69.86 70.3 70.74 7.316.834.331,00( 71.18 6.139.437.127,00( 71.62 6.152.376.694,00( 72.62 6.164.974.593,00| 72.5 6.177.152.720,00(Perumahan Dan
Kawasan
Permukiman
1.04.02 - PROGRAM
PENGEMBANGAN 25.160.030,00 25.283.314,00 25.407.202,00 25.531.698,00 25.656.803,00
PERUMAHAN
Terpenuhinya rumah layak [Persentase warga Dinas/Badan yang
huni bagi warga negara negara korban menangani Bidang
korban bencana dan yang [bencana yang 100 100 100 25.160.030,00 100 25.283.314,00 100 25.407.202,00 100 25.531.698,00 100 25.656.803,00|Perumahan Dan
terkena relokasi akibat memperoleh rumah Kawasan
program pemerintah layak huni (%) Permukiman
1.04.03 - PROGRAM
KAWASAN PERMUKIMAN 6.032.500,00 6.062.059,00 6.091.763,00 6.121.613,00 6.151.609,00
Persentase Luas Dinas/Badan yang
" " Kawasan Kumuh menangani Bidang
Meningkatnya Kualitas 4645712 yang 48.02 50.67 53.32 6.032.500,00| 55.97 6.062.059,00| 58.62 6.091.763,00| 61.27 6.121.613,00| 63.92 6.151.609,00|Perumahan Dan
Kawasan perrnukiman 5 o
Ditangani Kawasan
(Persentase) Permukiman
1.04.04 - PROGRAM
R R AAN A 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Meningkatnya Pencegahan|Berkurangnya unit 22::;82?1?2%2?
(RERERED CETD REERER | [RLIMilEDD 89.56 89.66 89.76 450.000.000,00] 89.86 450.000.000,00 89.95 450.000.000,00] 90.05 450.000.000,00] 90.15 450.000.000,00|perumahan Dan
Permukiman Kumuh pada [(Rumah Tidak : . . . . ’ . . . ’ : . . i : : ) ’ ] : 3 ’ elimajanitan
q Kawasan
Daerah Kabupaten/Kota  [Layak Huni) (%) P
1.04.05 - PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00] 300.000.000,00 300.000.000,00
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
Persentase
Permukiman yang Dinas/Badan yang
Meningkatnya penyediaan Sudah Dilengkapi menangani Bidang
PSU permukiman PSU (Prasarana, 62.50 87.50 100 300.000.000,00 100 300.000.000,00 100 300.000.000,00] 100 300.000.000,00] 100 300.000.000,00|Perumahan Dan
Sarana, dan Utilitas Kawasan
Umum) Permukiman
(Persentase)
1.05 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM 18.809.426.798,00| 18.845.606.953,00 20.392.208.058,00 18.959.266.345,00 19.026.821.553,00
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 17.949.806.802,00| 17.958.358.120,00 19.466.951.337,00 17.975.586.662,00) 17.984.264.214,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Meningkatnya Tata Kelola |Nilai Evaluasi Ketenteraman Dan
Kinerja OPD (BPBD) SAKIP OPD (Nilai) 70.81 70.83 70.86 4.655.438.910,00[ 70.89 4.658.030.625,00| 70.92 4.660.635.037,00( 70.95 4.663.252.213,00| 70.98 4.665.882.214,00| i o Ul
Serta Perlindungan
Masyarakat
Dinas/Badan yang
Meningkatnya Tata Kelola |, . " el El
Kinerja OPD (SATPOL pp, [Nilai Evaluasi 100 100 100 13.294.367.892,00, 100 13.300.327.495,00, 100 14.806.316.300,00 100 13.312.334.449,000 100 13.318.382.000,00| <etenteraman Dan

DAMKAR)

SAKIP OPD (Nilai)

Ketertiban Umum
Serta Perlindungan
Masyarakat

1.05.02 - PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

148.880.621,00

173.026.836,00

207.535.034,00

262.441.162,00

317.784.749,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
F:;?L?r%%?wwllzl OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Dinas/Badan yang
Meningkatnya kepatuhan [Persentase Perda E;Zi?gg:;:’]dgr;%
masyarakat terhadap dan Perkada yang 100 100 100 38.598.075,00 100 38.787.206,00 100 38.977.263,00 100 39.168.252,00 100 39.360.176,00 et U
i o
Perda dan Perkada ditegakkan (%) Serta Perlindungan
Masyarakat
Dinas/Badan yang
Persentase e
Meningkatnya penanganan|gangguan ?:tgi?graa%gr;dgg%
gangguan ketenteraman  [Trantibum yang 100 100 100 74.355.116,00 100 74.719.457,00 100 75.085.581,00 100 75.453.501,00 100 75.823.223,00 P o Ul
dan ketertiban umum ?;;))at diselesaikan Serta Perlindungan
° Masyarakat
Persentase Dinas/Badan yang
Meningkatnya Cakupan ?;gi?graa%‘::\dggi
perlindungan terhadap Perlindungan 40 50 60 35.927.430,00 70 39.520.173,00 80 43.472.190,00 90 47.819.409,00 100 52.601.350,00 P e Ul
[TEBIEEIED '(Vllisriz;?'a(:;) Serta Perlindungan
Masyarakat
Dinas/Badan yang
Persentase PPNS menangani Bidang
Meningkatnya kapasitas  [yang Ditingkatkan ] Ketenteraman Dan
SDM PPNS Kompetensinya 5 5 5} 10 20.000.000,00 20 50.000.000,00 60 100.000.000,00 70 150.000.000,00 P o Ul
(Persentase) Serta Perlindungan
Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM
PENANGGULANGAN 620.468.945,00 623.509.242,00 626.564.439,00) 629.634.603,00 632.719.813,00
BENCANA
TS Dinas/Badan yang
Meningkatnya kualitas menangani Bidang
layanan pencegahan dan elelenodaraan Ketenteraman Dan
kesiapsiagaan terhadap 'SI'LinIIJt:ﬂrsr;hnnmas 40 50 60 15.000.000,00| 70 15.073.500,00 80 15.147.360,00 90 15.221.582,00 100 15.296.168,00) P o Ui
bencana Bencana (Nilai) Serta Perlindungan
Masyarakat
EZLsuen;:se Dinas/Badan yang
PenySbaran menangani Bidang
Informasi dan 25 25 100 100 100 100 100 RCIENIEIEIIED (2E

Edukasi Rawan
Bencana
(Persentase)

Ketertiban Umum
Serta Perlindungan
Masyarakat
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Dinas/Badan yang
Persentase B
Meningkatnya penanganan|pendampingan E;Zi?gg:;:’]dgr;%
bencana pada saat penanganan 25 25 100 303.823.115,00 100 305.311.848,00) 100 306.807.877,00 100 308.311.235,00 100 309.821.960,00 et U
langoapicartiet ?;ngc%iztzoa/:yrat Serta Perlindungan
Masyarakat
Dinas/Badan yang
Meningkatnya penanganan Eersentase P wetnal:gani Bidgng
'enanganan Pasca etenteraman Dan
322222: pada saat pasca EreTe 100 100 100 301.645.830,00] 100 303.123.894,00 100 304.609.202,00] 100 306.101.786,00 100 307.601.685,00 P o Ul
(Persentase) Serta Perlindungan
Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN 90.270.430,00 90.712.755,00 91.157.248,00 91.603.918,00 92.052.777,00
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Dinas/Badan yang
E:I?;;ﬁzie menangani Bidang
g":n”égg;ﬁg‘ﬁ éf)ﬁ’;f;‘ ' [penyelamatan dan 100 100 100 90.270.430,00| 100 90.712.755,00| 100 91.157.248,00 100 91.603.918,00] 100 92.052.777,00 ﬁg}gg}ﬁ;’“@;ﬁﬁ”
[PUELEE] LEiEET Serta Perlindungan
kebakaran (%) S 9
Masyarakat
Dinas/Badan yang
Waktu tanggap menangani Bidang
(response time) 15 15 15 15 15 15 15 Ketent_eraman Dan
penanganan Ketertiban Umum
kebakaran (Menit) Serta Perlindungan
Masyarakat
1.06 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 5.233.237.785,00) 5.201.895.103,00) 5.271.292.322,00| 5.347.327.349,00| 5.445.662.478,00)
SOSIAL
1.06.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 4.062.034.360,00| 4.064.118.199,00| 4.066.212.245,00 4.068.316.558,00] 4.070.431.179,00|
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Tata Kelola |Nilai Evaluasi [DIFEEAEEEED yEtil)
67.10 67.10 67.15 4.062.034.360,00] 67.40 4.064.118.199,00| 67.60 4.066.212.245,00( 68.10 4.068.316.558,00| 68.80 4.070.431.179,00|menangani Bidang

Kinerja OPD

SAKIP OPD (Nilai)

Sosial
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN 318.109.000,00| 319.667.734,00| 321.234.106,00] 322.808.153,00 324.389.913,00
SOSIAL
Persentase SDM
Kesejahteraan
T Sosial yang Dinas/Badan yang
embgrda gan — Meningkat 20 40 50 318.109.000,00 59 319.667.734,00) 75 321.234.106,00] 85 322.808.153,00 100 324.389.913,00|menangani Bidang
P V! Kompetensinya Sosial
dalam Pelayanan
Sosial (%)
Persentase
Lembaga di Bidang
g(e)zgla;l;rgaan Dinas/Badgn yang
Meningkat 5] 10 15 20 25 35 50 rsnoesr}glnganl Bidang
Kualitasnya dalam
Pelayanan Sosial
(%)
1.06.04 - PROGRAM
REHABILITAS] SOSIAL 41.742.000,00 41.946.536,00 42.152.074,00 42.358.619,00 42.566.176,00
Persentase (%)
Meningkatnya rehabilitasi s?sr;{)ailrilgzrlgrlantar RIRERHERGE VI
] 9 Y yang terpenuhi 5.62 8.50 10.88 41.742.000,00] 12.40 41.946.536,00) 14.90 42.152.074,00, 16.10 42.358.619,00) 20.00 42.566.176,00|menangani Bidang
kebutuhan dasarnya Sosial
(Persentase)
Persentase (%)
anak terlantar yang Dinas/Badan yang
terpenuhi kebutuhan 5.00 6.80 8.50 9.00 10.00 15.00 20.00 menangani Bidang
dasarnya Sosial
(Persentase)
Persentase (%)
lanjut usia terlantar Dinas/Badan yang
yang terpenuhi 1.7 4.40 5.80 6.80 8.50 9.00 10.50 menangani Bidang

kebutuhan dasarnya
(Persentase)

Sosial

IV-11




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Persentase Pekerja
Sosial/ Tenaga
Kesejahteraan
Sosial yang
Melaksanakan
Pelayanan Sosial di
Dalam Panti q
i . Dinas/Badan yang
Rehabilitasi Sosial s
bagi Pemeriu 10 10 15 15 20 20 25 gﬂoesr}zlnganl Bidang
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)
Lainnya di luar
HIV/AIDS dan
NAPZA
(Persentase)
1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN 204.330.000,00 204.351.217,00 204.372.538,00] 204.393.963,00 204.415.494,00)
JAMINAN SOSIAL
Persentase Daerah
Meningkatnya yang Melaksanakan Dinas/Badan yang
perlindungan dan jaminan |Pengelolaan dan 100 100 100 204.330.000,00 100 204.351.217,00] 100 204.372.538,00] 100 204.393.963,00 100 204.415.494,00|menangani Bidang
sosial Pendataan Data Sosial
Fakir Miskin (%)
Persentase
gzwtaa?gxllzrilr:san Dinas/Badan yang
5 p 11.46 15.55 17.77 19.25 20.88 22.10 25.00 menangani Bidang
Perlindungan Sosial Sosial
yang Tergraduasi
dari Kemiskinan (%)
Persentase
Penerima Manfaat Dinas/Badan yang
yang Terpenuhi 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Kebutuhan Dasar Sosial
(Persentase)
Persentase
Penerima Manfaat Dinas/Badan yang
yang Meningkat e
et i 5 10 12 15 20 25 30 rsnssnizlnganl Bidang
Ekonomi
(Persentase)

1.06.06 - PROGRAM
PENANGANAN BENCANA|

552.022.425,00

516.811.417,00

582.321.359,00

654.450.056,00

733.859.716,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Persentase Korban
Bencana Alam,
Sosial dan/atau Non
Meningkatnya ?::rr;eﬁ?l? Dinas/Badan yang
perlindungan sosial korban Kebutuhan Dasar 100 100 100 552.022.425,00| 100 516.811.417,00) 100 582.321.359,00] 100 654.450.056,00 100 733.859.716,00) men_angani Bidang
bencana Pada Saat dan Sosial
Setelah Tanggap
Darurat Bencana
(Persentase)
1.06.07 - PROGRAM
PENGELOLAAN TAMAN 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00
MAKAM PAHLAWAN
Persentase Taman
Meningkatnya tata kelola (Makam Pahlawan Dinas/Badan yang
pengolaan taman makam |[Nasional yang 100 100 100 55.000.000,00 100 55.000.000,00 100 55.000.000,00 100 55.000.000,00 100 70.000.000,00|menangani Bidang
pahlawan terkelola dengan Sosial
baik (%)
2.07 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 4.159.449.543,00 4.162.310.511,00 4.215.195.700,00) 4.218.105.430,00) 4.221.040.036,00
TENAGA KERJA
2.07.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 3.792.399.043,00 3.795.260.011,00 3.798.145.200,00 3.801.054.930,00 3.803.989.536,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
e A Hof " Dinas/Badan yang
MDA (FaiEmg e NIl ol 62.74 62.74 63.99 3.792.399.043,00] 65.27 3.795.260.011,00] 66.58 3.798.145.200,00] 69.27 3.801.054.930,00] 70.00 3.803.989.536,00|menangani Bidang
Daerah SAKIP OPD (Nilai) T 5
enaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM
PERENCANAAN TENAGA 2.000.000,00 2.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00
KERJA
Persentase
A " kabupaten/kota Dinas/Badan yang
Terkelolanyainformasi {1 o visun 65 65 65 2.000.000,00 70 2.000.000,00 75 52.000.000,00, 80 52.000.000,00| 80 52.000.000,00|menangani Bidang

tenaga kerja

rencana tenaga
kerja (%)

Tenaga Kerja

2.07.03 - PROGRAM
PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

22.024.000,00

22.024.000,00

22.024.000,00

22.024.000,00

22.024.000,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
F::I)?L?I_GC%A'«VINIIEI OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Persentase tenaga
. ... _|kerja di sektor Dinas/Badan yang
t“gﬁ;'”;';i‘rf‘;’a produktivitasf 5o yang 65 65 65 22.024.000,00 70 22.024.000,00, 75 22.024.000,00, 80 22.024.000,00, 80 22,024.000,00|menangani Bidang
9 L meningkat Tenaga Kerja
produktivitasnya (%)
2.07.04 - PROGRAM
PENEMPATAN TENAGA 23.026.500,00 23.026.500,00 23.026.500,00 23.026.500,00 23.026.500,00
KERJA
Persentase Tenaga
e Kerja yang Dinas/Badan yang
b agker'g P P Ditempatkan di 55 55 55 23.026.500,00 55 23.026.500,00 55 23.026.500,00 55 23.026.500,00 55 23.026.500,00|menangani Bidang
9 L Dalam Negeri Tenaga Kerja
(Persentase)
2.07.05 - PROGRAM
HUBUNGAN INDUSTRIAL 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00
Jumlah pekerja
pada perusahaan
. q yang menerapkan Dinas/Badan yang
Meningkatanya pekerja | o iy noan hak- 100 100 100 320.000.000,00, 100 320.000.000,00] 100 320.000.000,00] 100 320.000.000,00, 100 320.000.000,00|menangani Bidang
Indonesia yang terlindungi 4 N
hak pekerja dan Tenaga Kerja
dialog sosial
(Orang)
2.08 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN 5.593.459.998,00 5.596.141.860,00 5.598.836.864,00 5.601.545.071,00 5.604.266.551,00
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 5.266.940.798,00 5.268.022.715,00 5.269.109.935,00 5.270.202.480,00 5.271.300.382,00)
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Dinas/Badan yang
Meningkatnya akuntabilitas|Nilai Evaluasi [T Efikr
A 64.21 64.21 65.21 5.266.940.798,00 66.21 5.268.022.715,00( 67.21 5.269.109.935,00| 68.21 5.270.202.480,00( 69.21 5.271.300.382,00(Pemberdayaan
Perangkat Daerah SAKIP OPD (Nilai)
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Dinas/Badan yang
i . menangani Bidang
Mt el 64.21 64.21 65.21 66.21 67.21 68.21 69.21 Pemberdayaan

SAKIP OPD (Nilai)

Perempuan Dan
Perlindungan Anak
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.08.02 - PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN 5.579.400,00 5.606.739,00 5.634.212,00 5.661.820,00 5.689.563,00
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
meningkatnya kualitas dan Dinas/Badan yang
efektivitas iﬁrse;t::ies el menangani Bidang
penyelenggaraan PUG dan| Ge%%er (ARG)p 85.80 85.80 86.80 5.579.400,00, 87.80 5.606.739,00| 88.80 5.634.212,00, 89.80 5.661.820,00( 90.80 5.689.563,00|Pemberdayaan
peran perempuan dalam (Persentase) Perempuan Dan
pembangunan Perlindungan Anak
. T Dinas/Badan yang
;wg;;taiaﬁéf;gas' menangani Bidang
(TPAK) Perempuan 55.15 55.15 56.85 58.55 60.25 61.95 63.65 Pemberdayaan
(%) Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM
PERLINDUNGAN 87.929.050,00 88.359.903,00 88.792.866,00 89.227.951,00 89.665.168,00
PEREMPUAN
Persentase
Perempuan Korban Dinas/Badan yang
Kekerasan dan menangani Bidan
MenUninnyalkekerasanl yopGvang 100 100 100 87.929.050,00| 100 88.359.903,00 100 88.792.866,00 100 89.227.951,00( 100 89.665.168,00 Pembe?dayaan .
terhadap perempuan M
lendapatkan Perempuan Dan
Layanan Perlindungan Anak
Komprehensif (%)
Persentase
Perempuan Korban Dinas/Badan yang
Kekerasan dan menangani Bidang
TPPO yang 100 100 100 100 100 100 100 Pemberdayaan
Mendapatkan Perempuan Dan
Layanan Perlindungan Anak
Komprehensif (%)
2.08.04 - PROGRAM
PENINGKATAN 32.040.000,00 32.196.996,00 32.354.761,00 32.513.300,00 32.672.615,00
KUALITAS KELUARGA
Meningkatnya kualitas Pembelajaran |
keluarga dalam Keluarga (Puspaga) 2‘2[?:;%2?]?%%2’;%
el [ESEEEE R e 2 2 3 32.040.000,00] 4 32.196.996,000 5 32.354.761,00 6 32.513.300,00] 7 32.672.615,00|Pemberdayaan

gender, pemenuhan HAK,
serta perlindungan anak
dan perempuan

Gender dan Hak
Anak Sesuai
(Indeks)

Perempuan Dan
Perlindungan Anak
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.08.05 - PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM i i | ) |
DATA GENDER DAN
ANAK
Meningkatnya penggunaan | J | J J
data gender dan anak
2.08.06 - PROGRAM
PEMENUHAN HAK ANAK 164.795.750,00 165.603.249,00 166.414.706,00 167.230.138,00 168.049.565,00
(PHA)
Dinas/Badan yang
Terjaminannya Indeks Pemenuhan menangani Bidang
pemenuhan hak semua Hak Anak (IPHA) 75 75 76 164.795.750,00 77 165.603.249,00 78 166.414.706,00 79 167.230.138,00 80 168.049.565,00(Pemberdayaan
anak secara komperhensif |(Indeks) Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM
PERLINDUNGAN 36.175.000,00 36.352.258,00 36.530.384,00 36.709.382,00 36.889.258,00
KHUSUS ANAK
Persentase Anak
Meningkatnya pencegahan [Memerlukan q
dan penanganan tindak Perlindungan Dlnas/Badgn yang
kekerasan, eksploitasi. Khusus yang [EETEE g
penelataran, perkawinan |Mendapatkan 100 100 100 36.175.000,00 100 36.352.258,00 100 36.530.384,00 100 36.709.382,00 100 36.889.258,00 ﬁ:lr'nekr)ner:ﬂ:xagzn
dan perlakuan salah Layanan -
lainnya terhadap anak Komprehensif |PRITE LI ATELS
(Persentase)
Dinas/Badan yang
Indeks Perlindungan menangani Bidang
Khusus Anak (IPKA) 100 100 100 100 100 100 100 Pemberdayaan
(Indeks) Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Dinas/Badan yang
Indeks Perlindungan menangani Bidang
Khusus Anak (IPKA) 100 100 100 100 100 100 100 Pemberdayaan
(Indeks) Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Persentase Anak q
ot 7
[PEATETEE 100 100 100 100 100 100 100 Pemberdayaan

Khusus yang
Mendapatkan
Layanan

Perempuan Dan
Perlindungan Anak
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Komprehensif
(Persentase)
2.09 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 3.447.439.522,00 3.599.207.589,00 3.600.984.334,00| 3.602.769.753,00 3.604.563.938,00)
PANGAN
2.09.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 3.282.096.447,00 3.283.054.332,00 3.284.016.926,00| 3.284.984.206,00| 3.285.956.242,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Manaatvalausiat lissIails Jas 64.16 64.66 66.16 3.282.096.447,00] 66.66 3.283.054.332,00] 67.16 3.284.016.926,00] 67.66 3.284.984.206,00] 68.16 2.265.956.242,00| manangon) BRioh,
Perangkat Daerah SAKIP OPD (Nilai) : : : AN : -£09.054.99¢, : -206.019.5e8, : A - ~eE0.Sonls Q::;gga”' idang
2.09.03 - PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN 118.375.070,00 268.955.109,00 269.537.989,00] 270.123.724,00 270.712.330,00
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Meningkatnya diservikasi Skor Pola Pangan Dinas/Badan yang
dan ketahanan pangan Harapan (Nilai) 71.03 72.01 73.5 118.375.070,00 45 268.955.109,00 80 269.537.989,00] 90 270.123.724,00 98 270.712.330,00|menangani Bidang
masyarakat Pangan
2.09.04 - PROGRAM
PENANGANAN 4.930.705,00) 4.954.865,00) 4.979.144,00) 5.003.542,00| 5.028.059,00)
KERAWANAN PANGAN
. Persentase Daerah Dinas/Badan yang
ye”'”gka‘”ya penanganan . ntan Rawan 54 52 5 4.930.70500, 4.8 4.954.865,000 4.6 4.979.144,000 4.4 5.003.542,00] 4.2 5.028.059,00/menangani Bidang
erwanan pangan 5
Pangan (%) Pangan
2.09.05 - PROGRAM
PENGAWASAN 42.037.300,00 42.243.283,00 42.450.275,00 42.658.281,00 42.867.307,00
KEAMANAN PANGAN
Persentase Pangan
Segar yang
Meningkatnya Memenuhi Dinas/Badan yang
pengawasan keamanan Persyaratan dan 25 30 35 42.037.300,00| 45 42.243.283,00 50 42.450.275,00 60 42.658.281,00 70 42.867.307,00|menangani Bidang

pangan

Mutu Keamanan

Pangan

Pangan

(Persentase)
2.10 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 560.040.120,00 560.040.120,00 660.040.120,00] 710.040.120,00 760.040.120,00
PERTANAHAN
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.10.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN IZIN - 50.000.000,00 100.000.000,00
LOKASI
:\"e”".‘gka‘ pelavaienlizii ] 50.000.000,00 100.000.000,00,
okasi
2.10.04 - PROGRAM
PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH 505.040.120,00 505.040.120,00 505.040.120,00] 505.040.120,00] 505.040.120,00
GARAPAN
Persentase
Terselesaikannya
Meningkatnya gzsrgs;agzlhum Dinas/Badan yang
Penyelesaian sengketa Bersgﬁipikat yan 15 13 13 505.040.120,00 13 505.040.120,00 13 505.040.120,00] 17 505.040.120,00 17 505.040.120,00|menangani Bidang
tanah Garapan 5 9 Pertanahan
Dilakukan melalui
Mediasi
(Persentase)
2.10.05 - PROGRAM
PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAN 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
SANTUNAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN
Meningkatnya
penyelesaian ganti
kerugian dan santunan ] 1 1
tanah untuk pernbangunan
el e ] 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
pembangunan aset pemda
2.10.06 - PROGRAM
REDISTRIBUSI TANAH,
DAN GANTI KERUGIAN
PROGRAM TANAH 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
KELEBIHAN MAKSIMUM
DAN TANAH ABSENTEE
Tersedianya Tanah
Persentase Desa yang Obyek Landreform
berbatasan dengan (TOL) yang Siap
kawasan hutan yang Diredistribusikan Dinas/Badan yang
dikembangkan ketahanan |yang Berasal dari 0 100 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00|menangani Bidang
pangan melakui Tanah Kelebihan Pertanahan
perhutanan berbasis Maksimum dan
mayarakat Tanah Absentee
(Persentase)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.10.08 - PROGRAM
PENGELOLAAN TANAH 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
KOSONG
Persentase Tanah Dinas/Badan yang
e agsatnvalpengeloaan|kosonglvang 10 15 17 20.000.000,00] 17 20.000.000,00, 15 20.000.000,00] 15 20.000.000,00] 12 20.000.000,00{menangani Bidang
tanah kosong Dikelola "
(Persentase)
2.10.10 - PROGRAM
PENATAGUNAAN TANAH - - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Meningkatnya tertib
pertanahan dan kepastian ] J
hukum bagi pemegang hak 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
atas tanah
2.11 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 8.480.030.543,00 8.684.766.005,00 8.589.731.919,00 8.694.750.282,00] 8.878.870.713,00
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 7.304.804.103,00 7.309.342.013,00 7.313.902.157,00 7.318.484.644,00 7.323.089.592,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya akuntabilitas|Nilai Evaluasi [DIEEHEEEE i)
Perangkat Daerah SAKIP OPD (Nilai) 64.45 65.79 67.13 7.304.804.103,00( 68.48 7.309.342.013,00( 69.82 7.313.902.157,00, 71.16 7.318.484.644,00f 72.5 7.323.089.592,00 menangani Blgjang
Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM
PERENCANAAN - - - - 179.046.540,00
LINGKUNGAN HIDUP
Persentase
Meningkatnya efektivitas |[Rekomedasi Kajian Dinas/Badan yang
kajian lingkungan untuk Lingkungan Hidup 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 179.046.540,00/menangani Bidang
memitigasi darnpak KRP  |yang Ditindaklanjuti Lingkungan Hidup
(Persentase)
2.11.03 - PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Menurunnya pencemaran Indeks Kualitas Air Dinas/Badan yang
dan/atau kerusakan 75.04 75.04 75.24 100.000.000,00| 75.44 100.000.000,00( 75.64 100.000.000,00{ 75.84 100.000.000,00( 75.90 100.000.000,00|menangani Bidang

lingkungan hidup

(Indeks)

Lingkungan Hidup
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
. Dinas/Badan yang
'l;‘g;f (ﬁ” dﬂ'gf 73.10 73.10 73.40 73.70 74.00 74.30 0 menangani Bidang
Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN 22.357.640,00 22.467.192,00 22.577.282,00 22.687.910,00 22.799.081,00
HAYATI (KEHATI)
Meningkatnya kualitas Dinas/Badan yang
[P D PERETIEED (R 78 86 90 22.357.640,00 92 22.467.192,00 94 22.577.282,00 96 22.687.910,00, 98 22.799.081,00|menangani Bidang
keanekaragaman havati  |(Persentase) e T T i R Li H
ingkungan Hidup
Persentase RTH
2.11.05 - PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN 52.868.800,00 52.956.800,00 53.252.480,00 53.577.728,00 53.935.500,00
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
Meningkatnya penanganan
Bahan Berbahaya dan Persentase Limbah Dinas/Badan yang
Beracun (B3) Limbah B3 yang Terkelola 100 100 100 52.868.800,00 100 52.956.800,00 100 53.252.480,00 100 53.577.728,00 100 53.935.500,00|menangani Bidang
Bahan Berbahaya dan (Persentase) Lingkungan Hidup
Beracun (Limbah B3)
2.11.06 - PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
Ketaatan
penanggung jawab
A usaha dan/atau
Meningkatnya kepatl_]han kegiatan terhadap .
usaha dan/ atau kegiatan izin lingkungan, izin Dinas/Badan yang
terhadap persetujuan p 0 0 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00|menangani Bidang

lingkungan yang
diterbitkan

PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan
oleh pemerintah
daerah Kab/Kota

(%)

Lingkungan Hidup
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM /
OUTCOME

INDIKATOR
OUTCOME

BASELINE
2024

2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT

2026

2027

2028

2029

2030

DAERAH
PENANGGUNG

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET]

PAGU

TARGET|

PAGU

JAWAB

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(19)

(17)

(12)

(13

(14)

(15)

2.11.07 - PROGRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT (MHA), KEARIFAN
LOKAL DAN HAK MHA
'YANG TERKAIT DENGAN
PPLH

100.000.000,00

100.000.000,00

Meningkatnya kapasitas
MHA dan kearifan lokal,
pengakuan tradisional dan

MHA yang terkait PPLH

100.000.000,00

100.000.000,00

2.11.10 - PROGRAM
PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Meningkatnya
penyelesaian pengaduan
lingkungan hidup

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00]

2.11.11 - PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

950.000.000,00

1.150.000.000,00

950.000.000,00

950.000.000,00

950.000.000,00

Meningkatnya tata kelola
persampahan

Indeks Kinerja
Pengelolaan
Sampah (IKPS)
(poin)

950.000.000,00

1.150.000.000,00

950.000.000,00

950.000.000,00

950.000.000,00

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Lingkungan Hidup

2.12 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

5.819.901.407,00|

5.203.670.000,00

5.207.457.054,00

5.211.262.668,00]

5.215.086.933,00

2.12.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5.374.601.407,00|

4.576.263.000,00

4.577.932.730,00

4.579.610.645,00

4.581.296.785,00

Meningkatnya akuntabilitas
Perangkat Daerah

Nilai Evaluasi
SAKIP OPD (Nilai)

69

70.19

70.20

5.374.601.407,00)

70.22

4.576.263.000,00

70.24

4.577.932.730,00

70.26

4.579.610.645,00

70.30

4.581.296.785,00

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Administrasi
Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.12.02 - PROGRAM
PENDAFTARAN 410.000.000,00| 412.009.000,00 414.027.844,00) 416.056.581,00 418.095.258,00
PENDUDUK
Persentase Dinas/Badan yang
Nl [ElEs kepemilikan menangani Bidang
ent;a?tarany enudulduk Identitas 100 100 100 410.000.000,00| 100 412.009.000,00 100 414.027.844,00) 100 416.056.581,00 100 418.095.258,00(Administrasi
P P Kependudukan Kependudukan Dan
Digital (IKD) (%) Pencatatan Sipil
Dinas/Badan yang
pel 85 90 95 95 97 98 100 Administrasi
Identitas Anak K il B
(Persentase) gy el DEID
Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM
PENCATATAN SIPIL 10.000.000,00| 100.049.000,00 100.098.240,00 100.147.721,00 100.197.445,00
Persentase Akta Dinas/Badan yang
A R Kematian yang menangani Bidang
Meningkatnya kualitas 5o igean bagi 97 97.5 98.3 10.000.000,00 985 100.049.000,00 98.9 100.098.240,000 99 100.147.721,00, 100 100.197.445,00|Administrasi
pelayanan catatan sipil
yang Melaporkan Kependudukan Dan
(Persentase) Pencatatan Sipil
Persentase Akta Dinas/Badan yang
Kelahiran yang menangani Bidang
Diterbitkan bagi 98 98.3 98.5 98.9 99 99.5 100 Administrasi
yang Melaporkan Kependudukan Dan
(Persentase) Pencatatan Sipil
Persentase Akta Dinas/Badan yang
Perkawinan yang menangani Bidang
Diterbitkan bagi 97 97.5 98 98.5 98.9 99.5 100 Administrasi
yang Melaporkan Kependudukan Dan
(Persentase) Pencatatan Sipil
Persentase Akta Dinas/Badan yang
Perceraian yang menangani Bidang
Diterbitkan bagi 97 97.5 98 98.5 98.9 99.3 100 Administrasi
yang Melaporkan Kependudukan Dan
(Persentase) Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI 10.000.000,00| 100.049.000,00 100.098.240,00 100.147.721,00 100.197.445,00
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Persentase Dinas/Badan yang
Meningkatnya informasi Informasi menangani Bidang
administrasi Kependudukan yang 90 92 94 10.000.000,00| 95 100.049.000,00 96 100.098.240,00 98 100.147.721,00 100 100.197.445,00(Administrasi
kependudukan DIimanfaatkan Kependudukan Dan
(Persentase) Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM
PENGELOLAAN PROFIL 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00
KEPENDUDUKAN
Dinas/Badan yang
. R Cakupan menangani Bidang
'\"ri;‘i:”k%kaézgiﬁf‘;'r‘fs Pengelolaan Profil 90 92 93 15.300.000,00, 94 15.300.000,00 95 15.300.000,000 97 15.300.000,00] 100 15.300.000,00|Administrasi
P! P Kependudkan () Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN 6.185.378.386,00 6.249.425.179,00 6.314.446.242,00| 6.429.741.133,00| 6.545.010.477,00
MASYARAKAT DAN
DESA
2.13.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 3.407.897.712,00 3.408.334.853,00 3.409.779.575,00| 3.411.231.109,00 3.412.689.755,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase instansi A
pemerintah dengan a‘gr?:;zaai?gi)éaar;%
Meningkatnya akuntabilitas|skor Sistem = 74.86 75.63 76.71 3.407.897.712,00 78.89 3.408.334.853,00 79.20 3.409.779.575,00| 80.50 3.411.231.109,00] 81.00 3.412.689.755,00|Pemberdayaan
Perangkat Daerah Akuntabilias Kinerja
; A Masyarakat Dan
Instansi Pemerintah Desa
(SAKIP) ? B (%)
2.13.02 - PROGRAM
PENATAAN DESA - 50.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00
Dinas/Badan yang
el (s Persentase menangani Bidang
enatagan dgsa Fasilitasi Penataan 0 1 2 - 3 50.000.000,00 4 100.000.000,00 5 200.000.000,00 6 300.000.000,00|Pemberdayaan
P Desa (Persentase) Masyarakat Dan
Desa
Dinas/Badan yang
Persentase Y
Fasilitasi Tata menangani Bidang
0 0 0 1 2 3 3 Pemberdayaan
Kelola Desa
Masyarakat Dan
(Persentase)

Desa
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
F::I)?L?I_GC%A;VINIIEI OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.13.04 - PROGRAM
ADMINISTRASI 2.008.046.455,00 2.017.885.881,00 2.027.673.521,00 2.037.709.611,00 2.047.694.387,00
PEMERINTAHAN DESA
L R Dinas/Badan yang
gﬂ:mng}ﬁgzryéz:uamas Persenta§e BUM menangani Bidang
pengawasan pemerintahan Desa Maju 15 16 17 2.008.046.455,00 18 2.017.885.881,00 19 2.027.673.521,00 20 2.037.709.611,00| 21 2.047.694.387,00(Pemberdayaan
= (Persentase) Masyarakat Dan
Desa
Dinas/Badan yang
menangani Bidang
‘,:A“:;E’r‘l (DS::a) 1 1 2 2 2 3 3 Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
Dinas/Badan yang
ety alees menangani Bidang
o 11 10 9 8 7 6 5 Pemberdayaan
leiooalibesa) Masyarakat Dan
Desa
2.13.05 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, 769.434.219,00 773.204.445,00) 776.993.146,00 780.800.413,00 784.626.335,00)
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
Menigkatnya kapasitas a‘gr?:gaai?giﬁr;%
BrlbEgR ienEREieEn | QOnEEEElEED 1 1 2 760.434.219,00 2 77320444500 2 776.993.146,00 3 780.800.413,00 3 784.626.335,00[Pemberdayaan
lembaga adat dan hukum |Desa (LKD) () M
adat asyarakat Dan
Desa
2.14 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN 8.034.669.600,00 8.023.794.481,00 8.063.111.074,00] 8.102.620.318,00 8.142.323.158,00
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
2.14.02 - PROGRAM
PENGENDALIAN 59.797.200,00 9.845.206,00 9.893.448,00 9.941.926,00 9.990.641,00
PENDUDUK
Dinas/Badan yang
Terkendalinya TFR (Angka menangani Bidang
pertambahan jumlah Kelahiran Total) 2.41 2.41 2.31 59.797.200,00 2.21 9.845.206,00 2.1 9.893.448,00, 2.01 9.941.926,00( 1.91 9.990.641,00|Pengendalian

penduduk

(Jiwa)

Penduduk Dan

Keluarga Berencana
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Angka kelahiran
remaja umur 15-19 Dinas/Badan yang
tahun (Age Specific menangani Bidang
Fertility Rate/ASFR 2.97-1000 2.97-1000 | 2.77-1000 2.57-1000 2.37-1000 2.17-1000 1.97-1000 Pengendalian
15-19) (Kelahiran Penduduk Dan
per 1000 WUS 15- Keluarga Berencana
19 tahun)
2.14.03 - PROGRAM
PEMBINAAN KELUARGA 4.716.400.000,00| 4.739.510.360,00| 4.762.733.961,00| 4.786.071.357,00| 4.809.523.107,00|
BERENCANA (KB)
Meningkatnya Sadka Prev_alen5| Dinas/Badan yang
Kontrasepsi -
pemberdayaandan peran Modern/Modern menangani Bidang
serta masyarakat dalam O e 100 100 100 4.716.400.000,00| 100 4.739.510.360,00| 100 4.762.733.961,00| 100 4.786.071.357,00| 100 4.809.523.107,00|Pengendalian
pembinaan keluarga (MCPR) P Penduduk Dan
berencana (Persentase) Keluarga Berencana
Dinas/Badan yang
Persentase e
N menangani Bidang
FEBMURER GRS 100 100 100 100 100 100 100 Pengendalian
yang tidak terpenuhi Penduduk Dan
o
[tz mees)) (74) Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN 3.258.472.400,00 3.274.438.915,00 3.290.483.665,00 3.306.607.035,00 3.322.809.410,00
KELUARGA SEJAHTERA
(KS)
. Presentase q
Meningkatnya Keluarga yang Dlnas/Badgn_yang
pemberdayaan dan peran Mengikuti Kelompok menangani Bidang
serta masyarakat dalam 9 P 75.60 75.60 75.80 3.258.472.400,00( 75.90 3.274.438.915,00( 76.10 3.290.483.665,00( 76.20 3.306.607.035,00| 76.22 3.322.809.410,00(Pengendalian

mewujudkan keluarga
sehat

Kegiatan Ketahanan
Keluarga
(Persentase)

Penduduk Dan
Keluarga Berencana

2.15 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN

255.000.000,00

255.000.000,00

255.000.000,00

255.000.000,00

255.000.000,00

2.15.02 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(LLAJ)

255.000.000,00

255.000.000,00

255.000.000,00

255.000.000,00

255.000.000,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

layanan transportasi darat

Bermotor (UPUBKB)
dengan Akreditasi
Minimal B (Unit)

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tersedianya pnit
Meningkat Kualit gelikfar:(a U(lj' Dinas/Badan yang
eningkatnya kualitas Sk Al encaraan 0 0 0 255.000.000,00, 1 255.000.000,00] 1 255.000.000,00, 1 255.000.000,00] 1 255.000.000,00|menangani Bidang

Perhubungan

2.16 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

8.369.479.357,00

8.372.553.029,00

8.375.641.765,00

8.378.745.632,00

8.381.864.710,00)

2.16.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5.369.479.357,00

5.372.553.029,00

5.375.641.765,00

5.378.745.632,00

5.381.864.710,00)

Meningkatnya akuntabilitas
Perangkat Daerah

5.369.479.357,00

5.372.553.029,00

5.375.641.765,00

5.378.745.632,00

5.381.864.710,00)

2.16.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

Meningkatnya jangkauan
dan kualitas komunikasi
publik pemerintah daerah

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

2.16.03 - PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKASI INFORMATIKA

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Meningkatnya kualitas
pengelolaan aplikasi
informatika

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.17 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH

5.001.227.456,00

4.802.391.794,00

4.803.561.837,00

4.804.737.615,00

4.805.919.154,00

2.17.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4.734.597.456,00

4.735.435.307,00

4.736.277.263,00

4.737.123.347,00

4.737.973.575,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) 04 (05) (06) ©07) (08) (99) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
Dinas/Badan yang
. iR Hf " menangani Bidang
telingheiing elumiEalizg NIE eeallis) ST 64 66.07 66.8 4.734.597.456,00,  66.9 4.735.435.307,00, 67 4.736.277.263,00, 67.5 4.737.123.347,00| 67.7 4.737.973.575,00|Koperasi, Usaha
Perangkat Daerah OPD (Nilai) Kecil. Dan
IMenengah
2.17.03 - PROGRAM
PENGAWASAN DAN | ] ] ] i
PEMERIKSAAN
KOPERASI
Meningkatnya pembinaan ] J | J J
dan pengawasan koperasi
2.17.04 - PROGRAM
PENILAIAN KESEHATAN 207.290.000,00 7.325.721,00 7.361.617,00 7.397.689,00 7.433.938,00
KSP/USP KOPERASI
Dinas/Badan yang
) Persentase menangani Bidang
Meningkatnya kesehatan |, o oo aliif 4 5 5 207.290.000,00 5 7.325.721,00) 5 7.361.617,000 5 7.397.689,00 5 7.433.938,00|Koperasi, Usaha
KSP/USP Koperasi .
(Persentase) Kecil, Dan
Menengah
2.17.07 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA!
MENENGAH, USAHA 9.750.000,00 9.797.775,00 9.845.784,00 9.894.028,00 9.942.509,00
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
Persentase Usaha Dinas/Badan yang
Meningkatnya kapasitas  [Kecil yang menangani Bidang
UMKM yang tangguh dan (Bertransformasi dari 5} 5 [5) 9.750.000,00 5] 9.797.775,00 5 9.845.784,00 5 9.894.028,00 5 9.942.509,00(Koperasi, Usaha
mandiri Informal ke Formal Kecil, Dan
(Persentase) Menengah
Dinas/Badan yang
Pertumbuhan menangani Bidang
Wirausaha 5 5 5] 5] 5 5 5] Koperasi, Usaha
(Persentase) Kecil, Dan
Menengah
2.17.08 - PROGRAM
PENGEMBANGAN UMKM 49.590.000,00 49.832.991,00 50.077.173,00 50.322.551,00 50.569.132,00
Proporsi UKM Dinas/Badgn yang
Meningkatnya daya saing [Menjalin Kemitraan menanoayisIca
5 5 5 49.590.000,00 5 49.832.991,00 5 50.077.173,00 5 50.322.551,00 5 50.569.132,00|Koperasi, Usaha
UMKM dan Ekspor Kecil. Dan
(Persentase) Menengah
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.18 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 5.267.595.744,00 5.270.067.007,00 5.272.500.138,00) 5.274.945.184,00) 5.277.402.217,00
PENANAMAN MODAL
2.18.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 4.686.495.744,00 4.688.064.897,00) 4.689.641.740,00) 4.691.226.308,00) 4.692.818.642,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
d i T q Dinas/Badan yang
“P":r'::g';::'g::r:amab"”as g}'f:('lE"g';Ss('N”ai) 65 67 67 4.686.495.744,00, 68 4.688.064.897,00] 68.5 4.689.641.740,00, 69 4.691.226.308,00, 70 4.692.818.642,00|menangani Bidang
9 Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM 104.800.000,00 105.313.520,00 105.829.557,00 106.348.121,00 106.869.227,00
PENANAMAN MODAL
[REEENEED Dinas/Badan yang
MSnipokatnvaltembdaban)|peningkatan 50 55 60 104.800.000,00 625 105.313.520,00|  66.2 105.829.557,00  69.9 106.348.121,00 73.6 106.869.227,00|menangani Bidang
berinvestasi investasi di Penanaman Modal
kabupaten/kota (%)
Realisasi Total .
terhadap Target Dlnas/Badgré_)éang
[— 50 55 60 62.5 66.2 69.9 73.6 menangani Bidang
Penanaman Modal
(Persentase)
2.18.03 - PROGRAM
PROMOSI PENANAMAN 2.400.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00) 2.450.000,00 2.450.000,00
MODAL
Persentase
. . Peningkatan Dinas/Badan yang
Mrimgfag‘g’: J::qgﬁa;z’;al Investor yang 100 100 100 2.400.000,00 100 2.450.000,00, 100 2.450.000,00] 100 2.450.000,00] 100 2.450.000,00|menangani Bidang
P! P Berinvestasi Penanaman Modal
(Persentase)
2.18.04 - PROGRAM
PELAYANAN 407.200.000,00, 407.211.760,00 407.223.578,00) 407.235.453,00 407.247.387,00
PENANAMAN MODAL
Persentase Pelaku
" - Usaha yang Dinas/Badan yang
Meningkatnya perizinan |y, oo (i 100 100 100 407.200.000,00, 100 407.211.760,00, 100 407.223.578,00, 100 407.235.453,00 100 407.247.387,00|menangani Bidang
berusaha berbasis risiko A
Sesuai Ketentuan Penanaman Modal
(Persentase)
2.18.05 - PROGRAM
PENGENDALIAN
e AN 7.200.000,00, 7.235.280,00) 7.270.734,00 7.306.359,00 7.342.161,00

PENANAMAN MODAL
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Persentase
Penyelesaian
Terkendalinya E?r?baasgl:hgg cen Dinas/Badan yang
pelaksanaan penanaman Dihadapi Pglak% 100 100 100 7.200.000,00 100 7.235.280,00 100 7.270.734,000 100 7.306.359,00( 100 7.342.161,00|menangani Bidang
modal Ui Gt Penanaman Modal
Membuka Usaha
(Persentase)
2.18.06 - PROGRAM
PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI 59.500.000,00 59.791.550,00 60.084.529,00 60.378.943,00 60.674.800,00
PENANAMAN MODAL
Persentase
Meningkatnya Pemanfaatan Data Dinas/Badan yang
pemanfaatan dan informasildan Informasi 100 100 100 59.500.000,00]| 100 59.791.550,00 100 60.084.529,00 100 60.378.943,00 100 60.674.800,00|menangani Bidang
penanaman modal Penanaman Modal Penanaman Modal
(Persentase)
2.19 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KEPEMUDAAN DAN 5.595.501.515,00 5.298.295.885,00 5.651.103.947,00| 5.303.925.768,00 5.706.761.418,00
OLAHRAGA
2.19.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 4.595.501.515,00| 4.598.295.885,00| 4.601.103.947,00| 4.603.925.768,00| 4.606.761.418,00|
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Dinas/Badan yang
INIET A9 [PEre 1 MIENISeEIER] 68.11 68.86 69.62 4.595.501.515,00 70.38 4.508.295.885,00, 71.16 4.601.103.947,00] 71.94 4.603.925.768,00 72.73 4.606.761.418,00|Tenangani Bidang
Daerah SAKIP OPD (Nilai) Kepemudaan Dan
Olahraga
2.19.02 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00] 225.000.000,00 225.000.000,00
KEPEMUDAAN
3 5 Dinas/Badan yang
B 0 Rasio Wirausaha e~
Meningkatnya daya saing menangani Bidang
kepemudaan fPeeT::riase) 3 3 3 225.000.000,00| 3 225.000.000,00 3 225.000.000,00] 3 225.000.000,00 3 225.000.000,00f Kepemudaan Dan
Olahraga
2.19.03 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING 775.000.000,00 475.000.000,00 825.000.000,00] 475.000.000,00 875.000.000,00
KEOLAHRAGAAN
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM /
OUTCOME

INDIKATOR
OUTCOME

BASELINE
2024

2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET]

PAGU

TARGET)|

PAGU

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(19)

(17)

(12)

(13

(14)

(15)

Meningkatnya
pembudayaan dan prestasi
olah raga

Persentase Atlet
yang Masuk
Pelatnas
(Persentase)

775.000.000,00

475.000.000,00

825.000.000,00

475.000.000,00

875.000.000,00

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Kepemudaan Dan
Olahraga

2.20 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
STATISTIK

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

2.20.02 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Tercapainya kolaborasi,
integrasi, dan
standardisasi dalam
penyelenggaraan Sistem
Statistik Nasional (SSN)

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

2.21 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERSANDIAN

28.868.320,00

28.868.320,00

28.868.320,00

28.868.320,00

28.868.320,00

2.21.02 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI

28.868.320,00

28.868.320,00

28.868.320,00

28.868.320,00

28.868.320,00

Meningkatnya Keamanan
Siber dan Sandi
Lingkungan Pemerintah
Daerah

28.868.320,00

28.868.320,00

28.868.320,00

28.868.320,00

28.868.320,00

2.22 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN

1.950.000.000,00

1.959.555.000,00

1.969.156.818,00

1.978.805.689,00

1.988.501.835,00

2.22.02 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

1.110.000.000,00

1.115.439.000,00

1.120.904.650,00

1.126.397.084,00

1.131.916.429,00

Meningkatnya peran
masyarakat dalam
pengembangan
kebudayaan

Tingkat Partisipasi
Masyarakat
Terhadap
Pengembangan
Kebudayaan
(Persentase)

100

100

100

1.110.000.000,00

100

1.115.439.000,00

100

1.120.904.650,00

100

1.126.397.084,00

100

1.131.916.429,00

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Kebudayaan

2.22.03 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
KESENIAN TRADISIONAL

280.000.000,00

281.372.000,00

282.750.722,00

284.136.202,00

285.528.468,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Prosentase
Meningkatnya peran Kesenian Dinas/Badan yang
masyarakat dalam Tradisional yang P
pengembangan kesenian |Dilestarikan dan 53.41 53.41 60 280.000.000,00| 64 281.372.000,00 65 282.750.722,00] 65 284.136.202,00 65 285.528.468,00) r}'(neegua;aga:alrl]?:ldang
tradisional Dikembangkan Y
(Persentase)
2.22.05 - PROGRAM
PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR 560.000.000,00 562.744.000,00| 565.501.446,00 568.272.403,00 571.056.938,00
BUDAYA
Persentase Warisan Dinas/Badan yang
Meningkatnya warisan Budaya yang =S
budaya yang dilestarikan [Dilestarikan 53.41 53.41 60.00 560.000.000,00 64 562.744.000,00) 65 565.501.446,00] 65 568.272.403,00 65 571.056.938,00 nK'leegua;aga:alnBldang
(Persentase) Y
2.23 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 5.966.311.802,00 5.979.527.352,00 5.953.155.359,00 5.967.038.511,00 6.021.216.102,00
PERPUSTAKAAN
2.23.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 4.895.686.732,00 4.903.656.220,00 4.872.012.457,00) 4.880.598.010,00) 4.929.452.043,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
! A " Dinas/Badan yang
Mlingleting T MIEI@ELE SR G 68 68.1 4.895.686.732,00  69.1 4.903.656.220,00, 70 4.872.012.457,00, 71 4.880.598.010,00, 72 4.929 452.043,00|menangani Bidang
KelolaKinerja OPD OPD (Nilai) P
erpustakaan
2.23.02 - PROGRAM
PEMBINAAN 1.070.625.070,00 1.075.871.132,00 1.081.142.902,00 1.086.440.501,00 1.091.764.059,00
PERPUSTAKAAN
meningkatnya layanan Nilai tingkat Dinas/Badan yang
perpustakaanisestai kegemaran 4 4 4 1.070.625.070,000 4 1.075.871.132,000 4 1.081.142.902,000 4 1.086.440.501,000 4 1.091.764.059,00{menangani Bidang
standar nasional membaca

perpustakaan

masyarakat (Nilai)

Perpustakaan

2.23.03 - PROGRAM
PELESTARIAN KOLEKSI
NASIONAL DAN NASKAH
KUNO

meningkatnya pelestarian
koleksi nasional dan
naskah kuno

2.24 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KEARSIPAN

51.253.350,00

51.504.492,00

51.756.865,00

52.010.471,00

52.265.324,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

2.24.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN ARSIP 17.695.065,00| 17.781.771,00 17.868.902,00 17.956.459,00 18.044.446,00)

. Tingkat Dinas/Badan yang
meningkatnya tata kelola \,¢ oo jiaan Arsip 0 0 80 17.695.065,00 81 17.781.771,000 85 17.868.902,00 87 17.956.459,00( 90 18.044.446,00(menangani Bidang
arsip dinamis dan statis q

(Persentase) Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN 27.423.870,00 27.558.247,00 27.693.283,00 27.828.979,00 27.965.342,00
PENYELAMATAN ARSIP
T Persentase
erli:1dgun a¥1 dan Cakupan Dinas/Badan yang
pen elamgatan el S e Perlindungan dan 0 0 80 27.423.870,00 81 27.558.247,00 85 27.693.283,00 87 27.828.979,00 90 27.965.342,00|menangani Bidang
R, [® Penyelamatan Arsip Kearsipan
NSPK
(Persentase)
2.24.04 - PROGRAM
PERIZINAN 6.134.415,00 6.164.474,00 6.194.680,00 6.225.033,00 6.255.536,00
PENGGUNAAN ARSIP
Persentase Akses
meningkatnya akses Myl
e a?akat);erhada terhadap Dinas/Badan yang

Y goap Penggunaan Arsip 0 0 0 6.134.415,00 0 6.164.474,00 0 6.194.680,00 0 6.225.033,00 0 6.255.536,00|menangani Bidang
penggunaan arsip yang ifat Kearsi
bersifat tertutup yang Bersifa earsipan

Tertutup
(Persentase)
3.25 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KELAUTAN DAN 6.996.917.078,00 7.006.863.081,00 7.016.857.816,00] 7.026.901.528,00 7.036.994.455,00
PERIKANAN
3.25.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 5.155.967.933,00 5.156.893.285,00 5.157.823.169,00 5.158.757.611,00 5.159.696.633,00)
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Dinas/Badan yang
Meningkatnya Tata Kelola |Nilai Evaluasi menangani Bidang
Kinerja OPD SAKIP OPD (Nilai) 66.82 68.24 68.50 5.155.967.933,00( 68.70 5.156.893.285,00 69 5.157.823.169,00, 69.20 5.158.757.611,00| 69.55 5.159.696.633,00 Kelautan Dan
Perikanan
3.25.03 - PROGRAM
PENGELOLAAN 1.542.419.355,00 1.549.977.209,00 1.557.572.098,00 1.565.204.201,00 1.572.873.703,00
PERIKANAN TANGKAP

f P Jumlah Produksi q

Meningkatnya produksi  |peyanan Tangkap | 2568 2607 2861 1.542.419.355,00| 2958 1.549.977.200,00] 3079 1.557.572.098,00| 3186 1.565.204.201,00{ 3297 1.572.873.703,00[2inas/Badan yang

perikanan tangkap

(Ton)

menangani Bidang
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kelautan Dan
Perikanan
3.25.04 - PROGRAM
PENGELOLAAN 194.812.185,00 195.766.765,00 196.726.021,00 197.689.979,00 198.658.659,00
PERIKANAN BUDIDAYA
. Dinas/Badan yang
. A [Jumlah Produksi s
Meningkatnya produksi  |5g iy 2nan Budidaya 4257 4342 4912 194.812.185,00 4965 195.766.765,00 5032 196.726.021,00( 5108 197.689.979,00, 5180 198.658.659,00|'eNangani Bidang
perikanan budidava (Ton) Kelautan Dan
Perikanan
3.25.05 - PROGRAM
PENGAWASAN SUMBER | ] | i i
DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Meningkatnya kelestarian
laut dan keanekaragaman - - - - -
havati
3.25.06 - PROGRAM
PENGOLAHAN DAN
N el 103.717.605,00 104.225.822,00 104.736.528,00 105.249.737,00 105.765.460,00
PERIKANAN
Dinas/Badan yang
Menpdkatnvalion T dnokalkonstmsi 42.80 47.08 219 103.717.605,00 228 104.225822,00 239 104.736.528,00 247 105.249.737,00| 252 105.765.460,00|T'eangani Bidang
ikan oleh masyarakat Ikan (Kg/KAP/TH) Kelautan Dan
Perikanan
3.26 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 5.707.717.000,00 5.710.511.000,00 5.713.319.000,00) 5.716.141.000,00 5.718.977.000,00
PARIWISATA
3.26.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 3.707.717.000,00 3.710.511.000,00 3.713.319.000,00) 3.716.141.000,00 3.718.977.000,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Mgt TR (e 3.707.717.000,00 3.710.511.000,00 3.713.319.000,00) 3.716.141.000,00 3.718.977.000,00
Kinerja OPD
3.26.02 - PROGRAM
PENINGKATAN DAYA
B DA 800.000.000,00, 800.000.000,00| 800.000.000,00) 800.000.000,00 800.000.000,00,
PARIWISATA
NerimeinE A ek Persentase Dinas/Badan yang
ey gkatnya day: Pertumbuhan 7 7 7 800.000.000,00 7 800.000.000,00, 7 800.000.000,000 7 800.000.000,00 7 800.000.000,00|menangani Bidang
estinasi pariwisata Kuni P
unjungan Pariwisata
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Wisatawan
(Persentase)
3.26.03 - PROGRAM
PEMASARAN 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
PARIWISATA
Persentase
o A Peningkatan Media Dinas/Badan yang
g":n:g‘s%ﬁ:‘:“"):;:ggf:a" Pemasaran 7 7 7 1.100.000.000,00, 7 1.100.000.000,00, 7 1.100.000.000,00, 7 1.100.000.000,00( 7 1.100.000.000,00|menangani Bidang
Pariwisata Pariwisata
(Persentase)
3.26.04 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALUI PEMANFAATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
DAN PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
|INTELEKTUAL
Persentase Pelaku
Meningkatnya kualitas S:r?gmnﬁlri?ﬁf (DI RHERGETD VEITE
ot Mg Kekayaan 1 1 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 menangani Bidang
Pariwisata
Intelektual
(Persentase)
3.26.05 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
Persentase Pelaku
Meningkatnya kapasitas Eigmsn?it?(?;ar:if Dinas/Badan yang
SOM pariwisata dan i) KT GHD 2 2 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00 2 50.000.000,00|menangani Bidang
lekonomi kreatif ¥ 9 AU ¢ Pariwisata
ervalidasi
(Persentase)

3.27 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANIAN

21.486.013.669,00

21.518.319.181,00

21.550.782.989,00

21.583.405.870,00

21.616.188.600,00

3.27.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

15.185.852.187,00

15.187.286.908,00

15.188.728.657,00

15.190.177.472,00

15.191.633.382,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
F::I)?L?rGCI;A'«VINIIEI OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
'\K"iflg'r?aglggga ataecl 15.185.852.187,00 15.187.286.908,00 15.188.728.657,00 15.190.177.472,00 15.191.633.382,00
3.27.02 - PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN 2.372.107.558,00 2.383.730.885,00 2.395.411.166,00]| 2.407.148.681,00| 2.418.943.710,00
SARANA PERTANIAN
meningkatnya distribusi ﬁ?:éﬂiiia:(a:moditas Dinas/Badan yang
dan kualitas sarana e 1 1 1 2.372.107.558,00 1 2.383.730.885,00 1 2.395.411.166,00] 1 2.407.148.681,00| 1 2.418.943.710,00[menangani Bidang
pertanian (Dokumen) Pertanian
Peningkatan .
. Dinas/Badan yang
,2;‘:1‘“2‘:' VEIENRER 4 5 55 6.5 7 75 85 menangani Bidang
9 Pertanian
(Persentase)
’E?:ézgl;(:iatan Dinas/Badan yang
o 3 3.5 4 4 4.5 4.5 5} menangani Bidang
Hortikultura Paranian
(Persentase)
3.27.03 - PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN 1.350.000.000,00 1.356.615.000,00 1.363.262.414,00) 1.369.942.399,00 1.376.655.117,00
PRASARANA
PERTANIAN
Minungkatnya distribusi Eaa::r’:?’nelr_t:iisan Dinas/Badan yang
dan kualitas prasarana 6546,75 6546,75 6546,75 1.350.000.000,00| 6546,75 1.356.615.000,00| 6546,75 1.363.262.414,00| 6723.25 1.369.942.399,00| 6723.25 1.376.655.117,00|menangani Bidang

pertanian

yang Ditetapkan
Menjadi LP2B (Ha)

Pertanian

3.27.04 - PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER

700.000.000,00

703.430.000,00

706.876.807,00

710.340.503,00

713.821.172,00

Meningkatnya
pengendalian kesehatan
hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner

Tingkat
Pengendalian
Penyakit Hewan
Menular Strategis

(PHMS) (Dokumen)

700.000.000,00

703.430.000,00

706.876.807,00

710.340.503,00

713.821.172,00

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Pertanian
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
F::I)?L?I_GC%A;VINIIEI OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Persentase Unit
Usaha Pangan Asal
Hewan yang q
Memiliki Sertifikat 0 0 5 o 15 " r- (DI HERGETD VI
Pra NKV atau NKV menangani Bidang
(Nomor Kontrol slianian
Veteriner)
(Persentase)
3.27.05 - PROGRAM
EE”?E(’\;?}GILK\I\TGDAANN 1.000.000.000,00 1.004.900.000,00 1.009.824.010,00 1.014.772.148,00 1.019.744.531,00
BENCANA PERTANIAN
Meningkatnya Persentase q
. Dinas/Badan yang
Sg:gﬁ;gi:::ggﬁ"b . Eggigﬁ:":gn —— 10 10 15 1.000.000.000,00{ 20 1.004.900.000,00, 25 1.009.824.010,000 30 1.014.772.148,00( 35 1.019.744.531,00|menangani Bidang
pertanian (Persentase) FEUETER
Persentase
Penanganan q
Dinas/Badan yang
ﬁ(ﬁm‘?ekﬁf’:g:baha" 10 10 15 20 25 30 35 menangani Bidang
Pertanian P |FEBETIER
(Persentase)
3.27.06 - PROGRAM
PERIZINAN USAHA 50.000.000,00 50.245.000,00 50.491.201,00 50.738.607,00 50.987.227,00
PERTANIAN
Meningkatnya kualitas dan ijthe;s;salﬂzn Dinas/Badan yang
kemudahan perizinan vang Diterbitkan 0 100 100 50.000.000,00 100 50.245.000,00 100 50.491.201,00 100 50.738.607,00 100 50.987.227,00|menangani Bidang
usaha pertanian (Persentase) Pertanian
3.27.07 - PROGRAM
PENYULUHAN 828.053.924,00| 832.111.388,00 836.188.734,00 840.286.060,00 844.403.461,00
PERTANIAN
meningkatnya kapasitas EZLSiTLisgesrg\rfian Dinas/Badan yang
SDM bidang penyuluh AL 5 5 15 828.053.924,00| 20 832.111.388,00 25 836.188.734,00] 30 840.286.060,00) 35 844.403.461,00|menangani Bidang
pertanian yang|pitingkatkan Pertanian
(Persentase)
Persentase
ﬁileé?::igf:nr} . Dinas/Badan yang
Dibpentuk e e yang 0 0 5 10 15 20 29 menangani Bidang
Beroperasi [REREILELD
(Persentase)
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM /
OUTCOME

INDIKATOR
OUTCOME

BASELINE
2024

2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET]

PAGU

TARGET|

PAGU

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(19)

(17)

(12)

(13

(14)

(15)

3.29 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

3.29.05 - PROGRAM
PENGELOLAAN ENERGI
BARU TERBARUKAN

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Meningkatnya tata kelola
energi baru terbarukan

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

3.30 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERDAGANGAN

425.276.000,00

327.359.852,00

329.453.916,00

331.558.239,00

333.672.876,00

3.30.02 - PROGRAM
PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

13.086.000,00

13.150.121,00

13.214.557,00

13.279.308,00

13.344.377,00

Meningkatnya kemudahan
proses perizinan dan
pendaftaran berusaha

Persentase Izin
Usaha Perdagangan
yang Difasilitasi
(Persentase)

13.086.000,00

13.150.121,00

13.214.557,00

13.279.308,00

13.344.377,00)

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Perdagangan

3.30.03 - PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

4.800.000,00

4.823.520,00

4.847.155,00|

4.870.906,00

4.894.774,00

Meningkatnya kualitas
sarana perdagangan dan
distribusi barang yang
efisien,

Persentase Sarana
Perdagangan yang
Ditingkatkan
Kualitasnya
(Persentase)

4.800.000,00

4.823.520,00

4.847.155,00

4.870.906,00

4.894.774,00

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Perdagangan

3.30.04 - PROGRAM
STABILISASI HARGA
BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG
PENTING

244.450.000,00

245.647.805,00

246.851.479,00

248.061.051,00

249.276.551,00

Meningkatnya kelancaran
distribusi dan stabilitas
harga barang kebutuhan

Persentase
Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan
Pokok Dan Barang

244 .450.000,00

245.647.805,00

246.851.479,00

248.061.051,00

249.276.551,00

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Perdagangan

pokok dan barang penting |Penting
(Persentase)
3.30.05 - PROGRAM
PENGEMBANGAN 50.840.000,00 51.089.116,00 51.339.453,00 51.591.016,00 51.843.812,00
EKSPOR
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM /
OUTCOME

INDIKATOR
OUTCOME

BASELINE
2024

2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET PAGU TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET]

PAGU

TARGET|

PAGU

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

(01)

(02)

(03)

(04)

(05) (06) (07)

(08)

(09)

(19)

(17)

(12)

(13

(14)

(15)

Meningkatnya pelaku
usaha yang berorientasi
ekspor

Nilai Ekspor Barang
(Nilai)

5 50.840.000,00 10

51.089.116,00

10

51.339.453,00

10

51.591.016,00

10

51.843.812,00

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Perdagangan

3.30.06 - PROGRAM
STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

112.100.000,00|

12.649.290,00

13.201.272,00

13.755.958,00

14.313.362,00

Meningkatnya tertib niaga
dan mutu produk

Persentase
penanganan
pengaduan
konsumen (%)

5 112.100.000,00| 5

12.649.290,00

13.201.272,00

13.755.958,00

14.313.362,00

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Perdagangan

3.30.07 - PROGRAM
PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI

Meningkatnya penggunaan
dan pemasaran produk
dalam negeri

3.31 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERINDUSTRIAN

15.100.000,00

15.173.990,00

15.248.343,00

15.323.059,00

15.398.142,00

3.31.02 - PROGRAM
PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN
|INDUSTRI

meningkatnya realisasi
pembangunan industri

3.31.03 - PROGRAM
PENGENDALIAN IZIN
USAHA INDUSTRI

meningkatnya kualitas
perizinan berusaha sektor
perindustrian

3.31.04 - PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL

15.100.000,00

15.173.990,00

15.248.343,00

15.323.059,00

15.398.142,00

meningkatnya
pemanfaatan industri

Tersedianya
Informasi Industri
Secara Lengkap,
Akurat, dan Terkini
(Persentase)

5 15.100.000,00 5

15.173.990,00

15.248.343,00

15.323.059,00

15.398.142,00

Dinas/Badan yang
menangani Bidang
Perindustrian
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
3.32 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 18.295.150,00) 18.295.150,00 18.295.150,00 18.295.150,00 18.295.150,00
TRANSMIGRASI
3.32.04 - PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAWASAN 18.295.150,00 18.295.150,00 18.295.150,00 18.295.150,00 18.295.150,00
TRANSMIGRASI
Meningkatnya Persentase
pemberdayaan dan Transmigran yang Dinas/Badan yang
kapasitas transmigran Dibina dan 100 100 100 18.295.150,00| 100 18.295.150,00 100 18.295.150,00 100 18.295.150,00 100 18.295.150,00|menangani Bidang
dalam pengembangan Diberdayakan Transmigrasi
kawasan transmigrasi (Persentase)
é’gééﬁEKRETARIAT 37.278.252.722,00 32.345.511.837,00 32.413.100.519,00 32.481.020.382,00 38.636.567.649,00
4.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 30.036.090.806,00 30.092.363.328,00 30.148.911.581,00 30.205.736.920,00 36.350.135.296,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
) r . Dinas/Badan yang
Meningkatnya Nilai Evaluasi e
Akuntabilitas Kinerja OPD [SAKIP OPD (Nilai) 60.06 67.50 70.01 30.036.090.806,00 72.5 30.092.363.328,00 75.0 30.148.911.581,00f 80.5 30.205.736.920,00f 82.5 36.350.135.296,00 menangani Bidang
Sekretariat Daerah
T " Dinas/Badan yang
Ml (Bl 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
SAKIP OPD (Nilai) °
Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN 6.882.544.600,00 1.891.769.068,00 1.901.038.738,00 1.910.353.827,00 1.919.714.561,00
RAKYAT
Efektivitas
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Dinas/Badan yang
kebijakan kesejahteraan  [Kebijakan 0 0 0 6.882.544.600,00 0 1.891.769.068,00 0 1.901.038.738,00 0 1.910.353.827,00 0 1.919.714.561,00|menangani Bidang
rakyat Kesejahteraan Sekretariat Daerah
Rakyat (Persentase)
Efektivitas
Pelaksanaan Dinas/Badan yang
Kebijakan 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Kesejahteraan Sekretariat Daerah
Rakyat (Angka)
Efektivitas Dinas/Badan yang
Pelaksanaan 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Kebijakan Sekretariat Daerah
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kesejahteraan
Rakyat (Angka)
r'ifuergtizﬁ gProduk Dinas/Badgn yang
e 80 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
sy Sekretariat Daerah
(Persentase)
4.01.03 - PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN 359.617.316,00 361.379.441,00) 363.150.200,00] 364.929.635,00 366.717.792,00)
PEMBANGUNAN
Efektivitas
Pelaksanaan
Meningkatnya kualitas Kebijakan Dinas/Badan yang
kebijakan perekonomian  |Pengelolaan 0 0 0 359.617.316,00 0 361.379.441,00 0 363.150.200,00] 0 364.929.635,00 0 366.717.792,00|menangani Bidang
dan pembangunan Perekonomian dan Sekretariat Daerah
Pembangunan
(Persentase)
Efektivitas
Pelaksanaan
Kebijakan Dinas/Badan yang
Pengelolaan 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Perekonomian dan Sekretariat Daerah
Pembangunan
(Persentase)
Efektivitas
Pelaksanaan
Kebijakan Dinas/Badan yang
Pengelolaan 80 85 90 100 100 100 100 menangani Bidang
Perekonomian dan Sekretariat Daerah
Pembangunan
(Persentase)
Efektivitas
Pelaksanaan
Kebijakan Dinas/Badan yang
Pengelolaan 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
Perekonomian dan Sekretariat Daerah
Pembangunan
(Persentase)
Persentase Jumlah
Total Proyek Dinas/Badan yang
Konstruksi Yang 0 25 25 25 25 30 50 menangani Bidang

Dibawa Ke tahun

berikutnya, yang

Sekretariat Daerah

IV-40




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
ditandatangani pada
kuartal pertama (%)
E'SZRE)SEKRETARIAT 46.102.903.156,00 46.204.309.540,00 46.306.212.814,00 46.408.615.417,00 48.958.906.668,00
4.02.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 35.517.599.054,00 35.603.602.057,00 35.690.026.476,00 35.776.874.374,00 38.311.534.702,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Nilai evaluasi SAKIP IR yEtii)
gratnya . 0 68.45 69.01 35.517.599.054,00 69.5 35.603.602.057,00 70 35.690.026.476,00( 70.5 35.776.874.374,00 80 38.311.534.702,00|menangani Bidang
Akuntabilitas Kinerja OPD [OPD (Nilai) o
Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM
[DIUINERN] 10.585.304.102,00| 10.600.707.483,00 10.616.186.338,00 10.631.741.043,00 10.647.371.966,00
PELAKSANAAN TUGAS . - g St et i : . SR : : 0 A !
DAN FUNGSI DPRD
Persentase
Meningkatkan kualitas Pengawasan Dinas/Badan yang
penganggaran dan Penyelenggaraan 70 100 100 10.186.871.002,00 100 10.200.322.060,00 100 10.213.839.027,00 100 10.227.422.231,00 100 10.241.071.991,00|menangani Bidang
pengawasan Pemerintahan Sekretariat DPRD
(Persentase)
Meningkatkan Kualitas Persentase Dinas/Badan yang
Persidangan dan Kajian  |Penetapan A
Peraturan Perundang- Ranperda Tahun N 70 100 100 398.433.100,00 100 400.385.423,00 100 402.347.311,00) 100 404.318.812,00 100 406.299.975,00 g:'?rz?agr?gtl ggsgg
undangan (Persentase)
5.01 - PERENCANAAN 7.297.949.732,00 7.046.323.308,00 7.316.623.356,00] 7.091.481.224,00 7.412.737.160,00
5.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 6.231.770.916,00 5.981.770.916,00 6.207.370.916,00] 5.983.920.916,00 6.258.670.916,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
. m - q Dinas/Badan yang
tnlinteiinng Elarisalize NI Bl 61.71 7257 64.80 6.231.770.916,00] 68.04 5.981.770.916,00] 69.40 6.207.370.916,00, 72.17 5.983.920.916,00] 73.62 6.258.670.916,00|menangani Bidang

Perangkat Daerah

SAKIP OPD (Nilai)

Perencanaan

5.01.02 - PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN

560.126.698,00

548.379.231,00

582.755.817,00

570.533.752,00

606.299.153,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
EVALUASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase
A . Keselarasan Dinas/Badan yang
'\D";E‘I'J’:ﬁ:ﬁ‘;’éfeﬁg'r'f::n RPJMD dengan 80 100 100 501.281.363,00] 100 488.356.990,00 100 521.533.131,00] 100 508.086.612,00] 100 542.603.070,00|menangani Bidang
Renstra PD Perencanaan
(Persentase)
Persentase
Meningkatnya Kualitas Keselarasan Dinas/Badan yang
Pengukuran Dokumen  [RPJMD dengan 80 85 100 58.845.335,00] 100 60.022.241,00, 100 61.222.686,00, 100 62.447.140,00, 100 63.696.083,00|menangani Bidang
Perencanaan Renstra PD Perencanaan
(Persentase)
5.01.03 - PROGRAM
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
NN 506.052.118,00 516.173.161,00, 526.496.623,00) 537.026.556,00 547.767.091,00,
PEMBANGUNAN
DAERAH
persentase target
Meningkatnya Kualitas indikator tujuan dan Dinas/Badan yang
perencanaan bidang sasaran dalam e
B Rtrniranioch RPIMD bidang 80 100 100 157.224.553,000 100 160.369.044,00 100 163.576.424,00 100 166.847.954,00 100 170.184.914,00 r’;neerr;ir;gir;laﬁldang
pembangunan manusia ekososbud yang
tercapai (%)
persentase target
Meningkatnya kualitas indikator tujuan dan Dinas/Badan yang
perencanaanibidang g2saanidalam 78 100 100 248.270.399,00| 100 253.235.808,00 100 258.300.524,00, 100 263.466.534,000 100 268.735.867,00/menangani Bidang
infrastuktur dan RPJMD bidang [
kewilayahan fispra yang tercapai
(%)
persentase target
Meningkatnya kualitas indikator tujuan dan Dinas/Badan yang
pelencaaan EaadlEldalan 80 100 100 100.557.166,00 100 102.568.309,00 100 104.619.675,00 100 106.712.068,00 100 108.846.310,00|menangani Bidang

pembangunan bidang
perkonomian dan SDA

RPJMD bidang
ekososbud yang
tercapai (%)

Perencanaan

5.02 - KEUANGAN

220.651.444.646,00

221.671.555.020,00

223.116.663.931,00

223.825.955.558,00

224.981.950.613,00

5.02.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

15.264.289.221,00

15.278.002.531,00

15.711.783.036,00

15.405.516.325,00

15.539.522.097,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya akuntabilitas|Nilai Evaluasi [DIRERERELD I
9 Y . 66.94 67.5 70.01 15.264.289.221,00| 72.5 15.278.002.531,00 75 15.711.783.036,00 80 15.405.516.325,00 85.5 15.539.522.097,00|menangani Bidang
Perangkat Daerah SAKIP OPD (Nilai) Keuangan
L " Dinas/Badan yang
Nilai Evaluasi E Y
SAKIP OPD (Nilai) 75.85 85 85 85 85 85 85 rKn:::r?é;:Sl Bidang
5.02.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN 204.342.476.814,00 205.343.754.953,00 206.349.939.351,00 207.360.328.475,00 208.377.123.214,00
KEUANGAN DAERAH
Persentase Belanja
Meningkatnya tata kelola "?ﬁgg?]/glail (L;l:l?l.: (DL 26 vl
anggaran yang Dialokasikan 33,08 45,58 56,06 202.822.878.445,00( 54,06 203.816.710.549,00( 52,06 204.815.412.432,00| 48,06 205.819.007.952,00( 43,06 206.827.521.090,00|menangani Bidang
melalui TKD PEETIEED
(Persentase)
Persentase Alokasi Dinas/Badan yang
[BeliznfE) IHERLST|| - g 3,84 6.50 7 75 10 125 menangani Bidang
Pelayanan Publik =,
(Persentase) 9
Persentase
o Realisasi Anggaran Dinas/Badan yang
M;Bg?;:;’;’::;ﬁ‘a kelola 3¢ 1anja Urusan 90 95 95 710.306.894,000 95 713.787.400,00, 95 717.284.957,00, 95 720.799.652,00, 95 724.331.569,00|menangani Bidang
P \Waijib Pelayanan Keuangan
Dasar (Persentase)
A Persentase laporan Dinas/Badan yang
gﬂki';]'[‘agnk:i‘gﬁ ‘a;;kg'r':n keuangan tepat 100 100 100 809.291.475,00, 100 813.257.004,00, 100 817.241.962,00, 100 820.520.871,00] 100 825.270.555,00|menangani Bidang
pelap waktu (Persentase) Keuangan
5.02.03 - PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG 784.698.611,00 788.543.634,00 792.407.498,00] 796.290.295,00] 800.192.118,00
MILIK DAERAH
Meningkatnya tata kelola Ez:lsaer::)aas:an Nilai [DIFERAEEEED yEtie)
et daerahy Aset Tetap 94,97 95,60 96,22 784.698.611,00 96,84 788.543.634,00 97,46 792.407.498,00( 98,08 796.290.295,00| 98,70 800.192.118,00|menangani Bidang
(Persentase) PCUEEE

5.02.04 - PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

259.980.000,00

261.253.902,00

262.534.046,00

263.820.463,00

265.113.184,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Meningkatnya upaya tP;t;r]sa%r;tase P Dinas/Badan yang
ekstifikasi dan intentifikasi p 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -Imenangani Bidang
e Pendapatan Daerah [~
P P (Persentase) 9
Cakupan
Meningkatnya kualitas pgnmtgcvzasr;gan Dinas/Badan yang
pengawasan dan Eengelolaan 0 0 0 259.980.000,00 0 261.253.902,00 0 262.534.046,00 0 263.820.463,00 0 265.113.184,00|menangani Bidang
pelaporan pendapatan Keuangan
(Persentase)
Persentase
Meningkatnya peranan Penerapan Sistem Dinas/Badan yang
sistem informasi keuangan |Informasi Keuangan 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -Imenangani Bidang
berbasis digital Berbasis Digital Keuangan
(Persentase)
5.03 - KEPEGAWAIAN 5.547.320.608,00 5.547.835.108,00 5.548.352.128,00 5.548.871.680,00 5.549.393.777,00
5.03.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 5.238.222.248,00 5.238.736.748,00 5.239.253.768,00]| 5.239.773.320,00 5.240.295.417,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
; i . q Dinas/Badan yang
Meningkatnya akuntabilitas|Nilai evaluasi SAKIP S
kinerja perangkat daerah |OPD (Nilai) 64.4 68.00 70 5.238.222.248,00 71 5.238.736.748,00 75 5.239.253.768,00 80 5.239.773.320,00 82 5.240.295.417,00 r}'(nenangan! Bidang
epegawaian
5.03.02 - PROGRAM
KEPEGAWAIAN DAERAH 309.098.360,00 309.098.360,00 309.098.360,00] 309.098.360,00 309.098.360,00
Meningkatnya kualitas Persentase data Dinas/Badan yang
pelayanan administrasi ASN yang sesuai 0 0 0 309.098.360,00 0 309.098.360,00 0 309.098.360,00] 0 309.098.360,00] 0 309.098.360,00|menangani Bidang
kepegawaian standar (%) Kepegawaian
RENDRIKANID AN 5.550.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00] 500.000.000,00 500.000.000,00
PELATIHAN
5.04.02 - PROGRAM
PENGEMBANGAN 5.550.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00] 500.000.000,00 500.000.000,00
SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya layanan Persentase ASN Dinas/Badan yang
Rello=mbandan b CTELE 100 0 0 750.000.000,000 O 500.000.000,00 0 500.000.000,000 0 500.000.000,00] 0 500.000.000,00|Te"@Ngani Bidang

kompetensi dasar, kader,
manejerian dan fungsional

diklat struktural dan
fungsional (%)

Pendidikan Dan
Pelatihan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
[REEEIHEED AN Dinas/Badan yan
Meningkatnya layanan yang Mendapatakan e — Bi)élang
pengembangan kompetnsi |Pengembangan 0 0 0 4.800.000.000,00| 0 - 0 - 0 - 0 - Pendidigkan BEm 9
teknis Kompetensi Teknis Pelatihan
(Persentase)
5.05 - PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 2.506.253.468,00 2.512.127.060,00 2.618.004.934,00 3.428.887.106,00 2.575.162.271,00
5.05.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 2.326.253.468,00 2.332.029.060,00 2.437.808.454,00| 3.248.591.664,00 2.394.767.381,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Dinas/Badan yang
Meningkatnya akuntabilitas|Nilai Evaluasi menangani Bidang
Perangkat Daerah SAKIP OPD (Nilai) 65.22 67.45 70.50 2.326.253.468,00( 75.50 2.332.029.060,00 79 2.437.808.454,00| 80 3.248.591.664,00 80.3 2.394.767.381,00 Penelitian Dan
Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 30.000.000,00 30.098.000,00 30.196.480,00 30.295.442,00 30.394.890,00
DAERAH
Persentase Kajian
Meningkatnya Sslrabris's B Dinas/Badan yang
[pamEifEEEn (i Pengembangan 0 60 60.5 30.000.000,00] 70 30.098.000,00]  70.5 30.196.480,00, 70.6 30.295.442,00] 70.8 30.394.890,00|Menangani Bidang
kelitbangan dalam Potensi Unggulan Penelitian Dan
perencanan pembangunan Daerah Pengembangan
(Persentase)
Persentase
Fasilitasi,
Pembinaan,
Bimbingan Teknis q
b o Dinas/Badan yang
dan Supervisi terkait F e
Penelitian, 0 0 100 100 100 100 100 Q::;R%i”bifang
[Pl TR, Pengembangan
Pengkajian dan 9 9
Penerapan di
Daerah
(Persentase)
5.05.03 - PROGRAM
RISET DAN INOVASI 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

DAERAH
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) 04 (05) (06) ©07) (08) (99) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
Persentase
Fasilitasi,
Merningkatnua Pembinaan, Dinas/Badan yang
pemanfaatan inovasi Bimbingan Teknis menangani Bidang
e dan Supervisi terkait 0 60 60.5 150.000.000,00 70 150.000.000,00 70.5 150.000.000,00, 70.6 150.000.000,00f 70.8 150.000.000,00 Penelitian Dan
pembangunan Riset dan Inovasi di Pengembangan
Daerah
(Persentase)
NI 13.772.209.340,00 13.756.734.407,00 13.769.663.706,00 13.834.225.304,00 13.807.183.379,00
6.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 12.822.308.226,00| 12.804.040.778,00 12.814.163.878,00 12.875.905.526,00 12.846.029.836,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
. T . Dinas/Badan yang
Menligiaing e (el | NEIGELESNNE| - aaay 68.45 69.45 12.822.308.226,00|  69.90 12.804.040.778,00 70 12.814.163.878,00| 70.45 12.875.905.526,00, 80 12.846.029.836,00/menangani Bidang
Kinerja OPD OPD (Nilai)
Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN 454.519.720,00| 455.178.866,00 455.841.243,00) 456.506.866,00 457.175.748,00
PENGAWASAN
Menurunnya terjadi Tindaklaniut
penyelewengan atau Rekomenfiasi BPK Dinas/Badan yang
penyimpangan, baik yang et AR NE 80 100 100 454.519.720,00| 100 455.178.866,00 100 455.841.243,00) 100 456.506.866,00) 100 457.175.748,00|menangani Bidang
bersifat anggaran ataupun 1 (Persen?ﬁse) Inspektorat Daerah
proses dan kewenangan
6.01.03 - PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN, 495.381.394,00| 497.514.763,00 499.658.585,00 501.812.912,00 503.977.795,00
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
P . Kapabilitas Aparat "
Menigkatnya kualitas o 4 o d " q q . Dinas/Badan yang
pendampingan dan Penga\_/vasan Intern | Infrastruktur | Infrastruktur (Terintegrasi 495.381.394,00 Terintegrasi 497.514.763,00) Terintegrasi 499.658.585,00) Dikelola 501.812.912,00 Dikelola 503.977.795,00|menangani Bidang
i i Pemerintah (APIP) |(Infrastructure)|(Infrastructure)|(Integrated) (Integrated) (Integrated), (Managed)| (Managed)|
asistensi (Level) Inspektorat Daerah
Pengendalian ntern Dinas/Badan yang
2 2 3 3 3 3 3 menangani Bidang

Pemerintah (SPIP)
(Nilai)

Inspektorat Daerah

7.01 - KECAMATAN

48.874.714.222,00

48.391.310.173,00

48.442.321.793,00

48.483.116.221,00

48.515.002.844,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
7.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN 41.804.483.060,00 41.287.356.962,00 41.304.602.272,00 41.312.033.536,00 41.309.660.194,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
. iR Hf q Dinas/Badan yang
Meligeiing ELonERliEs NIE Beles 66.49 68.69 70.89 41.804.483.060,00  72.09 41.287.356.962,00 74.39 41.304.602.272,00 76.59 41.312.033.536,00 78.79 41.309.660.194,00|menangani Bidang
Perangkat Daerah SAKIP OPD (Nilai) "
Af " Dinas/Badan yang
MIEDEEES 61.49 64.69 66.89 69.09 71.29 73.59 75.89 menangani Bidang
SAKIP OPD (Nilai) B
Nilai Evaluasi PUIERIERGE vl
SAKIP OPD (Nilai) 67.42 69.72 72.92 74.22 77.32 78.92 79.82 rKn:Qaar:g?:r: Bidang
Nilai Evaluasi PIRECEEEE Y2
SAKIP OPD (Nili) 57.32 59.62 63.82 66.42 69.12 72.42 75.82 menangerd Bidang
T A Dinas/Badan yang
Nilai Evaluasi e
SAKIP OPD (Nili) 7215 73.25 7435 75.45 76.55 77.65 79.85 menangerd Bidang
8 q Dinas/Badan yang
MIleh ol 65.13 67.03 69.23 7113 73.43 75.13 77.53 menangani Bidang
SAKIP OPD (Nilai) B
Hof " Dinas/Badan yang
Nilai Evaluasi e
SAKIP OPD (Nilai) 64.07 66.67 68.77 70.87 72.97 74.17 76.37 rKn::aar:g?:r: Bidang
T q Dinas/Badan yang
Nilai Evaluasi e
SAKIP OPD (Nilai) 65.13 67.03 69.23 71.13 73.43 75.13 77.53 [(neesaanr;g?:r; Bidang
—_— " Dinas/Badan yang
Nilai Evaluasi Y
SAKIP OPD (Nilai) 62.86 64.69 66.89 68.56 70.09 72.42 74.86 [(neesaanr;g?:r; Bidang
i " Dinas/Badan yang
Nilai Evaluasi e
SAKIP OPD (Nilai) 59.98 62.72 64.82 66.42 69.12 72.42 74.86 [(nee:aanr;g?:r; Bidang
S " Dinas/Badan yang
Il el 65.12 67.03 69.23 7113 73.43 75.13 77.53 menangani Bidang

SAKIP OPD (Nilai)

Kecamatan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME AWAD
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Hf q Dinas/Badan yang
g}'\aK'IE"S';SS('N”ai) 57.84 59.62 63.82 66.42 69.12 71.29 74.86 menangani Bidang
Kecamatan
Nilai Evaluasi Dinas/Badan yang
SAKIP OPD (Nilai) 61.49 64.69 66.89 68.56 70.09 73.59 75.89 menangani Bidang
Kecamatan
Nilai Evaluasi Dinas/Badan yang
SAKIP OPD (Nilai) 59.26 62.72 64.82 66.42 69.12 71.29 73.26 anlenanganl Bidang
ecamatan
7.01.02 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN 560.000.000,00 562.744.000,00 565.488.000,00] 567.812.000,00 570.976.000,00
PELAYANAN PUBLIK
Meningkaynya pelayanan |Indeks Kepuasan Dinas/Badan yang
ingkaynya pefay pua 0 0 0 560.000.000,00 0 562.744.000,000 0 565.488.000,000 0 567.812.000,00] 0 570.976.000,00|menangani Bidang
publik Masyarakat (%) K
ecamatan
Dinas/Badan yang
ugzk:rgsgtuﬁ’/s?n ® 0 0 0 0 0 0 menangani Bidang
i i Kecamatan
Dinas/Badan yang
ugzk:rgsgtuﬁ’/s?n @ 0 0 0 0 0 0 menangani Bidang
4 ° Kecamatan
Dinas/Badan yang
Indeks Kepuasan an |
Masyarakat (%) Y £y 82 &3 87 89 92 ?enanganl Bidang
ecamatan
Dinas/Badan yang
ug:k:rgsgtuﬁ’/s?n 0 80 83 85 87 89 92 menangani Bidang
Y N Kecamatan
Dinas/Badan yang
mzk:rzf:tu?/s?n 0 80 83 85 87 89 92 menangani Bidang
d 3 Kecamatan
Dinas/Badan yang
:\;Ilg:k:rzl?:tu(a"/s?n © Y e 0 0 0 0 menangani Bidang
4 i Kecamatan
Dinas/Badan yang
Indeks Kepuasan 0 0 0 0 0 @ 3 menangant Bidang

Masyarakat (%)

Kecamatan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) 04 (05) (06) ©07) (08) (99) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
Dinas/Badan yang
et zﬁfg’lfs”)a” 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
i Kecamatan
Dinas/Badan yang
ugzk:rgsgtug/s?n 0 80 83 85 87 89 92 menangani Bidang
Y a Kecamatan
Dinas/Badan yang
Indeks Kepuasan e
Masyarakat (%) 0 80 83 85 87 89 92 rKnenanganl Bidang
ecamatan
Dinas/Badan yang
Indeks Kepuasan .
Masyarakat (%) 0 80 83 85 87 89 92 ?enanganl Bidang
ecamatan
Dinas/Badan yang
:\;‘gzk:r’;fgt“gf‘;" 0 80 83 85 87 89 92 menangani Bidang
Y 8 Kecamatan
Dinas/Badan yang
:\’A’gzk:rzfgt“(aﬂf‘;" 0 80 83 85 87 89 92 menangani Bidang
Y ° Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA 6.412.231.162,00 6.442.831.911,00 6.473.469.221,00] 6.504.123.385,00] 6.534.834.350,00
DAN KELURAHAN
A Persentase
M:;gg;zmg:n kelembagaan Dinas/Badan yang
P! 4 masyarakat 100 100 100 6.412.231.162,00 100 6.442.831.911,00 100 6.473.469.221,00 100 6.504.123.385,00 100 6.534.834.350,00|menangani Bidang
masyarakay desa dan
bl desa/kelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase Dinas/Badan yang
kelembagaan 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
masyarakat Kecamatan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

desalkelurahan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 80 83 85 87 89 92 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desa/kelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desa/kelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang

desalkelurahan

yang aktif (%)

Kecamatan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desa/kelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desa/kelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase Dinas/Badan yang
kelembagaan 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
masyarakat Kecamatan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

desalkelurahan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desa/kelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 menangani Bidang
desa/kelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang

desalkelurahan

yang aktif (%)

Kecamatan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desa/kelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desa/kelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)
Persentase
kelembagaan Dinas/Badan yang
masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
desalkelurahan Kecamatan
yang aktif (%)

7.01.06 - PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN 98.000.000,00 98.377.300,00 98.762.300,00 99.147.300,00 99.532.300,00

PEMERINTAHAN DESA

Meningkatnya akuntabilitas|Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang

penyelenggaran Tertib Administrasi 100 100 100 98.000.000,00 100 98.377.300,00 100 98.762.300,00 100 99.147.300,00 100 99.532.300,00|menangani Bidang

pemerintahan desa (%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang

(%)

Kecamatan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET] PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan
Cakupan Desa yang Dinas/Badan yang
Tertib Administrasi 0 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
(%) Kecamatan

8.01 - KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

13.813.853.251,00

13.821.331.165,00

13.828.988.370,00

13.836.840.012,00

13.844.902.730,00

8.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.875.002.011,00)

3.876.414.834,00)

3.877.834.579,00

3.879.261.283,00

3.880.694.974,00)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Dinas/Badan yang
Meningkatnya Tata Kelola |Nilai Evaluasi menangani Bidang
Kinerja OPD SAKIP OPD (Nilai) 65 66 67 3.875.002.011,00 68 3.876.414.834,00 69 3.877.834.579,00 70 3.879.261.283,00 71 3.880.694.974,00 Kesatuan Bangsa
Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM
PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN 828.216.200,00| 832.274.459,00 836.352.604,00] 840.450.731,00 844.568.940,00
KARAKTER
KEBANGSAAN
Meningkatnya kesadaran I?jZZTg;nPZigg:iT;an Dinas/Badan yang
masyarakat akan ideologi |y +'ycarakter 15 16 17 828.216.200,00 18 832.274.459,00 19 836.352.604,00 20 840.450.731,00 21 844.568.940,00|T'Snangani Bidang
Pancasila dan karakter [ " Kesatuan Bangsa
kebangsaan (Perseﬂtase) Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN 992.200.000,00 992.200.000,00 992.200.000,00] 992.200.000,00 992.200.000,00
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Persentase Dinas/Badan yang
Meningkatnya etika dan Pendidikan Politik menangani Bidang
budaya politik pada Kader Partai 60 61 62 992.200.000,00| 63 992.200.000,00 64 992.200.000,00] 65 992.200.000,00 66 992.200.000,00 Kesatuan Bangsa
Politik (Persentase) Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN 15.000.000,00 16.500.000,00 18.150.000,00 19.965.000,00 21.961.500,00
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Persentase q
Meningkatnya ketertiban  [Organisasi algr?:;Baa(:]iagi)ézr;g
organisasi Kemasyarakatan 40 42 45 15.000.000,00| 46 16.500.000,00 50 18.150.000,00 5l 19.965.000,00 52 21.961.500,00 Kesatugn Ban. sag
kemasyarakatan yang Aktif Dan Politik 9
(Persentase)

8.01.05 - PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

43.863.040,00

44.077.969,00

44.293.951,00

44.510.992,00]

44.729.095,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR | BASELINE DAERAH
PROGRAM / OUTCOME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET) PAGU TARGET) PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Persentase
Kebijakan di Bidang
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
A Pencegahan Dinas/Badan yang
Menlngk_atnye_l potaanay Penyalagunaan menangani Bidang
gﬁggign:%qzz;g,aggn Narkotika, Fasilitasi 20 20 21 43.863.040,00 22 44.077.969,00 23 44.293.951,00 24 44.510.992,00 25 44.729.095,00 Kesatuan Bangsa
Kerukunan Umat Dan Politik
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah yang
Dilaksanakan
(Persentase)
8.01.06 - PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN 8.059.572.000,00 8.059.863.903,00 8.060.157.236,00] 8.060.452.006,00] 8.060.748.221,00
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
. Persentase Konflik Dinas/Badan yang
ﬁ”e”n'-”kgka‘-”yf b |Sosial yang 100 100 100 8.059.572.000,00 100 8.059.863.903,00 100 8.060.157.236,00] 100 8.060.452.006,00] 100 8.060.748.221,00|TieNangani Bidang
fm .' S(_)ISIE yang Diselesaikan . ) . ’ i . . ’ . : ) i : . : ’ . : ) """|Kesatuan Bangsa
‘ ! (Persentase) Dan Politik

TOTAL KESELURUHAN

1.020.880.854.005,00

1.006.013.742.278,00

1.010.215.861.644,00

1.011.255.090.808,00

1.022.276.941.848,00
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Kinerja mencerminkan kondisi yang perlu dipahami dan dikonfirmasi untuk
menilai sejauh mana suatu instansi mencapai tujuannya. Kinerja juga digunakan
untuk mengevaluasi dampak positif maupun negatif dari kebijakan operasional
yang diterapkan, serta menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi
dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang dapat
bersifat kuantitatif maupun kualitatif, mencakup unsur masukan, proses, keluaran,
hasil, manfaat, dan dampak yang menggambarkan pencapaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran
tingkat keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta wakil
kepala daerah selama masa jabatannya. Keberhasilan tersebut ditunjukkan
melalui pencapaian indikator hasil dari program pembangunan daerah yang
diakumulasi setiap tahun atau melalui indikator capaian mandiri setiap tahun.
Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dapat dicapai
secara optimal pada akhir periode perencanaan.

Indikator kinerja daerah dirancang dengan merujuk pada indikator outcome
dari program prioritas yang telah ditetapkan atau melalui pendekatan komposit
(impact). Perumusan indikator ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh satu
atau lebih indikator capaian program (outcome) terhadap pencapaian indikator
kinerja daerah. Setelah program dan kegiatan prioritas ditentukan, indikator

kinerja daerah ditetapkan sebagai ukuran pencapaian pembangunan.

Sebagai panduan pencapaian target pembangunan, dilakukan pemetaan
indikator tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD sesuai
dengan perencanaan strategis daerah. Berikut ini Tabel penetapan Indikator

Kinerja Utama Kabupaten Seluma:

Taozl V-2, Indikator Kinzerja Utama Kabupaien Szluma Tahun 2025-2029

1. Kemiskinan % 17,23 12,00
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2. Indeks Pembangunan Manusia Skor 70,27 75,00

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi % 2,61 5,00

4. Indeks Reformasi Birokrasi Skor 62,92 75,00

5. Indeks Kualitas Lingkungan Skor 70,89 75,50
Hidup (IKLH)

6. Indeks Pembangunan Skor 64,00 78,00
Infrastruktur

7. Indeks Desa Membangun Skor 0,6798 0,8500

8. Indeks Keluarga Sehat Skor 0,55 0,75

Indikator kinerja daerah merupakan tolok ukur utama dalam menilai
pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencerminkan
efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kebijakan serta program
pembangunan. Indikator Kinerja Daerah digunakan untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah daerah dalam mencapai tujuan strategis, terutama dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta
mendorong daya saing daerah. Indikator kinerja yang terukur dapat memastikan
setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi

pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Taovzl IV-3. Penziapan Indikator Kinerja Dazrah Terhadap Capaian Kinerja
Penyzlenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupakzn Szluma

| |ASPEK DAYA SAING DAERAH

Indeks Reformasi

1 5 A Indeks 65.24 65.66 66.09 66.52 66.95 67.39 67.83
Birokrasi
Indeks

2 |Profesionalitas 68.3 70 75 75 78 80 85
ASN
Persentase

3 E::.?k I % 80 100 100 100 100 100 100
pemeriksaan

4 |Nilai komponen Nilai 13,41 13.70 14.01 14.45 15.20 15.45 17.00
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evaluasi kinerja
pada SAKIP
daerah

Persentase
Kajian Berbasis
Bukti dalam
Pengembangan
Potensi
Unggulan
Daerah

Persentase

60

60.5

70

70.5

70.6

70.8

Persentase
Fasilitasi,
Pembinaan,
Bimbingan
Teknis dan
Supervisi terkait
Penelitian,
Pengembangan,
Pengkajian dan
Penerapan di
Daerah

Persentase

100

100

100

100

100

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tingkat
Kemiskinan

(%)

17.23

17.00

16.77

16.54

16.31

16.08

15.85

N

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi

%o

4.06

4.28

4.50

4.72

4.95

5.17

5.39

Indeks
Pembangunan
Manusia

Indeks

70.98

71.33

71.68

72.03

72.38

72.73

73.07

Indeks
Kedalaman
Kemiskinan

Indeks

2.43

2,42

2,41

2,40

2,39

2,38

2,36

Usia Harapan
Hidup (UHH)

(tahun)

68.35

68.58

68.80

69.03

69.25

69.48

69.71

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

%o

2.38

2.36

2.34

2.30

2.28

2.26

2.24

Rata-Rata Lama
Sekolah

Tahun

8.14

8.19

8.23

8.28

8.33

8.38

8.42

Laju
Pertumbuhan
PDRB Sektor
Utama

%o

4.66

5.14

5.69

6.23

6.78

7.32

7.87

Indeks
Keparahan
Kemiskina

Indeks

0.49

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

Opini BPK Atas
Laporan
Keuangan

Nilai

Wajar Tanpa
Pengecualian

Wajar Tanpa
Pengecualian

Wajar Tanpa
Pengecualia
n

Wajar Tanpa
Pengecualia
n

Wajar Tanpa
Pengecualia
n

Wajar Tanpa
Pengecualia
n

Wajar Tanpa
Pengecualia
n

Persentase PAD
terhadap
Pendapatan
Daerah

Persentase

(0]

[0]

(0]

Skor Pola
Pangan Harapan

Nilai

71.03

72.01

73.5

75

80

920

98

NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET

TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

(1)

(2)

(03)

(04)

(05)

(06)

(©7)

(8

(09)

(79)

(11)

Prevalensi
Stunting
(pendek dan
sangat pendek)
pada balita

(%)

25:27

24:23

23:22

22:21

21:20

20:19

19:18

ASPEK PELAYANAN UMUM

Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)

Indeks

59.07

60.55

62.06

63.61

65.20

66.83

68.50

N

Nilai Investasi
Daerah (PMA)

Juta
Rupiah

7049.5

7500

8000

9000

10000

10500

11000

Nilai Investasi
Daerah (PMDN)

Juta
Rupiah

242515.9

250000

275000

300000

325000

350000

375000

Harapan Lama
Sekolah

Tahun

1883

13.38

13.38

13.38

13.40

13.40

13.40

Nilai Evaluasi

Nilai

80

80

80

80

80

80

85
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGA
N

©1

02

03)

(04)

05)

(0e)

(07)

©8)

(03)

(19

(11)

SAKIP OPD

Cakupan
pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan
pendapatan

Persentase

Persentase
Bangunan
Gedung dalam
Kondisi Baik

Persentase

25)

25

30

32

33

35

37

Persentase
Daerah Rentan
Rawan Pangan

%

5.4

B2

4.8

4.6

44

4.2

Persentase
Pangan Segar
yang Memenuhi
Persyaratan dan
Mutu Keamanan
Pangan

Persentase

25)

30

35

45

50

60

70

Persentase
Cakupan
Sediaan Farmasi,
Alat Kesehtan
dan Makanan
Minuman

Persentase

Persentase
Masyarakat
Bidang
Kesehatan yang
Diberdayakan

Persentase

Persentase
Anggaran
Responsif
Gender (ARG)

Persentase

85.80

85.80

86.80

87.80

88.80

89.80

90.80

Persentase
Perempuan
Korban
Kekerasan dan
TPPO yang
Mendapatkan
Layanan
Komprehensif

%

100

100

100

100

100

100

100

Indeks
Pemenuhan Hak
Anak (IPHA)

Indeks

75

75

76

77

78

79

80

Persentase
Sarana
Perdagangan
yang
Ditingkatkan
Kualitasnya

Persentase

Persentase
Stabilisasi Harga
Barang
Kebutuhan
Pokok Dan
Barang Penting

Persentase

Persentase
Keselarasan
RPJMD dengan
Renstra PD

Persentase

80

100

100

100

100

100

100

Persentase
Peningkatan
Investor yang
Berinvestasi

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

Persentase
Penyelesaian
Permasalahan
dan Hambatan
yang Dihadapi
Pelaku Usaha
dalam Membuka
Usaha

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

20

Persentase
Pemanfaatan
Data dan
Informasi

Persentase

100

100

100

100

100

100

100
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Penanaman
Modal

21

Peningkatan
Produksi
Komoditas
Peternakan

Dokumen

2

N

Cakupan Luas
Lahan Pertanian
yang Ditetapkan
Menjadi LP2B

6546,75

6546,75

6546,75

6546,75

6546,75

6723.25

6723.25

NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET

TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

(1)

(©2)

(03)

(04)

(05)

(06)

(©7)

(08)

(09)

(19

(11)

23

Persentase lzin
Usaha Pertanian
yang Diterbitkan

Persentase

o

100

100

100

100

100

100

24

Persentase
Fasilitasi Tata
Kelola Desa

Persentase

25

Persentase
laporan
keuangan tepat
waktu

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

26

Persentase
Peningkatan
Rumah Tangga
yang Menempati
Hunian dengan
Akses Sanitasi
(Air Limbah
Domestik Layak
dan Aman)

Persentase

9.75

9.75

9.95

10.14

10.35

10.55

10.76

27

Persentase
Informasi
Kependudukan
yang
DImanfaatkan

Persentase

920

92

94

95

926

98

100

2

[

Persentase BUM
Desa Maju

Persentase

18

20

21

2

©o

Persentase
Koperasi Aktif

Persentase

3

o

Kemasyarakatan
Desa (LKD)

5]

=

Persentase Akta
Kematian yang
Diterbitkan bagi
yang
Melaporkan

Persentase

97

97.5

98.3

98.5

98.9

929

100

32

Nilai tingkat
kegemaran
membaca
masyarakat

Nilai

3

w

Proporsi UKM
Menjalin
Kemitraan dan
Ekspor

Persentase

34

Persentase
Cakupan
Perlindungan
dan
Penyelamatan
Arsip

Persentase

80

81

85

87

920

35

Persentase
Fasilitasi
Penataan Desa

Persentase

3

o

Angka Kematian
Ibu (AKI)

(per
100.000
kelahiran

hidup)

37

Persentase
Satuan
Pendidikan yang
Mengembangka
n Kurikulum
Muatan Lokal

Persentase

80

80

85

85

920

920

90

38

Persentase

P,
Persentase

20

95

95

95

95

95

95

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Seluma Periode 2025-2030

V-5



NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET

TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGA
N

(1

(02)

(03)

(04)

(05)

(0e)

(07)

©8)

(03)

(19

(11)

Realisasi
Anggaran
Belanja Urusan
Wajib Pelayanan
Dasar

39

Persentase
Penambahan
Nilai Aset Tetap

Persentase

94,97

95,60

96,22

96,84

97,46

98,08

98,70

40

Tingkat
Pengendalian
Penyakit Hewan
Menular
Strategis (PHMS)

Dokumen

4

oy

Persentase
Penanganan
Bencana
Pertanian

Persentase

20

25

30

35

42

Persentase SDM
Penyuluh
Pertanian yang
Ditingkatkan

Persentase

20

25

30

35

43

Realisasi Total
terhadap Target
Investasi

Persentase

50

55

60

62.5

66.2

69.9

73.6

44

Persentase
Warisan Budaya
yang
Dilestarikan

Persentase

53.41

53.41

60.00

64

65

65

65

45

Persentase
Peningkatan
Kompetensi
SDM Bidang
Kesehatan

Persentase

p5;

80

83

85

87

88

920

NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET

TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

(1)

(02)

(©3)

(04)

(05)

(06)

(©7)

(08)

(09)

(79)

(11)

46

Persentase
Korban Bencana
Alam, Sosial
dan/atau Non
Alam yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasar Pada Saat
dan Setelah
Tanggap Darurat
Bencana

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

47

Tersedianya
Informasi
Industri Secara
Lengkap, Akurat,
dan Terkini

Persentase

48

Tindaklanjut
Rekomendasi
BPK Tahun
Anggaran N-1

Persentase

80

100

100

100

100

100

100

49

Kapabilitas
Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP)

Level

Infrastruktur
(Infrastructure

)

Infrastruktur
(Infrastructure

)

Terintegrasi
(Integrated)

Terintegrasi
(Integrated)

Terintegrasi
(Integrated)

Dikelola
(Managed)

Dikelola
(Managed)

50

Persentase
Penyelesaian
Kasus
Pelanggaran
Pemanfaatan
Ruang di Daerah
Provinsi

Persentase

65

67

69

71

72

73

74

5

=

Persentase
Peningkatan
Sampah yang
Dikelola di
TPA/TPST
Regional

Persentase

Presentase

Keluarga yang

Persentase

75.60

75.60

75.80

75.90

76.10

76.20

76.22
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGA
N

©1

02

03)

(04)

(05)

(0e)

07)

8)

(09)

(10)

(17)

Mengikuti
Kelompok
Kegiatan
Ketahanan
Keluarga

53

Persentase
kondisi mantap
ljalan
kabupaten/kota

%o

35.29

35.29

36.25

37.25

38.25

39.25

40.25

54

Persentase
Belanja Pegawai
di Luar
Tunjangan Guru
yang
Dialokasikan
melalui TKD

Persentase

33,08

4558

56,06

54,06

52,06

48,06

43,06

55

Angka Konsumsi
lkan

Kg/KAP/T
H

42.80

47.08

219

228

239

247

252

56

Persentase
Usaha Kecil yang
Bertransformasi
dari Informal ke
Formal

Persentase

57

Persentase
Kelembagaan
Koperasi Tani
yang Dibentuk
dan Beroperasi

Persentase

20

25

58

Peningkatan
Produksi
Hortikultura

Persentase

gi5)

4.5

4.5

59

Persentase
kebutuhan ber-
KB yang tidak
terpenuhi
(unmet need)

%o

100

100

100

100

100

100

100

60

Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)
Perempuan

%

55.15

55.15

56.85

58.55

60.25

61.95

63.65

6

=

Jumlah Desa
Mandiri

Desa

62

Persentase (%)
anak terlantar
yang terpenuhi
kebutuhan
dasarnya

Persentase

5.00

6.80

8.50

9.00

10.00

15.00

20.00

63

Persentase Akta
Kelahiran yang
Diterbitkan bagi
yang
Melaporkan

Persentase

98

98.3

98.5

98.9

929

99.5

100

6:

»

Persentase Unit
Usaha Pangan
Asal Hewan
yang Memiliki
Sertifikat Pra
NKV atau NKV
(Nomor Kontrol
Veteriner)

Persentase

20

25

6

o

Angka kelahiran
remaja umur 15-
19 tahun (Age
Specific Fertility
Rate/ASFR 15-
19)

Kelahiran
per 1000
WUS 15-
19 tahun

2.97-1000

2.97-1000

2.77-1000

2.57-1000

2.37-1000

2.17-1000

1.97-1000

6!

[}

Persentase
Penanganan
Dampak
Perubahan lklim
Terhadap
Pertanian

Persentase

20

25

30

35

67

Maturitas Sistem
Pengendalian
Intern

Pemerintah

Nilai

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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NO| INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET

TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGA
N

©1 (02)

03)

(04)

(05)

(0e)

07)

8)

(09)

(10)

(17)

(SPIP)

Persentase
Alokasi Belanja
Infrastruktur
Pelayanan Publik

68

Persentase

14.45

3,84

6.50

7.5

125

NO [INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET

TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

(01)/(02)

(©3)

(©4)

(05)

(06)

(©7)

(©8)

(09

(10)

(11)

Persentase Luas
69 |Layanan Irigasi
Multikomoditas

Persentase

39.25

39.33

40.51

41.72

42.98

44.27

45.59

Persentase
Penerima
Manfaat yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasar

7

o

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

Persentase (%)
lanjut usia
terlantar yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya

71

Persentase

4.40

5.80

6.80

8.50

9.00

10.50

Persentase Akta
Perkawinan yang
72 |Diterbitkan bagi
yang
Melaporkan

Persentase

97

97.5

98

98.5

928.9

99.5

100

Persentase Akta
Perceraian yang
73 |Diterbitkan bagi
yang
Melaporkan

Persentase

97

97.5

98

98.5

928.9

99.3

100

Persentase
Pekerja Sosial/
Tenaga
Kesejahteraan
Sosial yang
Melaksanakan
Pelayanan Sosial
di Dalam Panti
74 |Rehabilitasi
Sosial bagi
Pemerlu
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)
Lainnya di luar
HIV/AIDS dan
NAPZA

Persentase

15

20

20

25

Persentase
Penerima
Manfaat yang
Meningkat
Kemandirian
Ekonomi

7

ol

Persentase

18

20

25

30

|v |INDIKATOR KINERJA KUNCI

AA [1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

TIngkat
partisipasi warga|
negara usia 5-6
tahun yang
berpartisipasi
dalam PAUD

%

67.5

67.5

68

68

68

68

68

Tingkat
partisipasi
warga negara
usia 7-12 tahun
2 |yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan
dasar

%o

95

95

95.5

95.6

95.6

95.6

96.8

Tingkat
3 |partisipasi warga

negara usia 13-

%o

76.5

76.5

77

77

77

77

77
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BASELINE TARGET TAHUN KETERANGA

NO| INDIKATOR SAAN T?gzl'i:_\l 2025 2026 2027 2028 2029 2030 N
(‘j’ (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (19 (11)

15 tahun yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan
menengah
pertama

Tingkat
partisipasi warga|
negara usia 7-
18 tahun yang
belum
menyelesaikan

4 |pendidikan %o 38 40 40 40 41 41 42
dasar dan
menengah yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan
kesetaraan

AB |1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Rasio daya
1 [tampung rumah T 80 83 85 87 88 89 90
sakit rujukan
AC |1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berkurangnya
unit RTLH

1 [jumlah (Rumah %o 10.44 10.34 10.24 10.14 10.05 9.95 9.85
Tidak Layak
Huni)
Persentase
kawasan kumuh
dibawah 10 ha
2 di
kabupaten/kota
ditangani
Persentase
satuan

3 |perumahan yang Yo 62.5 87.5 100 100 100 100 100
sudah
dilengkapi PSU
Persentase
rumah tangga
yang memiliki
4 |akses terhadap (%) 89.56 89.66 89.76 89.86 89.95 90.05 90.15
hunian yang
layak dan
terjangkau
Persentase
warga negara
korban bencana
5 |yang T 100 100 100 100 100 100 100
memperoleh
rumah layak
huni

AD |1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

BASELINE TARGET TAHUN KETERANGAN
TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)/(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
Persentase (%)
penyandang
disabilitas
1 [terlantar yang |Persentase 5.62 8.50 10.88 12.40 14.90 16.10 20.00
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya
AE |2:10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Tersedianya
Tanah Obyek
Landreform
(TOL) yang Siap
1 |Diredistribusikan|Persentase (o] 10 18 18 18 18 18
yang Berasal
dari Tanah
Kelebihan
Maksimum dan

%o 48.02 50.67 53.32 55.97 58.62 61.27 62.5

NO [INDIKATOR SATUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  |\/-9
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BASELINE TARGET TAHUN KETERANGA

NG/ IUNRIKATORYSATUAY TQ')"ZU:' 2025 2026 2027 2028 2029 2030 N

(o1 (02) (03) (©2) (05) (06) (©7) (©8) (09) (10 (11)

Tanah Absentee
Persentase
Terselesaikannya
Kasus Tanah

2 |Garapan Belum |Persentase (0] 10 18 18 18 18 18
Bersertipikat
yang Dilakukan
melalui Mediasi
Persentase
Penyelesaian
Konflik,
Sengketa, dan
Perkara
Pertanahan
Persentase
Tahapan
Persiapan
Pengadaan
Tanah bagi

4 |Pembangunan |Persentase (o] 10 18 18 18 18 18
untuk
Kepentingan
Umum yang
Diselesaikan
Tepat Waktu
Persentase
5 |Kejelasan Hak [Persentase (o] 10 18 18 18 18 18
Milik Atas Tanah
Ditetapkannya
Hak Atas Tanah
dalam

6 |Penguasaan dan |Persentase (o] 10 18 18 18 18 18
Pengelolaan
Pemerintah
Daerah
Persentase
7 [Tanah Kosong [Persentase 10 15 17 17 15 15 12
yang Dikelola
AF |2-13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

::r';:"gg:fsa | Desa | 11 | 10 ‘ 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
AG |2-14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TFR (Angka
Kelahiran Total)
Angka
Prevalensi
Kontrasepsi

2 Modern/Modern
Contraceptive
(mCPR)

AH |2-15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Persentase
penduduk
1 [terlayani (%) 11.15 7.89 11.83 14.46 17.09 19.72 21.42
transportasi
umum
Tingkat
Keselamatan
2 [Transportasi Persentase 88.85 92.11 88.17 85.54 82.91 80.28 79.03
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah

3 [pelabuhan unit 1 1 1 1 1 1 1
penyeberangan
Persentase
Perlengkapan
Jalan yang Telah
Terpasang
Terhadap
Kondisi Ideal
Pada Jalan
Kabupaten/Kota
V/C ratio di jalan
Provinsi

Jumlah

6 Unit 424 450 550 650 750 850 900
Kendaraan

Persentase (0] 10 18 18 18 18 18

Jiwa 2.41 2.41 2.31 2.21 2.11 201 1.91

Persentase 100 100 100 100 100 100 100

Persentase 26.59 39.31 52.04 64.74 77.48 90.20 94.32

Nilai 18:100 18:100 18:100 18:100 18:100 18:100 18:100
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Bermotor yang
Laik Jalan
Tersedianya Unit
Pelaksana Uji
Berkala
Kendaraan

7 |Bermotor Unit (o] [0} (o] 1 1 1 1
(UPUBKB)
dengan
Akreditasi
Minimal B
Al |2:17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

BASELINE TARGET TAHUN KETERANGAN
TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)/(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1 Pgrtumbuhan Persentase 5 5 5! 5 5 5 5

Wirausaha
AJ |2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Persentase
peningkatan
investasi di
kabupaten/kota
AK [2-23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Indeks
pembangunan
literasi
masyarakat
AL |2:24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Indeks Hasil
Pengawasan
Kearsipan di
lingkup
Pemerintahan
Daerah

AM |3-25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jumlah Produksi

NO [INDIKATOR SATUAN

%o 50 55 60 62.5 66.2 69.9 73.6

Indeks 78 79 80 81 83 84 85

Nilai 78 79 80 81 85 87 920

1 |Perikanan Ton 4257 4342 4912 4965 5032 5108 5180
Budidaya
Jumlah Produksi

2 |Perikanan Ton 2568 2697 2861 2958 3079 3186 3297
Tangkap

AN |3-27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Peningkatan
4 TP’°d”k5' Persentase 4 5 5.5 6.5 7 75 85
anaman
Pangan
AO |4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

Efektivitas
Pelaksanaan
Kebijakan

1 |Pengelolaan Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Perekonomian
dan
Pembangunan
Persentase
Jumlah Total
Proyek
Konstruksi Yang
2 |Dibawa Ke tahun T (0] 25 25 25 25 30 50
berikutnya, yang
ditandatangani
pada kuartal
pertama

AP |7:01 - KECAMATAN

Nilai Evaluasi
1 |sAkIP oPD

| Nilai | 67.42 | 69.72 ‘ 72.92 | 74.22 | 77.32 | 78.92 | 79.82 |
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BAB V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Seluma Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode lima tahun. Dokumen ini menjadi perwujudan visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi acuan utama dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai pedoman bersama bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Seluma
selama periode tersebut. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah, masyarakat,
dan sektor usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program-program
yang telah dirumuskan dalam RPJMD dengan optimal.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah periode 2025-
2029 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, setiap Perangkat Daerah
berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra). Dokumen ini mencakup
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas
dan fungsi masing-masing instansi. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) tahunan di setiap Perangkat Daerah. Selain itu, konsistensi
antara RPJMD dan Renstra harus dijaga melalui mekanisme pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari
meningkatnya kualitas sumber daya manusia, kemajuan infrastruktur dan
ekonomi, profesionalisme birokrasi, keberlanjutan lingkungan, serta
berkembangnya daerah secara keseluruhan. Dengan pencapaian visi dan misi
pembangunan yang telah ditetapkan, Kabupaten Seluma diharapkan semakin
mendekati target jangka panjangnya, yaitu menjadi daerah yang maju, sejahtera,
berkelanjutan, serta memiliki daya saing yang kuat di tingkat regional dan

nasional.
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